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Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya, sehingga rangkaian kegiatan Webinar Nasional & Call for Paper
dengan tema "RUU Hukum Acara Perdata: Menciptakan Unifikasi Hukum Nasional yang
Komprehensif' beserta Diseminasi Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Pamulang dapat terselenggara dengan baik dan terlaksana pada
Kamis, 04 Juni 2026.

Buku prosiding ini disusun sebagai wadah untuk menghimpun seluruh karya tulis ilmiah berupa
artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditulis oleh para dosen dan
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang telah dipresentasikan dalam
diseminasi ini. Kehadiran prosiding ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam
mendorong budaya riset yang produktif sekaligus memastikan bahwa karya-karya tersebut
dapat diakses, dibaca, dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat akademik maupun
masyarakat umum.

Tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini mencerminkan kepekaan sivitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Pamulang terhadap dinamika pembangunan hukum nasional.
Pembaruan hukum acara perdata merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang telah
lama dinantikan, dan kami meyakini bahwa forum ilmiah seperti ini menjadi salah satu sarana
penting untuk menyumbangkan pemikiran kritis, konstruktif, dan solutif dari kalangan
akademisi kepada para pemangku kebijakan. Pada penyelenggaraan kali ini, kegiatan berhasil
menjaring sebanyak 165 artikel yang berasal dari tulisan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pamulang. Penyusunan prosiding ini selanjutnya dimaksudkan untuk memperluas
jangkauan diseminasi pengetahuan yang bersumber dari hasil riset dan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini.
Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para keynote speaker, yakni Prof.
Dr. Toto Tohir Suriaatmajaya, S.H., M.H. dan Dr. Susanto, S.H., S.Ak., M.M., M.H., M.AP.,
yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga.
Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, pemakalah, dan panitia
yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi hingga kegiatan ini terlaksana dengan lancar.

Kami menyadari bahwa prosiding ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan
saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi peningkatan kualitas kegiatan ilmiah
di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga prosiding seminar nasional ini dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum, serta
berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Tanggerang Selatan, Juni 2026
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Taufik Kurrohman, S,HI., M.H



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya,
sehingga Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum,
Universitas Pamulang ini dapat diterbitkan dengan baik. Penerbitan prosiding ini merupakan
salah satu bentuk komitmen Fakultas Hukum, Universitas Pamulang dalam mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi karya ilmiah yang berkualitas serta
memperluas diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Prosiding ini menghimpun berbagai artikel ilmiah yang ditulis oleh dosen, peneliti, mahasiswa,
dan praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu hukum, baik dari
aspek teoritis maupun praktis. Beragam gagasan, hasil penelitian, serta rekomendasi yang
disajikan di dalam prosiding ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi akademik, sekaligus memberikan alternatif
solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Publikasi prosiding memiliki peran penting sebagai media penyebarluasan hasil-hasil penelitian
yang telah melalui proses akademik. Melalui penerbitan ini, berbagai temuan ilmiah tidak
hanya terdokumentasikan secara sistematis, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat
akademik, praktisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, hasil
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti sebagai laporan akademik semata,
melainkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung pembangunan hukum
nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh
penulis yang telah mempercayakan karya ilmiahnya untuk dipublikasikan dalam prosiding ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim editor, reviewer, panitia, serta seluruh
pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyuntingan, penelaahan, hingga penerbitan
prosiding ini. Dedikasi dan kerja sama seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga
kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan.

Kami menyadari bahwa prosiding ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk
penyempurnaan penerbitan prosiding pada masa yang akan datang. Kami berharap prosiding
ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat, memperkaya khazanah keilmuan di
bidang hukum, mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan, serta memperkuat budaya
akademik yang berlandaskan integritas, objektivitas, dan inovasi.

Akhir kata, semoga Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum,
Universitas Pamulang ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu
hukum, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi
kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan
berkemanfaatan bagi bangsa dan negara.

Tangerang Selatan, Juni 2026

Tim Penelitian & PKM
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
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ABSTRAK

Pemahaman terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai media sosial sangat diperlukan bagi
semua orang. Semua kalangan harus dapat memahami aturan hukum dengan baik agar pemanfaatan
media sosial dapat diarahkan menuju hal yang positif. Utamanya bagi kalangan muda yang lebih banyak
menggunakan gadget, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak melanggar hukum
kedepannya. Tujuan pengabdian ini untuk mengetahui pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak.
Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk menjabarkan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang
dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan
menggunakan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian
menunjukan, bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan
pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan siswa akan
hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa
Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik,
penyebaran ujaran kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami
kerangkanya secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa
juga perlu pemahaman mengenai cyber bullying agar tidak melakukannya.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Media Sosial, Siswa, Sosialisasi, Madrasah Aliyah Miftahul Umam

PENDAHULUAN

Landasan utama yang menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada
pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945) yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ternormakannya pasal
tersebut menegaskan kedudukan hukum yang menjadi amanat dari Konstitusi. Hal ini
berimplikasi pada penerapan hukum pada pelaksanaannya yang menegaskan semua
permasalahan yang terjadi di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku (Akmal, 2021b).

Aturan hukum ini juga menjadi landasan bagi negara dan warga negara dalam pelaksanaan
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kegiatan sehari-hari. Konsekuensi dari keberadaan norma tersebut adalah adanya kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali (Akmal, 2021a).

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus diwujudkan dalam pengimplementasian suatu
aturan hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk penjaminan akan perlindungan hukum bagi
masyarakat dalam pemberlakuan aturan hukum (Remaja, 2014). Oleh karenanya, setiap
individu tidak boleh melanggar hak dari individu lainnya. Begitupun negara juga diberikan
kewajiban untuk mengimplementasikan perlindungan hukum ini sehingga terciptanya suatu
ketertiban hukum (Remaja, 2014). Kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan norma
sehingga hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Menurut Van Apeldoorn
sebagaimana dikutip oleh Halilah & Arif (2021) menegaskan, kepastian hukum sangat
berhubungan dengan hal konkret. Kepastian hukum memberikan jaminan hukum dijalankan,
individu mendapatkan haknya, dan dapat dijadikan landasan berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan hukum pada perkembangan teknologi yang ada saat ini memerlukan adanya
pembentukan budaya hukum untuk memperkuat tertib hukum dimasyarakat (Al Kautsar &
Muhammad, 2022). Pembentukan aturan hukum penerapan teknologi menjadi tanggung jawab
negara, yang nantinya diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat (Silviani et al.,
2025). Negara juga harus dapat memastikan bahwa teknologi yang ada merupakan teknologi
yang legal tanpa memunculkan permasalahan lainnya (Nugroho, 2016). Saat ini, hukum
seringkali nampak tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Oleh
karenanya, hukum penggunaan teknologi baru dirumuskan ketika suatu teknologi sudah
digunakan oleh manusia. Hal ini agar kemanfaatan dari penggunaan teknologi dapat maksimal
dan tidak ada pihak yang dirugikan dari penerapan suatu teknologi (Nugroho, 2016).

Pada perkembangannya, kehidupan manusia telah bergeser dari dunia nyata menuju dunia
maya (Illahi & Aditia, 2022). Keduanya bersinergi bersama dalam lingkup sosial masyarakat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
hadir sebagai bagian dari pengaturan kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik.
UU ITE ditujukan agar penggunaan teknologi informasi tidak mengarah menuju kegiatan yang
bersifat negatif (Mawaza & Khalil, 2020). Kebebasan berekspresi dimulai dari adanya
komunikasi yang menyerap berbagai informasi. Sumber informasi pada saat ini telah
berkembang terutama dari media sosial yang membawa kemudahan hanya dengan teknologi
internet (Arianto, 2023). Media sosial juga semakin berkembang spesifik berdasarkan minat
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publik seperti shop, travel, art, food, dsb (Indriyana et al., 2021).

Secara umum, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif media
sosial diantaranya cepat mendapatkan informasi, wadah promosi, dapat mengekspresikan
pendapat, bersosialisasi, memperluas pengetahuan, dan sebagai tempat menyimpan kegiatan
sehari-hari (Kusumo et al., 2021; Sutarjo, 2013: 21). Selain adanya dampak positif, media sosial
juga memiliki dampak negatif yang diantaranya, dapat menjadi pribadi yang individual,
berkurangnya komunikasi di dunia nyata, terdapat bahaya penipuan, penyebaran pornografi dan
hoax (Kusumo et al., 2021). Dengan demikian, media sosial membawa banyak kemudahan
meskipun terdapat juga ancaman yang menyertainya.

Bagi kalangan remaja, media sosial telah menjadi platform sosial sehari-hari. Pada
perkembangannya, media sosial pada saat ini telah menawarkan banyak kemudahan dan
sesuatu hal yang menarik untuk remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya (Tarmizi
& Momo, 2026). Media sosial telah menjadi platform bagi remaja dalam membagikan kegiatan
pribadinya. Kemudahan dimedia sosial menjadikan siapapun dapat bebas berekspresi dan
menyalurkan pendapatnya (Pratama et al., 2022). Media sosial telah menjadi tolak ukur bagi
remaja dalam menilai kehidupan sosialnya. Terdapat anggapan, semakin banyak media sosial
yang digunakan maka semakin gaul seseorang (Aulia et al., 2022).

Penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan menekankan empat dimensi
kepentingan, seperti informasi, aktivitas kesenangan, komunikasi, dan transaksi. Dari keempat
dimensi tersebut, penggunaan media sosial bagi kalangan siswa di perkotaan lebih cenderung
pada aktivitas kesenangan dibandingkan dengan aktivitas lainnya (Ayub & Sulaeman, 2022).
Hanya saja, bukan tidak mungkin, dalam menggunakan media sosial, siswa dapat secara
langsung maupun tidak langsung melanggar hukum yang berlaku. Hal ini yang memerlukan
perhatian dari berbagai pihak seperti melalui sosialisasi dan pendampingan agar tidak terjadi
pelanggaran hukum dikemudian hari.

Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak dapat
menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Hal ini dikarenakan hukum menjadi norma
yang mengatur setiap permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat (Lubis, 2024; Widowati,
2015). Bagi siswa, utamanya siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam, memerlukan
pendampingan dan sosialisasi mengenai pemanfaatan media sosial. Minimnya pengetahuan
siswa akan hukum berpotensi menyalahgunakan media sosial. Dengan demikian, sosialisasi
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dilakukan agar siswa dapat memahami hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
menggunakan media sosial pada kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum menjadi nilai yang harus dipahami bersama oleh seluruh masyarakat.
Permasalahan akan pemahaman hukum akan menciptakan kondisi yang kurang maksimal
dalam membentuk tertib hukum (Ernis, 2018). Bagi anak remaja, pemahaman hukum bukan
perkara yang mudah. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi sangat dibutuhkan. Anak
remaja biasanya tidak mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh untuk mereka lakukan.
Media sosial menjadi tempat remaja bersosialisasi secara tidak langsung yang membuat lingkup
pertemanan mereka menjadi semakin luas (Damayanti & Khasanah, 2025). Hal ini yang
menekankan perlunya pemahaman hukum bagi kalangan remaja agar tidak melampaui batas.

Hal yang paling mendasar diperlukan oleh Siswa Aliyah Miftahul Umam untuk diketahui
berkaitan dengan permasalahan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran ujaran
kebencian, dan dan lainnya. Berbagai permasalahan tersebut harus dipahami kerangkanya
secara mendasar sehingga siswa dapat menghindari untuk melakukannya. Selain itu, siswa juga
perlu pemahaman mengenai cyber bullying agar tidak melakukannya. Pada dimensi media
sosial, permasalahan cyber bullying kerap kali menimbulkan permasalahan lanjutan, baik itu
bagi pelaku maupun bagi korban (Arifin et al., 2025; Fhatihah et al., 2026). Semua hal tersebut
menekankan begitu pentingnya sosialisasi media sosial bagi kehidupan remaja.

Tujuan pengabdian ini untuk memberikan sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik
dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sangat penting untuk
mengetahui landasan hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna media sosial. Selain itu,
pengabdian ini juga bertujuan untuk mengetahui sosialisasi pemanfaatan media sosial yang
dilaksanakan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Utamanya generasi muda harus mengetahui
dan melakukan pemanfaatan media sosial secara arif dan bijaksana.

METODE

Metode penyuluhan merupakan cara sistematis dalam penyampaian pesan yang ditujukan
untuk menciptakan perubahan sehingga sasaran tau, mau, dan mampu menerapkan suatu
inovasi baru. Setiap individu belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada individu yang belajar
melalui pendengaran dan ada juga yang melihat dan harus mempraktikannya secara langsung.

Penggunaan kombinasi metode penyuluhan akan banyak membantu dalam mempercepat proses
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perubahan. Penyuluhan menjadi proses dalam pemberian informasi, pendidikan, serta
pemahaman berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun budaya yang dapat
meningkatkan kesadaran subjek yang hendak dituju (Ernis, 2018). Berbagai penelitian
menunjukan, penggunaan banyak metode penyuluhan akan memperbanyak perubahan yang
terjadi terhadap diri individu.

Metode penyuluhan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hasil penyuluhan dapat
berjalan optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode
participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi (Chevalier & Buckles, 2013).
Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk menyampaikan materi atau
ceramah dan 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan metode tersebut akan
dielaborasikan sesuai dengan kondisi langsung pada waktu pelaksanaan. Diharapkan dengan
pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut
mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan (R. Koraag et al., 2024).

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi
karena peserta sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan
pemanfaatan media sosial. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam rangka
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tentang Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam
kegiatan ini dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi Madrasah Aliyah Miftahul Umam
yang bertempat di JI. H. Kamang No. 25 7, RT.13/RW/10, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak
Kepala Sekolah dan melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh siswa terutama dalam pemanfaatan media sosial. Setelah dilakukan pemetaan
permasalahan maka Tim PKM menghimpun materi yang akan diberikan kepada peserta.

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahapan ini akan dijelaskan
tentang sosialisasi pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak kepada siswa Madrasah
Aliyah Miftahul Umam. Metode ceramah dilakukan dalam memberikan materi tentang
pemanfaatan media sosial yang baik dan bijak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Metode ceramah adalah salah satu teknik penyuluhan yang digunakan untuk menyampaikan
informasi secara langsung kepada sekelompok orang, dengan cara pembicara (narasumber)

memberikan penjelasan atau presentasi tentang suatu topik tertentu (Wirabumi, 2020). Metode
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ini sering digunakan untuk tujuan edukasi dan sosialisasi mengenai masalah atau isu tertentu
yang relevan bagi masyarakat.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Metode ini
digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan
pengetahuannya di dalam ruang lingkup Konflik dan Penyelesaiannya khususnya terkait
pemanfaatan media sosial. Pada tahap ini semua peserta yang merupakan siswa diberikan
kesempatan untuk bertanya dan terkait dengan pemanfaatan media sosial, kemudian akan
didiskusikan dengan narasumber dan peserta lain sehingga mendapatkan solusi dan
pencerahan. Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi kepada peserta kegiatan yang
dalam hal ini adalah siswa, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan
daya serap peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah kegiatan
PKM berakhir akan disusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial di Madrasah Aliyah Miftahul

Umam

Pada era digital saat ini, sarana interaksi berbasis teknologi telah membawa perubahan
interaksi sosial. Media sosial menjadi sarana interaksi sosial yang efisien karena dapat
menghubungkan jarak dan waktu. Oleh karena itu, masyarakat pada saat ini dikenal sebagai
network society (Fugoha & Firdausi, 2020; Siregar, 2022). Media sosial menjadikan masyarakat
dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan berita dan informasi. Kemudahan ini
menjadikan adanya beragam kesempatan untuk menghasilkan serta memperoleh ilmu baru
dengan tidak terbatas (Hakim et al., 2024).

72 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini dapat
diartikan juga bahwa terdapat 28% dari total populasi di Indonesia yang menggunakan media
sosial. Sebagai asumsi, total pengguna aktif tersebut diartikan sebagai individu yang
menggunakan internet dengan baik, memiliki akses internet, dan dalam rentang usia yang sudah
bisa membaca. Dari data tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan kedua setelah
Amerika Serikat sebagai pengguna media sosial terbanyak. Besarnya jumlah pengguna media
sosial menekankan sisi positif dan negatif baik bagi penggunanya maupun orang lain
(Parwitasari et al., 2022; Windarto & Oktaviany, 2020).
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Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah
Miftahul Umam memfokuskan pada materi pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak.
Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik
terkait pemanfaatan media sosial dan memiliki keinginan untuk memanfaatkannya untuk tujuan
yang positif. Sosialisasi dilakukan dimulai dari pemahaman mengenai media sosial, aturan
hukum yang berlaku, sampai dengan manfaat dan kerugian penggunaan media sosial. Kegiatan
yang dilaksanakan memiliki kemiripan dengan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Siahaan,
dkk (2024), hanya saja pada kegiatan tersebut menekankan pada personal branding dan strategi
konten di media sosial.

Kegiatan PKM dilaksanakan hari Kamis, tanggal 23 April 2026. Sasaran kegiatan
sosialisasi adalah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Miftahul Umam, yang terbagi menjadi 2
(dua) sesi materi. Penyampaian materi pada sesi 1 (satu) dilakukan dengan pemaparan materi
dan pada sesi 2 (dua) dilakukan melalui pemutaran video dan sesi tanya jawab. Materi
sosialisasi terdiri dari pengertian media sosial secara umum, media sosial yang sering
digunakan, manfaat penggunaan media sosial, aturan hukum (utamanya UU ITE) terkait
permasalahan konten di media sosial, hingga cara memanfaatkan media sosial untuk hal-hal
yang positif. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama dengan siswa dan
guru yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut
memiliki irisan rencana kegiatan yang hampir serupa dengan kegiatan sosialisasi yang
dilakukan oleh Yudha, dkk (2023).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan literasi media
digital sehingga dapat membawa perubahan pola pikir bagi siswa terkait pemanfaatan media.
Menurut Riswanto sebagaimana dikutip oleh Meilinda, dkk (2020), setidaknya terdapat 3 (tiga)
konteks pendekatan literasi digital. Pertama, remaja rentan terpapar konten negatif sehingga
harus ada proteksi agar mengontrol arus informasi dalam penggunaan internet. Kaitannya
dengan hal ini, UU ITE dibentuk untuk mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Kedua,
menekankan pada kemampuan teknis dalam menjelajah dunia maya. Ketiga, internet dijadikan
wadah pemberdayaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Diharapkan siswa dapat
memanfaatkan media sosial untuk kegiatan kreativitas, kognitif, dan edukatif.

Penggunaan media sosial dikalangan remaja mengubah cara mereka berinteraksi dan
berkomunikasi (Kelly et al., 2018; Tarinje et al., 2024). Berbagai platform media sosial telah
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banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan seperti memudahkan interaksi antara guru dengan
siswa maupun antar sesama siswa. Penyampaian berbagai informasi, materi, diskusi, hingga
kolaborasi penyelesaian tugas pembelajaran merupakan manfaat yang dihadirkan dengan
adanya media sosial (Ashari & Idris, 2019; Usman, 2025). Selain itu, media sosial dapat
menjadi sarana jual beli yang dapat menambah pemasukan bagi siswa (Azeem & Toni, 2018;
Siregar, 2022). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada beberapa siswa yang memanfaatkan
media sosial sebagai sarana jual beli.

Saat ini kehidupan remaja banyak dihabiskan untuk bermain media sosial tetapi belum
ditujukan untuk efektivitas komunikasi. Remaja belum melihat manfaat dari media sosial tetapi
cenderung menggunakannya untuk bermain game dan sejenisnya hingga lupa waktu. Media
sosial menjadi wadah untuk bersosialisasi, berbagi, dan membuat konten dengan mudah.
Perkembangan media sosial membawa dampak langsung pada kehidupan sosial kalangan
remaja seperti menjadi tempat melimpahkan aktivitas sehari-hari. Hal ini yang cenderung
mengakibatkan remaja mengesampingkan kehidupan sosial beserta etika yang ada (Mahendra
etal., 2022).

Penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan efek negatif seperti resiko kesehatan
mental bagi mereka yang menggunakannya lebih dari 3 (tiga) jam sehari (Bashir & Bhat, 2017,
Riehm et al., 2019; Tarinje et al., 2024). Meningkatnya insomnia dikalangan remaja juga salah
satu penyebabnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan (Syamsoedin et al., 2015;
Tarinje et al., 2024). Hal ini juga yang terjadi pada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Umam
yang menggunakan media sosial lebih dari 4 jam sehari sehingga pada beberapa siswa terkena
insomnia.

Permasalahan yang disosialisasikan terutama kepada siswa Madrasah Aliyah Miftahul
Umam adalah pencegahan terjadinya cyberbullying. Hal ini dikarenakan masih sulitnya
menentukan tindakan yang dilakukan di sosial media termasuk kategori cyberbullying atau
bukan. Cyberbullying berkembang seiring makin ramainya media sosial yang dapat diakses dan
digunakan oleh pelajar (Sitinjak et al., 2025). Utamanya di media sosial seperti Instagram,
tiktok, maupun X, cyberbullying kerap kali terjadi. Oleh karena itu, pencegahan menjadi

alternatif solusi agar tindakan cyberbullying tidak terjadi.
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2.  Landasan Hukum Pemanfaatan Media Sosial

Saat ini sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan
transformasi kedalam ruang digital. Transformasi digital memiliki peranan yang sangat penting
dalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan payung hukum yang baik
dalam mengawal ruang digital untuk digunakan secara aman, bersih, kondusif, produktif, dan
bermanfaat bagi masyarakat (Rohmy et al., 2021). Dibentuknya UU ITE ditujukan untuk
melindungi kepentingan hukum dan kebebasan berbicara, termasuk didalamnya secara lisan
maupun tulisan.

Hadirnya UU ITE telah selasan dengan kepentingan hukum dalam melindungi kebebasan
berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana yang dalam pasal 28F UUD NRI 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, hadirnya UU ITE juga menjadi penegasan dari pasal
28G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”. Kedua pasal tersebut menjadi penegasan hak konstitusional masyarakat
dalam pemanfaatan teknologi.

Kehadiran UU ITE sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun
keberadaannya dinilai sangat rumit dan hanya menormakan permasalahan kontekstual semata
(Indriyana et al., 2021). Beberapa permasalahan yang sering terjadi dengan didasarkan pada
UU ITE (Kusumo et al., 2021). Pertama, pencemaran nama baik ternormakan dalam pasal 27
ayat (3) yang menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kedua, ujaran kebencian ternormakan dalam pasal 28 (2) jo. pasal 45A (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 yang menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
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(SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)”. Ketiga, pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian dijerat dengan 2 pasal
sekaligus, yaitu pasal 27 (3) dan pasal 28 ayat (2) jo. pasal. 45A (2) UU ITE. Keempat, tindakan
lainnya seperti pornografi dengan jeratan pasal 27 (1), berjudi dengan jeratan pasal 27 (2), berita

bohong/hoax yang dijerat dengan pasal 28 (2) jo. pasal 45A (2).

3. Solusi Permasalahan Pemanfaatan Media Sosial yang Baik dan Bijak

Setiap permasalahan memerlukan solusi penyelesaian agar tidak menimbulkan dampak
yang signifikan bagi kehidupan seseorang (Ngafifi, 2014). Diperlukan upaya kolaboratif antara
guru dan siswa agar dapat mengintensifkan sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi harus
dilakukan secara intensif melalui berbagai media seperti pelatihan dan penyuluhan hukum serta
penyediaan informasi yang mudah diakses oleh siswa (Herdianaa et al., 2019). Hal ini untuk
menekankan betapa penting kepastian hukum dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Selain sosialisasi hukum terpadu yang dapat dilakukan oleh guru, sosialisasi juga dapat
dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Sosialisasi dapat dilakukan menggunakan metode
yang mudah dipahami oleh siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (Safira & Juniarti,
2026). Beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, kegiatan penyuluhan langsung yang dilakukan
oleh pegiat media sosial dan lembaga terkait melalui penyebaran brosur atau poster yang
menjelaskan tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah siswa.
Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung disekolah, seperti dalam kegiatan upacara, seminar
siswa, maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk siswa (Azzahra & Khasanah, 2025).

Kedua, pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial untuk lebih memberikan gambaran hal-
hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan (Nasution, 2020). Ketiga, kolaborasi
dengan pegiat media sosial maupun lembaga terkait untuk menjadi agen penyuluhan dan dapat
mempermudah proses sosialiasi (Khaedhir, 2025). Keempat, pelatihan penyuluh hukum di
sekolah dengan meningkatkan kapasitas guru bimbingan konseling dalam memberikan edukasi
kepada siswa (Adani & Tando, 2025). Penyuluh hukum ini dapat dilatih dengan bekerja sama
dengan kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia dibidang hukum. Hal ini nantinya
dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana yang relevan dengan kegiatan belajar

mengajar siswa yang sekaligus juga menjadi perantara antara guru dan siswa itu sendiri.
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Kelima, kemitraan dengan Organisasi Non-Pemerintah dalam bentuk kerja sama dengan
LSM maupun Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dibidang pendidikan dan bantuan
hukum (Herdiansah, 2016). Keenam, peran Pemerintah Daerah yang secara aktif memfasilitasi
penyuluhan hukum dan pembuatan hukum dalam mendukung kegiatan sosialisasi yang
dilakukan di sekolah-sekolah (Rafid et al., 2025). Pemerintah Daerah juga bisa mengalokasikan
secara khusus dana pendidikan untuk mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum tersebut.
Berdasarkan dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas
Pamulang (FH UNPAM) menjadi bagian dari pelaksanaan sosialisasi karena terpanggil akan
tanggung jawab untuk peduli mengedukasi dan sosialisasi terhadap penyuluhan hukum di
sekolah. Sebagai ujung tombak dalam sosialisasi berbagai kegiatan penyuluhan yang
disampaikan kepada siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Umam. Diharapkan kegiatan yang
dilakukan dapat memberikan pemahaman yang bernilai tambah setelah kegiatan PKM
dilakukan.

4.  Manfaat yang Dapat Diambil Dari Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial

Dosen sebagai ujung tombak dari Perguruan Tinggi mengemban 3 (tiga) tugas utama atau
Tridarma dalam bentuk kegiatan akademik, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan
PKM. PKM dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti pendidikan dan pelatihan
masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dihasilkan oleh Perguruan Tinggi (Emilia, 2022). Pada PKM yang dilakukan di Madrasah
Aliyah Miftahul Umam terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh siswa.

Pertama, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa (Sila, 2024).
Pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak
dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial. Hal ini utamanya berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Banyak siswa yang berkemungkinan tidak
mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Padahal hal ini sangat penting untuk
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial.

Kedua, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan kepastian hukum. Dengan
memberikan pemahaman pemanfaatan media sosial, diharapkan siswa dapat lebih mudah
memahami pemanfaatan media social dengan baik dan bijak. Hal ini nantinya akan memperkuat
aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, siswa juga akan lebih memahami
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mengenai hak serta kewajiban konstitusionalnya (Akmal & Azmi, 2025).

Ketiga, diharapkan siswa dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum (Tohawi &
Ubaidillah, 2025). Sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
mendalam bagi siswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini nantinya akan membantu siswa
agar lebih bijak dalam bersosialisasi di media sosial. Selain itu, pemahaman juga berarti
mengarahkan siswa untuk dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum pada
pelaksanaannya.

Keempat, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum negara. Pengabdian ini
diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum negara dengan memastikan
bahwa siswa dapat mengaplikasikan hukum sebagai landasan utama dalam mencapai nilai
kepastian hukum dan perlindungan hukum (Tiffany et al., 2026). Hal ini diharapkan dapat
mendukung pencapaian tujuan negara hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, sesuai
dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban
dalam pelaksanaan hukum.

Kelima, pemberdayaan masyarakat. Melalui pengabdian ini, siswa diberdayakan dengan
pengetahuan tentang hak serta kewajiban hukum mereka. Utamanya agar siswa menjadi lebih
sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam proses dan dinamika hukum yang terjadi
(Yudhayana & Aziz, 2024). Hal ini akan membuka peluang bagi siswa untuk dapat
menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Keenam, meningkatkan profesionalisme dan
keterlibatan pihak hukum. Para profesional hukum yang terlibat dalam pengabdian ini dapat
merasakan manfaat berupa pengalaman praktis dalam sosialisasi yang dilakukan. Ini juga akan
membantu dalam memperluas pemahaman hukum dan keterampilan dalam sosialisasi yang
dilakukan.

Ketujuh, sosialisasi dilakukan untuk menjadi pendidikan hukum bagi generasi yang akan
datang (Irawan, 2023). Kegiatan ini berfungsi sebagai pendidikan hukum kepada siswa, yang
nantinya dapat dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pentingnya
hak dan kewajiban dalam menggunakan sosial media maka keterlibatan generasi muda dalam
memanfaatkan media sosial diharapkan lebih bermanfaat. Selain itu, siswa juga diharapkan

dapat turut serta memahami dan memajukan sistem hukum di Indonesia.
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KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menegaskan batasan-batasan dalam
penggunaan media sosial. Batasan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tertib hukum yang
dilakukan. Utamanya UU ITE yang dijadikan pedoman bagi perlindungan hukum dalam
penggunaan media sosial. Kegiatan PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam
telah diselenggarakan dan berjalan lancar dengan minat serta antusiasme tinggi dari siswa yang
hadir. Sosialisasi dilakukan dengan penggambaran kerangka hukum serta mengarahkan siswa
untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Materi sosialisasi diterima dengan
baik oleh siswa sehingga diharapkan siswa lebih sadar akan hukum dan menghindari
pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi.

Beberapa siswa telah memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mempromosikan
dagangannya. Hal ini menunjukan sisi positif dalam pemanfaatan media sosial. Meskipun
demikian, terdapat juga sisi negatif seperti masih banyaknya siswa yang menggunakan media
sosial secara berlebihan hingga terkena insomnia. Hal ini yang patut menjadi perhatian bersama
bagi guru di sekolah dan orang tua di rumah untuk bertindak secara aktif dalam memberikan
masukan serta membantu mengubah pola tidur siswa agar lebih baik lagi. Terlepas dari berbagai
dinamika yang terjadi, diharapkan materi sosialisasi yang telah diberikan dapat dicerna dan

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh siswa yang hadir dalam sosialisasi.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait
pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas | Depok. Permasalahan
dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan dan pemahaman hak-hak narapidana sebagai
warga negara tetap dijalankan selama menjalani masa pidana, serta kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan
penyuluhan hukum kepada 15 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum
memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran narapidana mengenai hak konstitusionalnya,
seperti hak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah,
serta perlakuan yang layak dan manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih
menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pemahaman hukum
narapidana, dan belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pembinaan hukum perlu diperkuat secara berkesinambungan agar hak
konstitusional narapidana tetap terpenuhi serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial
dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Narapidana, Pembinaan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak konstitusional merupakan bagian fundamental dari hak warga negara yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (FITRI & WIJAYANTI,
2024). Jaminan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga
melekat pada setiap individu yang sedang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan
maupun rumah tahanan negara. Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia,
narapidana tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang wajib memperoleh
perlindungan terhadap hak-hak dasarnya, meskipun kebebasan fisiknya dibatasi oleh putusan
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pengadilan (Antwi, 2024). Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak semata-
mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga menekankan aspek pembinaan,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari
masyarakat secara utuh. Konsep tersebut sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang
menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat, hak, dan kesempatan
untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana (Cindhy Atika Rahmawati & Eko
Wahyudi, 2023).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak konstitusional narapidana masih menjadi persoalan
yang cukup kompleks dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai persoalan seperti
keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, over kapasitas rumah tahanan, hingga kurang
optimalnya program pembinaan hukum sering kali menyebabkan narapidana belum
sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai warga negara (Kodiya, 2020). Kondisi tersebut
berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum narapidana serta rendahnya pemahaman
mengenai hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak
pendidikan, hak beribadah, dan hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani
masa pidana. Padahal, pemahaman terhadap hak konstitusional memiliki peranan penting
dalam mendukung proses pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum narapidana agar
mampu menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik setelah bebas dari lembaga
pemasyarakatan (Idham & Nadriana, 2022).

Secara global, perlindungan terhadap hak-hak narapidana juga telah menjadi perhatian
dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) dan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau
Nelson Mandela Rules. Instrumen tersebut menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-
hak dasar yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, akses
kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum (Jerimas Pelokilla, 2023). Berbagai negara mulai
mengembangkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada
rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan represif semata. Dalam konteks
tersebut, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi,
termasuk melalui penguatan program pembinaan hukum bagi narapidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum narapidana
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melalui pembinaan hukum yang berorientasi pada pemahaman hak konstitusional sebagai
warga negara. Penelitian ini menjadi penting karena pemenuhan hak konstitusional tidak hanya
berkaitan dengan perlindungan hak individu narapidana, tetapi juga berhubungan dengan
keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan yang sadar hukum dan
siap kembali ke masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus
mengkaji pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas | Depok
dengan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga praktik pelaksanaan
pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak
konstitusional dalam sistem pemasyarakatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta
menganalisis upaya penguatan pembinaan hukum guna mendukung perlindungan hak

konstitusional narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di Rutan Kelas | Depok
dengan fokus pada pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana dalam sistem
pemasyarakatan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan
partisipatif guna meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak-haknya sebagai
warga negara selama menjalani masa pidana. Pendekatan partisipatif digunakan karena
kegiatan pengabdian masyarakat menempatkan peserta sebagai subjek yang terlibat aktif
dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan hukum(Elisabeth Nurhaini Butar-Butar,
2018). Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi bersama
pihak Rutan Kelas | Depok terkait perizinan, waktu pelaksanaan, serta penentuan peserta
kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi pembinaan hukum yang berkaitan
dengan hak konstitusional narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan kepada 15 warga binaan pemasyarakatan sebagai
peserta kegiatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi
interaktif, observasi, dan wawancara sederhana. Penyuluhan hukum dilakukan dengan
penyampaian materi mengenai hak-hak narapidana, meliputi hak atas perlindungan hukum,
pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang manusiawi
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selama menjalani pembinaan di rumah tahanan. Metode penyuluhan hukum dipilih sebagai
upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui proses edukasi
secara langsung

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab dilakukan untuk memberikan ruang partisipasi
peserta dalam memahami dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait
pemenuhan hak konstitusional di lingkungan rumah tahanan. Observasi dilakukan untuk
melihat secara langsung kondisi pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rutan,
sedangkan wawancara sederhana dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman peserta
terhadap materi yang diberikan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung
berupa foto kegiatan dan dokumen terkait pelaksanaan pembinaan hukum. Studi
kepustakaan juga dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak konstitusional narapidana dan sistem
pemasyarakatan (Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji, 2007).

Data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan selanjutnya dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum
dalam meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak konstitusionalnya sebagai
warga negara. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial
secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan
pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta,
respons selama kegiatan berlangsung, serta tingkat pemahaman peserta setelah pelaksanaan

pembinaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pembinaan Hukum terhadap Narapidana dalam Sistem
Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok
Pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada
dasarnya merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak
konstitusional warga negara, termasuk bagi individu yang sedang menjalani pidana (Maysarah,
2023). Dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tidak lagi dipandang
semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki
hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan mental, dan pemahaman hukum guna
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mendukung proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana (Nasution et al., 2024).
Oleh karena itu, pembinaan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun
kesadaran hukum narapidana agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara
dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan
Kelas | Depok dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan
meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap sistem hukum, hak konstitusional, serta
pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden di Rutan Kelas |
Depok, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan hukum telah berjalan melalui
beberapa bentuk kegiatan, seperti penyuluhan hukum, ceramah edukatif, diskusi kelompok,
serta pendampingan terkait pemahaman hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan.
Kegiatan pembinaan hukum tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan petugas
pemasyarakatan, akademisi, mahasiswa, maupun pihak eksternal yang memiliki kompetensi di
bidang hukum dan hak asasi manusia. Materi pembinaan yang diberikan umumnya berkaitan
dengan hak konstitusional warga negara, hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan,
kesadaran hukum, bahaya pelanggaran hukum, serta pentingnya reintegrasi sosial setelah bebas
dari masa pidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar responden menyatakan
bahwa kegiatan pembinaan hukum membantu mereka memahami bahwa status sebagai
narapidana tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak
memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, kebebasan beribadah, serta akses
terhadap bantuan hukum (Wulur, n.d.).

Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas | Depok juga menunjukkan adanya upaya
untuk membangun perubahan pola pikir narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan
tanggung jawab sosial yang lebih baik. Dalam praktiknya, pembinaan hukum tidak hanya
berfungsi sebagai sarana pemberian informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga diarahkan
untuk membentuk sikap dan perilaku narapidana agar lebih memahami konsekuensi hukum dari
setiap tindakan yang dilakukan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa sebelum
mengikuti pembinaan hukum, mereka memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak
konstitusional dan mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Namun
setelah mengikuti kegiatan pembinaan, mereka mulai memahami pentingnya hak asasi

manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta pentingnya mempersiapkan diri untuk
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kembali ke masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum
memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan
pemahaman narapidana terhadap hak-haknya sebagai warga negara (Acep Saepudin & Geofani
Milthree Saragih, 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan
hukum di Rutan Kelas | Depok masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama
adalah keterbatasan fasilitas dan over kapasitas penghuni rumah tahanan yang mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina dan belum
optimalnya pelaksanaan program edukasi hukum secara berkelanjutan menyebabkan
pembinaan hukum belum dapat menjangkau seluruh narapidana secara maksimal. Dari 15
responden yang diwawancarai, beberapa di antaranya menyatakan bahwa kegiatan pembinaan
hukum masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara intensif sesuai kebutuhan warga
binaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum dalam sistem pemasyarakatan
masih memerlukan penguatan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun
dukungan kebijakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pembinaan hukum terhadap narapidana
memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan
martabat manusia dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi
berorientasi pada pembalasan semata, melainkan menempatkan narapidana sebagai individu
yang tetap memiliki hak untuk dibina dan dipersiapkan kembali ke lingkungan sosial (Manik,
2024). Oleh karena itu, pembinaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan edukatif,
tetapi juga sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang menjamin
perlindungan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks
tersebut, pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas | Depok menjadi salah satu bentuk
konkret upaya negara dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis,
rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan kesadaran hukum narapidana sebagai bagian dari

proses reintegrasi sosial di Indonesia.

2. Pemahaman Narapidana terhadap Hak Konstitusional sebagai Warga Negara
dalam Sistem Pemasyarakatan
Pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional sebagai warga negara merupakan
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bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, status
seseorang sebagai narapidana tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga negara yang
tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pembatasan yang diberikan kepada
narapidana pada dasarnya hanya berkaitan dengan kebebasan bergerak sebagai konsekuensi
pidana, sedangkan hak-hak lain seperti hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas
pelayanan kesehatan, hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan
perlakuan yang manusiawi tetap harus dipenuhi oleh negara (Adi Riyanto, 2021). Oleh karena
itu, pemahaman terhadap hak konstitusional menjadi aspek yang sangat penting dalam proses
pembinaan narapidana agar mereka menyadari bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekadar
bentuk penghukuman, tetapi juga sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas | Depok, diperoleh
gambaran bahwa tingkat pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional masih beragam.
Sebagian responden telah memahami bahwa mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara
meskipun sedang menjalani pidana, terutama terkait hak beribadah, pelayanan kesehatan, dan
hak memperoleh perlakuan yang layak selama berada di rumah tahanan. Namun demikian,
beberapa responden masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak
konstitusional lainnya, seperti hak atas bantuan hukum, hak memperoleh pendidikan dan
pembinaan, serta hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang tidak sesuai
dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum
narapidana masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta akses
terhadap informasi hukum selama menjalani masa pidana.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden baru memahami
keberadaan hak-hak konstitusional setelah mengikuti kegiatan pembinaan hukum dan
penyuluhan yang dilaksanakan di Rutan Kelas | Depok. Sebelum mengikuti program
pembinaan, beberapa narapidana menganggap bahwa status sebagai warga binaan
menyebabkan seluruh hak mereka hilang secara otomatis. Namun setelah mendapatkan
penjelasan melalui kegiatan pembinaan hukum, para responden mulai memahami bahwa
narapidana tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tetap memperoleh
perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan
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yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman narapidana
terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam praktik sistem pemasyarakatan, pemahaman terhadap hak konstitusional juga
berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir narapidana selama menjalani masa pidana
(Adinda et al., 2024). Narapidana yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki
sikap yang lebih kooperatif dalam mengikuti program pembinaan dan lebih mudah beradaptasi
dengan lingkungan pemasyarakatan. Beberapa responden menyatakan bahwa pemahaman
mengenai hak konstitusional memberikan motivasi bagi mereka untuk memperbaiki diri dan
mempersiapkan kehidupan setelah bebas dari rumah tahanan. Selain itu, pemahaman hukum
juga membantu narapidana untuk lebih menghargai aturan dan memahami pentingnya hidup
tertib dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan hukum tidak hanya berdampak pada
peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap proses
rehabilitasi sosial dan pembentukan kesadaran hukum warga binaan (Rianda & Azhari, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman narapidana
terhadap hak konstitusional masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan akses
terhadap literasi hukum, kurangnya kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kondisi
over kapasitas rumah tahanan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyampaian
materi pembinaan hukum. Selain itu, masih terdapat narapidana yang merasa enggan untuk
menyampaikan keluhan atau memperjuangkan haknya karena kurang memahami mekanisme
perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan program pembinaan hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar seluruh
narapidana memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusionalnya sebagai
warga negara. Dalam konteks ini, pemenuhan hak konstitusional tidak hanya menjadi
kewajiban negara dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bagian
penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan
berorientasi pada reintegrasi sosial.

3.  Kendala dan Upaya Penguatan Pembinaan Hukum dalam Pemenuhan Hak
Konstitusional Narapidana di Rutan Kelas | Depok
Pelaksanaan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional narapidana di

Rutan Kelas | Depok pada dasarnya telah berjalan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan
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yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya
masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan
hukum terhadap warga binaan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan
fasilitas, tetapi juga menyangkut persoalan sumber daya manusia, tingkat literasi hukum
narapidana, serta kondisi kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut
menyebabkan pelaksanaan pembinaan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan
pemahaman yang optimal mengenai hak konstitusional narapidana sebagai warga negara.
Padahal, pembinaan hukum memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum
dan memastikan bahwa narapidana tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasar selama
menjalani masa pidana (Simanjuntak & Iskandar, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas | Depok, salah satu
kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan hukum adalah rendahnya tingkat pemahaman
hukum narapidana. Sebagian responden mengaku belum memahami secara menyeluruh
mengenai hak-hak konstitusional yang tetap melekat pada diri mereka selama berada dalam
sistem pemasyarakatan. Keterbatasan tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap
informasi hukum menyebabkan narapidana sering kali tidak mengetahui hak-haknya, termasuk
hak atas bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun hak memperoleh perlakuan
yang manusiawi. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa mereka masih
merasa takut atau ragu untuk menyampaikan keluhan terkait pemenuhan hak-haknya karena
kurang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di lingkungan rumah
tahanan.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sarana dan
prasarana pendukung pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok. Kondisi over kapasitas
penghuni rumah tahanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan
program pembinaan. Jumlah warga binaan yang cukup besar tidak sebanding dengan kapasitas
ruang pembinaan dan jumlah petugas yang tersedia, sehingga kegiatan pembinaan hukum
belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Dari hasil wawancara diketahui
bahwa kegiatan penyuluhan hukum masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara intensif
dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina yang memiliki
kompetensi di bidang hukum juga mempengaruhi kualitas penyampaian materi pembinaan

kepada narapidana.
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Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa
pemenuhan hak konstitusional narapidana tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kelembagaan
dan dukungan kebijakan yang memadai. Sistem pemasyarakatan modern pada dasarnya
menempatkan pembinaan hukum sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial yang bertujuan
membentuk kesadaran hukum warga binaan. Oleh karena itu, apabila pembinaan hukum tidak
dilaksanakan secara efektif, maka tujuan pemasyarakatan untuk membentuk narapidana
menjadi individu yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat juga akan sulit tercapai.
Selain itu, lemahnya pemahaman narapidana terhadap hak konstitusionalnya berpotensi
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan pemasyarakatan apabila tidak
diimbangi dengan pengawasan dan edukasi hukum yang memadai.

Sebagai upaya penguatan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional
narapidana, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan
hasil penelitian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan intensitas program
penyuluhan hukum dan edukasi konstitusional bagi warga binaan secara rutin dan terstruktur.
Program pembinaan hukum tidak hanya harus berfokus pada pengenalan aturan hukum, tetapi
juga diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban narapidana sebagai
warga negara dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas
antara pihak rumah tahanan dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi
masyarakat, dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan program edukasi hukum bagi
narapidana.

Upaya penguatan lainnya juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas
pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia dan pembinaan hukum, sehingga pelaksanaan
pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan humanis. Pemerintah juga perlu memberikan
perhatian terhadap perbaikan fasilitas pembinaan serta penanganan masalah over kapasitas
yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya
penguatan pembinaan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan narapidana
tidak hanya memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki
kesadaran hukum yang lebih baik sebagai bekal dalam proses reintegrasi sosial setelah selesai
menjalani masa pidana. Oleh karena itu, penguatan pembinaan hukum dalam sistem
pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia,

penghormatan terhadap konstitusi, dan pembangunan sistem pemasyarakatan yang lebih
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humanis di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan
Kelas I Depok menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai
sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi
warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan
penting dalam meningkatkan pemahaman narapidana terhadap hak-hak konstitusionalnya
sebagai warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum, pelayanan kesehatan,
pendidikan, kebebasan beribadah, dan perlakuan yang manusiawi. Meskipun demikian,
pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya
literasi hukum narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya
program pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan
hukum secara sistematis melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kapasitas petugas
pemasyarakatan, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan sistem
pemasyarakatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan menjamin pemenuhan hak

konstitusional narapidana dalam kerangka negara hukum Indonesia.
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ABSTRAK

Regulasi pensiun yang berlaku saat ini di Indonesia terdiri dari dua program: asuransi pensiun wajib,
dengan partisipasi wajib yang dikelola oleh negara melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial Pekerja,
dan dana pensiun tambahan, dengan partisipasi sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun. Meskipun
pada dasarnya berbeda antara asuransi pensiun wajib dan dana pensiun tambahan, kedua program
pensiun tersebut mensyaratkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala, sehingga
menyebabkan tumpang tindih dalam implementasi kedua program pensiun tersebut. Penelitian ini
penting untuk menganalisis aturan tumpang tindih untuk pembayaran manfaat pensiun berkala oleh
Dana Pensiun. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dijelaskan melalui analisis
deskriptif. Dana Pensiun, sebagai bentuk program pensiun sukarela, harus mengatur pilihan bagi peserta
Dana Pensiun untuk mengambil manfaat pensiun, yang merupakan hak peserta, baik secara berkala
maupun sekaligus. Pembatasan pada pencairan manfaat pensiun secara berkala oleh dana pensiun dapat
menyebabkan kerugian bagi peserta, khususnya dalam bentuk berkurangnya fleksibilitas untuk
merencanakan dan memanfaatkan manfaat pensiun mereka secara sekaligus. Opsi pembayaran
sekaligus telah dipraktikkan setidaknya di Australia dengan model dana pensiun Superannuation dan di
Singapura dengan lembaga Central Provident Fund.

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Manfaat Pensiun, Dana Pensiun.

ABSTRACT

The current concurrent pension regulations in Indonesia consist of two programs: mandatory pension
insurance, with mandatory participation managed by the state through the Workers Social Security
Administering Body, and supplementary pension funds, with voluntary participation managed by the
Pension Fund. Although fundamentally different between the mandatory pension insurance and the
supplementary pension funds, both pension programs require that pension benefit payments be made
periodically, causing overlap in the implementation of both pension programs. This research is
important to analyze the overlapping rules for periodic pension benefit payments by Pension Funds.
This study is a normative legal research described through descriptive analysis. Pension Funds, as a
form of voluntary pension program, should regulate the choice for Pension Fund participants to take
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pension benefits, which are the participant's right, either periodically or in a lump sum. The restriction
on the periodic disbursement of pension benefits by pension funds may cause disadvantages for
participants, particularly in the form of reduced flexibility to plan for and utilize their pension benefits
as a lump sum. The lump sum payment option has been practiced at least in Australia with the
Superannuation pension fund model and in Singapore with the Central Provident Fund institution.

Keywords: Overlap; Pension Benefits; Pension Fund.

PENDAHULUAN

Pensiun memiliki makna yang terkait dengan berakhirnya hubungan kerja seorang
pekerja. Sebagai salah satu alasan pemutusan hubungan Kkerja, pensiun dimaknai saat seorang
pekerja yang telah menjalan masa kerja untuk waktu yang lama harus putus hubungan kerja
dengan alasan telah mencapai usia pensiun (Opatha, 2022). Sebagai seorang pensiunan
tentunya memiliki partisipasi dan produktivitas ketenagakerjaan yang jauh lebih rendah
dibandingkan dengan seseorang yang berada pada masa aktif bekerja, oleh karenanya manfaat
pensiun dari program pensiun sangat penting untuk bisa mempertahankan  tingkat
kesejahteraan di masa tua sebagai bentuk pengganti pendapatan saat masih aktif bekerja
(Wahyuni, 2024). Aturan mengenai manfaat pensiun bagi pekerja swasta dimulai pada saat
diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang pada
pokoknya mengamanatkan untuk dibentuknya lembaga dana pensiun yang terdiri dari
Company Pension Fund dan Financial Institution Pension Fund yang berfungsi untuk
mengumpulkan dan mengelola sejumlah dana yang terkumpul dari iuran sebagian upah peserta
pekerja pada setiap bulannya agar peserta pekerja tersebut dapat menikmat manfaat pensiun
saat kelak memasuki usia pensiun (Rokhim, Adawiyah, & Faradynawati, 2022).

Asas penundaan manfaat merupakan asas utama dalam penyelenggaraan dana pensiun
yang mengharuskan manfaat pembayaran pensiun dibayarkan kepada peserta secara berkala
disetiap bulannya. Dana Pensiun merupakan sebuah kebijakan di bidang kesejahteraan sosial
yang secara khusus dirancang oleh negara dan diperuntukan kepada pekerja swasta khususnya
pada masa pensiun agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Tamba, Hartanto, & Putri, 2024). Aturan mengenai
Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun saat ini
telah dicabut dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
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Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang pada pokoknya tetap mengatur kembali
manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala oleh Dana Pensiun kepada peserta.

Pasca amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945), peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan
sosial warga negara menjadi jauh lebih kuat karena dalam Pasal 28H ayat (3) yang
mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat demi
mewujudkan pengembangan diri warga negara sebagai manusia yang bermartabat dan
seutuhnya (Pamungkas & Hariri, 2022). Ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menjadi dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Dostal & Naskoshi, 2023). Undang-undang ini memperluas cakupan jaminan
sosial menjadi tidak hanya sebatas pada pekerja, namun memastikan jaminan perlindungan
sosial dapat dinikmati untuk seluruh warga masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara layak
(Hidayat, 2024). Lebih dari 7 (tujuh) tahun setelah keberlakuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, negara melalui Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk Badan Pengelola
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (BPJamsostek) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan
program jaminan sosial nasional (Khairani, 2025). Pada awalnya, BPJamsostek hanya
menyelenggarakan 3 (tiga) program wajib bagi pekerja yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan
Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kecelakaan Kerja, namun pada tahun 2015, Jaminan Pensiun
menjadi salah satu program wajib yang melengkapi perlindungan jaminan sosial pekerja
(Ngadi, Asiati, Aini, Purba, & Rajagukguk, 2025). Program Jaminan Pensiun ini memberikan
kepastian pembayaran manfaat pensiun secara berkala disetiap bulannya kepada pekerja yang
telah memasuki usia pensiun.

Aturan mengenai pensiun yang berlaku bersamaan di Indonesia saat ini terdiri dari 2 (dua)
program yakni jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib yang dikelola oleh
negara melalui BPJamsostek, dan dana pensiun pelengkap yang kepesertaannya bersifat
sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun (Huda, 2023). Kedua program ini walaupun sama-
sama menggunakan terminologi pensiun, namun sangat berbeda antara satu dengan lainnya.
Jika dilihat berdasarkan model “lima pilar” dari World Bank, jaminan pensiun sebagai program

wajib yang dikelola oleh BPJamsostek merupakan “pilar kedua”, sedangkan dana pensiun
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sebagai program sukarela yang dikelola oleh Dana Pensiun merupakan “pilar ketiga” (Paskalis
Seran, Sucahyo, Atahau, & Supramono, 2023). Secara teori, Dana Pensiun didasarkan pada
State of Preference yang dikemukakan oleh Arrow dan Debreu pada tahun 1954 yang pada
pokoknya menyatakan dasar bagi setiap individu untuk melakukan klaim terhadap sesuatu akan
sangat tergantung pada perencanaan yang telah dilakukannya untuk masa masa depan untuk
mengoptimalkan pemenuhan pada masa pensiun (Vilks, 2022). Sejalan dengan teori tersebut,
Theory of Planned Behaviour menegaskan bahwa perencanaan menjadi indikator utama
seseorang dalam mempersiapkan dana pensiun (La Barbera & Ajzen, 2021). Kedua teori
tersebut setidaknya menjelaskan selain memiliki fungsi pensiun, Dana Pensiun juga memiliki
fungsi tabungan dan investasi (Shellyna, Putri, Yanty, Marcelino, & Akbar, 2022). Berbeda
dengan Dana Pensiun, Jaminan Pensiun secara teori didasarkan pada Theory of Welfare State,
yang oleh Bentham dikatakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat merupakan tanggung
jawab dari negara melalui pemerintahannya (Bourcier, 2021). Walaupun berbeda secara
mendasar antara jaminan pensiun wajib yang dikelola oleh BPJamsostek, dan dana pensiun
pelengkap yang dikelola olen Dana Pensiun baik Company Pension Fund dan Financial
Institution Pension Fund, kedua program pensiun tersebut mewajibkan untuk pembayaran
manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan tumpang tindih
terhadap penerapan kedua program pensiun tersebut. Terlebih saat ini praktek di beberapa
negara lain telah memberikan pilihan bagi peserta pekerja swasta untuk mengambil manfaat
pensiun dari dana pensiun secara berkala atau sekaligus.

Penelitian ini penting untuk menganalisis tumpang tindih aturan pembayaran manfaat
pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun kepada pekerja swasta ditengah implementasi
jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJamsostek yang juga membayarkan manfaat pensiun
kepada peserta secara berkala. Penulis sampai dengan saat ini belum menemukan jurnal yang

membahas mengenai substansi yang serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diuraikan secara
deskriptif analisis. Sejalan dengan pengertian pendekatan yuridis normatif menurut Rony
Hanitijo Soemitro merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis konflik dan
ambiguitas hukum dengan mendasarkan pada teori, kaidah, atau doktrin yang mendasarinya,
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penelitian ini akan menganalisis ketentuan keharusan pembayaran manfaat pensiun secara
berkala oleh Dana Pensiun kepada pekerja swasta dengan didasarkan pada norma-norma
konstitusi yang ada dan relevan dalam UUD NRI 1945 (Aksa, Widia, & Hanani, 2025). Data
yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disahkan pada tanggal
20 April 1992 dan mencabut keberlakuan dari Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 377) sebagai bentuk peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 s bagian kedua
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih kurang memadai untuk dijadikan landasan
hukum bagi penyelenggaraan program pensiun di Indonesia (Damanik, 2024). Undang-undang
ini memberikan kesempatan manfaat pensiun tidak hanya kepada pensiunan pegawai negeri
sipil sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai, namun juga kepada pekerja yang bekerja pada sektor swasta.
Pada masa keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah
memberikan kesempatan bagi pekerja swasta untuk bisa menikmati penghasilan rutin setiap
bulan pasca memasuki usia pensiun yang telah dipersiapkan jauh hari pada masa aktif bekerja.
Program pensiun ini telah secara langsung memberikan motivasi bagi pekerja swasta untuk
terus selalu meningkatkan loyalitas dan produktifitas pada masa aktif bekerja (Marwa, 2020).
Selain memberikan manfaat bagi pekerja swasta, program pensiun juga memberikan manfaat
bagi pemerintah dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dan kerawanan sosial yang
diakibatkan ketidakpastian kesejahteraan bagi pekerja yang telah memasuki purna kerja
(Wanti, Yani, Anggraini, Hidayati, & S., 2024).

Dalam konsep ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat putus hubungan kerja dengan
beberapa alasan, yaitu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, adanya
putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), atau alasan tertentu yang dinyatakan oleh hukum. Pensiun merupakan salah satu
alasan berakhirnya hubungan kerja seorang pekerja (Gaffar, Karsona, Pujiwati, & Perwira,
2021). Pensiun menjadi salah satu alasan putusnya hubungan kerja seorang pekerja dalam
klasifikasi alasan tertentu yang telah dinyatakan oleh hukum (Maulana & Santoso, 2021).

Seorang pekerja yang putus hubungan kerja dengan alasan pensiun dan sebelumya telah
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diikutsertakan program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pemberi kerja berhak
mendapatkan manfaat pensiun dan tidak berhak atas uang pesangon (Christina & Hufron,
2025). Sistem hukum ketenagakerjaan baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana
telah menyatakan bahwa manfaat pensiun yang diterima oleh seorang pekerja yang putus
hubungan kerja dengan alasan pensiun merupakan pengganti dari kewajiban pembayaran uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, oleh karenanya manfaat
pensiun secara kualitas sepadan dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan
uang penggantian hak, dan harus dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) (Parsons, 2024).
Aturan program pensiun bagi pekerja yang putus hubungan kerja dengan alasan pensiun
memiliki keterkaitan secara langsung dengan aturan pembayaran manfaat pensiun oleh Dana
Pensiun. Pengaturan mengenai pensiun merupakan implementasi dari kebijakan kesejahteraan
sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, perlindungan sosial,
dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial (Azhari & Susetyo, 2024).
Pada tahun 2000 melalui amandemen UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H ayat (3) negara
berkehendak untuk meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan sosial dengan memberikan
jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan amanat dari ketentuan Pasal 28H
ayat (3) UUD NRI 1945, Presiden dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Hadi, Bruder, & Setioningtyas, 2022).
Jaminan Pensiun menjadi salah satu program wajib yang diikuti oleh pekerja dengan manfaat
pensiun yang dibayarkan secara berkala setelah pekerja tersebut putus hubungan kerja dengan
alasan pensiun (Bakroh & Hiilamo, 2024). Skema pensiun dalam Jaminan Pensiun bertujuan
untuk melindungi pekerja dalam masa pensiun dari resiko kemiskinan di usia tua dengan cara
pengumpulan uang sepanjang masa aktif bekerja (Hadi, Ngo, Bruder, & Badriah, 2023).
Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berakhir,
dan pada tahun 2024 diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa
program pensiun publik merupakan jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah
mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun, sementara program pensiun swasta adalah
program pensiun dimana pihak selain pemerintah mengadministrasikan pembayaran manfaat

pensiun. Kedua program pensiun ini sama-sama mengatur mengenai pembayaran manfaat
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pensiun harus dilakukan secara berkala dan tidak dapat dilakukan secara sekaligus (lumpsum).
Pemerintah memandang penting untuk kembali mengatur mengenai Dana Pensiun ditengah
keberlakukan sistem jaminan sosial untuk mempersiapkan dan melakukan mitigasi resiko
dalam menghadapi populasi lanjut usia yang telah menjadi tren demografis tidak hanya di
negara maju, namun juga di negara berkembang seperti di Indonesia (Ananta & Arifin, 2025).
Semakin tinggi jumlah pekerja pensiun yang menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun
diharapkan akan menurunkan jumlah partisipasi pekerja dengan usia lanjut menurun, yang
menjadi indikator kesejahteraan dinikmati oleh pekerja dalam masa pensiun (Indurasmi,
Wisasanab, & Muwaffaq, 2023).

Aturan mengenai pensiun saat ini terdiri dari 2 (dua) program yakni Jaminan Pensiun
wajib dan Dana Pensiun yang berlaku bersamaan di Indonesia. Walaupun sama-sama
menggunakan terminologi pensiun, antara Jaminan Pensiun dengan Dana Pensiun memiliki
perbedaan secara siginifikan. Jaminan Pensiun merupakan bentuk dari tanggung jawab negara
dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali
sebagaimana amanat dari Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945. Peningkatan dan perluasan
layanan kesehatan dan perlindungan sosial termasuk ketersediaan Jaminan Pensiun di
Indonesia menunjukkan transisi Indonesia dari produktivisme kesejahteraan (Yuda & Kihner,
2023). Hal ini tentunya sejalan dengan Theory of Welfare State sebagai tujuan dasar
pembentukan Republik Indonesia yaitu untuk membentuk negara kesejahteraan (Sumadi,
2023). Selain itu, kepesertaan dalam Jaminan Pensiun sebagai bentuk program pensiun wajib
ini disertai dengan kewajiban kepesertaan bagi setiap pekerja (Muliati, Sarjono Putro, &
Anggoro, 2021). Perbedaan mendasar dengan Dana Pensiun adalah kepesertaan yang bersifat
sukarela dan lembaga pengelola Dana Pensiun adalah swasta yaitu Company Pension Fund
atau Financial Institution Pension Fund (Pascalis Seran, Sucahyo, Atahau, & Supramono,
2022). Walaupun Jaminan Pensiun dengan Dana Pensiun adalah berbeda, namun memiliki
kesamaan dalam hal pembayaran manfaat secara berkala. Keberadaan Dana Pensiun tidak
hanya memiliki fungsi pensiun, namun juga memiliki fungsi investasi dan fungsi tabungan bagi
pekerja (Kingston & Thorp, 2019). State of Preference Theory and Theory of Planned
Behaviour menjelaskan bagaimana manfaat pensiun sangat didasarkan pada pilihan dan
rencana yang telah dimiliki oleh pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun agar manfaat
pensiun benar-benar bisa dinikmati sesuai harapan (Erzurumlu & Ucardag, 2021). Literasi
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mengenai keuangan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana pensiun berperan penting
khususnya bagi pekerja untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang layak pasca pensiun
(Ramli, Husain, & Rosnan, 2023). Pengaturan pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun
harus dilakukan secara berkala jelas membuktikan tumpang tindih dengan aturan pembayaran
manfaat pensiun Jaminan Pensiun.

Sejumlah dana yang terkumpul dalam Dana Pensiun bersumber dari iuran yang
dibayarkan bersama antara Pekerja maupun Pemberi Kerja atau sepenuhnya oleh Pemberi
Kerja selama masa kerja, dan disetorkan dalam akun pribadi millik pekerja. Hal ini menjadikan
seluruh dana yang terkumpul dalam Dana Pensiun adalah milik pekerja sebagai peserta. Hal ini
sejalan dengan teori hak milik yang dikemukakan oleh John Locke yaitu hak milik bersumber
dari kerja manusia yang menggabungkan tenaga dan usahanya sehingga timbul hak milik
yang sah atas hasil kerjanya (Hill & Nidumolu, 2021). Pemikiran John Locke tersebut sejalan
dengan jaminan atas hak milik yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
1945, oleh karenanya manfaat pensiun sebagai hak milik peserta tidak dapat dibatasi oleh
negara dalam hal pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun harus dilakukan secara
berkala dan harus dikembalikan kepada peserta apakah akan mengambil manfaat pensiun
secara berkala atau sekaligus (lumpsum). Pembatasan pembayaran manfaat pensiun harus
secara berkala oleh Dana Pensiun akan menyebabkan peserta tidak memiliki keleluasaan untuk
merencanakan dan menggunakan manfaat pensiun secara sekaligus. Sementara dengan
sejumlah dana yang terkumpul sebagai manfaat pensiun seharusnya dapat dipergunakan oleh
peserta melakukan investasi dalam bentuk usaha kontrakan atau wirausaha lainnya. Dengan
memberikan pilihan kepada peserta untuk dapat mengambil manfaat pensiun secara sekaligus
(lumpsum) akan memberikan kepastian hak bagi peserta untuk lebih dapat mengembangkan
dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dibandingkan harus menerima secara
berkala setiap bulan dengan nominal yang sangat sedikit. Mengenai kekhawatiran kemampuan
untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat memasuki usia pensiun
sesungguhnya telah terjaminkan dengan kepesertaannya dalam program jaminan pensiun wajib
yang diberikan secara berkala oleh BPJamsostek.

Praktek di negara lain telah memberikan pilihan bagi peserta Dana Pensiun untuk
mendapatkan manfaat pensiun tidak terbatas harus secara berkala. Sistem dana pensiun di
negara Australia menerapkan model dana pensiun Superannuation dimana terdapat 2 (dua)
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metode penarikan, yakni saldo rekening peserta Superannuation dapat dibayarkan secara
sekaligus (lump sum) dengan besar kemungkinan membayar pajak dalam jumlah besar, atau
sebagai anuitas dengan pajak yang sangat rendah (Mees, 2021). Model dana pensiun
Superannuation telah sangat lama diadopsi Australia dari tahun 1980-an sampai dengan saat
ini. Model dana pensiun Superannuation memberikan manfaat bagi pekerja swasta dalam hal
pengelolaan dana pensiun. Melalui model superannuation menggunakan 3 (tiga) sumber utama
dana pensiun pada model ini diantaranya iuran wajib, dana sukarela, serta hasil dari investasi
yang dilakukan oleh pengusaha selaku penghimpun dana yang diberikan oleh pekerja pada
masa kerjanya (Moore & Sciulli, 2022). Selain itu, pekerja juga dapat mengelola dana pensiun
mereka secara mandiri melalui skema Self-Managed Super Fund (Thorp et al., 2021). Pada
skema tersebut, pekerja memiliki hak dalam hal mengambil keputusan investasi serta
pengelolaannya, hingga perencanaan mengenai warisan dana pensiun (Nagar, 2024).

Pengaturan pembayaran manfaat pensiun di negara Singapura melalui Central
Provident Fund telah memberikan pilihan kepada peserta untuk dapat mengelola investasi dana
pensiun miliknya, sepanjang dana pensiun dasar telah terpenuhi (Kuan, Seah, & Sing, 2022).
Dana Pensiun yang terkumpul dari pemotongan gaji pekerja setiap bulannya dan dikelola oleh
Central Provident Fund dapat digunakan mulai dari batas usia 55 tahun, ataupun jika pekerja
tersebut belum mencapai usia pensiun (Koh, Mitchell, & Fong, 2021). Terhadap pekerja yang
menjadi peserta Central Provident Fund yang akan meninggalkan negara Singapura secara
permanen juga diberikan pilihan untuk mengambil manfaat pensiun secara sekaligus
(lumpsum) (Kwong, Tse, & Chan, 2021). Secara umum dengan tingginya angka harapan hidup
dan memadainya fasilitas jaminan sosial lainnya untuk menunjang kesejahteraan yang baik
menyebabkan kualitas hidup yang sejahtera bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun
(Kwan & Asher, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut di atas didapat kesimpulan yaitu berdasarkan penalaran
yang wajar menjadikan manfaat pensiun harus dibayarkan secara berkala dalam impelementasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjadi dapat dibenarkan,
terlebih pada masa ini belum adanya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, namun tidak

menjadi relevan untuk diterapkan saat ini setelah adanya implementasi jaminan sosial nasional
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khususnya Jaminan Pensiun. Pengaturan kembali pembayaran manfaat pensiun harus
dilakukan secara berkala dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan telah menyebabkan tumpang tindih dengan aturan
pembayaran manfaat Jaminan Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang juga dilakukan secara berkala. Dana Pensiun sebagai
bentuk dari progam pensiun sukarela seharusnya mengatur pilihan bagi peserta Dana Pensiun
untuk mengambil manfaat pensiun yang merupakan hak milik peserta baik secara berkala atau
sekaligus (lumpsum). Dengan diberikannya pilihan untuk mengambil secara sekaligus, peserta
memiliki keleluasaan untuk mengatur dan menentukan peruntukan manfaat pensiun digunakan
untuk berwirausaha atau membeli properti untuk kemudian disewakan guna mendapatkan
pengahasilan yang lebih besar disetiap bulannya. Pilihan pembayaran secara sekaligus
(lumpsum) telah dipraktekan setidaknya di negara Australia dengan model dana pensiun

Superannuation dan di negara Singapura dengan lembaga Central Provident Fund.

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis
Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. Nusantara:
Jurnal llmu Pengetahuan Sosial, 12(6). https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-
2236

Ananta, A., & Arifin, E. N. (2025). Fully Funded Defined Contribution Pension System: Role
in Old-Age Financial Adequacy Using Illustration from Indonesia. In S. I. Rajan (Ed.),
Handbook of Aging, Health and Public Policy (pp. 1681-1702). Singapore: Springer
Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7842-7_175

Azhari, S. M., & Susetyo, H. (2024). Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia
Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja. UNES Law Review, 6(3).
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1761

Bakroh, D. S. B., & Hiilamo, H. (2024). If it is adequate, it is not affordable: Stakeholder
perceptions on opportunities and constraints for pension reform in Indonesia.
International Journal of Sociology and Social Policy, 44(9/10), 879-900.
https://doi.org/10.1108/1JSSP-02-2024-0083

Bourcier, B. (2021). Bentham’s International Political Theory: Taking States’ Responsibilities
Seriously. Utilitas, 33(3), 287—303. https://doi.org/10.1017/S0953820820000448

Christina, L. F., & Hufron. (2025). Saat Usia Jadi Batas: Kepastian Hukum dalam Aturan
Pensiun. Journal Evidence of Law, 4(2). https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1237

40



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Damanik, P. N. S. (2024). Business Judgment Rules And Imposition Of State Losses On State-
Owned Enterprises Which Losses Due To Ownership Of An Asset Sourced From
Accumulation Of Pension Contributions. Awang Long Law Review, 6(2).
https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1035

Dostal, J.-M., & Naskoshi, G. E. (2023). The Indonesian Welfare State System. In C. Aspalter,
The Routledge International Handbook to Welfare State Systems (2nd ed., pp. 614-637).
London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003333173-28

Erzurumlu, Y. O., & Ucardag, 1. (2021). Private pension fund flow, performance and cost
relationship under frequent regulatory change. Journal of Financial Regulation and
Compliance, 29(2), 218-234. https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2020-0028

Gaffar, S., Karsona, A. M., Pujiwati, Y., & Perwira, I. (2021). The concept of procedural law
regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination
of employment in Indonesia. Heliyon, 7(4), e06690.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06690

Hadi, A., Bruder, E., & Setioningtyas, W. P. (2022). Comparison of the World’s Best Pension
Systems: The Lesson for Indonesia. Social Sciences, 11(10), 435.
https://doi.org/10.3390/socsci11100435

Hadi, A., Ngo, D. M., Bruder, E., & Badriah. (2023). Pension System Future Direction on
Employees of Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia, Vietnam, and Hungary.
Acta Carolus Robertus, 13(1), 90-103. https://doi.org/10.33032/acr.4347

Hidayat, Y. (2024). Reconstruction of The Social Security System Policy in National
Development of Indonesia. Journal of Social Transformation and Regional
Development, 6(1), 1-9. https://doi.org/10.30880/jstard.2024.06.01.001

Hill, L., & Nidumolu, P. (2021). The influence of classical Stoicism on John Locke’s theory of
self-ownership.  History of the Human  Sciences, 34(3-4), 3-24.
https://doi.org/10.1177/0952695120910641

Huda, F. A. (2023). Rectifying the Downsides Pension Fund with the Critical Analysis of
Triangle Justice Ecosystem: A Comparative Case Study in Indonesia and Malaysia. In N.
Mansour & L. M. Bujosa Vadell (Eds.), Islamic Sustainable Finance, Law and
Innovation (pp. 185-195). Cham: Springer Nature Switzerland.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_17

Indurasmi, V., Wisasanab, H. A. Z., & Muwaffag, H. U. (2023). Pengaruh Dana Pensiun
Terhadap Partisipasi Kerja Lanjut Usia. Journal of Business Economics and
Agribusiness, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.47134/jbea.v1il.55

Khairani, K. (2025). Legal Protection For Vulnerable Workers in The Labor Social Security
System in Order to Increase The Participation of Social Security: A Case Study of Padang
City. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 13(2).
https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1597

Kingston, G., & Thorp, S. (2019). Superannuation in Australia: A Survey of the Literature.
Economic Record, 95(308), 141-160. https://doi.org/10.1111/1475-4932.12443

41



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Koh, B. S. K., Mitchell, O. S., & Fong, J. H. (2021). Trust and retirement preparedness:
Evidence from Singapore. The Journal of the Economics of Ageing, 18, 100283.
https://doi.org/10.1016/j.je0a.2020.100283

Kuan, E., Seah, E. Q., & Sing, T. F. (2022). Preparing for Rainy Days in Old Age in Singapore:
Singapore’s Central Provident Fund (CPF) System and Lease Buy Scheme (LBS). In H.
Lee, G. Nicolini, & M. Cho (Eds.), International Comparison of Pension Systems (pp.
269-290). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-

6446-6_8
Kwan, C. Y., & Asher, M. G. (2022). Managing shocks in Singapore’s ageing and retirement
arrangements. Policy Studies, 43(2), 264-278.

https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1634189

Kwong, K.-S., Tse, Y.-K., & Chan, W.-S. (2021). Singapore’s Life Program: Actuarial
Framework, Longevity Risk And Impact Of Annuity Fund Return. The Singapore
Economic Review, 66(05), 1355-1371. https://doi.org/10.1142/S0217590817500199

La Barbera, F., & Ajzen, I. (2021). Moderating role of perceived behavioral control in the
theory of planned behavior: A preregistered study. Journal of Theoretical Social
Psychology, 5(1), 35-45. https://doi.org/10.1002/jts5.83

Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. Jurnal Yustika: Media
Hukum Dan Keadilan, 23(01), 1-12. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403

Maulana, R. A., & Santoso, I. B. (2021). Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja
Secara Sepihak dikarenakan Alasan Usia. Perspektif Hukum, 123-138.
https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.73

Mees, B. (2021). Employee representation and pension fund governance in Australia.
Economic and Industrial Democracy, 42(1), 75-91.
https://d0i.org/10.1177/0143831X17752265

Moore, D. R. J., & Sciulli, N. (2022). Sustainable Development Goal Disclosures within
Australian Superannuation Funds: An Exploratory Study. Australasian Business,
Accounting and Finance Journal, 16(2), 72-90. https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i2.6

Muliati, 1., Sarjono Putro, U., & Anggoro, Y. (2021). Ensuring Social Security for All: Key
Considerations for Policy Options in Indonesia. Policy & Governance Review, 5(3), 240.
https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.456

Nagar, V. (2024). Examining Portfolio Diversification and Good Governance in Developed,
Emerging and Frontier Markets for Australian Superannuation Funds. Swinburne
University of Technology Faculty of Business and Law Swinburne Business School,
3017673 Bytes. https://doi.org/10.25916/SUT.26296900

Ngadi, N., Asiati, D., Aini, Y. N., Purba, Y. A., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor
social security membership for informal workers in Indonesia. Cogent Social Sciences,
11(1), 2534139. https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139

42



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Opatha, H. H. D. N. P. (2022). The Retirement Age: An Informative Analysis. Sri Lankan
Journal of Human Resource Management, 12(1), 39.
https://doi.org/10.4038/sljhrm.v12i1.5679

Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan
Sosial Persepektif Welfare State. Media of Law and Sharia, 3(4), 270-283.
https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198

Parsons.  (2024). Compensating displaced workers. 1ZA  World of Labor.
https://doi.org/10.15185/izawol.444.v2

Ramli, S., Husain, N. F. H., & Rosnan, H. (2023). Integrating Theory of Planned Behaviour to
Explore Young Private Sector Employees’ Retirement Planning Behaviour. The Asian
Journal of Professional & Business Studies, 4(2).
https://doi.org/10.61688/ajpbs.v4i2.118

Rokhim, R., Adawiyah, W., & Faradynawati, I. A. A. (2022). The Indonesian Pension System.
In H. Lee, G. Nicolini, & M. Cho (Eds.), International Comparison of Pension Systems
(pp. 357-378). Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-
19-6446-6_11

Seran, Pascalis, Sucahyo, U. S., Atahau, A. D. R., & Supramono, S. (2022). Investigating the
Efficiency of IndonesianEmployee Pension Funds. The Romanian Economic Journal,
(83). https://doi.org/10.24818/REJ/2022/83/05

Seran, Paskalis, Sucahyo, U. S., Atahau, A. D. R., & Supramono, S. (2023). The Efficiency of
Indonesian Pension Funds: A Two-Stage Additive Network DEA Approach.
International Journal of Financial Studies, 11(1), 28.
https://doi.org/10.3390/ijfs11010028

Shellyna, S., Putri, S. T., Yanty, Y., Marcelino, M., & Akbar, M. A. (2022). Perbandingan
Kepentingan Antara Dana Darurat Dan Dana Pensiun Beserta Pengelolaannya.
Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 19(02), 205-216.
https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5869

Sumadi, P. (2023). Social Protection in Indonesia: Reforming Opportunities during Covid-19
Pandemic. Asean Social Work Journal, 11(1), 49-62.
https://doi.org/10.58671/aswj.v11i1.41

Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan
Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4(2), 146-162.
https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573

Thorp, S., Bird, R., Foster, F. D., Gray, J., Raftery, A., & Yeung, D. C. (2021). Experiences of
current and former members of self-managed superannuation funds. Australian Journal
of Management, 46(2), 304—325. https://doi.org/10.1177/0312896220936338

Vilks, A. (2022). On an “Important Principle” of Arrow and Debreu. The B.E. Journal of
Theoretical Economics, 22(2), 621-627. https://doi.org/10.1515/bejte-2021-0074

Wahyuni, N. S. (2024). Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia. Jurnal
Jamsostek, 2(1), 1-22. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56

43



@

SASMITA JAYA

Wanti, N. A. S., Yani, M. F., Anggraini, R., Hidayati, N., & S., S. (2024). Analisis Pentingnya
Kompensasi Pensiun dan Tabungan Hari Tua Sebagai Hak Peserta PT Taspen (Persero).
Socius: Jurnal Penelitian lImu-1imu Sosial, 1(11).
https://doi.org/10.5281/ZENODOQ.11617065

Yuda, T. K., & Kuhner, S. (2023). Bringing Indonesia into the global welfare regime debate:
A literature review and future research agenda. Asian Social Work and Policy Review,
17(2), 103-114. https://doi.org/10.1111/aswp.12275

44



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Teras Terhadap
Pentingnya Status Kepemilikan Tanah

Taufik Kurrohman, Fenny Wulandari, Aulia Salzaebilla, Benny Asido Parlindungan, Harry Susilo,
Damianus Mela, Dini Novita Wulandari
Program Studi Magister llmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten, Indonesia

Email: auliasalzae2003@gmail.com

ABSTRAK

Status kepemilikan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan
karena tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tetapi juga sebagai
instrumen perlindungan hukum, stabilitas sosial, dan jaminan keberlanjutan ekonomi keluarga. Di Desa
Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, masih ditemukan kondisi di mana sebagian
masyarakat belum memiliki legalitas formal atas tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan.
Permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman mengenai
prosedur pendaftaran tanah, kendala administratif, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap
layanan pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguatan kesadaran
hukum masyarakat Desa Teras terhadap status kepemilikan tanah serta mengidentifikasi hambatan-
hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Metode
yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan melalui kegiatan penyuluhan
hukum, observasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persoalan pertanahan di Desa Teras tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga
berkaitan dengan struktur sosial pedesaan, pola pewarisan tanah, lemahnya budaya tertib hukum, dan
minimnya integrasi antara aparatur desa dengan sistem layanan pertanahan formal. Oleh karena itu,
penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, pendampingan, dan penguatan peran
pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk membangun kepastian hukum, mencegah konflik
agraria, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, kepemilikan tanah, sertifikasi tanah, desa, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam kehidupan masyarakat
Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan yang struktur ekonomi dan sosialnya masih sangat
bergantung pada pemanfaatan laha® Dalam konteks masyarakat desa, tanah tidak hanya

1 Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan

pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.
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dipahami sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, bahkan
genealogis karena sering kali berkaitan dengan warisan keluarga, identitas keturunan, dan
legitimasi penguasaan antargenerasi. > Karena itu, kepastian hukum atas tanah menjadi
kebutuhan mendasar untuk menjamin perlindungan hak masyarakat.

Desa Teras di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan
wilayah dengan karakter pedesaan agraris yang masih menempatkan tanah sebagai pusat
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks lokal seperti ini, penguasaan tanah
sering kali dibangun berdasarkan hubungan kekeluargaan, pengakuan lingkungan, serta riwayat
penguasaan turun-temurun. Meskipun secara sosial pola tersebut diterima, secara yuridis
keadaan tersebut belum tentu memberikan kepastian hukum yang kuat apabila tidak didukung
dokumen formal pertanahan.?

Permasalahan utama di Desa Teras bukan hanya banyaknya tanah yang belum
bersertifikat, melainkan adanya jarak antara penguasaan faktual dan pengakuan hukum formal.
Banyak masyarakat merasa cukup aman selama tanah masih mereka kuasai secara fisik dan
tidak dipersoalkan oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, ketika muncul kebutuhan hukum
seperti jual beli, pembagian waris, agunan ke lembaga keuangan, atau sengketa batas, kelemahan
status hukum tanah tersebut mulai terlihat.* Dalam konteks ini, sertifikat tanah berfungsi bukan
sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti hak yang kuat yang memberikan kepastian
dan perlindungan hukum.®

Persoalan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi
Desa Teras. Sebagai wilayah yang ditopang oleh kegiatan pertanian dan usaha keluarga, tanah
merupakan modal produktif utama masyarakat. Ketika aset ini tidak memiliki kepastian hukum,
maka potensi ekonomi desa ikut terhambat. Tanah yang tidak terdaftar cenderung sulit
dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan, baik melalui investasi, akses pembiayaan,
maupun pengembangan usaha yang lebih formal.®

Selain faktor administratif, masalah pertanahan di Desa Teras juga dipengaruhi oleh

Santoso, U. (2012). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Jakarta: Kencana.

Parlindungan, A. P. (2009). Pendaftaran tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Sumardjono, M. S. W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta: Kompas.
Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

6 Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan
mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. Tunas Agraria, 5(3), 268-285.
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46



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

budaya hukum masyarakat. Sebagian warga masih menilai bahwa pengakuan sosial dan
penguasaan lama sudah cukup membuktikan kepemilikan. Cara pandang seperti ini
menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap yang belum
sepenuhnya menempatkan legalitas formal sebagai kebutuhan utama.” Kondisi tersebut juga
diperkuat oleh keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi, serta belum optimalnya
pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah.

Perkembangan layanan pertanahan berbasis digital juga belum sepenuhnya memberi
manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Transformasi digital di bidang pertanahan memang
diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, namun dalam konteks pedesaan seperti Desa
Teras, keterbatasan literasi digital justru dapat menjadi hambatan baru apabila tidak diimbangi
dengan pendampingan yang memadai.® Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum dalam isu
pertanahan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum saja, tetapi juga harus
disertai dengan pendekatan sosial, edukatif, dan administratif yang sesuai dengan karakter
masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdi telah menganalisis penguatan kesadaran hukum
masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya status kepemilikan tanah, dengan menekankan pada
persoalan lokal yang dihadapi masyarakat, hambatan dalam proses legalisasi, dan pentingnya

penyuluhan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan. Pendekatan
ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat dan implementasi
hukum pertanahan dalam kehidupan sehari-hari.® Penelitian empiris dipilih karena isu yang
dikaji tidak hanya terletak pada norma hukum pertanahan, tetapi juga pada tingkat pemahaman,

perilaku hukum, dan hambatan konkret yang dialami masyarakat Desa Teras.*°

" Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran
hukum masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 477-496.

8 Rustiyana, R., Anggraini, F. D., Judijanto, L., Pakpahan, A. K., Haryono, P., Sulaiman, S., & Kusumastuti,
S. Y. (2025). Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital Terkini. PT. Sonpedia
Publishing Indonesia.

® Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif
di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3).

10 Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa
Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial,
2(4), 807-822.
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Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Teras, Jalan Raya Warung Selikur, Sukamaju,
Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42185. Penelitian dilakukan dalam
rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Masyarakat yang
hadir dalam kegiatan ini menjadi sumber data utama karena mereka memberikan informasi
langsung terkait pengalaman, pemahaman, dan persoalan yang dihadapi dalam kepemilikan

tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Observasi lapangan, untuk memahami kondisi sosial masyarakat dan konteks
pemanfaatan tanah;

b. Wawancara dan dialog partisipatif, untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai
status kepemilikan tanah dan hambatan legalisasi;

c. Dokumentasi, sebagai data pendukung dari kegiatan lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan
fakta empiris di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum agraria, konsep

kesadaran hukum, serta pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Status Kepemilikan Tanah sebagai Persoalan Struktural di Desa Teras

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras
bukan semata persoalan belum terbitnya sertifikat, melainkan merupakan persoalan struktural
yang bersumber dari pola penguasaan tanah secara turun-temurun, lemahnya dokumentasi
hukum, dan rendahnya tradisi tertib administrasi. Dalam banyak kasus, masyarakat memperoleh
tanah melalui waris, hibah keluarga, atau jual beli di bawah tangan tanpa dokumentasi yang
cukup. Secara sosial, cara ini diterima dan dianggap sah, tetapi secara hukum formal posisi
tersebut lemah ketika diuji dalam sengketa atau proses administratif resmi.!!

Kondisi lokal Desa Teras memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan tanah
masih sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan kepercayaan sosial. Di satu sisi, hal ini

mencerminkan kuatnya kohesi sosial pedesaan. Namun di sisi lain, situasi ini menyimpan

11 Polontalo, E. M. R., Kasim, N. M., & Thalib, M. C. (2023). Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara
Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa
Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 751-762.

48



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

kerentanan karena pengakuan sosial tidak selalu sejalan dengan pengakuan hukum negara. Pada
saat generasi berganti, batas tanah berubah, atau nilai ekonomi tanah meningkat, konflik dapat

muncul akibat tidak adanya bukti formal yang kuat.!?

1.  Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Desa Teras terhadap pentingnya legalitas tanah masih
cenderung bersifat reaktif, belum preventif. Artinya, masyarakat mulai menyadari pentingnya
sertifikat tanah ketika menghadapi kebutuhan mendesak, seperti sengketa keluarga, jual beli
tanah, pengajuan kredit, atau program pemerintah yang mensyaratkan bukti legal formal.
Sebelum terdapat kebutuhan itu, legalitas tanah sering dipandang bukan sebagai prioritas
utama.®®

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum berkembang pada
tingkat internalisasi nilai hukum, melainkan masih berada pada tahap kepentingan praktis sesaat.
Padahal, dalam perspektif pembangunan hukum, kesadaran hukum yang ideal adalah kesadaran
yang tumbuh sebelum konflik terjadi, sehingga masyarakat menjadikan hukum sebagai dasar
pengamanan hak sejak awal. Rendahnya kesadaran preventif ini menjadi salah satu akar
persoalan di Desa Teras.

Selain itu, terdapat faktor persepsi yang memengaruhi perilaku masyarakat, yaitu
anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan
biaya besar. Persepsi tersebut, baik sepenuhnya benar maupun tidak, telah membentuk hambatan
psikologis yang cukup kuat. Karena itu, persoalan legalitas tanah tidak cukup dijawab dengan
aturan hukum saja, tetapi juga perlu dibenahi melalui komunikasi hukum yang sederhana,

transparan, dan dekat dengan realitas masyarakat desa.*

2. Hambatan Administratif dan Kelembagaan
Permasalahan di Desa Teras juga berkaitan erat dengan hambatan administratif. Banyak
masyarakat belum memiliki dokumen dasar yang lengkap, seperti riwayat perolehan tanah, bukti

12 Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. Legality: Jurnal llmiah Hukum, 24(1), 40-55.

13 Ilvira, M. L. (2021). PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak
Atas Tanah. Lex Justitia, 3(1), 79-98.

14 Imran, N. P. A, Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2026). Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila. Al-Zayn: Jurnal
llmu Sosial & Hukum, 4(1), 2263-2276.
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peralihan, atau kejelasan batas bidang tanah. Di samping itu, proses administrasi pertanahan
sering dianggap sulit dipahami oleh masyarakat yang terbiasa dengan pola hubungan informal.
Dalam konteks ini, kurangnya pendampingan administratif menjadi salah satu hambatan
penting.*®

Dari sudut kelembagaan, pemerintah desa sebenarnya memegang posisi strategis
sebagai penghubung awal antara masyarakat dan sistem pertanahan formal. Namun, jika peran
ini belum dioptimalkan, masyarakat akan tetap mengalami kesulitan memahami tahapan
legalisasi tanah. Dalam wilayah seperti Carenang yang bercorak pedesaan, keberhasilan
program pertanahan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah desa,

masyarakat, dan kantor pertanahan.

3.  Tantangan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Wilayah Pedesaan

Perkembangan layanan pertanahan berbasis elektronik merupakan bagian dari modernisasi
administrasi pertanahan nasional. Akan tetapi, dalam konteks Desa Teras, digitalisasi belum
otomatis berarti kemudahan akses. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam
penggunaan teknologi, pengisian data, pengunggahan dokumen, maupun pemahaman alur
layanan digital. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara modernisasi sistem dan
kesiapan pengguna layanan.*®

Dengan demikian, digitalisasi pertanahan di wilayah pedesaan harus dibarengi dengan
pendekatan inklusif. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan akses, tetapi juga harus
didampingi dalam menggunakan akses tersebut. Jika tidak, digitalisasi justru berpotensi
menciptakan eksklusi hukum baru, yakni masyarakat yang secara normatif berhak atas layanan,

tetapi secara faktual tidak mampu memanfaatkannya.

2. Implikasi Kepastian Hukum Tanah bagi Pembangunan Desa

Kepastian hukum tanah memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan desa. Dalam
konteks Desa Teras, tanah yang memiliki legalitas formal akan mendorong rasa aman,
memperkuat akses terhadap kegiatan ekonomi, mengurangi potensi sengketa, dan mendukung

15 Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2026). Pemberdayaan
Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan
Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. Journal of Community Research & Engagement, 2(2), 102-111.

16 Antika, Y., Sabila, M., Natalia, D., Sari, D. A., & Nuddin, 1. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era
Revolusi Industri 4.0. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(5), 358-369.
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tertib administrasi pembangunan desa. Sebaliknya, tanah yang tidak memiliki status hukum yang
jelas dapat menjadi sumber ketidakpastian yang menghambat produktivitas masyarakat.'’
Secara lebih luas, legalitas tanah juga berperan dalam menciptakan tata kelola desa yang
lebih baik. Program pembangunan, penataan ruang, dan penguatan ekonomi masyarakat akan
lebih mudah dijalankan apabila dasar penguasaan tanah masyarakat juga jelas. Oleh karena itu,
status kepemilikan tanah harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur hukum pembangunan

desa, bukan sekadar urusan individual pemilik tanah.

3. Penyuluhan Hukum sebagai Model Intervensi Sosial yang Relevan

Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial
untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan adil.® Dalam
konteks Desa Teras, penyuluhan hukum menjadi bentuk intervensi sosial yang relevan karena

mampu menjembatani jarak antara hukum formal negara dengan realitas sosial masyarakat desa.

=

Gambar 1. Tim PKM Magister lImu Hukum UNPAM

Melalui penyuluhan hukum, masyarakat mulai memahami bahwa sertifikat tanah bukan
hanya kertas legal, tetapi perlindungan terhadap hak keluarga, pencegahan konflik, dan jaminan

bagi masa depan ekonomi rumah tangga. Artinya, ketika hukum disampaikan secara kontekstual,

17 Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan pemerintah:
Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. JIIP-Jurnal Iimiah limu
Pendidikan, 8(1), 26-37.

8 Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe
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masyarakat lebih mudah menerima dan menginternalisasi manfaatnya. Oleh sebab itu,
penyuluhan hukum perlu dilanjutkan dengan langkah pendampingan yang lebih teknis agar

perubahan kesadaran hukum dapat bertransformasi menjadi tindakan nyata.

KESIMPULAN

Permasalahan status kepemilikan tanah di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten
Serang, menunjukkan bahwa isu pertanahan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan belum
adanya sertifikat, tetapi juga menyangkut budaya hukum masyarakat, pola penguasaan tanah
secara turun-temurun, keterbatasan administrasi, serta tantangan adaptasi terhadap sistem
layanan pertanahan modern. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah
memperlihatkan adanya kesenjangan antara penguasaan sosial-faktual dan pengakuan hukum
formal. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat mulai memperoleh pemahaman
bahwa status kepemilikan tanah yang sah merupakan dasar perlindungan hukum, pencegahan
sengketa, penguatan ekonomi keluarga, dan dukungan bagi pembangunan desa yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa edukasi hukum
berkelanjutan, pendampingan administratif, penguatan peran pemerintah desa, dan integrasi
yang lebih efektif dengan layanan pertanahan agar kepastian hukum atas tanah masyarakat
dapat terwujud secara nyata.
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ABSTRACT

This legal awareness program on the workplace, in conjunction with labor law, is a public education
initiative aimed specifically at high school and vocational school students to help them better understand
Law No. 6 of 2023 on Labor, in conjunction with Law No. 11 of 2020, in conjunction with Law No. 13
of 2003, which regulates labor issues from start to finish. This activity aims to provide insight into what
the world of work is like, including company regulations, codes of conduct, and types of employment
agreements all of which are new concepts for these high school and vocational school students. Through
an interactive approach involving presentations, discussions, case simulations, and the distribution of
materials, participants are equipped with digital literacy so that students: understand the ins and outs of
labor relations, ensuring that when they eventually enter the industrial world, they already have a broad
understanding of what the workplace is like whether on a small, medium, or large scale. The primary
objective of this outreach program is to provide legal awareness so that students will not be at a loss
when entering the new world of work. Introducing the world of work to high school students aims to
bridge the gap between academic theory and industrial practice. This equips students with practical
skills, aligns their competencies with labor market needs, and fosters a professional mindset so they are
ready to compete after graduation. Competency Alignment (Link and Match) ensures that the skills
taught in school align with industry standards and needs. Strengthening practical skills provides a
realistic understanding of on-the-job operations, so that students master not only theory but also relevant
work practices. Career planning helps students identify their interests, talents, and promising career
options early on. Professional character development fosters discipline, work ethic, responsibility, and
communication skills that are essential in the workplace.

Key Words: Introduction Workplace, Alignment Competencies, Strengthening Technical Skills, Career
Planning

INTRODUCTION
Indonesia is a state governed by the rule of law, as stipulated in Article 1, Paragraph 3 of
the 1945 Constitution. The concept of the rule of law is widely embraced by nations around the

world. Referring to Azhary’s view on the concept of the rule of law, the exercise of state and
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governmental power must be based on and grounded in the sovereignty of law to uphold legal
order. This concept of a state governed by the rule of law holds that all actions taken by every
individual in the country must be grounded in the law as a boundary within the framework of
state life. Based on the concept of a state governed by the rule of law, this concept can be
categorized into the two most well-known types of such states worldwide: the “rule of law” and
the “rechtsstaat.” The fundamental difference between these two concepts lies in the legal
systems employed within each respective concept of a state governed by the rule of law. A state
governed by the concept of the “rechtsstaat” is a product of the civil law or continental
European legal system, while the concept of a state governed by the “rule of law” is a product
of the common law or Anglo-Saxon legal system. Indonesia, as a state governed by the concept
of the “rechtsstaat,” follows the continental European or civil law system. The concept of the
rule of law and the legal system used in Indonesia are characterized by positive law or
legislation serving as the source of law in the administration of the state. This influences the
administration of the state in Indonesia, where all state administration must be based on law or
legislation; however, the proliferation of legislation in Indonesia has led to numerous
overlapping or conflicting regulations. This disharmony can also take the form of regulations
contradicting one another. This has become a serious problem because it creates legal
uncertainty.

This issue of regulatory disharmony prompted President Joko Widodo to enact Law No.
11 of 2020 on Job Creation, based on the omnibus law concept. The government believes that
using this omnibus law concept is a solution to address the overlap or disharmony in existing
laws and regulations in Indonesia. The initial idea for the creation of this Job Creation Law was
proposed by President Jokowi on October 20, 2019, during a Plenary Session of the People’s
Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. As the process of drafting and enacting
Law No. 11 of 2020 on Job Creation progressed, it sparked significant public debate. The issue
centers on the government’s lack of transparency in the legislative process, as the public was
not involved in the drafting of this Job Creation Law. Public opposition to the Job Creation Law
was expressed through street demonstrations in several cities across Indonesia. The issues arose
not only from the drafting process but also from the substance of the provisions within the law,
which the public perceived as failing to ensure fairness. In addition to these two points, the

application of the omnibus law concept in the drafting of the Job Creation Law is inconsistent

55



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

with the principles of legislative drafting in Indonesia as set forth in Law No. 12 of 2011 and
Law No. 15 of 2019.

The use of this omnibus concept also makes the Job Creation Law an umbrella law that
IS not recognized under Indonesia’s legislative framework. The issues that arose formed the
basis for the filing of a formal review of Law No. 11 of 2020 on Job Creation with the
Constitutional Court. The Constitutional Court ruled that the formal review of the enactment of
this law was conditionally unconstitutional, whereby the Constitutional Court gave the
lawmaker, namely the House of Representatives and the government, the opportunity to amend
Law No. 11 of 2020 on Job Creation within a period of 2 years after this decision was read by
the court. However, if no amendments are made to the law within that timeframe, it will be
declared permanently unconstitutional. This was outlined by the Constitutional Court in
Decision No. 91/PUU-XVI111/2020. On December 30, 2022, President Joko Widodo issued
Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which aims to replace
Law No. 11 of 2020—the law previously mandated by the Constitutional Court to be amended
in accordance with the ruling that had been read and finalized. However, the actions taken by
President Joko Widodo and the government did not garner public support and resulted in
widespread criticism. This is because the Government Regulation in Lieu of Law that has been
enacted does not contain any specific differences from the previous Job Creation Law, leading
the public to perceive that the substance and the manner in which the previous Job Creation
Law and the Government Regulation in Lieu of Law were enacted are identical. The
controversy surrounding the enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
2022 on Job Creation has also arisen among legal experts in Indonesia.

Bvitri Susanti stated that the issuance of this Government Regulation in Lieu of Law on
Job Creation is actually a ploy by the government because there is no compelling urgency.
However, Luthfi Marfungah expressed a different view, stating that this Government
Regulation in Lieu of Law on Job Creation is a rational and constitutional action. This
controversy and uproar did not end with the enactment of this Government Regulation in Lieu
of Law but continued until the House of Representatives enacted it as Law No. 6 of 2023. Those
who oppose the regulation argue that it does not meet the requirements for enactment as
stipulated in Article 22, Paragraph (1) of the 1945 Constitution, and therefore should not be

accepted or enacted as law.
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Disagreement with this view served as the basis for filing a constitutional review with the
Constitutional Court under registration numbers 5/PUU-XIX/2023 and 6/PUU-X1X/2023
regarding formal and substantive reviews of this Government Regulation in Lieu of Law.
Therefore, a comprehensive discussion is needed to determine whether Government Regulation
in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, enacted through Law No. 6 of 2023, constitutes
a constitutional act or not. Based on this background, we from the Community Service Program
(PKM) Team at Pamulang University (UNPAM)—comprising 2 faculty members and 2
students—felt compelled to participate in helping to provide legal education and raise
awareness among the public, as well as to disseminate information to the community through
the PKM titled: “Legal education on the introduction to the workplace in relation to labor law

at the Bill Qistee Indonesia Community Learning Center (PKBM).”

METHOD

The Community Service Program (PKM) titled “Legal Education on Introduction to
the Workplace in Relation to Labor Law at the Bill Qistee Indonesia Community Learning
Center” was held over three days, specifically on Thursday — Saturday, May 7-9, 2026, at
the Bill Qistee Indonesia School Community Learning Center (PKBM), Jalan Palem No.
C2/1, Pamulang Barat, South Tangerang City. The implementation method was designed to
be participatory, educational, and practical, emphasizing the active involvement of school
administrators, teachers, and students from the preparation stage through to the post-activity
phase. This outreach program should be viewed as a long-term strategy requiring continuous
support from various stakeholders, including the local government, educational institutions,

and civil society organizations in South Tangerang City.

RESULT AND DISCUSSION

The solution to social media issues at the Bill Qistee Indonesia Community Learning
Center (PKBM) takes the form of legal counseling on the introduction to the world of work in
relation to labor law. This is a public education program, specifically for high school and
vocational school students, designed to help them better understand Law No. 6 of 2023 on
Labor in conjunction with Law No. 11 of 2020, and Law No. 13 of 2003, which govern labor
issues from start to finish. This activity aims to provide insight into what the working world is

57



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

like, including company regulations, codes of conduct, and types of employment agreements—
topics that are new to these high school and vocational school students. Through an interactive
approach involving presentations, discussions, case simulations, and the distribution of
materials, participants are equipped with digital literacy so that students: understand the ins and
outs of labor relations, ensuring that when they eventually enter the industrial world, they at
least have a broad understanding of what the working world is like, whether on a small,
medium, or large scale.

The primary objective of this workshop is to provide legal awareness so that students will
not feel overwhelmed when entering the new world of work. Introducing high school and
vocational school students to the working world aims to bridge the gap between academic
theory and industry practice. This equips students with practical skills, aligns their
competencies with the needs of the job market, and fosters a professional mindset so they are
ready to compete after graduation. Competency Alignment (Link and Match) ensures that the
skills taught in school meet the standards and needs of the business world or industry.
Strengthening practical skills provides a realistic picture of on-the-job operations so that
students not only master theory but also relevant work practices. Career planning helps students
identify their interests, talents, and promising career options early on. Professional character
development fosters discipline, work ethic, responsibility, and communication skills that are
essential in the workplace.

The general objective of this community service activity is to help students gain
knowledge and understanding of the working world in relation to labor laws, particularly for
students who have not yet graduated from high school. The aim is to provide information about
the working world in relation to Law No. 6 of 2023 on Labor and its implementing regulations.
Specifically, the objective of this community service activity is to help provide students with
knowledge grounded in sufficient information regarding what the working world is like and its
dynamics, as well as to share information related to labor issues that will serve as a foundation
when students graduate and enter the workforce. Introducing labor laws at the high school
(SMA) level is crucial as a foundation for this transition.

This protects students from exploitation when they start working, fosters awareness of
their rights and obligations, and cultivates a workforce that is more confident, independent, and
competitive in the future. This educational initiative offers various concrete benefits for
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students, including preventing early exploitation, providing an understanding of wage
standards, working hours, and leave entitlements, so they can avoid harmful or illegal labor
practices. Understanding Workers’ Rights and Obligations: Students learn to identify different
types of employment contracts (such as fixed-term and permanent contracts), social security
benefits, and legally valid procedures for termination of employment. This also fosters an
entrepreneurial spirit: rather than merely preparing students to become employees, this
understanding helps those who wish to start their own businesses to grasp the regulations
governing the fair employment of others. Boosting Career Confidence: Graduates who
understand the rules can be more critical and savvy when negotiating benefits and a safe and
healthy work environment.

This is important to prepare them to face various challenges in the workplace, including
protection against labor exploitation. The need for an understanding of labor law is also in line
with Article 27, Paragraph 2 of the 1945 Constitution, which protects the right of every citizen
to obtain decent work and wages. Law No. 13 of 2003 on Manpower, which serves as the legal
foundation for worker protection, supports this.

Through the labor law education program, students at the Bill Qistee Indonesia
Community Learning Center (PKBM), as future professional workers, can learn about relevant
basic legal provisions, such as working hours, minimum wages, and industrial relations dispute
resolution systems. The creation of highly competitive human resources is one of the benefits
of labor law education. By employing a competency-based approach, enhancing individual
capacity including legal understanding is key to improving well-being and expanding
opportunities. By understanding labor regulations, students can manage their future careers with
greater confidence, whether as employees or employers. In the face of the digital era, students
also need to understand the new challenges in digital platform-based employment.
Christensen’s theory of disruptive innovation highlights the significant impact of technology
on work patterns. Education in labor law must address issues such as the rights of freelance
workers and labor protection mechanisms in the gig economy. With this understanding,
students will be prepared to navigate the Fourth Industrial Revolution from both a legal and
professional perspective.

Labor law education at the high school and vocational school levels is not only relevant

to students as prospective workers but is also important in fostering legal awareness among the
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younger generation. Students face significant challenges in the workplace as prospective
employees about to enter the workforce. To ensure they understand their rights and
responsibilities at work, it is essential for them to comprehend Law No. 13 of 2003 on Labor.
Article 77, which regulates working hours, is one of the law’s key provisions. This article
ensures that students are aware that the maximum working hours are seven hours a day for six
working days or eight hours a day for five working days. With the protection of the minimum
wage, Article 88 guarantees workers’ right to earn an income sufficient for a decent standard
of living. Students have a legal basis to demand a safe and healthy work environment in
accordance with Article 86, which upholds workers’ rights to occupational safety and health.
This legal education can be implemented through case simulations or group discussions,
referencing the provisions governing the resolution of labor relations issues in Articles 151
through 169. Through these simulations, students will better understand how mediation

mechanisms or the resolution of labor disputes are carried out in the real world.

Figure 1: PKM Activities

CONCLUSION

In addition, labor issues in the digital age are also relevant to students; for example, digital
platform-based work, which is not yet fully regulated under the Labor Law. Students who
understand Article 90, Paragraph 1 which prohibits the payment of wages below the minimum
wage will be better prepared to face contemporary workplace challenges, including those in the
gig economy. With a comprehensive education in labor law, students will not only understand
their rights and obligations but will also be equipped to become professional, law-abiding
workers capable of contributing to the creation of fair and harmonious employment
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relationships. In conclusion, teaching labor law to students is a deliberate step toward
cultivating a new generation that is legally aware, ethical, and ready for the workforce. Through
a theory-based approach, this education fosters a culture of fair and peaceful work while
enhancing individual competencies.

This community service activity aims to help students gain knowledge and understanding
of the working world in relation to labor laws, particularly for students who have not yet
graduated from high school. The goal is to provide information about the working world in
connection with Law No. 6 of 2023 on Labor and its implementing regulations. Specifically,
the objective of this community service activity is to help provide students with knowledge
grounded in sufficient information regarding what the working world is like and its dynamics,
as well as to share information related to labor issues that will serve as a foundation when
students graduate and enter the workforce. Introducing labor laws at the high school (SMA)
level is crucial as a foundation for this transition. This protects students from exploitation when
they start working, fosters awareness of their rights and responsibilities, and cultivates a
workforce that is more confident, independent, and competitive in the future. This educational
initiative offers various concrete benefits for students, including preventing early exploitation,
providing an understanding of wage standards, working hours, and leave entitlements, so they

can avoid harmful or illegal labor practices.
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ABSTRAK

Permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan semakin meningkat seiring dengan rendahnya
kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Berbagai perilaku seperti pembuangan sampah
sembarangan, pembakaran sampah terbuka, dan pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak sesuai
ketentuan masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut tidak
hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan
konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum
masyarakat menyebabkan banyak warga belum memahami bahwa tindakan yang dianggap biasa
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kegiatan Program Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan Masyarakat dalam Memahami
Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum
masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di Kelurahan Babakan,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif,
partisipatif, dan aplikatif, yang meliputi penyuluhan hukum lingkungan, diskusi interaktif, studi kasus,
simulasi kasus, serta pendampingan masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga didukung
dengan penyusunan dan distribusi media edukasi berupa modul dan leaflet hukum lingkungan yang
dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan
adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan konsekuensi pidana atas
tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga
lingkungan hidup serta mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum
lingkungan. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga mendorong terbentuknya
kesadaran hukum yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini
diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan potensi tindak pidana lingkungan serta
mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di berbagai sektor kehidupan telah
membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Aktivitas manusia yang meningkat, seperti industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi
sumber daya alam, sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah
semakin sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi
juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
perlindungan lingkungan hidup menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian
serius dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi dengan
lingkungan.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang meliputi unsur hayati dan non-
hayati yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu,
keberlanjutan lingkungan hidup sangat bergantung pada kesadaran dan perilaku manusia dalam
mengelola serta memanfaatkannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang
belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Hal ini terlihat dari berbagai tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti
pembuangan limbah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, serta penggunaan bahan kimia
berbahaya tanpa pengelolaan yang tepat. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa
perlindungan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat sering kali memanfaatkan
sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang
terhadap lingkungan. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan liar,
pembuangan limbah industri, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, menjadi
penyebab utama kerusakan lingkungan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya
penegakan hukum juga turut memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku
kerusakan lingkungan tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan konsekuensi
hukum, termasuk sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum
yang berlaku dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut.
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Dalam perspektif hukum, kerusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang dapat
dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam
menindak pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Undang-undang ini tidak hanya
mengatur mengenai kewajiban dan larangan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Namun demikian,
implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait
dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pemahaman mengenai
konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kerusakan lingkungan memiliki karakteristik
yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam hukum lingkungan,
pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan
kepada korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha. Selain itu, prinsip strict liability atau tanggung
jawab mutlak juga dapat diterapkan dalam kasus tertentu, di mana pelaku tetap bertanggung
jawab meskipun tidak terdapat unsur kesalahan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum
lingkungan memiliki pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan
terhadap lingkungan hidup. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih sangat
terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang
menyebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Banyak masyarakat
yang belum memahami bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti membuang sampah
sembarangan atau membakar lahan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan.
Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi hukum serta minimnya sosialisasi dari pihak
terkait juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai hukum lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas
kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini, kegiatan pendampingan masyarakat menjadi salah satu strategi yang
efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat. Melalui

pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi
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juga dibimbing untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Pendampingan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan
mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, sehingga solusi yang
dihasilkan lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak hanya
bersifat edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan
judul “Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas
Kerusakan Lingkungan pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan”
menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan
hidup dan konsekuensi pidana atas kerusakan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran
tersebut, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan
serta menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sehingga tercipta lingkungan

yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan
Masyarakat dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Lingkungan
pada Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan” dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama
dalam kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima
informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemahaman hukum
lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
terkait perlindungan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban pidana atas kerusakan
lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara
tim pengabdian dengan masyarakat sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah
dipahami dan diterapkan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan
dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan yang meliputi survei awal,
observasi lapangan, serta koordinasi dengan pihak Kelurahan Babakan. Survei dilakukan
untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum lingkungan dan bentuk-
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bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi. Observasi lapangan bertujuan untuk
mengidentifikasi kondisi lingkungan serta potensi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan aparat kelurahan guna menentukan sasaran
peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi
edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Persiapan yang matang menjadi
kunci utama dalam memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui metode ceramah,
diskusi interaktif, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi pengertian kerusakan
lingkungan, jenis tindak pidana lingkungan, serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana.
Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus nyata agar lebih mudah memahami
penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode diskusi digunakan untuk
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan.
Dengan adanya interaksi langsung, peserta dapat menyampaikan pertanyaan serta berbagi
pengalaman terkait permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Tahap akhir kegiatan adalah pendampingan serta evaluasi yang dilakukan untuk
memastikan keberhasilan program. Pendampingan dilakukan dengan memberikan
bimbingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak
lingkungan serta cara pencegahannya. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab
untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi
digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya agar lebih efektif. Dengan
adanya pendampingan dan evaluasi, diharapkan masyarakat mampu menerapkan

pengetahuan yang telah diperoleh secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan
Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dan mendapatkan
respons yang positif dari masyarakat, khususnya para peserta yang terdiri dari warga setempat
dan pelaku usaha kecil. Sebelum kegiatan dilaksanakan, berdasarkan hasil survei awal dan
observasi lapangan, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum
lingkungan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan, masih

tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan yang sering
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dianggap sepele, seperti membuang sampah sembarangan, membakar limbah rumah tangga,
atau membuang limbah cair ke saluran air, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
melanggar hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang
berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pihak terkait juga menjadi faktor penyebab
rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting sebagai
upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta
pemberian contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Materi yang
disampaikan mencakup pengertian kerusakan lingkungan, jenis-jenis tindak pidana lingkungan,
serta dasar hukum pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang
tinggi, terlihat dari aktifnya mereka dalam bertanya dan berdiskusi mengenai permasalahan
lingkungan yang dihadapi di lingkungan mereka. Diskusi interaktif menjadi salah satu metode
yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, karena memberikan ruang bagi mereka
untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh penjelasan secara langsung. Selain itu,
penyampaian contoh kasus nyata juga membantu peserta dalam memahami bagaimana hukum
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif
yang digunakan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa
pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap
ini, tim pengabdian memberikan bimbingan secara langsung kepada masyarakat dalam
mengidentifikasi tindakan yang berpotensi merusak lingkungan serta langkah-langkah
pencegahan yang dapat dilakukan. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga
lingkungan serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Selain
itu, masyarakat juga mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan dapat
menimbulkan konsekuensi hukum. Pendampingan ini menjadi penting karena tidak hanya
memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga membantu masyarakat dalam
mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara praktis.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan. Peserta mulai
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memahami bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan
sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan
perubahan sikap yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah
sembarangan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Peningkatan kesadaran
ini merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan edukasi dan pendampingan yang telah
dilakukan. Dengan adanya perubahan sikap tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kesadaran
hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Menurut
Prof. Dr. Soerjono Soekanto (2014), tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong
masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Hal ini juga sejalan
dengan pendapat Rahmadi (2015) yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup
tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena
itu, edukasi hukum dan pendampingan masyarakat merupakan langkah strategis dalam
meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lingkungan
hidup.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan
literasi hukum masyarakat serta membentuk perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan.
Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hukum lingkungan, tetapi juga
mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kehidupan yang
berkelanjutan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan
pendampingan secara langsung merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan
pemahaman masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilakukan secara
berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pihak, sehingga dapat menciptakan lingkungan

yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pendampingan
masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan di
Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa tingkat

pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan masih relatif rendah sebelum
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dilaksanakannya kegiatan edukasi. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai bentuk-bentuk kerusakan lingkungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul
dari tindakan tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masih terjadinya
pelanggaran terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi langkah penting dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat.

Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya menjaga lingkungan hidup serta konsekuensi pidana atas tindakan yang
menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat mulai memahami bahwa setiap tindakan
yang merugikan lingkungan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya sikap yang lebih
peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa
pendekatan edukasi dan pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap
kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum
dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan upaya
berkelanjutan melalui edukasi serupa agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat.
Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan
lingkungan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih

sehat dan berkelanjutan.
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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan.
Untuk dapat menaati dan menegakkan hukum, masyarakat harus mengerti dan memahami apa itu
hukum. Banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa SMA karena mereka tidak
mengerti hukum. Penelitian ini berjudul "Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam
Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA". Peneliti dalam melaksanakan
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek, yang
dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada siswa SMA tentang pentingnya
pelaksanaan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum.
Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan dalam mata pelajaran
kurikulum sekolah serta melalui penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan instansi terkait agar
siswa memiliki bekal yang kuat. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan
beberapa pihak dan siswa demi efektifitas hasil yang ingin dicapai.

Kata kunci: Pelajar, Hukum

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi
muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hukum yang dipandang sebagai salah
satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah
masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering
dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran
hukum dengan baik.

Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah

Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka
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miliki. Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-
anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara koqgnitif, afektif dan
psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita
terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-
hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat
yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di
masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia
itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu
diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus untuk diterapkan,
khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu
sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku
dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi
aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dengan memahami arti
pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum dikalangan remaja khususnya anak Sekolah
Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah anak Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah
Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum,pembentukan hukum, dan
efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri
manusia tentang hukum yang ada. Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum
memiliki arti yang berbeda. Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk
mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun
ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena
ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan. Proses perkembangan ilmu
hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran
hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positip terdapat sustu proses pasang-surut dalam
waktu yang teramat panjang.Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai
berikut:

a.  Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum
masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan
kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
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b.  Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan).
Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.

c.  Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan
hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.

d.  Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masysrakat

berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.

Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan
kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham schalastic justru kesadaran hukum
merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum
alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan
hukum dan penganalisaan hukum. kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk
bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan
antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence
Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai
sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Melihat tahap pertama adanya pengetahuan
hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas
yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum.

Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah
Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum.
Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan
masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama Mengapa pendidikan
hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas? Dan Bagaimana mewujudkan
kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas?

METODE

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data
sebagai berikut : Pendektan deskriptif analistis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan
cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang tentang
sistem pembelajaran; kemudian menganalisanya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi

tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini
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penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:. Data Primer; Data yang penulis kumpulkan
yaitu dengan melakukan survei angket sekolah. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang
digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan
tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data

yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung.

HASIL

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat disertai dengan memberikan penyuluhan
terhadap audiens mendapati antusias yang baik dimana banyak audiens yang bertanya serta
mendapat pengetahuan baru dari kegiatan penyuluhan ini, sebagaimana kegiatan seperti
sebelumnya kegiatan ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dengan melihat kebutuhan

yang ada.
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PEMBAHASAN

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam
kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat.
Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis.
Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin
berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan
bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum
mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang
memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia
belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa”
menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum
dalam diri setiap anggota masyarakat.

Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan
demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal

hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya
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peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Pendidikan hukum

bukanlah diksi yang diperuntukkan hanya untuk jenjang universitas, pendidikan hukum

merupakan sebuh diksi yang harus ada dalam setiap jenjang pendidikan, disemua lapisan
masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat.

Mewujudkan kesadaran hukum adalah suatu perubahan sosial yang dewasa ini menjadi
perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan
tertib. Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman
dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan
hukum. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung
oleh adanyakesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah
Menengah Atas.

Pengertian kesadaran hukum, dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau satu
kelompok masyarakat, oleh karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap
hukum. Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai
yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan
ada. Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada
setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu
dari hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (recht) dan tindak hukum (on recht) antara
yang setogianya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan. Ishaq, pengertian kesadaran
hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum
yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran
hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran
seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.
Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:

a.  Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan
perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa
yang dibolehkan.

b.  Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang
dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan

dan manfaat dari peraturan tersebut.
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c.  Tahap sikap hukum (legal attitute) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau
menolak hukum karena karena adanya penghagaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut
bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d.  Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu
aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana

berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

SIMPULAN

Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat
Indonesia, karena pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dimana
masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan
kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham
tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau
aturan-aturan yang berlaku. Pendidikan kesadaran hukum bagi anak Sekolah Menengah Atas
merupakan hal yang sangat perlu karena merekalah anak-anak siswa Sekolah Menengah Atas
yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang

semakin maju.
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ABSTRAK

Perkembangan lingkungan sosial di kalangan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan di
dunia pendidikan, terutama pemahaman tentang Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas
Pamulang dalam memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum di kalangan remaja. Tema yang
diangkat, yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama
sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini, Penyuluhan kepada masyarakat mengenai
Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya
Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang
pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pelajar. Kegiatan ini menekankan bahwa
HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi,
serta ditegakkan. Melalui penyuluhan ini, siswa diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis HAM,
dasar hukum HAM di Indonesia, serta contoh penerapan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah
maupun masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga mendorong siswa untuk memiliki sikap Kkritis,
menghargai hak orang lain, serta memahami kewajiban sebagai warga negara. Dengan adanya
pemahaman ini, diharapkan siswa mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga dapat
berperilaku sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keadilan. Melalui kegiatan penyuluhan ini
diharapkan respon para siswa terhadap Kkegiatan ini akan sangat positif. Mereka diharapkan
menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti penyuluhan, terutama ketika diberikan contoh kasus
nyata terkait pelanggaran HAM yang berimplikasi hukum. Diskusi yang dijadwalkan diharapkan akan
berkembang serta memperlihatkan bahwa remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai batasan
hukum dan norma sosial dalam bermasyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi
semacam ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang
dapat melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini tidak
hanya berhenti pada proses edukasi di pesantren, tetapi juga rencananya akan dipublikasikan dalam
bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan
proses dan capaian kegiatan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur
mengenai Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia
(HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.
Selain itu, kegiatan ini juga akan diliput dalam berita online, sehingga pesan yang disampaikan dapat
menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya etika digital.
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Secara keseluruhan, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan mencerminkan sinergi
antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Fakultas Hukum Universitas Pamulang diharapkan akan
berhasil menghadirkan penyuluhan hukum yang aplikatif dan kontekstual bagi siswa SMK Triguna
Utama Jakarta Dengan adanya publikasi di jurnal nasional dan pemberitaan online, kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam mengembangkan program serupa.
Lebih jauh, kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan pengenalan Hak Asasi Manusia merupakan
langkah strategis dalam membangun generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab
di era digital.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat; Hak Azasi Manusia; Universitas Pamulang, SMK Triguna
Utama Jakarta

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal,
tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara, keberadaan HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat
peradaban, keadilan, serta demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan
penghormatan terhadap HAM harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat,
terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal
28J. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara
memiliki komitmen kuat dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM bagi setiap warga
negara. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur dengan baik, dalam praktiknya
masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM di tengah masyarakat.

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti konflik sosial atau
pelanggaran berat lainnya, tetapi juga kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di
lingkungan pendidikan. Fenomena seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan
verbal maupun fisik, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap sesama siswa merupakan

contoh nyata pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa
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masih terdapat rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang
lain, terutama di kalangan pelajar.

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif
bagi siswa untuk berkembang, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Namun,
apabila nilai-nilai HAM tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya
pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan
berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai HAM, sehingga mereka
mampu mengenali hak dan kewajibannya serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan
sehari-hari.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian penting dari generasi
muda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Pada usia remaja, siswa
berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik
positif maupun negatif. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai
hukum, termasuk pemahaman tentang HAM, menjadi sangat penting untuk dilakukan pada
tahap ini. Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu menjadi individu yang tidak
hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta kesadaran hukum
yang tinggi.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat
yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan
mengenai aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang
mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, pemahaman tentang HAM menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kesadaran hukum, karena HAM
berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang
belum memahami secara mendalam mengenai konsep HAM, baik dari segi definisi, ruang
lingkup, maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan materi
pembelajaran yang membahas HAM secara aplikatif, serta kurangnya pendekatan edukatif yang
menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode
pembelajaran yang efektif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
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Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang
bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai
suatu hal tertentu. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai HAM kepada siswa SMK menjadi
sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap
pentingnya penghormatan terhadap HAM. Melalui penyuluhan, diharapkan siswa tidak hanya
memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapan nilai-nilai
HAM dalam kehidupan sehari-hari.

SMK Triguna Utama sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting
dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya kompeten dalam bidang kejuruan, tetapi
juga memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan HAM di SMK Triguna Utama menjadi langkah
strategis untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang komunikatif, interaktif, dan partisipatif
agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Materi penyuluhan
meliputi pengertian HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, jenis-jenis HAM, contoh
pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara hak
dan kewajiban. Selain itu, siswa juga diajak untuk berdiskusi dan menganalisis kasus-kasus
sederhana yang berkaitan dengan HAM, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan
berpikir kritis dan reflektif.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman
siswa mengenai HAM yang berdampak pada perubahan sikap dan perilaku yang lebih
menghargai hak orang lain. Siswa diharapkan mampu menghindari tindakan-tindakan yang
melanggar HAM serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan
harmonis, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam
upaya membangun budaya sadar hukum sejak dini. Budaya sadar hukum merupakan fondasi
penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Dengan menanamkan
pemahaman HAM kepada siswa sejak dini, maka diharapkan mereka akan tumbuh menjadi
individu yang memiliki kesadaran hukum yang kuat serta mampu menjadi agen perubahan di

tengah masyarakat.
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Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi atau pihak
penyelenggara untuk berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan
dan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat,
diharapkan tercipta suatu lingkungan yang mendukung penegakan HAM secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini
dilaksanakan dengan tema ‘“Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Peningkatan
Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya
Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.” Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu
upaya konkret dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya
HAM, serta mendorong terciptanya generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan taat
hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan dari kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan
pengetahuan siswa, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan
penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan
nilai-nilai HAM dapat tertanam secara kuat dalam diri siswa dan menjadi bagian dari budaya
yang terus berkembang di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka kami bermaksud memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat
mengenai Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Siswa SMK Triguna

Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode penelitian
hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena
penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah
bagaimana hukum dipahami, disikapi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial remaja
di lingkungan SMK Triguna. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum
sebagai perilaku sosial (law in action), khususnya dalam konteks pemahaman pelajar terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini
terhadap masa depan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi
kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (law in the books) dan realitas pemahaman serta
praktik di lapangan (law in society).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pemberdayaan untuk meningkatkan
kemampuan serta kemandirian masyarakat agar bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari
permasalahan yang terjai di masyarakat. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan
atau fasilitas, melainkan lebih menekankan pada upaya mengembangkan kesadaran, kapasitas,
serta keterampilan masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurut
teori pembangunan partisipatif, pemberdayaan harus dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif,
di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemberdayaan juga menekankan pada prinsip
kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat sesaat,
tetapi mampu memberikan perubahan jangka panjang. Dengan pemberdayaan, masyarakat
didorong untuk lebih kritis, memiliki kontrol sosial, serta berdaya dalam bidang ekonomi,
sosial, hukum, maupun budaya. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat dapat
dipahami sebagai suatu strategi yang mengutamakan penguatan kapasitas individu dan
kelompok agar tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan sadar akan hak serta
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan juga dapat
dipahami sebagai sebuah upaya positif untuk mengubah kondisi yang lemah atau tidak berdaya
menjadi kuat dan mandiri.8 Menurut Sumodiningrat dan Wulandari, pemberdayaan berarti
memberikan dorongan atau energi agar seseorang atau kelompok dapat bergerak dan bertindak
secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup
pergeseran dari masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang
mendukung pembangunan, menuju masyarakat yang lebih sadar, terampil, dan memiliki
mentalitas produktif.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang
difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat
adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses
sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Keberdayaan
masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk

mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara
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mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam
pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa

depan.

2. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan usaha dimana menyebarkan informasi serta pengetahuan agar
tercipatanya maryaraat yang berperilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Penyuluhan
merupaan proses mendidik, berkomunikasi, mempengaruhi dan memotivasi agar masyarakat
dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri dengan berperilaku positif.
Diama pemuluham bukan hanya memberikan informasi ataupun pengetahuan tetapi mendotong
masyarakat agar membentuk hidup yang berkualitas menghiupkan ide-ide baru. enyuluhan
adalah turunan dari kata exstension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa
Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang
ditengah  kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti
memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris
dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti
seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang
berhak untuk menentukan pilihannya. Contohnya penyluhan hukm, penyuluhan hukum
diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih
baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar,
patuh dan taat terhadap hukum.

3. Edukasi

Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseoarang untuk menemukan jati dirinya,
yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian melahirkan tindakan dan
prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar yang dikembangkan oleh aliran
behaviorisme dalam psikologi. Hanya istilah ini sering dimaknai dan diinterpretasikan berbeda
dari learning yang bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan
pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi

individu dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan. Edukasi tidak hanya
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terjadi secara formal di sekolah atau institusi pendidikan, tetapi juga bisa dilakukan secara
nonformal maupun informal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan bimbingan
yang dilakukan secara sadar agar seseorang dapat mengalami perubahan positif dalam cara
berpikir, merasa, dan bertindak. Edukasi juga berperan penting dalam membentuk karakter dan
moral seseorang sehingga tidak hanya sekedar pintar dalam ilmu, tetapi juga memiliki perilaku
yang baik dan bertanggung jawab. Dengan edukasi, diharapkan individu dapat menjadi pribadi

yang mandiri, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

4.  Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia
sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat
dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan setiap
individu. Pemahaman mengenai HAM sangat penting ditanamkan kepada siswa karena dapat
membentuk karakter yang menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, serta
menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks pendidikan, pemahaman HAM
tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai sarana membangun
kesadaran hukum dan budaya demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran HAM perlu diberikan
secara sistematis agar siswa mampu memahami konsep dasar, jenis-jenis, serta prinsip-prinsip
HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Menurut Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa
HAM bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang telah dimiliki setiap
manusia sejak lahir. HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a.  Hak Sipil dan Politik
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Hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan bernegara,
seperti:

o Hak hidup.

o Hak memperoleh perlindungan hukum.

o Hak kebebasan berpendapat.

o Hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

o Hak kebebasan beragama.

b.  Hak Ekonomi

Hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan individu, seperti:
o Hak memperoleh pekerjaan.
« Hak mendapatkan upah yang layak.
o Hak memiliki harta benda.

o Hak melakukan kegiatan usaha.

c.  Hak Sosial dan Budaya

Hak yang mendukung perkembangan sosial dan budaya masyarakat, seperti:
a. Hak memperoleh pendidikan.
b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
c. Hak menikmati kebudayaan.

d. Hak atas jaminan sosial.

d.  Hak Kolektif atau Hak Solidaritas

Hak yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat, seperti:
« Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
« Hak atas pembangunan.
e Hak menentukan nasib sendiri.

o Hak memperoleh perdamaian.
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5.  Bentuk Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi

Siswa SMK Triguna Utama sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Sejak

Dini

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat
yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Dalam
lingkungan pendidikan, penyuluhan hukum menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-
nilai hukum kepada peserta didik sejak dini. Salah satu materi yang penting untuk diberikan
kepada siswa adalah pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM berkaitan
langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pembentukan karakter warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada fase perkembangan yang rentan
terhadap berbagai pengaruh sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh
karena itu, pemahaman tentang HAM perlu diberikan melalui kegiatan penyuluhan hukum agar
siswa mampu mengenali hak dan kewajibannya, menghormati hak orang lain, serta

menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

5.1. Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia dan regulasi Hak

Asasi Manusia

Bentuk Penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa
SMK Triguna Utama merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum sejak
dini. Melalui pemahaman terhadap konsep HAM dan regulasi yang mengaturnya, siswa dapat
memahami hak dan kewajibannya sebagai individu maupun warga negara. Regulasi utama yang
menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan HAM meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dengan
demikian, penyuluhan hukum diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sadar
hukum, menghormati hak orang lain, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang
adil dan bermartabat.

5.2. Penyuluhan Hukum yang Mengaitkan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) di SMK Triguna Utama
Penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah
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memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik.
Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, penyuluhan juga perlu
mengaitkan materi dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi di
lingkungan sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami dampak yang ditimbulkan
akibat pelanggaran HAM, baik terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara
keseluruhan. Di SMK Triguna Utama, penyuluhan hukum tentang HAM dapat menjadi sarana
preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak peserta didik, seperti
perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pelanggaran

terhadap hak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

6. Bentuk Pelanggaran HAM yang Berpotensi Terjadi di Lingkungan Sekolah
Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan sekolah antara lain:

a.  Perundungan (Bullying)

Perundungan merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pengucilan, atau kekerasan yang
dilakukan secara berulang terhadap seseorang. Tindakan ini melanggar hak siswa untuk
memperoleh rasa aman dan perlakuan yang bermartabat.

b.  Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika siswa diperlakukan berbeda karena suku, agama, ras, jenis
kelamin, kondisi ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tindakan ini bertentangan dengan
prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam HAM.

c.  Kekerasan Fisik dan Verbal

Tindakan memukul, menendang, mengancam, menghina, atau merendahkan orang lain
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan perlindungan diri.

d.  Pelanggaran Hak Pendidikan

Menghalangi siswa memperoleh pendidikan, melakukan intimidasi yang menyebabkan siswa
enggan belajar, atau menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran hak atas pendidikan.

7. Penyuluhan Partisipatif sebagai Strategi Pencegahan dan Penguatan Kesadaran
Hukum Remaja
Bentuk penyuluhan hukum di SMK Triguna juga dirancang secara partisipatif untuk
mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran dan pencegahan pernikahan
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dini. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, studi kasus nyata yang relevan dengan
kehidupan remaja, simulasi pengambilan keputusan, serta tanya jawab interaktif yang
memungkinkan siswa menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan
ini, pelajar tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga subjek yang diajak berpikir kritis
terhadap norma sosial dan tekanan lingkungan yang mendorong pernikahan dini. Selain itu,
penyuluhan juga menekankan pembentukan sikap sadar hukum, yakni kemampuan remaja
untuk mengenali risiko hukum dan sosial, memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani
mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan pendidikan dan karier. Dengan
demikian, penyuluhan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berfungsi
sebagai sarana pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran, ketahanan diri, dan komitmen
remaja SMK Triguna untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan membangun
kesadaran hukum.

8. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Siswa

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah dapat memberikan
dampak yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Bentuk pelanggaran seperti
perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta pengucilan sosial
tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu terciptanya
lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai
dampak pelanggaran HAM perlu diberikan kepada siswa sebagai bagian dari upaya

membangun kesadaran hukum sejak dini.

8.1. Dampak Psikologis

Pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis pada korban. Siswa
yang menjadi korban perundungan atau diskriminasi sering mengalami stres, kecemasan, rasa
takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Dalam kasus yang lebih serius, korban dapat
mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan emosional dan
kesehatan mentalnya. Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan siswa dalam
berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
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8.2. Dampak Akademik

Selain memengaruhi kondisi psikologis, pelanggaran HAM juga berdampak pada prestasi
akademik siswa. Korban sering mengalami kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti proses
pembelajaran karena tekanan mental yang dialami. Akibatnya, motivasi belajar menurun,
tingkat kehadiran di sekolah berkurang, dan prestasi akademik menjadi tidak optimal. Dalam
beberapa kasus, siswa bahkan dapat kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan akibat
lingkungan belajar yang tidak mendukung.

8.3. Dampak Sosial

Pelanggaran HAM dapat merusak hubungan sosial antarwarga sekolah. Tindakan
diskriminasi dan perundungan berpotensi menciptakan kelompok-kelompok eksklusif yang
memicu konflik dan perpecahan di antara siswa. Kondisi tersebut mengurangi rasa solidaritas,
kebersamaan, dan toleransi yang seharusnya menjadi nilai dasar dalam lingkungan pendidikan.
Akibatnya, tercipta suasana sekolah yang kurang harmonis dan tidak kondusif bagi
perkembangan peserta didik.

8.4. Dampak Hukum

Pelanggaran HAM tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.
Tindakan kekerasan fisik, perundungan berat, pelecehan, maupun diskriminasi dapat dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, serta peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan
di satuan pendidikan. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum ini penting agar siswa
menyadari bahwa setiap tindakan yang melanggar hak orang lain dapat menimbulkan

pertanggungjawaban hukum.

8.5. Dampak terhadap Lingkungan Sekolah

Pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga
terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang sering terjadi kasus
perundungan, diskriminasi, atau kekerasan akan kehilangan fungsi sebagai tempat belajar yang
aman dan nyaman. Hal ini dapat menurunkan kualitas proses pendidikan, mengurangi
kepercayaan orang tua terhadap sekolah, serta menghambat pembentukan karakter peserta didik

yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.
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KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa
SMK Triguna Utama merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran
hukum sejak dini. Melalui penyuluhan ini, siswa memperoleh pemahaman mengenai konsep
dasar HAM, jenis-jenis HAM, prinsip-prinsip HAM, serta hak dan kewajiban yang dimiliki
sebagai warga negara dan peserta didik. Pemahaman tersebut penting untuk membentuk
karakter siswa yang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta
mampu hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu Pasal 28A
sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap peserta didik
berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa
diskriminasi.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman HAM dapat meningkatkan kesadaran
siswa terhadap pentingnya menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang
berpotensi melanggar HAM, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, kekerasan fisik
maupun verbal, dan pengucilan sosial. Selain itu, pemahaman HAM juga berkontribusi dalam
menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan berbudaya hukum. Sebaliknya,
pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik
secara psikologis, akademik, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan
penyuluhan HAM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar terbentuk budaya saling

menghormati, toleransi, dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Triguna Utama.
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ABSTRAK

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan
berbagai transaksi keuangan secara cepat dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga
memunculkan berbagai risiko kejahatan siber, salah satunya phishing yang bertujuan memperoleh data
pribadi nasabah melalui rekayasa sosial dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan digital dalam
mencegah dan menangani kejahatan phishing serta mekanisme pemulihan hak-hak nasabah yang
mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan digital telah diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya preventif berupa peningkatan sistem keamanan,
edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggara layanan digital. Selain itu,
terdapat pula upaya represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi
maupun litigasi, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian
akibat kejahatan phishing.

Kata Kunci: Phishing, Perlindungan Konsumen, Perbankan Digital.

PENDAHULUAN

Pada masa ketika aktivitas sosial semakin terhubung dengan teknologi digital, berbagai
perubahan terlihat dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk cara memenuhi kebutuhan
sehari-hari yang Kkini banyak beralih ke layanan berbasis daring (Az-zahra & Labib, 2024).
Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai fasilitas yang memudahkan
masyarakat menjalankan transaksi keuangan tanpa harus hadir secara fisik di lembaga keuangan

(Kusuma & Asmoro, 2020). Kondisi ini perlahan membangun rasa percaya di kalangan
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masyarakat untuk menggunakan layanan finansial digital, meskipun pada awalnya aktivitas
tersebut kerap dipandang memiliki tingkat risiko yang tinggi (Sahfitri & Rosmalinda, 2024).

Di Indonesia, perkembangan layanan perbankan digital mendorong munculnya berbagai
bank yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi berbasis teknologi. Kehadiran
bank digital tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian sektor perbankan terhadap
perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa melakukan aktivitas keuangan secara
daring. Beberapa bank digital yang cukup dikenal di Indonesia antara lain sebagai berikut
(Kartini, 2023):

a. BluBCA

Blu BCA merupakan layanan perbankan digital yang mulai beroperasi pada tahun 2021.
Layanan ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses
berbagai fasilitas perbankan melalui aplikasi. Melalui platform tersebut, pengguna dapat
melakukan transaksi keuangan, pengelolaan tabungan, serta berbagai aktivitas perbankan

lainnya tanpa harus mengunjungi kantor cabang.

b.  NeoBank

NeoBank termasuk salah satu bank digital yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Aplikasi ini menawarkan berbagai layanan transaksi keuangan yang dapat diakses secara
praktis melalui perangkat seluler. Salah satu daya tarik dari NeoBank adalah biaya administrasi

yang relatif terjangkau serta adanya berbagai promo yang diberikan kepada pengguna.

c.  SeaBank

SeaBank hadir sebagai salah satu layanan perbankan digital yang memberikan
kemudahan dalam melakukan transaksi antarbank. Salah satu keunggulan yang ditawarkan
adalah kebijakan biaya administrasi yang rendah. Pengguna juga memperoleh fasilitas transfer
tanpa biaya ke rekening bank lain hingga jumlah tertentu dalam satu periode transaksi.

d. BankJago

Bank Jago meluncurkan aplikasi layanan perbankan digitalnya pada tahun 2021. Tidak
lama setelah itu, bank ini juga menghadirkan layanan berbasis syariah yang diperkenalkan pada
Februari 2022. Jumlah pengguna Bank Jago terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu
sehingga menjadikannya sebagai salah satu layanan perbankan digital yang cukup banyak
digunakan oleh masyarakat.
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e.  Jenius

Jenius yang dikembangkan oleh BTPN merupakan salah satu layanan perbankan digital
yang lebih dahulu dikenal di Indonesia. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016
dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan keuangan secara fleksibel
melalui perangkat digital. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menjadikan Jenius sebagai

salah satu aplikasi perbankan digital yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Perkembangan layanan perbankan digital tidak dapat dipisahkan dari pesatnya kemajuan
teknologi informasi yang memengaruhi sektor keuangan. Inovasi ini mendorong lembaga
perbankan untuk menghadirkan sistem layanan yang lebih praktis dan mudah diakses oleh
masyarakat. Melalui layanan digital, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan
tanpa harus datang langsung ke kantor bank, sehingga aktivitas perbankan menjadi lebih efisien
dan fleksibel. Berbagai kemudahan tersebut turut memperluas jangkauan layanan perbankan
bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas keuangan
(Usman, 2017).

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perbankan digital, terdapat pula potensi
risiko yang tidak dapat diabaikan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan siber. Salah satu
bentuk kejahatan yang sering muncul dalam praktik transaksi digital adalah phishing.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang mendukung aktivitas
keuangan juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang
merugikan pengguna layanan perbankan digital.

Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan tujuan
memperoleh informasi penting milik korban, seperti username, kata sandi, PIN, kode OTP (One
Time Password), nomor kartu, maupun data pribadi lainnya. Cara yang digunakan umumnya
berupa penipuan yang dirancang menyerupai komunikasi resmi dari lembaga tertentu (Yusuf
DM, 2022). Pelaku biasanya mengatasnamakan bank atau lembaga keuangan dan menghubungi
korban melalui berbagai media komunikasi, seperti surat elektronik, pesan singkat, panggilan
telepon, media sosial, atau situs web tiruan yang dibuat menyerupai tampilan resmi milik bank.

Dalam praktiknya, pelaku sering memanfaatkan situasi yang dapat memicu kepanikan
korban, misalnya dengan menyampaikan informasi bahwa rekening akan diblokir atau terdapat
aktivitas transaksi yang dianggap tidak wajar. Melalui cara tersebut, korban diarahkan untuk
memberikan data pribadi atau memasukkan kode OTP yang diterima. Informasi yang diperoleh
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kemudian digunakan oleh pelaku untuk mengakses layanan perbankan milik korban, yang pada
akhirnya dapat berujung pada penguasaan rekening serta pemindahan dana tanpa
sepengetahuan pemiliknya.

Praktik phishing juga kerap dilakukan melalui upaya penipuan yang melibatkan
penyamaran sebagai pihak yang dianggap dapat dipercaya. Pelaku biasanya mengirimkan pesan
elektronik yang dirancang sedemikian rupa agar tampak berasal dari institusi resmi, dengan
tujuan memperoleh informasi pribadi yang bersifat rahasia dari korban. Cara ini umumnya
memanfaatkan teknik rekayasa sosial, yaitu memengaruhi psikologis korban agar bersedia
memberikan data penting tanpa menyadari potensi risiko yang ada (Tri Putri & Sugiyono,
2023).

Dalam berbagai kasus, pelaku menyamar sebagai individu maupun lembaga yang dikenal
oleh masyarakat, termasuk institusi perbankan atau penyedia layanan keuangan. Komunikasi
yang dilakukan melalui media elektronik dibuat menyerupai pemberitahuan resmi sehingga
korban cenderung mempercayai pesan tersebut. Kondisi ini meningkatkan peluang pelaku
untuk memperoleh informasi sensitif dari korban yang pada akhirnya dapat digunakan untuk
mengakses layanan keuangan milik mereka (Tri Putri & Sugiyono, 2023).

Maraknya kejadian phishing menunjukkan bahwa masih terdapat celah keamanan yang
dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa
sebagian pengguna layanan perbankan belum sepenuhnya memiliki kewaspadaan terhadap
berbagai bentuk penipuan digital yang berkembang. Situasi ini menimbulkan kebutuhan bagi
institusi perbankan untuk memahami berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya serangan
phishing yang dialami oleh nasabah.

Upaya penanganan terhadap praktik phishing perlu terus diperkuat mengingat intensitas
serangan siber cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi,
terlebih setelah berbagai layanan perbankan mulai beralih ke sistem digital. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi nasabah menjadi
salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan perbankan
berbasis teknologi (Kasmir, 2022).

Perlu dipahami pula bahwa serangan phishing tidak hanya menargetkan pengguna
layanan bank digital, tetapi juga dapat terjadi pada nasabah bank konvensional. Pada dasarnya,

pelaku lebih berfokus pada pengguna layanan keuangan yang memanfaatkan sistem elektronik
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dalam aktivitas transaksi. Oleh sebab itu, sasaran serangan tidak ditentukan oleh jenis bank
yang digunakan, melainkan oleh saluran komunikasi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku
dalam menjalankan aksinya.

Praktik phishing pada layanan bank digital dapat muncul dalam berbagai bentuk yang
memanfaatkan media komunikasi digital yang sering digunakan oleh masyarakat. Modus yang
digunakan biasanya dirancang agar tampak meyakinkan sehingga korban tidak menyadari
bahwa informasi yang diminta sebenarnya digunakan untuk tujuan penipuan. Beberapa bentuk
phishing yang sering terjadi pada layanan bank digital antara lain sebagai berikut:

a.  Link palsu pembaruan aplikasi

Salah satu cara yang sering digunakan oleh pelaku adalah mengirimkan tautan yang
mengatasnamakan pembaruan aplikasi bank digital. Pesan tersebut biasanya berisi
pemberitahuan bahwa pengguna harus segera melakukan pembaruan aplikasi agar layanan tetap
dapat digunakan. Tautan yang disertakan sebenarnya mengarah pada situs palsu yang dirancang
menyerupai halaman resmi bank. Ketika korban membuka tautan tersebut dan memasukkan
data seperti username, password, atau informasi lainnya, data tersebut dapat langsung diakses
oleh pelaku.

b.  Undian atau cashback palsu

Modus lain yang cukup sering ditemukan adalah penawaran hadiah, undian, atau program
cashback yang mengatasnamakan bank tertentu. Pelaku biasanya menyebarkan informasi
mengenai program tersebut melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi percakapan.
Korban kemudian diarahkan untuk mengklik tautan tertentu atau mengisi formulir yang
meminta data pribadi. Dalam beberapa kasus, korban juga diminta memasukkan kode verifikasi
yang dikirimkan ke ponsel mereka, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk

mengakses rekening korban.

c.  Permintaan kode OTP melalui WhatsApp

Pelaku juga kerap menghubungi korban melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp dengan
mengaku sebagai petugas bank atau layanan pelanggan. Dalam komunikasi tersebut, korban
diminta memberikan kode OTP dengan alasan tertentu, misalnya untuk proses verifikasi akun
atau penyelesaian masalah pada rekening. Padahal, kode OTP merupakan informasi yang
bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan oleh pemilik rekening. Ketika korban memberikan
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kode tersebut, pelaku dapat menggunakan kode itu untuk masuk ke akun perbankan korban.

d.  Akun Instagram palsu yang mengatasnamakan bank

Media sosial juga sering dimanfaatkan oleh pelaku phishing untuk menjalankan aksinya.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat akun Instagram yang meniru identitas
resmi bank, baik dari segi nama, foto profil, maupun tampilan unggahan. Akun palsu tersebut
biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi promosi atau layanan bantuan kepada
pengguna. Korban yang tidak menyadari bahwa akun tersebut bukan akun resmi dapat terjebak
memberikan informasi pribadi melalui pesan langsung atau tautan yang dibagikan oleh akun

tersebut.

Layanan perbankan digital memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap
serangan siber karena hampir seluruh aktivitas transaksi dilakukan melalui sistem daring.
Nasabah mengandalkan aplikasi serta jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan
keuangan, mulai dari pengecekan saldo hingga transfer dana. Ketergantungan pada sistem
elektronik tersebut membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kelengahan
pengguna maupun celah keamanan yang ada.

Pada bank konvensional seperti Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank
Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia, meskipun layanan perbankan masih didukung oleh kantor
cabang secara fisik, sebagian besar nasabah juga menggunakan fasilitas transaksi elektronik
seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Pemanfaatan layanan digital
tersebut membuat nasabah bank konvensional tetap berpotensi menjadi sasaran kejahatan

phishing yang dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

Telepon yang mengaku dari call center bank

a
b.  SMS pemberitahuan pemblokiran rekening
c Tautan aktivasi ulang mobile banking

d

Pengiriman file APK palsu
e.  Modus lain yang terus berkembang

Laporan Indonesian Data and Digital Exchange (IDADX) pada periode kuartal 11 2024
hingga kuartal 1 2025 menunjukkan peningkatan signifikan terhadap laporan kasus phishing.
Jumlah laporan yang tercatat naik dari 1.598 kasus menjadi 2.470 kasus atau mengalami
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kenaikan sekitar 54,5% (IDADX, 2025). Angka tersebut sebenarnya hanya mencerminkan
jumlah korban yang melaporkan kejadian yang dialami, sehingga kemungkinan jumlah
kejadian yang sebenarnya dapat lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap
keamanan data dan transaksi digital masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan
perhatian serius.

Data lain yang berkaitan dengan kondisi keamanan siber juga terlihat dari penilaian
Network Connectivity Status Indicator (NCSI). Dalam penilaian tersebut, Indonesia menempati
posisi ke-49 dari 176 negara dengan perolehan skor 63,64 dari total 100 poin. Peringkat tersebut
menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan kebijakan keamanan
siber, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman yang muncul
dalam penggunaan layanan digital (IEO, 2025). Kondisi ini menjadi penting untuk diperhatikan
mengingat aktivitas keuangan masyarakat semakin banyak dilakukan melalui sistem elektronik.

Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus phishing yang menjadi perhatian publik
juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh pelaku terus berkembang. Salah
satu kasus yang sempat diberitakan terjadi pada tahun 2022 di Tulung Selapan, Ogan Komering
Ilir, Sumatera Selatan. Dalam peristiwa tersebut, pelaku menyamar sebagai petugas bank dan
mengirimkan tautan palsu melalui aplikasi WhatsApp. Korban yang mengikuti instruksi dari
pesan tersebut kemudian tanpa sadar memberikan informasi pribadi sehingga pelaku dapat
mengakses rekening dan mengambil dana yang ada di dalamnya (lka, 2022).

Kasus serupa juga terjadi pada 27 Maret 2022 ketika seorang nasabah BCA mengalami
kehilangan dana sebesar Rp135 juta setelah mengikuti arahan dari pihak yang mengaku sebagai
petugas layanan pelanggan bank. Korban diarahkan untuk membuka sebuah situs yang tampak
menyerupai halaman resmi bank, namun sebenarnya merupakan situs tiruan yang digunakan
untuk memperoleh data akses rekening. Tidak lama kemudian, pada 10 Juni 2022 di Padang,
seorang karyawan juga mengalami kehilangan dana sebesar Rp469 juta setelah menerima
tautan yang disebut sebagai proses pembaruan layanan mobile banking melalui pesan
WhatsApp (Putra & Susanti, 2022).

Memasuki tahun 2023, sejumlah laporan serupa kembali muncul dari pengguna layanan
perbankan digital. Pada Juli 2023, beberapa pengguna layanan Jenius yang dikelola oleh BTPN
melaporkan berkurangnya saldo rekening mereka dengan nilai kerugian antara Rp1 juta hingga

Rp24 juta. Kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan situs tiruan yang disertai panggilan
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telepon dari pihak yang mengaku sebagai layanan pelanggan Jenius. Walaupun kerugian
nasabah pada akhirnya diganti oleh pihak bank, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa
perlindungan terhadap keamanan transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan
(Detik.com, 2023).

Masih pada tahun yang sama, kasus lain terjadi pada 6 Juli 2023 di Malang ketika seorang
nasabah prioritas BRI mengalami kehilangan dana sebesar Rp1,4 miliar setelah membuka file
berformat APK vyang dikirim dengan kedok undangan pernikahan. Aplikasi tersebut
memberikan akses kepada pelaku untuk mengendalikan perangkat ponsel korban sehingga
berbagai data yang tersimpan di dalamnya dapat diakses. Beberapa pekan sebelumnya, pada 19
Mei 2023, seorang nasabah lain di kota yang sama juga mengalami kerugian sebesar Rp202
juta dalam waktu kurang dari sepuluh menit akibat metode yang hampir serupa, yaitu melalui
pemasangan file APK berbahaya pada perangkat ponsel (Kompas.com, 2023). Kasus
berikutnya terjadi pada 14 Oktober 2023 di Jembrana, Bali, ketika seorang nasabah kehilangan
dana sebesar Rp81 juta melalui beberapa transaksi QRIS yang terjadi pada malam hari.
Kejadian tersebut diduga berkaitan dengan pemasangan aplikasi asing yang secara tiba-tiba
muncul pada perangkat ponsel korban tanpa disadari (I Putu Adi Budiastrawan, 2023).
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa berbagai metode baru terus digunakan untuk
memperoleh akses terhadap layanan keuangan milik nasabah.

Perkembangan kasus serupa masih terus terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 29
Maret 2024 di Serang, seorang nasabah BRI melaporkan kehilangan saldo rekening setelah
memasang file APK yang disebut sebagai pembaruan aplikasi BRImo yang dikirim melalui
WhatsApp. Dalam peristiwa tersebut pihak bank menyatakan bahwa korban perlu menempuh
proses hukum lebih lanjut karena informasi rahasia yang berkaitan dengan akses rekening telah
diberikan kepada pihak lain (Syaiful Adha, 2024).

Pada awal tahun 2025, kasus phishing kembali terjadi di Batam ketika seorang nasabah
BNI kehilangan dana sekitar Rp101 juta setelah menerima tautan dari seseorang yang mengaku
sebagai petugas layanan pelanggan bank melalui panggilan telepon. Tautan tersebut ternyata
digunakan untuk memperoleh kredensial layanan mobile banking milik korban sehingga pelaku
dapat mengakses rekeningnya (Etahnews.id, 2025). Kasus lain yang cukup menarik perhatian
terjadi pada 24 Juni 2025 di Jakarta ketika dua warga negara Malaysia menggunakan perangkat
fake BTS untuk menyebarkan sekitar 15 ribu pesan singkat yang meniru identitas beberapa
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bank, terutama BCA. Pesan tersebut berisi tautan yang diarahkan pada situs palsu sehingga
sejumlah pengguna layanan perbankan menjadi korban dan mengalami kerugian yang
dilaporkan mencapai sekitar Rp200 juta (Batubara, 2025).

Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan siber terus
memanfaatkan beragam metode untuk memperoleh akses terhadap data nasabah, mulai dari
penyamaran identitas melalui panggilan telepon, penyebaran pesan singkat massal, penggunaan
file APK berbahaya, hingga pembuatan situs kloning yang menyerupai layanan resmi
perbankan. Situasi ini memperlihatkan adanya tantangan yang cukup besar dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap nasabah, terutama ketika aktivitas keuangan masyarakat
semakin banyak dilakukan melalui layanan perbankan digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban
kejahatan digital pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
Salah satu dasar pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan bahwa konsumen berhak
memperoleh keamanan, kenyamanan, serta perlindungan ketika menggunakan barang maupun
jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, perlindungan terhadap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik juga
diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbarui
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa
penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik harus
dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya
perlindungan data pribadi dalam aktivitas yang memanfaatkan sistem elektronik.

Penguatan terhadap perlindungan data pribadi juga dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai
pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga pengendalian data pribadi oleh pihak yang
mengelola sistem elektronik. Melalui undang-undang ini, setiap pihak yang memproses data
pribadi diwajibkan menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang dikelola serta bertanggung
jawab apabila terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Di sektor jasa keuangan, perlindungan terhadap nasabah juga diperkuat melalui Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
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Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 8 peraturan tersebut ditegaskan bahwa
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen
apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bekerja untuk atau mewakili
kepentingan lembaga jasa keuangan.

Walaupun sejumlah peraturan tersebut telah memberikan dasar perlindungan hukum
terhadap konsumen serta data pribadi pengguna layanan keuangan, pengaturan yang secara
khusus membahas penipuan digital melalui metode phishing masih belum dirumuskan secara
rinci. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai kendala ketika berupaya
memperoleh pemulihan hak maupun perlindungan hukum, baik karena Kketerbatasan
mekanisme perlindungan yang tersedia maupun karena rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang (Lokapala et al., 2024).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap
kejahatan phising pada layanan perbankan digital ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara bank

dengan nasabah terhadap pemulihan hak-hak konsumen terhadap kejahatan phising?

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah
berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang
diteliti (Muhaimin, 2020). Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan digital,
khususnya phishing pada sektor perbankan.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada
kegiatan membaca, menelaah, serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder (Armia, 2022). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat
dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
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perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
(Soekanto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kejahatan Phising Pada Layanan
Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
Menurut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987), tujuan utama perlindungan hukum adalah
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjamin terciptanya keadilan dalam
sistem hukum. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki peran penting untuk memberikan
perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi pihak yang berada pada posisi rentan
atau mengalami kerugian, seperti korban kejahatan. Kehadiran perlindungan hukum menjadi
salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh jaminan kepastian
hukum serta perlakuan yang adil dalam sistem hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama,
perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran
terhadap hak. Dalam hal ini, keberadaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di
sektor perbankan digital diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan layanan
keuangan berbasis teknologi, antara lain melalui penguatan sistem keamanan, pengawasan
terhadap penyelenggara layanan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko
kejahatan digital. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan
setelah terjadi pelanggaran terhadap hak. Bentuk perlindungan ini berkaitan dengan upaya
pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian, misalnya melalui mekanisme penyelesaian
sengketa, pemberian ganti kerugian, serta proses penyelesaian perkara yang dapat ditempuh
melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon melihat perlindungan hukum sebagai peran negara dalam menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta mewujudkan keadilan, terutama
bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. la membedakan perlindungan hukum menjadi dua

bentuk, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan
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perlindungan represif yang berkaitan dengan upaya pemulihan setelah pelanggaran terjadi.
Perlindungan hukum menurutnya harus bersifat nyata dan memberikan manfaat, tidak hanya

berhenti pada keberadaan aturan secara formal.

Tabel 1. Perlindungan Hukum Preventif dalam Kasus Phishing Perbankan Digital di

Indonesia
Instrumen Isi Pokok Pasal Mekanisme Perlindungan
UU ITE (Pasal Larangan Upaya tersebut diwujudkan melalui larangan
26, 27, 28) penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan data, praktik penipuan,
data, penipuan, &  serta transaksi yang dapat merugikan pengguna.
transaksi Penyelenggara sistem elektronik juga didorong
merugikan. untuk menyediakan berbagai fitur keamanan, seperti

verifikasi ganda, sistem enkripsi, dan kebijakan
privasi yang jelas. Selain itu, masyarakat perlu
diberikan edukasi agar tidak memberikan data
pribadi secara sembarangan, sementara platform
digital  diwajibkan menyampaikan informasi
mengenai potensi risiko serta langkah yang dapat
dilakukan untuk menghindari kejahatan siber.

UuU PDP Larangan Ketentuan ini menegaskan larangan terhadap
(Pasal 65) perolehan atau perolehan maupun pemindahan data pribadi tanpa
transfer data dasar hukum yang jelas. Oleh karena Itu, perusahaan
pribadi tanpa dasar  dan lembaga diwajibkan menerapkan prosedur yang
hukum. ketat dalam proses pengumpulan, penyimpanan,

serta pengolahan data. Prosedur tersebut disertai
dengan mekanisme audit, pengawasan internal,
pembatasan akses terhadap data, serta penyampaian
informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak
pemilik data pribadi guna mengurangi risiko
kebocoran maupun penyalahgunaan data.

POJK 6/2022  UJK wajib Ketentuan ini mewajibkan penyelenggara jasa
(Pasal 8) mencegah kerugian keuangan untuk menerapkan sistem keamanan yang
konsumen serta berlapis, memberikan pelatihan kepada karyawan,
bertanggung jawab serta melakukan  mitigasi  risiko  terhadap
atas kelalaian kemungkinan kelalaian yang berasal dari internal
internal atau mitra  maupun dari mitra pihak ketiga. Selain Itu,
pihak ketiga. konsumen juga perlu memperoleh edukasi secara

berkala mengenai berbagai modus penipuan, disertai
dengan penyediaan kanal pengaduan serta
pemberitahuan dini apabila terdeteksi adanya
transaksi yang tidak biasa.
Hak konsumen Ketentuan ini menjamin hak konsumen atas
mendapatkan keamanan dalam penggunaan layanan, sekaligus
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uu perlindungan mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi
Perlindungan  terhadap keamanan yang jelas serta edukasi mengenai potensi risiko
Konsumen layanan. penipuan. Selain Itu, diperlukan pengawasan dan

1999 (Pasal 4) sertifikasi terhadap standar keamanan produk
maupun layanan yang ditawarkan. Pemerintah
bersama pelaku usaha juga didorong untuk
melakukan penyuluhan secara berkala guna
meningkatkan  kesadaran dan  kewaspadaan

konsumen terhadap risiko kejahatan siber.

Tabel diatas menunjukkan bahwa perlindungan preventif menitikberatkan pada langkah
yang bersifat proaktif serta kerja sama antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat.
Instrumen hukum yang ada tidak hanya menuntut kesiapan teknis maupun administratif dari
pelaku usaha, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah dan konsumen agar upaya

perlindungan terhadap kejahatan phishing dapat berjalan secara efektif.

Tabel 2. Perlindungan Hukum Represif dalam Kasus Phishing Perbankan Digital di Indonesia

Instrumen Isi Pokok Pasal Mekanisme Perlindungan

UU ITE (Pasal Mengatur Melalui UU ITE, korban phishing dapat melaporkan

28 jo.46 ayat 3) perlindungan bagi peristiwa yang dialami kepada pihak kepolisian atau
masyarakat ~ dari menyampaikan pengaduan melalui  platform
penipuan pengaduan siber seperti patrolisiber.ld. Aparat
elektronik ~ yang penyidik kemudian melakukan  penelusuran
merugikan publik, terhadap bukti digital yang tersedia untuk
misalnya penipuan mengidentifikasi pihak yang terlibat dan

UU PDP (Pasal
67)

melalui internet dan

media digital.
Menjamin
perlindungan data
pribadi,
memberikan sanksi
pidana dan

administratif untuk
pelanggaran data.

menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Selain Itu, korban
juga dapat mengajukan permohonan terkait
pemulihan akses, pemblokiran akun yang digunakan
pelaku, serta upaya pemulihan atas hak-hak yang
mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut.

Apabila korban mengalami penyalahgnaan data
pribadi  akibat  phishing,  mereka  dapat
menyampaikan pengaduan kepada otoritas yang
berwenang di bidang perlindungan data pribadi
sebagaimana diatur dalam UU PDP. Otoritas
tersebut memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
sanksi administratif maupun sanksi hukum kepada
pihak yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan perlindungan data. Selain itu,
korban juga memiliki hak untuk menuntut
pemulihan hak serta meminta ganti kerugian atas
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kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan data

pribadi yang dialaminya..
POJK 6/2022 Menjamin hak Bagi korban phishing yang merupakan konsumen
(Pasal 52 ayat konsumen jasa jasa keuangan, mekanisme perlindungan dapat
3 huruf b) keuangan  untuk ditempuh melalui pengajuan klaim ganti kerugian
memperoleh ganti kepada bank atau penyedia layanan keuangan. Pihak
rugi atas kerugian bank berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut
akibat  kesalahan dengan melakukan Investigasi terhadap klaim yang

atau kelalaian diajukan tanpa membebankan biaya kepada korban.
bank/penyedia Apabila keputusan dari pihak bank tidak
layanan. memberikan penyelesaian yang memadai atau

timbul perselisihan, korban dapat menempuh
penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi,
adjudikasi, atau menyampaikan pengaduan kepada
OJK untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.

Jika mencermati uraian sebelumnya, sebenarnya perlindungan hukum terhadap korban
phishing telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen, keamanan transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi.
Regulasi tersebut memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan atas data dan
dana yang disalahgunakan, sekaligus membuka mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa,
maupun pemulihan kerugian melalui lembaga yang berwenang. Namun dalam praktiknya
masih terdapat korban phishing, yang antara lain dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital
masyarakat, semakin beragamnya modus penipuan yang digunakan pelaku, serta belum
optimalnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan
yang tersedia.

Mengingat semakin banyaknya korban yang terdampak oleh kejahatan phishing,
diperlukan berbagai langkah untuk meminimalisir terjadinya penipuan digital yang
menargetkan pengguna layanan perbankan. Upaya pencegahan tersebut tidak hanya menjadi
tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat serta
dukungan kebijakan dari regulator. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai
berikut:

a.  Peningkatan literasi digital masyarakat

Edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan transaksi digital perlu dilakukan secara
berkelanjutan. Nasabah perlu diberikan pemahaman mengenai berbagai modus phishing, cara
mengenali tautan atau situs palsu, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data seperti PIN,
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password, dan kode OTP agar tidak diberikan kepada pihak mana pun.

b.  Penguatan sistem keamanan pada layanan perbankan digital

Bank dan penyelenggara jasa keuangan perlu menerapkan sistem keamanan berlapis pada
platform digital yang digunakan oleh nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan
autentikasi ganda, sistem deteksi aktivitas mencurigakan, serta pembaruan sistem keamanan

secara berkala guna meminimalkan potensi penyalahgunaan akses terhadap rekening nasabah.

c.  Penyediaan mekanisme pengaduan dan respons cepat

Lembaga keuangan perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh
nasabah ketika menemukan indikasi penipuan atau transaksi mencurigakan. Respons yang
cepat dari pihak bank dapat membantu meminimalkan kerugian yang lebih besar serta

memungkinkan tindakan pemblokiran atau pengamanan rekening dilakukan lebih awal.

d.  Pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait

Upaya pencegahan juga memerlukan koordinasi antara lembaga pengawas sektor
keuangan, aparat penegak hukum, serta penyelenggara sistem elektronik dalam memantau
perkembangan modus kejahatan siber. Kerja sama tersebut penting untuk memperkuat
pengawasan terhadap aktivitas digital yang berpotensi merugikan konsumen layanan keuangan.

2.  Proses Penyelesaian Sengketa antara Bank Dengan Nasabah Terhadap Pemulihan

Hak-Hak Konsumen Terhadap Kejahatan Phising

Sengketa dalam ranah hukum pada dasarnya merujuk pada adanya perselisihan atau
pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
yang diatur oleh hukum. Perselisihan tersebut muncul ketika salah satu pihak merasa haknya
dirugikan atau tidak terpenuhi oleh pihak lain, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan yang
memerlukan penyelesaian melalui mekanisme tertentu. Dalam praktiknya, sengketa dapat
terjadi dalam berbagai bidang, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam
kegiatan ekonomi maupun transaksi jasa.

Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sengketa biasanya muncul
ketika terdapat ketidaksesuaian antara hak yang seharusnya diterima konsumen dengan
pelayanan atau kewajiban yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi ini dapat dipicu oleh
berbagai faktor, seperti kesalahan layanan, kelalaian, ataupun adanya tindakan yang
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menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perselisihan yang timbul kemudian mendorong para
pihak untuk mencari penyelesaian agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dipulihkan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan berkembangnya layanan keuangan berbasis digital, potensi terjadinya
sengketa antara lembaga perbankan dan nasabah juga semakin meningkat. Hal ini terutama
berkaitan dengan transaksi elektronik yang melibatkan penggunaan sistem digital serta
pertukaran data pribadi. Dalam situasi tertentu, kerugian yang dialami nasabah akibat
penyalahgunaan data atau akses terhadap rekening dapat memunculkan perselisihan mengenai
tanggung jawab pihak bank dan mekanisme pemulihan kerugian yang dialami oleh nasabah.

Secara preventif, bank memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran nasabah
mengenai ancaman phishing serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
menghindarinya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk edukasi kepada nasabah
mengenai keamanan transaksi digital dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.
Informasi mengenai keamanan transaksi elektronik juga disampaikan melalui berbagai saluran
komunikasi, seperti media sosial, pesan elektronik, maupun pemberitahuan resmi melalui
aplikasi layanan perbankan. Di samping itu, penerapan teknologi keamanan yang lebih maju
serta pengelolaan risiko yang terstruktur menjadi bagian dari upaya lembaga perbankan dalam
mengurangi potensi penyalahgunaan sistem teknologi informasi.

Selain langkah pencegahan tersebut, bank juga memiliki tanggung jawab dalam
menindaklanjuti laporan atau keluhan dari nasabah yang menjadi korban phishing. Penanganan
keluhan dilakukan melalui proses verifikasi dan investigasi terhadap transaksi yang
dipermasalahkan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian. Proses tersebut menjadi
bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, khususnya dalam
kaitannya dengan upaya pemulihan hak-hak konsumen yang mengalami kerugian akibat
kejahatan phishing (Agustin, et.al, 2024).

Penanganan terhadap pengaduan nasabah dilakukan melalui proses penyelesaian yang
diupayakan secara efektif dan proporsional. Apabila penyelesaian melalui mekanisme internal
bank belum memberikan hasil yang memadai, nasabah memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Mekanisme tersebut memberikan ruang

bagi nasabah untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih lanjut apabila terjadi
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perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Dalam praktiknya, kerugian yang dialami nasabah tidak selalu sepenuhnya disebabkan
oleh kegagalan sistem perbankan, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh kelalaian nasabah
dalam menjaga keamanan data pribadinya. Kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus
tanggung jawab bank, karena dalam hubungan antara bank dan nasabah dapat berlaku prinsip
shared responsibility. Prinsip ini memandang bahwa tanggung jawab atas suatu kerugian dapat
dibagi secara proporsional antara para pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan peran
serta tingkat kehati-hatian masing-masing pihak dalam penggunaan layanan perbankan digital
(Suryani, 2023).

Sehubungan dengan praktik layanan perbankan digital dan maraknya kasus phishing,
prinsip shared responsibility menempatkan nasabah pada posisi untuk menjaga kerahasiaan data
pribadi seperti PIN, password, maupun kode OTP, serta menggunakan layanan perbankan
digital secara hati-hati. Di sisi lain, dalam sistem perlindungan konsumen sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kelalaian
nasabah tidak secara otomatis menghapus hak konsumen untuk memperoleh perlindungan
hukum. Ketentuan mengenai hak konsumen atas rasa aman serta hak untuk memperoleh
kompensasi atas kerugian tetap diakui, sementara pihak bank tetap memiliki tanggung jawab
untuk menyediakan sistem keamanan yang memadai, memberikan edukasi kepada nasabah,
serta menerapkan mekanisme deteksi dini terhadap transaksi yang mencurigakan (Anwar, 2021)

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan yang menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat
kesalahan, kelalaian, atau tindakan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan layanan
keuangan. Di samping itu, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin
keandalan dan keamanan sistem juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistem secara andal,
aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyedia layanan
digital, termasuk lembaga perbankan, memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan sistem

yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.
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Dalam upaya pemulihan hak-hak nasabah sebagai konsumen, pengembalian kerugian
yang dialami oleh nasabah bank digital dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf (f) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku
usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian
yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut
memberikan dasar bahwa apabila nasabah mengalami kerugian akibat penggunaan layanan
perbankan digital yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau menimbulkan dampak
merugikan, maka pihak bank sebagai penyedia jasa memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti
kerugian tersebut melalui mekanisme pemberian kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya.
Kehadiran undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan
konsumen sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat
dalam mendorong perlindungan hak-hak konsumen.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, ketentuan mengenai
penyelesaian sengketa juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
yang menyatakan bahwa apabila penyelesaian pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa
keuangan tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat menempuh penyelesaian
sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Pilihan mekanisme tersebut
memberikan ruang bagi nasabah untuk menuntut pemulihan hak serta ganti kerugian yang
timbul akibat layanan jasa keuangan yang menimbulkan kerugian. Dalam kerangka
perlindungan konsumen, nasabah juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan serta
memanfaatkan forum penyelesaian sengketa yang tersedia. Penyelesaian melalui mediasi sering
menjadi langkah awal yang ditempuh karena mengedepankan kesepakatan para pihak dalam
mencari solusi terhadap kerugian yang dialami nasabah dalam penggunaan layanan perbankan
digital (Husni & Neni, 2000).

Upaya hukum non litigasi yang dapat ditempuh oleh nasabah perbankan atas kerugian
materiil yang dialaminya dapat dilakukan melalui proses negosiasi maupun mediasi antara
nasabah dan pihak bank. Tahap negosiasi atau mediasi tersebut merupakan bentuk penyelesaian
sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa
di luar pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa
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dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
maupun penilaian ahli.

Dalam praktiknya, proses negosiasi memiliki peranan penting dalam penyelesaian
sengketa antara nasabah dengan pihak bank, khususnya terkait dengan pengembalian dana atau
nilai kerugian yang dialami oleh nasabah. Melalui proses tersebut, kedua belah pihak dapat
melakukan pembahasan secara langsung untuk mencari titik temu mengenai bentuk
penyelesaian yang dianggap dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Pelaksanaan
negosiasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara lebih
fleksibel tanpa melalui proses peradilan yang memerlukan waktu dan prosedur yang lebih
panjang. Melalui proses ini, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang mempertimbangkan
kepentingan nasabah sebagai pihak yang mengalami kerugian sekaligus memperhatikan
kemampuan pihak bank dalam memenuhi tuntutan pengembalian kerugian yang diajukan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank akibat kejahatan phishing dapat
dilakukan melalui beberapa tahapan, baik secara internal maupun eksternal, dengan berpedoman
pada ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahapan penyelesaian tersebut pada umumnya meliputi

beberapa langkah sebagai berikut:

1.  Pengaduan kepada pihak bank (Internal Dispute Resolution)

Nasabah yang mengalami kerugian terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada pihak
bank melalui layanan pengaduan resmi dengan melampirkan kronologi kejadian serta bukti-
bukti yang berkaitan dengan transaksi maupun komunikasi yang terjadi. Selanjutnya bank
berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

2. Proses investigasi oleh pihak bank

Setelah menerima pengaduan, bank melakukan pemeriksaan internal dengan menelusuri
aktivitas rekening nasabah, riwayat transaksi, penggunaan kode OTP, serta mengevaluasi sistem
keamanan yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian
serta menilai apakah terdapat gangguan pada sistem atau faktor lain yang memengaruhi
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transaksi tersebut.

3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif

Apabila nasabah tidak menerima hasil penyelesaian dari pihak bank, sengketa dapat
dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau
ajudikasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian

melalui forum yang difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa.

4. Penyelesaian melalui jalur pengadilan
Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, nasabah dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan hukum perdata, baik atas dasar

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Adanya tahapan penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan
nasabah dalam menghadapi kejahatan siber seperti phishing telah diatur melalui mekanisme
yang melibatkan proses internal perbankan maupun lembaga pengawas eksternal seperti
Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Meskipun
demikian, efektivitas mekanisme tersebut tetap bergantung pada komitmen bank dalam
menindaklanjuti laporan nasabah secara transparan serta peningkatan pemahaman masyarakat
mengenai prosedur pelaporan kejahatan digital. Dalam kerangka tersebut, keberadaan regulasi
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan menjadi landasan penting dalam mendorong terciptanya perlindungan konsumen
yang tidak hanya bersifat penanganan setelah kerugian terjadi, tetapi juga mendorong upaya
pencegahan yang lebih luas dalam praktik layanan perbankan digital.
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ABSTRAK

Kecangihan teknologi sudah diterapkan dalam transaksi perbankan. Namun Bank Perekonomian Rakyat
belum secara keseluruhan mempergunakannya secara berkeadilan dan kebermanfaatan. Rumusan
masalah 1. Mengapa kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan
melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan? 2. Bagaimana dampak
terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika
yang berkeadilan dan kebermanfaatan? 3. Bagaimana upaya yang harus dipenuhi oleh Bank
Perekonomian Rakyat dalam pelaksanaan Teknologi informatika yang keberadilan dan
kebermanfaatan? Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori Kkeadilan, teori
kebermanfaatan, teori kesejahtraan, teori hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kegiatan
operasional Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan
dan berkemanfaatan karena nasabah Bank Perekonomian Rakyat belum mendapatkan perlindungan
hukum kecangihan Teknologi yang berkeadilan dan kebermanfaatan. Dampak terhadap nasabah Bank
Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan
kebermanfaatan yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking,
internet banking, dan SMS banking. Oleh sebab itu perlu upaya Bank Perekonomian Rakyat yaitu
meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia
(SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan dan kebermanfaatan digital.

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor, tidak
terkecuali industri perbankan. Perkembangan teknologi informatika yang pesat telah
mendorong transformasi layanan perbankan dari model konvensional yang berbasis tatap muka
menjadi model digital yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Bank-bank umum telah
lama mengadopsi inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital
untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin tinggi.
Namun, di tengah pesatnya laju transformasi digital tersebut, muncul pertanyaan mengenai
kesiapan dan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mengadopsi teknologi
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serupa.

Bank Perekonomian Rakyat, yang secara historis memiliki peran strategis dalam
melayani masyarakat di daerah perdesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), menghadapi tantangan unik dalam era digitalisasi. Di satu sisi, adopsi teknologi
informatika menawarkan peluang besar bagi Bank Perekonomian Rakyat untuk memperluas
jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi
nasabah. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang menghambat proses transformasi ini,
mulai dari keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi, hingga kesenjangan literasi digital
di kalangan nasabah dan sumber daya manusia internal.

Kesenjangan ini menimbulkan isu krusial terkait keadilan dan kebermanfaatan dalam
pelayanan perbankan. Prinsip keadilan menuntut agar semua nasabah, tanpa memandang lokasi
geografis, tingkat pendapatan, atau kemampuan teknologi, memiliki akses yang setara terhadap
layanan perbankan yang berkualitas. Sementara itu, prinsip kebermanfaatan menekankan
bahwa implementasi teknologi harus memberikan dampak positif yang nyata bagi
kesejahteraan nasabah, bukan sekadar menjadi inovasi teknis tanpa nilai tambah. Ketika
sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan
digital yang andal dan inklusif, nasabah di segmen yang mereka layani berisiko tertinggal dan
tidak dapat menikmati kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh ekonomi digital.

Kondisi ini menjadi semakin relevan jika ditinjau dari perspektif negara hukum yang
dianut Indonesia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan
umum dan memastikan setiap warga negara memperoleh keadilan, termasuk dalam akses
terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai transformasi
pelayanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat dengan teknologi informatika yang berkeadilan
dan bermanfaat di era digitalisasi menjadi sangat penting untuk dipamahami masyarakat
khususnya bagi generasi muda penerus bangsa diantaranya murit SMP dan SMA untuk
mendorong transformasi digital yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.

METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini, mengunakan metode pendekatan pendidikan
pedagogi menyampaikan materi PKM dengan cara ceramah yang mengundang diskusi dan
partisipatif aktif antara Tim PKM dengan peserta PKM yaitu siswa-siswi SMP dan SMA yang
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tinggal di Yay Al Kamilah. Diskusi dilakukan tanya jawab, yang akan dilanjutkan evaluasi hasil
kegiatan PKM. Dalam pelaksanaan PKM di Yay Al Kamilah dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut: Pertama, kegiatan PKM dimulai dengan Rapat berkoordinasi secara online
internal Dosen dan mahasiswa yang terlibat untuk Menyusun strategi pelaksanaan PKM.

Kedua, pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: a. tahap pertama
merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey
pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan; b. tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan
kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
melakukan kegiatan memberikan pemahaman mengenai TRANSFORMASI PELAYANAN
NASABAH BPR  DENGAN  TEHNOLOGI  YANG  BERKEADILAN  DAN
BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI . Kegiatan dilakukan dengan menggunakan
metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab; c. tahap ketiga Peserta diberikan soal latihan dan
hasil pelatihan merupakan evaluasi komponen yang sangat penting didalam penyelenggaraan
pelatihan, tanpa adanya evaluasi, tentu saja kita tidak dapat mengetahui apakah program
pelatihan yang telah diselenggarakan telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau
sebaliknya tidak berhasil dan tidak dapat memberikan kontribusi yang positif.

Ketiga, pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dipantau
dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh
Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya penilai yang ditugaskan melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian setelah menelaah hasil monitoring
dan evaluasi internal. Keempat, pada akhir pelaksanaan program Pengabdian kepada
masyarakat (PKM), maka setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan melaporkan
hasil dan evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyaraakat didalam bentuk sebuah laporan
pengabdian yang didokumentasikan. Kelima, kadwal pelaksanaan PKM di Yayasan Al

Kamilah sebagai berikut:

Hari Ke-1 Sabtu, Tanggal 28 Maret 2026

No. Waktu Uraian Kegiatan Keterangan
1. 09.00 — 09.15 Wib Pembukaan, Doa, Lagu Peserta PKM penghuni
Indonesia Raya Yay Al Kamilah

dan mahasiswi
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2. 09.15 - 09.30 Wib Sambutan Perwakilan Dosen Indra Syahrial S.H.,
IImu Hukum M.H.
Sambutan Ketua Yay Al Kamilah Haryono, S.H, M.H
3. 09.30 — 10.30 Wib Pemaparan dari Dr, Dewi
narasumber TRANSFORMASI Gunherani S.H., M.H

PELAYANAN NASABAH BPR
DENGAN TEHNOLOGI YANG
BERKEADILAN DAN
BERKEBERMANFAATAN DI
ERA DIGITALISASI

4, 10.30 — 12.00 Wib Diskusi dan tanya jawab di pandu Mahasiswi

moderator

Hari Ke-2, Minggu, tanggal 29 Maret 2026

No. Waktu Uraian Kegiatan Keterangan
1. 09.00 — 09.30 Wib Penyampaian resume materi Widiyanti Rahayu
PKM pada hari Sabtu Budi Astuti, S.H,
M.H
2. 09.30 — 10.30 Wib Pemaparan Akibat Dr Dewi
Hukum TRANSFORMASI Gunherani S.H., M.H

PELAYANAN NASABAH
BPR DENGAN TEHNOLOGI
YANG BERKEADILAN DAN
BERKEBERMANFAATAN DI
ERA DIGITALISASI

3. 10.30 — 12.00 Wib Tanya jawab dan diskusi Mahasiswi
dipandu moderator

5. 12.00 Wib Penutup Indra Syahrial S.H.,
M.H. dan Haryono, S.H,
M.H
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan
melaksanakan teknologi informatika yang berkeadilan.

Tabel 1. Sebaran Bank Perekonomian Rakyat per provensi di Indonesia

NO Provensi konvensional  syariah TOTAL
1 ACEH 1 11 12
2 SUMATERA UTARA 45 5 50
3 SUMATERA BARAT 63 14 77
SUMATERA
4  SEKATAN 20 1 21
5 BENGKULU 5 3 8
6 BANGKA BELITUNG 3 1 4
7 RIAU 26 3 29
8  Kepulauan Riau 43 43
9 LAMPUNG 23 11 34
10 JAMBI 16 16
11 DKIJAKARTA 27 1 28
12 BANTEN 51 9 60
13 JAWA BARAT 219 27 246
14  JAWA TENGAH 236 27 263
15 JAWA TIMUR 243 26 269
16 DIY JOKIAKARTA 45 13 58
17 BALI 127 1 128
18 NTB 18 3 21
19 NTT 11 11
KALIMANTAN

20 SELATAN 14 1 15
KALIMANTAN

21 TENGAH 5 1 6
KALIMANTAN

22  TIMUR 15 1 16
KALIMANTAN

23 BARAT 16 16
KALIMANTAN

24  UTARA 2 2
SULAWESI

25 SELATAN 18 7 25
26 SULAWESI TENGAH 5 1 6
27 SULAWESI BARAT 2 1 3

120



@

SASMITA JAYA

SULAWESI
28 TENGGARA 15 15
28 SULAWESI UTARA 14 14
30 GORONTALO 2 2
31 MALUKU 1 1
32 MALUKU UTARA 2 3 5
33 PAPUA 7 7
34 PAPUA BARAT 3 3

TOTAL 1341 173 1514

Sebaran keberadaan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia pada table 1 tersebut diatas
menunjukan keberadaan BPR yang tidak merata disetiap propensi di Indonesia. Posisi data Data
Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2025 dari sejumlah 1514 BPR beroperasi dengan sistim
konvensional 1341 dan sistim Syariah hanya 173 BPR, dari 34 propensi tampak keberadaan
BPR paling padat di propensi Jawa Barat 246, Hawa Tengah 263 BPR dan Jawa Timur 269
BPR.

a.  Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara manual.

Tabel 2. Bank Perekonomian Rakyat Manual

No Jenis Pemerintah Pusat  Pemerintah Daerah Swasta Nasional Total
Bank

1 Sistem Konvensional Syariah Konvensional Syariah Konvensional Syariah
Operasional
Bank

2 Bank - - 73 - 1238 173 1484
Perekonomi
an Rakyat

Sumber: data Otoritas Jasa Keuangan Juni 2025

Berdasarkan tabel 2 tersebut tampak bahwa jumlah BPR yang manual adalah 1484 atau
98 % dari 1514 Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasional secara manual. Dari sejumlah
1485 BPR diantaranya dimiliki oleh Pemerintah Daerah beroperasi dengan sistim konvensional
sebanyak 73 BPR dan dimiliki oleh swasta Nasional yang beroprtasi secara konvensional 1238
BPR dan beroperasi dengan sistim Syariah 173 BPRS.

Kondisi tersebut menunjukan secara sosiolagi masyarakat beranggapan bahwa Bank
Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena sebagian besar belum
mengunakan digital banking. Nasabah tersebut belum merasakan keadilan dan kebermanfaatan
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sebagaimana Teori keadilan menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan.
Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik (setiap manusia
disamakan dalam satu unit) dan kesamaan proporsional (memberikan setiap orang apa yang
menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya) dan Teori kebermanfaatan Jeremy
Bentham, yang menekankan bahwa baik-buruknya suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana

tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi individu atau banyak orang.
b. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara digital banking.

Tabel 3. Bank Perekonomian Rakyat Digital Banking

No Jenis Bank Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Swasta Nasional Total

Sistem
1  Operasional Konvensional Syariah Konvensional Syariah KonvensionalSyariah
Bank
Bank
2  Perekonomian - - 5 - 14 1 20
Rakyat
Sumber: Bank Indonesia posisi data Juni 2025

Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa dari sejumlah 1514 BPR baru 2 % yaitu 20 Bank
Perekonomian Rakyat memperoleh izin dari Bank Indonesia beroperasional mengunakan
teknologi informasi atau digital banking, sehingga secara sosiolagi masyarakat beranggapan
bahwa Sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena
sebagian besar belum mengunakan digital banking. Kondisi tersebut berdampak psikologis
masyarakat beranggapan bahwa Bank Perekonomian Rakyat ketinggalan zaman/ underdevelop.

Secara yuridis, pembentukan dan pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat diatur Undang
Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang sistim pembayaran, Undang Undang Nomor
4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengkuatan Sektor Sistim Keuangan.

Perkembangan teknologi menjadikan Bank Perekonomian Rakyat mengadopsi sistem
digital banking untuk meningkatkan efisiensi, memperluas layanan, dan memberikan
kemudahan akses bagi nasabah. Digital banking di Bank Perekonomian Rakyat mencakup
berbagai aspek operasional, yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, transaksi

keuangan, hingga manajemen risiko. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat
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penghimpunan dana masyarakat dikelola mengadopsi digital banking dalam bentuk tabungan
dan deposito. Adopsi digital banking di Bank Perekonomian Rakyat dalam penghimpunan dana
masyarakat melalui aplikasi mobile banking Bank Perekonomian Rakyat, nasabah dapat
membuka rekening, mengecek saldo, dan melakukan transaksi melalui aplikasi Bank
Perekonomian Rakyat. Fitur notifikasi transaksi dan laporan bulanan otomatis tersedia.
Nasabah dapat mengakses rekeningnya, melakukan setoran melalui transfer virtual account dari
bank lain, Bank Perekonomian Rakuat mengintegrasikan pembayaran melalui QRIS dan
dompet digital seperti GoPay, OVO, tanpa perlu datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat dalam proses penyaluran kredit
menjadi lebih efisien dengan digital banking. E-KYC (Electronic Know Your Customer) proses
verifikasi identitas dilakukan secara digital menggunakan face recognition dan OTP (One-Time
Password). Nasabah dapat mengajukan kredit dengan aplikasi atau website Bank Perekonomian
Rakyat melalui proses credit scoring yang dilakukan secara otomatis berdasarkan data
keuangan nasabah, pencairan dana kredit dapat langsung ditransfer ke rekening nasabah dan
status pinjaman serta jadwal angsuran dapat dilihat melalui aplikasi Automated Loan Collection
System angsuran dikirimkan melalui SMS, email, dan notifikasi aplikasi. Pembayaran angsuran
dapat dilakukan melalui virtual account, QRIS, dan auto-debit rekening nasabah tanpa perlu
datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Semua layanan teknologi digital yang disediakan oleh Bank Perekonomian Rakyat telah
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia
(BI). Bank Perekonomian Rakyat harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi,
seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan data
pribadi, serta ketentuan lain dari Bank Indonesia. Semua data yang dikumpulkan dari nasabah
harus dikelola dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan, sesuai dengan prinsip-prinsip
perlindungan data yang sah dan transparan. Sebelum meluncurkan layanan teknologi baru,
Bank Perekonomian Rakyat harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang akan
digunakan. Ini termasuk pengujian terhadap keamanan sistem, kinerja aplikasi, serta
kemampuan teknologi untuk melayani nasabah dengan baik. Uji coba ini juga memastikan
bahwa aplikasi atau platform yang digunakan memenuhi semua kriteria yang diatur oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Bank Perekonomian Rakyat wajib melakukan audit internal secara berkala untuk
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memastikan bahwa teknologi yang digunakan mematuhi standar yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, audit eksternal dari pihak ketiga
yang independen sering dilakukan untuk menilai keberhasilan Transformasi teknologi serta
kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)
melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan teknologi oleh Bank Perekonomian
Rakyat. Setiap Transformasi teknologi digital di Bank Perekonomian Rakyat baik untuk
layanan nasabah, transaksi digital, maupun pengelolaan data, harus melalui serangkaian
pengujian dan audit oleh regulator. Jika ditemukan ketidak patuhan atau potensi pelanggaran,
Bank Perekonomian Rakyat diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan atau bahkan

penghentian sementara layanan.

2. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat Dalam hal belum
melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan Kebermanfaatan.
Ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika di lingkungan Bank

Perekonomian Rakyat tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga secara

langsung maupun tidak langsung menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi nasabah,

khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan.

Berikut penjabaran dampak ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika

berdasarkan aspek keterbatasan akses terhadap layanan perbankan digital. Nasabah tidak dapat

menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking,
yang umum tersedia di bank umum. Hal ini menyulitkan nasabah dalam mengakses rekening,
mengecek saldo, atau melakukan transaksi secara mandiri dan cepat, terutama bagi mereka
yang tinggal jauh dari kantor cabang Bank Perekonomian Rakyat. Nasabah yang berada di desa
harus menempuh perjalanan ke kantor Bank Perekonomian Rakyat hanya untuk mengecek
saldo atau mencetak buku tabungan, sementara bank lain telah menyediakan akses mobile.
Dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan juga berdampak
ketimpangan layanan antar wilayah dan antar Nasabah. Bank Perekonomian Rakyat yang sudah
mengadopsi teknologi canggih dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan nyaman dibanding

Bank Perekonomian Rakyat lain yang masih manual, akibatnya terjadi diskriminasi layanan

yaitu nasabah di Bank Perekonomian Rakyat tertentu mendapatkan manfaat teknologi yang

lebih baik, sedangkan nasabah lain tertinggal. Misalnya dua nasabah Bank Perekonomian
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Rakyat di provinsi berbeda memiliki hak yang sama, tetapi kualitas layanan yang mereka terima
tidak setara karena perbedaan tingkat adopsi teknologi.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa Transformasi teknologi informatika di Bank
Perekonomian Rakyat (BPR) masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan wawancara
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (Bl), serta pihak manajemen Bank
Perekonomian Rakyat, ditemukan fakta bahwa sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat
belum melaksanakan teknologi informatika secara merata dan berkeadilan. Hal ini disebabkan
olen keterbatasan infrastruktur jaringan, perbedaan kapasitas teknologi antar- Bank
Perekonomian Rakyat, rendahnya literasi digital pegawai dan nasabah, serta keterbatasan dana

investasi.

3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang
berkeadilan dan Kebermanfaatan.

Dalam hal belum terlaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan
kebermanfaatan karena terdapat ketimpangan layanan antar wilayah dan antar nasabah. Upaya
yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan adalah peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) dikarenakan Rendahnya literasi digital pegawai Bank
Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi hambatan serius dalam
adopsi teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Pelatihan intensif dan rutin bagi seluruh
karyawan tentang sistem digital, keamanan data, penggunaan aplikasi, dan pelayanan digital,
perlu dilakukan kerja sama dengan mitra pelatihan profesional dari lembaga pelatihan
teknologi, universitas, atau lembaga keuangan negara, Program sertifikasi untuk sumber daya
manusia tehnologi informasi internal, terutama bagi bagian operasional dan Tehnologi
Informasi support. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan
kebermanfaatan untuk meningkatkan penetrasi layanan perbankan formal diantaranya
penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital dalam hal ini walaupun tidak semua
Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kebijakan internal
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yang mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, maka diperlukan upaya-
upaya untuk menyusun blueprint digitalisasi yang memuat prinsip akses, keterjangkauan, dan
keberlanjutan, sesuai dengan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut 1). Audit berkala terhadap sistem informasi dan
data center oleh pihak ketiga independent, 2). Edukasi keamanan digital bagi nasabah, termasuk
cara menghindari penipuan digital, hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan
nasabah terhadap sistem digital. 3). Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat
syariah perlu melakukan kolaborasi dengan Pemerintah, Fintech, dan Komunitas, karena bank
tidak bisa bergerak sendiri dalam transformasi digital tampa melakukan sinergi lintas sektor.
Upaya Kemitraan dengan finansial teknologi untuk mengintegrasi pembayaran QRIS, e-
wallet, atau sistem kredit scoring digital, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk
digitalisasi program bantuan sosial melalui rekening Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah, Kerja sama dengan universitas atau inkubator teknologi untuk
pengembangan aplikasi dan riset pelayanan digital dan Bergabung dalam asosiasi digitalisasi
Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Perbarindo Digital,
Forum Bank Perekonomian Rakyat Digital Nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
daya saing, Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat miskin dan tak terlayani (unbanked).
Upaya lain yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan melakukan
evaluasi dan monitoring berbasis Indikator Keadilan Teknologi yaitu menyusun Indeks
Keadilan Digital Bank Perekonomian Rakyat (Digital Equity Index), meliputi 1). Rasio
pemanfaatan layanan digital oleh nasabah perempuan, lansia, dan UMKM, 2). tingkat penetrasi

layanan digital di desa vs kota, 3). Jumlah nasabah aktif digital dalam rentang waktu tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan, analisis data, serta temuan lapangan melalui wawancara
dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (Bl), dan beberapa Bank
Perekonomian Rakyat (BPR), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan
melaksanakan tehnologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan karena
sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
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(BPRS) belum bisa memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
75/POJK-03/2016 tentang Standar penyelenggaraan Tehnologi Informasi bagi Bank
Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang harus
memiliki modal inti sekurang kurangnya 50 Milyar, masih terdapat ketimpangan
infrastruktur tehnologi karena belum terintergrasi layanan digital antar Bank
Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta
terdapat kesenjangan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia antar Bank
Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.  Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan
Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan, yaitu nasabah tidak dapat
menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, dan sms banking yang sudah
tersedia di bank umum atau tidak terjadi eksklusi finansial artinya sebagian kelompok
masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan perbankan modern. Hal
tersebut membawa dampak nyata terhadap nasabah, di antaranya proses transaksi lambat
karena harus dilakukan manual tanpa dukungan sistem real-time, biaya operasional lebih
tinggi baik dari sisi administrasi maupun waktu dan tenaga nasabah, kurangnya
transparansi dan keamanan data nasabah sebagai akibat pencatatan manual yang rawan
kesalahan dan penyalahgunaan, dampak non teknis yaitu social hukum dimasyarakat
terganggu karena menimbulkan ketidak setaraan pelayanan antar-nasabah, sehingga
prinsip keadilan dan kebermanfaatan belum tercapai . dimana justru kelompok
masyarakat kecil dan pedesaan tertinggal dalam memperoleh layanan digital.

3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan yaitu
meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital, yang
mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, perlindungan data dan

keamanan informasi nasababh.
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ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem kaderisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) telah membawa
perubahan signifikan dalam proses rekrutmen, pendataan, dan pembinaan calon anggota. Pemanfaatan
platform digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi organisasi,
namun di sisi lain menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi calon anggota. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi sistem kaderisasi digital ormas serta mengkaji
perlindungan data pribadi calon anggota menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kaderisasi ormas meningkatkan efektivitas dan
efisiensi proses organisasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan keamanan data
pribadi calon anggota, seperti penyalahgunaan data, kebocoran informasi, dan minimnya persetujuan
penggunaan data. UU ITE beserta peraturan turunannya telah memberikan dasar hukum mengenai
perlindungan data pribadi melalui prinsip persetujuan, keamanan sistem elektronik, dan tanggung jawab
penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik
kaderisasi digital ormas masih memerlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran hukum,
serta penerapan sistem keamanan digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem kaderisasi digital yang aman,
transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: transformasi digital, kaderisasi ormas, perlindungan data pribadi, UU ITE, sistem
elektronik.

PENDAHULUAN
1.  ANALISIS SITUASI PERMASALAHAN
1.1. Analisis Situasi
Seiring dengan berevolusinya zaman, tanpa disadari perkembangan industri digital sudah
merambah sangat dalam ke setiap aspek kehidupan masyarakat modern dan sudah menjadi

elemen yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemajuan industri
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digital sudah memberikan dampak perubahan yang revolusioner pada kehidupan manusia,
mulai dari komunikasi sehari-hari hingga bisnis serta pekerjaan yang kompleks dan rumit.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia digital telah membentuk ulang tatanan sosial dan budaya
kita. Dalam era digital yang pesat ini, perusahaan yang tidak mampu bertransformasi secara
digital akan tertinggal. Transformasi digital yang mendalam telah mengubah pandangan oknum
yang akan melakukan hal-hal yang tidak baik.

Meskipun Indonesia saat ini belum memiliki regulasi lex specialis mengenai
perlindungan data pribadi yang komprehensif (walaupun kemudian hadir Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), terdapat beberapa undang-undang

sektoral yang memberikan dasar hukum atas perlindungan privasi, antara lain:

a.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),
menjamin hak atas privasi sebagai hak fundamental, termasuk kerahasiaan komunikasi
elektronik yang hanya boleh dibatasi dengan perintah hakim atau kewenangan sah.

b.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), mengatur penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik yang wajib dengan
persetujuan pemilik, serta memberi dasar gugatan perdata/pidana atas penyalahgunaan
data.

c.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP), memberi akses informasi publik, tetapi mengecualikan informasi yang menyangkut
hak pribadi. Dilengkapi mekanisme uji konsekuensi untuk menjaga privasi.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA),
melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk melalui media sosial, namun

belum mengatur secara rinci perlindungan data pribadi anak.

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan
bahwa perlindungan data pribadi, khususnya anak sebagai pengguna media sosial, masih belum
diatur secara memadai. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama
terkait penyalahgunaan data pribadi anak yang dapat mengakibatkan eksploitasi, trauma,
hingga gangguan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislatif melalui revisi
terhadap UU PA dan UU ITE, dengan menambahkan satu bab khusus mengenai Perlindungan

data pribadi anak secara eksplisit dan rinci. Ketentuan mengenai sanksi pidana, denda, dan ganti
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rugi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi anak, dan mekanisme rehabilitasi bagi anak
korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) telah
membuat beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang sangat memiliki peran penting sebagai
pedoman teknis bagi hakim untuk menafsirkan, mengisi kekosongan, dan memastikan
perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan. Beberapa Perma yang dapat dikaitkan

antara lain:

a.  PermaNomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, menekankan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, melalui asas
kerahasiaan identitas, non-diskriminasi, dan pencegahan trauma, yang relevan sebagai
analogi perlindungan data pribadi anak.

b.  Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak, menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk
perlindungan identitas dan jejak digital untuk mencegah stigma dan dampak psikologis.

c.  PermaNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
menunjukkan konsistensi MA dalam mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan
hak anak, yang dapat diperluas pada kasus penyalahgunaan data pribadi anak di ruang

digital.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas
interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data
pribadi anak, larangan penyebarluasan identitas/dokumen perkara, serta pedoman putusan
terkait ganti rugi, sanksi, dan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan data pribadi.
Kombinasi antara UUD 1945, undang-undang sektoral, dan Perma akan membentuk suatu
kerangka perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi, khususnya anak sebagai
kelompok rentan, dalam menghadapi tantangan era digital.

Penyuluhan masyarakat Organisasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan
Perlindungan data pribadi dan kemandirian masyarakat.(Fitra Ayuningtyas Hidayatullah,
2021,112) Di Jakarta Barat, khususnya anggota-anggota yang sudah bergabung ke dalam
komunitas tersebut, agar para anggota paham dan mengerti akan pentingnya perlindungan data
pribadi dan jangan asal memberitahukan data pribadi ke siapapun termasuk orang yang tidak di

kenal nya.
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Terdapat kendala yang perlu diatasi agar program pelatihan dapat memberikan dampak
yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya
kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pengumpulan data
pribadi sebagai anggota komunitas, Banyak anggota yang belum memahami pentingnya
memahami UU ITE, Hal ini menyebabkan beberapa anggota mengalami kerugian atas data
pribadi yang di pakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi dalam memahami UU
ITE menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikuasai oleh Anggota Komunitas atau
organisasi, Sayangnya, masih banyak masyarakat Komunitas yang belum memahami regulasi
UU ITE dan perlindungan data dalam transaksi digital. Dengan menggunakan teori Dalam
penelitian ini, Dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh
dosen, terdapat beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam pemberdayaan masyarakat
komunitas melalui penyuluhan sosialisasi edukasi hukum. Salah satu teori yang mendasari
kegiatan ini adalah Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory).
Teori ini menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat
agar mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang
diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal dan
mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lokal (Tony Pathony,
2021, 45). Dalam implementasinya, teori ini mengedepankan tiga aspek utama, Yyaitu
peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta
peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pasar. Terakhir, dalam aspek legalitas
dan regulasi perlindungan data pribadi, teori hukum kepastian menjadi dasar dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya aspek hukum dalam
menjalankan kewaspadaan. Teori ini menyoroti peran hukum dalam menciptakan individu yang
aman, melindungi hak-hak anggota, serta memastikan kepastian hukum dalam menjaga data
pribadinya (Wahyu Nugroho, 2021, 7).

1.2. Permasalahan Mitra
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM) ini mencerminkan berbagai tantangan yang menghambat pengetahuan anggota di

137



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

kalangan masyarakat Kota Jakarta Barat, sebagai mitra dalam program ini, memiliki peran
penting dalam membina masyarakat agar memiliki kewaspadaan yang lebih baik dalam
menjaga data pribadinya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses
menjaga data pribadi ini. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi
pengetahuan di kalangan peserta sosialisasi, terutama dalam aspek manajemen digital UU ITE.
Banyak masyarakat organisasi yang awam tentang perlindungan data pribadi.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pengetahuan juga menjadi kendala utama yang
dihadapi oleh masyarakat organisasi. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan
teknologi digital dalam menjalankan kehati-hatian dalam menjaga data pribadi. Di era digital
saat ini, sangat mudah untuk mengetahui cara mengakses data pribadi orang lain yang
menyebabkan kerugian terhadap masyarakat organisasi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan kolaboratif
antara berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
itu sendiri, agar program pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) melalui program PKM berupaya
membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan pelatihan yang tidak hanya
berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga aspek hukum, manajemen usaha, pemasaran
digital, serta akses terhadap permodalan agar masyarakat desa dapat mengembangkan usaha

mereka dengan lebih mandiri dan berkelanjutan.

1.3. Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam program
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan
berkelanjutan. Dengan berupaya memberikan pendekatan yang terintegrasi dalam
pemberdayaan masyarakat Komunitas melalui penyuluhan sosialisasi. Salah satu solusi utama
yang ditawarkan adalah peningkatan literasi pengetahuan bagi masyarakat organisasi dengan
menyelenggarakan sosialisasi edukasi hukum. Dengan adanya sosialiasai ini, diharapkan
peserta dapat memahami cara menjaga data pribadi menurut UU ITE.

Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat organiasai mengikuti Sosialisasi,
pendekatan sosial dan motivasional akan diterapkan melalui sosialisasi dan penyuluhan
mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan keamanan
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pribadi. Pendekatan ini akan dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, serta alumni
pelatihan, dengan adanya role model yang berasal dari lingkungan mereka sendiri, diharapkan
dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk menjaga data pribadi
dengan baik serta dalam pelatihan dan memulai kewaspadaan dalam lingkungan sekitar.

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
(FH UNPAM) terpanggil untuk berkontribusi dalam sosialisasi masyarakat Komunitas melalui
program penyliuhan sosialisasi yang bertujuan membangun jiwa peduli yang tangguh.
Kontribusi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan pendampingan hukum
bagi peserta komunitas dalam aspek legalitas data pribadi. Selain itu, FH UNPAM juga turut
serta dalam penyuluhan mengenai regulasi UU ITE, akses terhadap pencegahan yang legal dan
aman, serta strategi penyelesaian sengketa data pribadi secara efektif. Melalui kegiatan ini, para
dosen berperan dalam memberikan edukasi dan wawasan hukum yang diperlukan bagi
masyarakat agar mereka dapat menjalankan kewaspadaan dengan lebih profesional dan
terhindar dari berbagai risiko hukum.

Dengan memberikan pemahaman yang bernilai menambah, maka melakukan Pengabdian
Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul: Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas :
Perlindungan data Pribadi Calon Anggota Menurut UU ITE

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut:

a.  Apa saja tanggung jawab pihak pengelola atau penyelenggara sistem elektronik dalam
menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota menurut Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)?

b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data
pribadi calon anggota berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE)?

TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Adapun yang menjadi tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait :
Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas : Perlindungan data Pribadi Calon Anggota
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Menurut UU ITE

a. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab pihak pengelola atau penyelenggara sistem
elektronik dalam menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota menurut UU ITE.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi
penyalahgunaan data pribadi calon anggota berdasarkan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik UU ITE.

MANFAAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Sedangkan manfaat yang diperoleh dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini

yaitu antara lain:

a.  Secara Teoritis; Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep
pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan kewirausahaan, yang dapat menjadi
referensi bagi penelitian akademik selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat
memperkaya kajian tentang peran lembaga kursus dan pelatihan dalam meningkatkan
kemandirian ekonomi masyarakat desa.

b.  Secara Praktis; Kegiatan ini berdampak langsung bagi Organisasi, terutama dalam
meningkatkan kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi agar tidak menjadi korban
penyalahgunaan data pribadi. Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat ini
diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik Organisasi atau
komunitas, lembaga pelatihan, akademisi, maupun pemerintah daerah dalam membangun
kewaspadaan dalam penggunaan data pribadi Hasil dari pengabdian masyarakat ini akan

dipublikasikan pada jurnal nasional serta akan dipublikasikan di media.

METODE PENELITIAN

Metode pelatihan adalah suatu pendekatan atau cara yang digunakan dalam proses
transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta pelatihan agar mereka dapat
memahami dan menerapkan materi yang diberikan secara efektif. Metode ini dirancang agar
peserta dapat belajar dengan optimal sesuai dengan tujuan pelatihan, baik melalui teori maupun
praktik langsung (Siti Rosmayati, 2022, 66). Metode pelatihan dapat bervariasi tergantung pada
tujuan, karakteristik peserta, serta bidang yang diajarkan. Beberapa metode umum dalam

pelatihan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, praktik langsung, dan
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pendampingan. Dengan metode yang tepat, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan
kompetensi peserta secara lebih efektif, serta membantu mereka dalam mengaplikasikan ilmu
yang diperoleh dalam kehidupan nyata.

Metode pelatihan dilakukan dengan memberikan materi terkait kewirausahaan,
manajemen usaha, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Pelatihan ini
dilakukan secara interaktif dengan kombinasi ceramah, diskusi, serta praktik langsung agar
peserta dapat memahami dan menerapkan ilmu yang diberikan dalam usaha mereka. Ada
beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
tentang Transformasi Sistem Kaderisasi Digital Ormas: Perlindungan data Pribadi Calon
Anggota Menurut UU ITE vyaitu:

a.  Tahap Sebelum Kegiatan; Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini
dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi Kantor Organisasi di JI. Manunggal V,
Kedoya selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kemudian
melakukan pertemuan dengan pihak Kepala Organisasi dan melakukan diskusi mengenai
permasalahan-permasalahan yang ada di Kantor Organisasi Tersebut di Jakarta barat,
Setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka Tim PKM menghimpun materi yang
akan diberikan kepada peserta.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan; Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang sosialisasi
perlindungan data pribadi kepada peserta organisasi melalui program UU ITE gratis
kepada komunitas Jakarta Barat, dengan metode sebagai berikut:

a)  Ceramah; Metode ini digunakan agar peserta diberikan materi secara sistematis
mengenai konsep kewirausahaan, strategi pemasaran digital, manajemen keuangan,
serta aspek hukum dalam menjalankan usaha. Metode ini bertujuan untuk
memberikan wawasan dasar yang diperlukan dalam mengembangkan usaha yang
lebih profesional dan berkelanjutan

b)  Diskusi dan Tanya Jawab; Metode ini digunakan agar dilakukan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta dalam memahami lebih dalam materi yang telah
diberikan. Pada sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait kendala yang
mereka hadapi dalam menjalankan usaha, serta mendiskusikan solusi bersama
dengan pemateri dan sesama peserta. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan
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pemahaman dan memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam

usaha mereka.
c. Tahap Pasca Kegiatan; Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi kepada peserta
kegiatan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan daya serap peserta
terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah kegiatan PKM berakhir akan

disusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab Pihak Pengelola atau Penyelenggara Sistem Elektronik dalam
Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Calon Anggota Menurut Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), pihak pengelola atau penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penting
dalam menjaga kerahasiaan data pribadi calon anggota yang dikumpulkan melalui sistem
elektronik. Perlindungan tersebut dilakukan untuk menjamin hak privasi setiap individu serta
mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut UU ITE dan peraturan pelaksananya, tanggung jawab penyelenggara sistem

elektronik meliputi beberapa hal berikut:

a.  Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi
Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keamanan data pribadi yang diperoleh,
dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dalam sistem elektronik. Data pribadi calon anggota
tidak boleh diakses, digunakan, maupun disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data.
Hal ini bertujuan untuk melindungi hak privasi pengguna dari kebocoran maupun
penyalahgunaan informasi.

b.  Menggunakan data sesuai persetujuan pemilik data
Penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari calon
anggota sebagai pemilik data. Pengelola sistem tidak diperbolehkan memanfaatkan data
di luar tujuan awal pengumpulan tanpa izin yang sah. Persetujuan tersebut menjadi dasar
hukum dalam pemrosesan data pribadi.

c.  Menyediakan sistem pengamanan yang andal

Penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menyediakan sistem keamanan yang
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mampu melindungi data pribadi dari gangguan, peretasan, pencurian, maupun akses

ilegal. Bentuk pengamanan dapat berupa penggunaan kata sandi, enkripsi data,

pembatasan akses, serta pemeliharaan sistem secara berkala.

d.  Menjaga integritas dan ketersediaan data
Selain menjaga kerahasiaan, pengelola sistem juga bertanggung jawab memastikan data
pribadi tetap akurat, utuh, dan tersedia ketika diperlukan. Dengan demikian, data tidak
boleh diubah, dihapus, atau dirusak secara melawan hukum.

e.  Bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data
Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi atau kebocoran data, penyelenggara
sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberitahuan kepada pemilik data,
pemulihan sistem, maupun sanksi administratif dan pidana apabila terbukti lalai.

f. Mematuhi prinsip perlindungan data pribadi
Dalam menjalankan sistem elektronik, pengelola wajib menerapkan prinsip kehati-hatian,
itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi calon anggota.
Prinsip ini penting agar pengguna memperoleh rasa aman dan kepercayaan terhadap
layanan elektronik yang digunakan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UU ITE menempatkan penyelenggara sistem
elektronik sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan
kerahasiaan data pribadi calon anggota. Kewajiban tersebut tidak hanya sebatas menyimpan
data, tetapi juga memastikan data digunakan secara sah, aman, dan tidak merugikan pemilik

data pribadi.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi
Calon Anggota Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyalahgunaan data pribadi calon anggota dalam sistem elektronik merupakan tindakan
yang bertentangan dengan hak privasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
setiap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data dapat dikenakan sanksi hukum.
Oleh karena itu, korban penyalahgunaan data pribadi memiliki beberapa upaya hukum yang
dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak. Adapun upaya hukum
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yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi calon anggota berdasarkan UU ITE

adalah sebagai berikut:

a.  Pengajuan Gugatan Perdata
Korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak
yang menggunakan atau menyebarluaskan data tanpa izin. Gugatan tersebut dapat
dilakukan apabila tindakan pelaku menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.
Dalam hal ini, korban dapat menuntut ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelanggaran hak privasi yang dialami.

b.  Pelaporan Tindak Pidana
Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum dapat dilaporkan
sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan UU ITE. Misalnya, apabila data pribadi
digunakan untuk penipuan, akses ilegal, manipulasi informasi, atau penyebaran data
tanpa hak. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.  Pengaduan kepada Instansi Berwenang
Korban juga dapat mengajukan pengaduan kepada instansi pemerintah atau lembaga yang
berwenang dalam pengawasan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.
Pengaduan ini bertujuan agar dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara sistem
elektronik yang diduga lalai dalam menjaga keamanan data pribadi calon anggota.

d.  Permintaan Penghapusan atau Penghentian Penggunaan Data
Pemilik data pribadi berhak meminta pihak penyelenggara sistem elektronik untuk
menghapus, memperbaiki, atau menghentikan penggunaan data pribadinya apabila data
tersebut digunakan tanpa persetujuan atau tidak sesuai tujuan awal pengumpulan data.

e. Penerapan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik
Apabila penyalahgunaan data terjadi karena kelalaian penyelenggara sistem elektronik
dalam menjaga keamanan sistem, maka pihak penyelenggara dapat dikenai sanksi
administratif. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, penghentian sementara layanan,
hingga pencabutan izin operasional sesuai peraturan yang berlaku.

f. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Non-litigasi
Selain melalui pengadilan, sengketa penyalahgunaan data pribadi juga dapat diselesaikan

melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi antara korban dan pihak yang bertanggung
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jawab. Cara ini sering dipilih untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat dan

efisien.

Dengan demikian, UU ITE memberikan perlindungan hukum kepada calon anggota
sebagai pemilik data pribadi melalui berbagai mekanisme hukum, baik secara perdata, pidana,
maupun administratif. Upaya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,
melindungi hak privasi masyarakat, serta mendorong penyelenggara sistem elektronik agar
lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa mayoritas ormas belum memiliki mekanisme perlindungan data yang

jelas. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi:

Tidak adanya persetujuan tertulis terkait penggunaan data pribadi;

a.
b.  Penyimpanan data pada platform yang tidak aman;
c Akses data yang dapat dilakukan oleh banyak pihak tanpa pembatasan;
d Tidak adanya kebijakan penghapusan data;

e.  Minimnya pemahaman pengurus mengenai keamanan digital.

Dalam praktik kaderisasi digital, calon anggota sering kali diminta mengisi formulir
online tanpa memperoleh penjelasan mengenai tujuan penggunaan data, jangka waktu
penyimpanan, maupun pihak yang dapat mengakses data tersebut. Kondisi ini berpotensi
melanggar hak privasi calon anggota. Perlindungan data pribadi pada dasarnya harus memenuhi

beberapa prinsip, yaitu:

a Prinsip persetujuan (consent);
b.  Prinsip keterbukaan informasi;

c.  Prinsip keamanan data;

d.  Prinsip pembatasan tujuan penggunaan data;
e.  Prinsip akuntabilitas pengelola data.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting agar proses kaderisasi digital tetap berjalan sesuai
dengan hak-hak individu dan tidak menimbulkan kerugian bagi calon anggota.

3. Perlindungan Data Pribadi Menurut UU ITE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar
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hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan tersebut
diperkuat melalui ketentuan mengenai hak privasi dan kewajiban penyelenggara sistem
elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa data pribadi tidak dapat
digunakan secara bebas tanpa izin pemilik data. Dalam konteks kaderisasi digital ormas,

ketentuan tersebut mengandung implikasi bahwa:

a.  Ormas wajib memperoleh persetujuan calon anggota sebelum mengumpulkan dan
menggunakan data pribadi;

b.  Penggunaan data harus sesuai dengan tujuan kaderisasi;

c.  Data pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemilik data;

d.  Ormas wajib menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik
untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Apabila terjadi kebocoran data akibat
kelalaian pengelola, maka organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara
perdata maupun administratif. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi UU ITE dalam kaderisasi digital ormas masih belum optimal. Banyak organisasi
yang belum memahami kewajiban hukum terkait pengelolaan data pribadi. Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Rendahnya literasi hukum digital;
b.  Keterbatasan sumber daya manusia;
c.  Belum adanya standar operasional perlindungan data dalam organisasi;

d.  Kurangnya pengawasan internal terhadap penggunaan sistem elektronik.

4.  Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Ormas dalam Pengelolaan Data Pribadi

Secara hukum, ormas yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi dapat
dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data tersebut. Oleh karena
itu, organisasi harus menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai. Bentuk

tanggung jawab yang seharusnya dilakukan ormas meliputi:

a.  Menyusun kebijakan perlindungan data pribadi;
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b.  Memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan data;

c.  Membatasi akses data hanya kepada pihak tertentu;

d.  Menggunakan sistem keamanan digital seperti enkripsi dan autentikasi;
e.  Menghapus data yang sudah tidak diperlukan.

Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan modernisasi organisasi, tetapi juga
menuntut adanya kepatuhan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian,
perlindungan data pribadi harus menjadi bagian penting dalam tata kelola kaderisasi digital
ormas. Berdasarkan analisis penelitian, diperlukan penguatan regulasi internal organisasi serta
peningkatan kesadaran hukum digital bagi pengurus dan anggota. Selain itu, pemerintah juga
perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan data pribadi
dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan berbasis digital. Dengan adanya perlindungan
hukum yang efektif, sistem kaderisasi digital ormas diharapkan mampu menciptakan proses

rekrutmen yang aman, transparan, dan menghormati hak privasi setiap calon anggota.

KESIMPULAN

Transformasi sistem kaderisasi digital pada organisasi kemasyarakatan (ormas)
merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang memberikan
berbagai kemudahan dalam proses rekrutmen, pengelolaan data, dan komunikasi organisasi.
Digitalisasi kaderisasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas
jangkauan perekrutan calon anggota. Namun, di sisi lain, penggunaan sistem elektronik dalam
kaderisasi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi calon
anggota. Masih signifikan ormas yang belum memiliki mekanisme perlindungan data pribadi
yang memadai. Permasalahan yang ditemukan meliputi tidak adanya persetujuan penggunaan
data, lemahnya sistem keamanan digital, akses data yang tidak terbatas, serta rendahnya
pemahaman pengurus mengenai perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data calon anggota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, penggunaan data pribadi melalui media
elektronik harus dilakukan atas persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, ormas sebagai
pengelola sistem kaderisasi digital memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan
data pribadi, membatasi penggunaan data sesuai tujuan organisasi, serta mencegah terjadinya

kebocoran maupun penyalahgunaan data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus
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menjadi bagian penting dalam tata kelola kaderisasi digital ormas. Diperlukan penguatan
regulasi internal organisasi, peningkatan literasi hukum digital, penerapan sistem keamanan
elektronik yang memadai, serta pengawasan yang efektif agar proses kaderisasi digital dapat
berjalan secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak privasi calon

anggota.
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Candaan Berujung Luka: Ketika Kata Menjadi Senjata, Bullying
yang Terjadi Area Sekolah

Alwidina Tavara, Cut Putri Zuhra Zahira, lvan Saputra, Muhamad Fadly, Nadya Indah Pratiwi,
Narulita Anggraeni, Putri Khairunnisa, Rezza Anugera
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Bullying merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental yang
dilakukan oleh satu atau kelompok orang dalam pengertian lain ialah tindakan yang dilakukan secara
berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perilaku bullying pada siswa MTS Soebono Mantofani, Kota Tangerang Selatan.
Serta memberi edukasi mengenai bullying, jenis-jenis, dampak, dan bagaimana cara mereka mencegah
atau menyikapi bullying di sekitar mereka, serta memberikan edukasi mengenai regulasi yang berkaitan
dengan tindakan bullying, agar dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari
kekerasan baik verbal maupun non-verbal di sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini
dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi edukatif dan partisipatif Metode ini dipilih karena siswa/i
SMP/MTs lebih mudah memahami materi melalui interaksi langsung, diskusi, dan contoh yang dekat
dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian, tindakan bullying yang serimg ditemukan adalah
bullying verbal. Yang dalam hal ini adalah mengejek teman, memberikan julukan yang tidak pantas,
menghina, dan bercanda berlebihan. Yang berdampak pada gangguan psikologis pada anak.

Kata Kunci: Bullying, Damp Bullying, Cara Mencegah, dan Cara Menyikapi

ABSTRACT

Bullying is an act of harming someone, either physically or mentally, committed by an individual or a
group of people; in other words, it is an act carried out repeatedly to humiliate, hurt, or harm others.
This study aims to identify bullying behavior among students at MTS Soebono Mantofani, South
Tangerang City. It also aims to provide education regarding bullying, its types, impacts, and how
students can prevent or address bullying in their surroundings, as well as to educate them on regulations
related to bullying, in order to create an environment that is safe, comfortable, and free from both verbal
and non-verbal violence at school. This community service activity was conducted using an educational
and participatory outreach approach. This method was chosen because junior high school/MTs students
find it easier to understand the material through direct interaction, discussion, and examples relevant
to daily life. The research findings indicate that the most common form of bullying encountered is verbal
bullying. This includes teasing peers, giving inappropriate nicknames, insulting others, and making
excessive jokes. These actions have a psychological impact on children.

Keyword: Bullying, the Effects of Bullying, How to Prevent It, and How to Deal with It
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PENDAHULUAN

Bullying merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang baik secara fisik maupun
mental yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau kelompok orang dalam
pengertian lain ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk
merendahkan, menyakiti atau merugikan orang lain. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak & Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat). Tindakan ini bisa
dilakukan secara Verbal, fisik, atau sosial. Bullying bisa terjadi di berbagai tempat, seperti
sekolah, lingkungan kerja, tempat umum, bahkan di sosial media. Tindakan dapat membuat
korban merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, selain korban dampak bullying harus
ditanggung oleh semua pihak seperti pelaku dan juga dia yang menyaksikan tindakan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di seluruh dunia mengaku pernah
mengalami bullying. Baik itu di lingkungannya, secara online maupun di lingkungan sekolah,
begitupun sebaliknya, satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindakan bullying pada
temannya sendiri.

Bullying menjadi awal dari berbagai jenis kejahatan lain, contohnya tawuran,
intimidasi, pengeroyokan, dan tindakan tidak bermoral yang merugikan korbannya dan bahkan
dapat berakibat pada kesehatan psikisnya. Menurut Olweus, bullying yaitu perilaku negatif
yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Perilaku biasanya
terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara
pelaku dan korban. Dalam hal ini, tidak ada penyebab tunggal dari bullying. Banyak faktor yang
terlibat dalam hal ini, baik dari faktor pribadi sang pelaku, keluarga, lingkungan sekolah,
lingkungan kerja yang semua turut mengambil perannya masing-masing. Faktor-faktor tersebut
ini memberi kontribusi kepada pelaku sehingga akhirnya dapat melakukan tindakan bullying
tersebut.

Dilansir dari kumparan.com penyebab bullying mulai dari pola asuh keluarga dengan
menggunakan kekerasan dapat membentuk karakter seseorang kasar kepada sekitarnya,
kerasnya pola asuh juga membuat seseorang memendam emosi negatif dan bisa membuatnya
ingin melampiaskan kepada orang lain dan tanpa sadar membentuk karakter pembully. Lalu
rasa ingin berkuasa yang mana seseorang yang ingin memiliki kekuasaan umumnya cenderung
ingin mengontrol dan mengendalikan semua hal, tetapi jika hal tersebut gagal didapatkannya,
orang tersebut akan melakukan intimidasi sebagai pelampiasan dalam bentuk bullying.
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Selanjutnya rasa obsesi akan kepopuleran, untuk memenuhi obsesinya untuk populer
dalam pergaulan orang tersebut akan mencoba untuk meledek, menjahili, menggosip,
mengucilkan orang lain bahkan menghasut teman lainnya untuk mengucilkan teman yang
menjadi korban bullying. Perilaku tidak terpuji ini seringkali dijumpai di lingkungan sekolah,
kantor, atau lingkungan tempat tinggal. Bullying dijadikan alat untuk mendapatkan
“penghargaan” dari lingkungan pergaulannya. Pelaku selalu haus akan perhatian, penghargaan,
dan pengakuan atas dirinya di lingkungannya. Hasil penelitian membuktikan bahwa bullying
adalah perilaku yang timbul karena proses pembelajaran, lebih dari sekedar agresi fisikal
semata. Terkadang bullying juga tidak selalu dilakukan secara personal, bullying dapat timbul

karena adanya dukungan dari kawan-kawan yang selalu membatu suksesnya tindakan tersebut.

Tabel 1. Tipologi Bullying

BENTUK BULLYING CONTOH TINDAKAN
Fisik Memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar,
menjambak, atau merusak barang milik korban.
Verbal Mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk,

mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan kata-kata
kasar kepada korban.

Sosial atau Relasional ~ Mengucilkan teman, tidak mengajak bermain atau bergaul,
menyebarkan gosip, mempermalukan korban di depan umum,
hingga memengaruhi orang lain agar menjauhi korban.

Cyberbullying Penghinaan, penyebaran foto atau video memalukan, ancaman,
komentar kasar, hingga penyebaran berita bohong tentang
korban lewat media sosial.

Tindak bullying ini merupakan permasalahan yang serius. Masalah ini seringkali terjadi
di lingkungan sekolah karena pada usia ini anak masih berada di fase mencari jati diri dan
membutuhkan validasi. Kekerasan yang terjadi antar siswa/i di sekolah merupakan fenomena
yang sangat mengkhawatirkan psikolog, guru dan keluarga di banyak negara (Gini, Albiero,
Benelli, Altoe, 2007). Kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang penuh ancaman dan
tekanan emosi yang dapat menghambat proses belajar dan pencapaian prestasi (NCES, 2002).
Bahkan ini bisa berdampak panjang yang menghantui korban selama hidupnya, yakni trauma.
Peningkatan kasus bullying pada beberapa tahun terakhir di berbagai sekolah menjadi ancaman
yang serius bagi anak-anak remaja yang sedang menuntut ilmu. Bullying berdampak pada
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masalah psikologis korban seperti, penurunan harga diri, depresi, gangguan kecemasan bahkan
pemikiran untuk menyakiti diri hingga bunuh diri. Aktivitas akademik yang seharusnya
menjadi tempat aman dan nyaman untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri, namun
malah menjadi tempat yang berbahaya dan penuh ketakutan. Dampak ini tidak hanya dirasakan
oleh korban namun juga siswa/i lain menjadi merasa terintimidasi dengan adanya tindak
pembullyan. Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan
kerjasama semua pihak untuk menerapkan nilai nilai positif sebagai dasar mencegah perilaku
bullying. Negara juga ikut andil untuk ikut mengawasi dan memberi perhatian agar dapat
terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman serta penuh kenangan indah bagi siswal/i.

Mendeteksi perilaku bullying tidaklah mudah. Bullying sama halnya dengan fenomena
gunung es, tidak senampak perilaku kekerasan di sekolah. Meskipun demikian, dampaknya
sangat nyata. Namun ketika mengetik kata “bullying in school” di mesin pecarian google, Anda
akan menemukan sebanyak 83,2 juta situs yang terkait bullying. Jika dispesifikkan pada artikel
yang berpublikasi, maka akan ditemukan sebanyak 570,000 buku. Lebih khusus di Indonesia,
setidaknya ada 431,000 situs yang membahas bullying. Bahkan, data yang dihimpun
childhelplineinternational.org menunjukkan, ada tren kenaikan frekuensi bullying.
Data Goodstats yang bersumber dari KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
(JPPI) menunjukkan lonjakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada 2023, tercatat 285
kasus. Angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024, naik lebih dari dua kali lipat.
Sebanyak 31 persen dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan perundungan. Data-data ini
memberikan gambaran jelas bahwa perundungan adalah masalah yang besar dari kalangan
anak-anak sekolah. Ada pola, ada lingkungan, dan ada ketidaksiapan sistem untuk memberikan
ruang belajar yang benar-benar aman.

Pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak, seperti dalam
Konvensi PBB. Konvensi ini mengatur hal-hal yang harus dilakukan agar setiap Negara
menjamin anak dapat tumbuh sehat, mendapatkan hak untuk bersekolah, dilindungi, didengar
pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Salah satu hak anak yang memiliki status siswa/i
adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Negara tidak hanya bertanggung jawab
memenuhi kebutuhan akademiknya namun juga menjamin dan melindungi anak dari segala
tindak kekerasan termasuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang mampu mengganggu
psikologis anak termasuk bullying. Hal ini mendorong kewajiban hukum untuk memberikan
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regulasi atau peraturan yang kuat dan efektif untuk menjawab permasalahan tersebut.
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang aman dan
efektif.

Di Indonesia sendiri regulasi untuk melindungi hak anak dari berbagai jenis tindak
kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”. Hak anak yang di maksud merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
menurut pasal 1 Ayat (12). Maka dari itu seluruh lapisan masyarakat bertanggungjawab dan
ikut serta dalam segala bentuk tindak kekerasan. Kekerasan sendiri dalam pasal 1 Ayat (15a)
dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Pasal 54 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa anak-anak di dalam dan di sekitar
lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat
dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-teman mereka di dalam sekolah atau
lembaga pendidikan lainnya.

Dengan begitu perlunya kewajiban hukum untuk mendorong peraturan yang kuat untuk
melindungi anak. Sanksi terhadap pelaku bullying juga masih menjadi perdebatan di berbagai
yurisdiksi. Pembullyan atau perundungan yang melibatkan anak di bawah umur perlu dirujuk
pada UU SPPA yang wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Keadilan restorative sendiri
merupakan pendekatan penanganan pidana dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak
terkait, yang prosesnya bertujuan untuk mengupayakan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud
adalah tanggung jawab pihak pelaku terhadap korban seperti ganti kerugian yang timbul oleh
kesalahannya, dan melibatkan korban, orang tua, sekolah dan teman sebaya untuk bekerja sama
menyelesaikan masalah. Namun, upaya pencegahan dan penanganan terhambat karena

kurangnya pemahaman tentang hukum dan aturan terkait kekerasan bullying di kalangan siswa,
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orang tua, guru dan pihak sekolah.

Berdasarkan hal diperlukannya kolaborasi dan peran aktif berbagai instansi untuk
mensosialisasikan ke berbagai sekolah untuk memberikan edukasi terkait bentuk-bentuk,
dampak dan cara menyikapi tindak bullying. Di samping itu, penelitian ini juga memaparkan
terkait regulasi mengenai segala bentuk kekerasan dan perlindungan-perlindungan hak-hak
anak. Pemaparan ini menjadi acuan kepada lembaga pendidikan, Orang Tua, serta masyarakat
agar setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bagaimana cara menyikapi jika terjadi tindak

bullying untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan
metode sosialisasi edukatif dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa
mengenai bullying di lingkungan sekolah. Metode ini dipilih karena siswa/i SMP/MTs lebih
mudah memahami materi melalui interaksi langsung, diskusi, dan contoh yang dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MTs Soebono Mantofani dengan
sasaran siswa/i kelas 7(2). Kegiatan diawali dengan observasi sederhana mengenai pemahaman
siswa tentang bullying, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi interaktif,

dan evaluasi kegiatan.

Tabel 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan PKM

No. Tahap Kegiatan Durasi
1. Observasi awal Melakukan koordinasi dengan pihak 1 Bulan
sekolah serta mengamati kondisi dan
pemahaman siswa/i terkait perilaku
bullying di lingkungan sekolah.
2. Persiapan kegiatan Menyusun materi sosialisasi, membuat 3 Hari
media presentasi, serta menyiapkan
alat dan bahan kegiatan.
3. Pembukaan Perkenalan tim PKM, penyampaian 10 Menit
informasi tujuan dan agenda kegiatan
PKM.
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4. Penyampaian Materi Penyuluhan mengenai  pengertian 35 Menit
bullying, jenis-jenis bullying, dampak
bullying, contoh kasus, cara mencegah
dan mengatasi serta diselingi ice
breaking dan interaksi bersama siswa/i
agar suasana lebih aktif.

5. Diskusi dan Tanya Jawab  Sesi interaktif antara pemateri dan 15 Menit
siswa/i mengenai materi yang telah
disampaikan.

6. Penutupan Penyampaian kesimpulan, 15 Menit
dokumentasi kegiatan, dan sesi foto
bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Tindakan Bullying

Menurut unicef Indonesia, bullying diidentifikasikan menjadi tiga karakteristik yaitu
disengaja (untuk menyakiti, terjadi secara berulang- ulang, dan ada perbedaan kekuasaan).
Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik
menyakiti secara fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan dan melakukannya
berulang kali. Bullying merupakan pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali, anak-
anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang
lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga
dapat menyalahgunakan posisinya.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan PKM berlangsung di MTs Soebono
Mantofani, tindakan bullying yang paling sering ditemukan adalah bullying verbal. Bentuk
bullying tersebut meliputi mengejek teman, memberikan julukan yang tidak pantas, menghina,
dan bercanda secara berlebihan hingga membuat korban merasa malu dan tidak nyaman.

Selain bullying verbal, ditemukan pula bullying sosial seperti mengucilkan teman dari
kelompok pergaulan, menyebarkan gosip, dan mempermalukan teman di depan siswa/i lain.
Beberapa siswa/i juga mengalami bullying secara fisik atau non-verbal seperti didorong,
dipukul, dicubit, atau diganggu oleh temannya secara langsung. Perilaku bullying yang terjadi
di lingkungan sekolah sering kali dianggap sebagai candaan biasa oleh sebagian siswa. Namun,
apabila dilakukan secara terus-menerus, tindakan tersebut dapat memberikan dampak negatif
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terhadap kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, rasa takut, dan

kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

2.  Dampak Bullying terhadap Siswa

Berdasarkan hasil kegiatan PKM di MTs Soebono Mantofani menunjukkan bahwa
bullying memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis maupun sosial siswali.
Korban bullying cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa takut untuk
berinteraksi, menjadi pendiam, sulit berkonsentrasi saat belajar, serta merasa tidak nyaman
berada di lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, bullying juga dapat menyebabkan
gangguan kecemasan, stres, depresi, hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Selain
berdampak pada korban, bullying juga memengaruhi lingkungan belajar secara keseluruhan.
Suasana sekolah yang seharusnya aman dan nyaman menjadi lingkungan yang penuh tekanan
dan rasa takut. Siswa/i lain yang menyaksikan tindakan bullying dapat merasa terintimidasi dan

khawatir menjadi korban berikutnya.

3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Bullying

Melalui kegiatan sosialisasi di MTs Soebono Mantofani, siswa/i diberikan pemahaman
mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta cara mencegah dan
menyikapi bullying di lingkungan sekolah. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar
siswa/i lebih mudah memahami bahwa tindakan mengejek, menghina, maupun mengucilkan
teman termasuk bentuk bullying yang tidak dapat dibenarkan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi, siswa/i mulai memahami
pentingnya menghormati teman, menjaga ucapan, serta berani melaporkan tindakan bullying
kepada guru atau pihak sekolah. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa/i bahwa
menciptakan lingkungan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama, baik siswa,
guru, orang tua, maupun masyarakat.

Dari sisi hukum, tindakan bullying juga berkaitan dengan perlindungan anak sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan
dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 54 menegaskan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib
mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun di
lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam melakukan
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pengawasan, pembinaan karakter, serta penanganan yang cepat terhadap setiap tindakan

bullying yang terjadi.

4.  Regulasi

Bullying di lingkungan Sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk
mendapatkan Pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Mengacu pada Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sekolah memiliki kewajiban
hukum untuk menyusun regulasi operasional yang tegas guna menghentikan segala bentuk
kekerasan, khususnya perundungan verbal seperti mengejek, menghina, memanggil dengan
julukan yang tidak pantas, dan bercanda berlebihan yang memicu rasa malu atau tidak nyaman.
Selain itu, regulasi ini juga mencakup larangan keras terhadap perundungan sosial berupa
pengucilan dan penyebaran gosip, serta perundungan fisik seperti tindakan memukul,
mendorong, atau mencubit.

Landasan hukum utama dalam penanganan bullying terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap
anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman,
kekerasan, dan penganiayaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak anak
untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, termasuk di lingkungan sekolah.
Selanjutnya, Pasal 54 menegaskan bahwa anak di dalam satuan pendidikan wajib memperoleh
perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama
peserta didik, maupun pihak lain. Dengan demikian, sekolah memiliki kewajiban hukum untuk
mencegah dan menangani setiap bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan bullying dapat dikualifikasikan sebagai tindak
kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan
Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat
dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun
6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000. Apabila tindakan bullying mengakibatkan
luka berat atau kematian, maka ancaman pidana dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Dari sudut pandang perlindungan anak, penanganan kasus bullying tidak hanya berfokus
pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Pasal 59 dan Pasal
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64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak korban kekerasan berhak
memperoleh perlindungan khusus, rehabilitasi, pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan
pelayanan kesehatan.

Pasal 74 mengatur tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengupayakan
pemberian pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, dan bertanggung
jawab untuk memastikan adanya penyaluran bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi
korban kekerasan terhadap anak, termasuk korban bullying. Lembaga ini diharapkan dapat
bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan pengadilan, untuk menjamin
perlindungan hak pada anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan sanksi
yang sesuai. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam pemberian sosialisasi

dan edukasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan anak dan bahaya bullying.

KESIMPULAN
Bullying adalah suatu tindakan menyakiti secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui
media digital kepada orang lain, yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Hasil dari
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di MTs Soebono Mantofani, Kota
Tangerang Selatan, bentuk bullying yang paling banyak ditemukan adalah bullying verbal,
seperti mengejek, memberi julukan tidak pantas, menghina, dan bercanda berlebihan. Selain
itu, ditemukan pula bullying sosial dan fisik yang turut memengaruhi kenyamanan siswa/i
di lingkungan sekolah. Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban namun juga,
berdampak pada lingkungan pembelajaran. Korban mengalami gangguan psikologis seperti
adanya penurunan rasa percaya diri, depresi, kecemasan berlebih, hingga keinginan untuk
menyakiti diri sendiri. Sementara itu, siswa lain yang menyaksikan pun ikut merasa
terintimidasi dan tidak aman.
Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara interaktif dan partisipatif, siswa/i
dapat mulai memahami bahwa tindakan bullying bukan hanya sekedar candaan biasa, tetapi
merupakan pelanggaran serius yang berdampak nyata. Siswa/i juga didorong untuk berani
melaporkan tindakan bullying kepada guru atau pihak pihak sekolah, serta sadar
bahwasannya menciptakan lingkungan sekolah yang aman adalah tanggung jawab bersama.
Dari sisi hukum, bullying telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13, 54, 76C, yang mewajibkan
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seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua, hingga negara untuk mencegah dan menangani
setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Penanganan bullying tidak hanya menekankan
sanksi bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban melalui rehabilitasi, pendampingan
psikologis, dan bantuan sosial. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi aktif antara siswa,
guru, orang tua, sekolah, dan perlindungan anak, dan pemerintah untuk bersama-sama
mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk

kekerasan.
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ABSTRAK

Perkembangan lingkungan sosial dan pergaulan remaja saat ini menimbulkan berbagai permasalahan
yang mengancam kualitas generasi muda, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memberikan dampak
negatif terhadap kesehatan fisik, mental, emosional, serta masa depan generasi muda sebagai penerus
bangsa. Selain itu, peredaran narkotika dan psikotropika saat ini dilakukan melalui jaringan yang
terorganisasi, luas, dan sulit diberantas sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya
pelajar yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kondisi psikologis seperti stres,
kurangnya pengawasan, serta terbatasnya ruang interaksi sosial yang sehat juga menjadi faktor yang
dapat mendorong pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai
bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di
SMAN 46 Jakarta dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada
peserta didik. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkotika dan psikotropika, dampak
penyalahgunaan, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, serta pengaturan hukum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa peserta memperolen pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif
lingkungan dan pergaulan. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan
berlangsung dan memahami pentingnya peran pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang
sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan adanya kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin,
bertanggung jawab, serta mampu menjauhi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam
kehidupan sehari-hari.
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PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berlandaskan
Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka
mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah terus melakukan peningkatan di bidang pelayanan
kesehatan, termasuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan
pengobatan, pelayanan kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan,
dan pengajaran. Oleh karena itu, keberadaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya
memiliki manfaat penting apabila digunakan sesuai dengan standar medis dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika serta peredarannya secara gelap dapat menimbulkan dampak yang sangat
merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini telah menjadi salah satu
permasalahan serius yang mengancam kualitas generasi muda Indonesia. Kondisi tersebut
terlihat dari meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika dan psikotropika di berbagai lapisan
masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum lainnya. Bahkan,
fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan terlibat dalam
tindak pidana narkotika dan psikotropika. Perkembangan peredaran narkotika dan psikotropika
yang semakin luas dan terorganisasi menjadikan persoalan ini tidak lagi dapat dipandang
sebagai persoalan individu semata, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan
sosial dan masa depan bangsa.

Secara umum, narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat
memengaruhi sistem saraf pusat serta menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi,
dan kesadaran seseorang. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal istilah “narkoba”
sebagai singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Penggunaan
narkotika dan psikotropika di luar ketentuan hukum dan standar medis dapat menyebabkan
ketergantungan, gangguan kesehatan fisik maupun mental, serta kerusakan fungsi sosial
seseorang. Selain itu, efek candu yang ditimbulkan menyebabkan pengguna cenderung
mengalami ketergantungan sehingga rela melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum
demi memperoleh narkotika dan psikotropika tersebut.
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Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai narkotika dan psikotropika diatur
dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Narkotika diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan psikotropika diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain itu, penggunaan narkotika
dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah juga diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan
pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan
perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan terhadap penggunaan, peredaran, serta
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Persoalan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak dapat dilepaskan dari peran
jaringan pengedar yang bekerja secara terorganisasi dan memiliki jaringan luas. Peredaran
narkotika dan psikotropika saat ini tidak lagi dilakukan secara sederhana oleh individu,
melainkan melibatkan kelompok atau sindikat yang bekerja secara rapi dan rahasia.
Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan modus peredaran narkotika dan
psikotropika semakin berkembang, termasuk melalui media daring dan jasa pengiriman barang.
Kondisi tersebut menyebabkan peredaran narkotika dan psikotropika semakin sulit untuk
diberantas dan semakin mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan
pelajar dan remaja.

Masa remaja merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang
ditandai dengan pencarian jati diri dan perkembangan psikologis yang belum stabil. Pada fase
ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta mudah dipengaruhi oleh
lingkungan dan pergaulan. Kondisi tersebut menyebabkan remaja menjadi kelompok yang
rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dorongan untuk mencoba hal
baru, pengaruh teman sebaya, tekanan psikologis, serta kurangnya pengawasan dari keluarga
dan lingkungan sekolah menjadi faktor yang mendorong remaja terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja memberikan dampak
yang sangat serius, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, penggunaan
narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf,
hingga kematian akibat overdosis. Dari aspek psikologis, penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika dapat menimbulkan gangguan mental, perubahan perilaku, depresi, hingga
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ketergantungan yang sulit disembuhkan. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan antara lain
meningkatnya tindakan kriminal, putus sekolah, menurunnya produktivitas, serta rusaknya
hubungan sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga semakin meningkat
akibat kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang mengalami tekanan dan stres. Dalam
beberapa kondisi, stres dan kejenuhan menyebabkan seseorang mencari jalan pintas untuk
memperoleh ketenangan melalui penggunaan narkotika dan psikotropika. Kondisi tersebut
diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika. Bahkan, berdasarkan berbagai laporan, pelajar menjadi salah satu
kelompok yang paling rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
akibat rasa ingin tahu yang tinggi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai
dampak negatif yang ditimbulkan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintan dalam mencegah dan memberantas
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, salah satunya melalui pembentukan Badan
Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Namun demikian, upaya
tersebut memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk keluarga,
sekolah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Pencegahan penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga
memerlukan pendekatan edukatif dan preventif melalui penyuluhan hukum, pembinaan moral,
serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran
hukum dan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai bahaya penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum
mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi penting untuk
dilaksanakan sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif
narkotika dan psikotropika. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan pelajar mampu
memahami dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta memiliki

kesadaran untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
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METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan
dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelajar sekolah, mengenai
bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ditinjau berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kegiatan ini
dilaksanakan di SMA N 46 Jakarta sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi
hukum kepada pelajar sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah
terkait waktu, tempat, peserta kegiatan, serta penyusunan materi penyuluhan. Selain itu, tim
pelaksana juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar, termasuk faktor-faktor yang
menyebabkan remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Materi
penyuluhan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat dan perkembangan penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika di kalangan generasi muda.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum dengan
bentuk ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta. Penyampaian materi
dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana PKM dengan menggunakan media presentasi
untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan. Materi yang diberikan
meliputi pengertian narkotika dan psikotropika, jenis-jenis narkotika dan psikotropika, faktor
penyebab penyalahgunaan, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan fisik dan mental,
bentuk-bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, serta sanksi hukum bagi pelaku
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya
peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Metode pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara,
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dokumentasi, dan diskusi langsung dengan peserta kegiatan. Observasi dilakukan untuk
mengetahui kondisi lingkungan dan tingkat pemahaman peserta terkait bahaya penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika. Wawancara dan diskusi dilakukan untuk memperoleh informasi
mengenai pandangan, pengetahuan, serta pengalaman peserta terkait permasalahan narkotika
dan psikotropika di lingkungan sekitar. Dokumentasi dilakukan sebagai bagian dari
pengumpulan data dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Data yang diperolen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menghubungkan hasil kegiatan penyuluhan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis
dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap bahaya penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika serta pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar. Melalui metode tersebut
diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi positif
dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta membangun sikap preventif pelajar

terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus
jelas dan ringkas. Hasil penelitian harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data
dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi
sebelumnya oleh peneliti lain. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, diagram,
grafik. Bagian ini berisi sub-bahasan utama Sub-bahasan ditulis secara sistematis. Tabel,
gambar, grafik, diagram diberi nomor, judul (caption), dan cantumkan sumber informasinya.
Gambar harus asli dan jelas dan merupakan satu kesatuan dengan file naskah (bukan tempelan).
Tabel/gambar/diagram/ grafik maksimal enam buah. Resolusi gambar 300dpi format berwarna
ataupun hitam putih.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hingga saat ini masih menjadi salah satu
persoalan serius yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda
dan pelajar sekolah. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga
berkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, moral, ekonomi, bahkan ketertiban dan
keamanan masyarakat. Peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin meluas
menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika bukan lagi merupakan kejahatan biasa, melainkan
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telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan luas dan sulit
diberantas. Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa karena
sasaran utama penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini banyak menyasar kalangan
remaja dan pelajar sekolah.

Generasi muda merupakan aset penting dalam pembangunan nasional. Pelajar sekolah
diharapkan menjadi penerus bangsa yang mampu melanjutkan cita-cita pembangunan nasional
sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Namun dalam praktiknya, perkembangan lingkungan sosial, kemajuan teknologi, serta
lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang menyebabkan pelajar rentan terpapar
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Masa remaja yang merupakan fase pencarian jati
diri sering kali membuat pelajar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru,
termasuk mencoba zat-zat terlarang yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan maupun
masa depan mereka.

Dalam perspektif hukum, narkotika dan psikotropika pada dasarnya bukan merupakan zat
yang sepenuhnya dilarang. Kedua zat tersebut tetap memiliki manfaat dalam dunia kesehatan
dan pengobatan apabila digunakan sesuai dengan standar medis dan pengawasan yang ketat.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, dimana narkotika dan psikotropika masih dimungkinkan digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan
tetapi, penggunaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dapat menimbulkan
ketergantungan dan kerusakan fisik maupun mental bagi penggunanya. Oleh sebab itu, negara
mengatur secara khusus mengenai pengendalian narkotika dan psikotropika melalui Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan pelajar tidak dapat dipandang
hanya sebagai persoalan individu semata, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang
membutuhkan perhatian bersama. Dalam kenyataannya, banyak pelajar yang terjerumus ke
dalam penyalahgunaan narkotika karena faktor lingkungan pergaulan, kurangnya perhatian
keluarga, tekanan psikologis, hingga pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi
digital. Saat ini transaksi narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan

berkembang menggunakan media daring dan jasa pengiriman barang sehingga semakin sulit
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dideteksi. Kondisi tersebut menyebabkan peredaran narkotika dan psikotropika semakin luas
dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar sekolah.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMA N 46
Jakarta, diperoleh gambaran bahwa sebagian pelajar masih memiliki pemahaman yang terbatas
mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, dampak penggunaannya, serta konsekuensi
hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan zat tersebut. Sebagian besar pelajar
mengetahui bahwa narkotika merupakan barang berbahaya, namun belum memahami secara
mendalam mengenai akibat hukum maupun dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik
dan mental. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai
langkah preventif dalam memberikan edukasi kepada pelajar agar memiliki kesadaran hukum
sejak dini.

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, civitas
akademika tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial
edukatif kepada masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi sarana penting dalam meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat, terutama pelajar sekolah, agar memahami hak, kewajiban, dan
konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam kegiatan penyuluhan di SMA N 46 Jakarta, materi yang disampaikan tidak hanya
membahas mengenai pengertian narkotika dan psikotropika, tetapi juga menjelaskan berbagai
faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan, bentuk tindak pidana, serta ancaman
pidana bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika. Penyampaian materi
dilakukan secara dialogis agar peserta dapat memahami materi dengan lebih mudah dan tidak
merasa jenuh selama kegiatan berlangsung. Metode diskusi dan tanya jawab juga memberikan
ruang bagi pelajar untuk menyampaikan pandangan maupun pengalaman yang mereka ketahui
terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Dari hasil diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan
pelajar mudah terpengaruh narkotika adalah tekanan lingkungan pergaulan. Banyak remaja
merasa takut dikucilkan apabila menolak ajakan teman sebaya. Selain itu, kurangnya
pengawasan dari keluarga juga menjadi faktor penting yang menyebabkan pelajar mencari
pelarian melalui lingkungan luar yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Kondisi
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psikologis remaja yang belum stabil sering kali membuat mereka mudah terpengaruh oleh
ajakan maupun rayuan dari pihak-pihak tertentu untuk mencoba narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memiliki dampak yang sangat luas. Dari segi
kesehatan, penggunaan narkotika secara terus menerus dapat merusak organ tubuh,
mengganggu sistem saraf pusat, menurunkan fungsi otak, hingga menyebabkan gangguan
kejiwaan. Selain itu, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang
mengakibatkan pengguna sulit melepaskan diri dari zat tersebut. Ketika seseorang mengalami
ketergantungan, maka pengguna akan cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan
narkotika, termasuk melakukan tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, maupun
kekerasan.

Dari aspek sosial, penyalahgunaan narkotika juga menyebabkan rusaknya hubungan
keluarga, menurunnya produktivitas, serta hilangnya masa depan generasi muda. Banyak
pelajar yang pada akhirnya putus sekolah akibat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
Bahkan tidak sedikit pengguna narkotika yang kemudian beralih menjadi pengedar demi
memenuhi kebutuhan terhadap zat yang dikonsumsinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa
penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak
negatif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana
khusus yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak
pidana narkotika, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati untuk kasus
tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan narkotika
sebagai kejahatan serius yang mengancam ketahanan nasional dan masa depan bangsa.

Meskipun demikian, dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, pendekatan
hukum tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan semata. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Pendekatan rehabilitatif ini penting karena pada dasarnya pecandu narkotika juga merupakan
korban yang membutuhkan pemulihan secara medis dan sosial. Oleh karena itu, upaya
pemberantasan narkotika harus dilakukan secara seimbang antara penegakan hukum terhadap
pengedar dan rehabilitasi terhadap pengguna.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar harus dilakukan secara
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komprehensif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Orang tua memiliki peran penting
dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pendidikan moral kepada anak. Sekolah juga
memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan karakter serta menciptakan
lingkungan belajar yang sehat dan positif. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum
harus terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan melakukan sosialisasi
secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui program PKM ini pada dasarnya
merupakan bagian dari langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat
sejak dini. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya tindak
pidana. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi
hukumnya, diharapkan pelajar memiliki kemampuan untuk menolak ajakan maupun pengaruh
negatif dari lingkungan sekitar.

Selain itu, penyuluhan hukum juga menjadi sarana untuk membangun budaya hukum di
masyarakat. Kesadaran hukum tidak cukup hanya dibangun melalui ancaman sanksi pidana,
tetapi juga harus dibangun melalui pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai tujuan
hukum itu sendiri. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, hukum tidak hanya bertujuan
menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat merusak
kehidupan generasi muda.

Pelaksanaan kegiatan PKM di SMA N 46 Jakarta menunjukkan bahwa pelajar memiliki
antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika dan
psikotropika. Banyak peserta yang aktif bertanya mengenai dampak hukum, proses rehabilitasi,
hingga cara mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
khususnya pelajar sekolah menengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar tidak hanya memahami bahaya narkotika
secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pelajar diharapkan mampu menjadi agen
perubahan di lingkungan masing-masing dengan menyebarkan informasi positif mengenai
bahaya narkotika serta pentingnya menjaga masa depan generasi muda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

169



@

SASMITA JAYA

Penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga
membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah
secara bersama-sama. Melalui sinergi tersebut diharapkan upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat berjalan lebih efektif
sehingga mampu melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman narkotika dan

psikotropika.
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Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan permasalahan serius yang
mengancam kesehatan, moral, serta masa depan generasi muda, khususnya pelajar sekolah.
Peredaran narkotika dan psikotropika yang semakin luas dan terorganisasi menyebabkan
pelajar menjadi kelompok yang rentan terpengaruh akibat faktor lingkungan pergaulan, rasa
ingin tahu yang tinggi, tekanan psikologis, kurangnya pengawasan keluarga, serta
perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam perspektif hukum, narkotika dan
psikotropika pada dasarnya memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun,
penyalahgunaan terhadap zat tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas,
baik dari aspek kesehatan fisik dan mental, maupun dari aspek sosial dan pendidikan.
Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga dapat menyebabkan ketergantungan,
menurunnya kualitas hidup, putus sekolah, hingga meningkatnya tindak kriminalitas di
masyarakat.

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMA N 46 Jakarta,
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diketahui bahwa pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika dan psikotropika masih perlu
ditingkatkan, terutama terkait dampak hukum, kesehatan, dan sosial yang ditimbulkan akibat
penyalahgunaannya. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum, peserta memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, dampak
penyalahgunaan, serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan dan
pergaulan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan
melalui penyuluhan hukum, penguatan pendidikan karakter, pengawasan keluarga, serta kerja
sama antara sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum agar tercipta
lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di

kalangan pelajar.
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ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan lingkungan yang semakin
kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas urbanisasi. Meskipun telah
tersedia berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah terkait,
implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek
substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan
sampah dalam perspektif hukum lingkungan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di
Kota Tangerang Selatan.Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan kegiatan
berupa seminar, diskusi interaktif, dan workshop yang melibatkan masyarakat dan pemangku
kepentingan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat preventif
dengan realitas di lapangan yang masih reaktif. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas
penegakan hukum antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan serta
tumbuhnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan
regulasi turunan, optimalisasi penegakan hukum, serta penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis
teknologi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, menjadi isu yang
semakin krusial di kawasan perkotaan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,
urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan limbah dalam
jumlah besar. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota mengalami
pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi demografis maupun aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut
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berdampak langsung pada meningkatnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding
dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai
permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen
hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta
peraturan daerah yang menjadi landasan operasional di tingkat lokal. Dalam konteks Kota
Tangerang Selatan, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah
tentang pengelolaan sampah yang mengatur aspek pengurangan, penanganan, hingga
pemrosesan akhir sampah. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya
diikuti oleh implementasi yang optimal di lapangan.

Dari perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan
aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip dasar seperti asas kehati-
hatian (precautionary principle), asas pencemar membayar (polluter pays principle), serta asas
pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik
pengelolaan sampah. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip
tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana,
maupun budaya hukum masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas penegakan
hukum terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Praktik pembuangan sampah
sembarangan, keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal, serta pengelolaan limbah yang
tidak sesuai standar masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
norma hukum (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Faktor-faktor seperti
keterbatasan pengawasan, lemahnya sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat
menjadi penyebab utama belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kapasitas Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak memadai, juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan
sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan
belum optimalnya penerapan konsep reduce, reuse, recycle (3R) di tingkat masyarakat,
sehingga beban pengelolaan sampah masih terpusat pada tahap akhir (end of pipe).
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Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai
implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ditinjau dari perspektif
hukum lingkungan serta efektivitas penegakan hukumnya. Kajian ini penting untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan
implementasi kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan
efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan
pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Makalah ini bertujuan untuk membedah kompleksitas implementasi kebijakan
pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan melalui lensa Hukum Lingkungan dan teori
Efektivitas Penegakan Hukum. Sebagai kota dengan laju urbanisasi tinggi, Tangerang Selatan
menghasilkan timbulan sampah yang melampaui kapasitas infrastruktur yang ada, sehingga
menimbulkan risiko degradasi lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara regulasi yang bersifat
preventif dengan realitas di lapangan yang masih bersifat reaktif. Ketidakefektifan penegakan
hukum dipicu oleh kurangnya pengawasan (monitoring) yang konsisten, keterbatasan teknologi
pengolahan di TPA Cipeucang, serta lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pembuangan
sampah sembarangan. Makalah ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum harus
dibarengi dengan reformasi birokrasi lingkungan dan penerapan sistem insentif-disinsentif yang

tegas.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan
normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan
sampah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat kondisi nyata di lapangan

terkait implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum di Kota Tangerang Selatan.

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan:
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a) ldentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan sampah
b) Koordinasi dengan mitra, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
c¢) Penyusunan materi penyuluhan terkait hukum lingkungan dan pengelolaan sampah
d) Persiapan alat dan bahan pendukung kegiatan

b.  Tahap Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

a) Seminar: Penyampaian materi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan hukum
lingkungan

b) Diskusi interaktif: Membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung

¢) Workshop: Simulasi pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Metode ini bersifat partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses

pembelajaran dan pemecahan masalah.

c.  Tahap Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui:

a) Observasi partisipasi peserta
b) Tanya jawab dan diskusi akhir

c¢) Penilaian pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan

d. Tahap Pelaporan
Tahap akhir berupa penyusunan laporan kegiatan PKM dan publikasi hasil kegiatan dalam
bentuk artikel ilmiah jurnal.
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu
pada:
a.  Hari/Tanggal: Senin—Selasa, 20-21 April 2026
b.  Waktu: Pukul 09.00 WIB — selesai

c.  Tempat: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

3.  Subjek dan Mitra Kegiatan

Subjek dalam kegiatan ini meliputi:

a.  Masyarakat sekitar wilayah Kota Tangerang Selatan
b.  Pegawai/staf Dinas Lingkungan Hidup

Adapun mitra yang terlibat adalah:
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a.  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang dari Program

Magister Hukum Universitas Pamulang.

4.  Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini diperoleh melalui:

a.  Observasi langsung terhadap kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat
b.  Wawancara dan diskusi dengan peserta dan pihak mitra

c.  Studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait

5.  Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

Laptop dan proyektor untuk penyampaian materi

a
b.  Modul/materi penyuluhan

c Alat tulis kantor (ATK)

d Banner kegiatan

e.  Media presentasi (PowerPoint)

f. Lembar evaluasi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan selama dua hari menunjukkan hasil yang cukup
signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dan
hukum lingkungan. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi, diskusi interaktif, serta evaluasi
terhadap peserta.

Secara umum, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, staf Dinas Lingkungan Hidup, serta
masyarakat sekitar dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Peserta menunjukkan antusiasme
dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari seminar hingga workshop. Hasil
evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep pengelolaan
sampah berbasis hukum lingkungan, khususnya terkait prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle),
kewajiban hukum masyarakat, serta sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.
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Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No Indikator Penilaian Sebelum (%) Sesudah (%)
1 Pemahaman hukum pengelolaan sampah 45 85
2 Kesadaran pentingnya pemilahan sampah 50 88
3 Pengetahuan tentang sanksi lingkungan 40 80
4 Partisipasi dalam pengelolaan sampah 55 90

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator
setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan
cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Selain itu, kegiatan
workshop menghasilkan simulasi pemilahan sampah yang menunjukkan bahwa sebagian besar
peserta mulai memahami praktik pengelolaan sampah yang benar. Dokumentasi kegiatan juga
menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan tanya jawab.

2.  Pembahasan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan
dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum

tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

2.1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan pemahaman peserta terhadap pengelolaan sampah menunjukkan bahwa
sosialisasi hukum lingkungan masih sangat dibutuhkan. Sebelum kegiatan, sebagian besar
peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan
sampah. Setelah kegiatan, terjadi perubahan pola pikir yang lebih peduli terhadap lingkungan.

2.2. Efektivitas Metode Partisipatif

Metode seminar yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan workshop terbukti
efektif dalam menyampaikan materi. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif,
tetapi juga terlibat langsung dalam praktik dan diskusi, sehingga pemahaman menjadi lebih

mendalam.
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2.3. Keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas implementasi kebijakan
pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan salah satunya disebabkan oleh kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan PKM ini, kesenjangan antara kebijakan

dan praktik di lapangan mulai dapat diminimalisir.

2.4. Hambatan yang Ditemukan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan, antara lain:
a) Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

b) Variasi tingkat pemahaman peserta

¢) Kurangnya fasilitas pendukung di beberapa lokasi

Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

3. Dampak Kegiatan

Kegiatan PKM ini memberikan dampak yang dapat dilihat dalam tiga aspek utama, yaitu
aspek pengetahuan, sosial, dan lingkungan.
3.1. Dampak terhadap Pengetahuan

Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan
pengelolaan sampah. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya peran hukum dalam

menjaga kelestarian lingkungan.

3.2. Dampak Sosial

Kegiatan ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli
terhadap lingkungan. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, mahasiswa,
dan pemerintah daerah.
3.3. Dampak Lingkungan

Meskipun dampak lingkungan belum terlihat secara langsung dalam jangka pendek,
kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan perilaku
masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

4.  Sintesis Hasil dan Dampak
Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis hukum
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lingkungan. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa edukasi dan pendekatan partisipatif
merupakan strategi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk
peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam

membangun budaya hukum masyarakat yang lebih baik.

KESIMPULAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menegaskan batasan-batasan dalam
penggunaan media sosial. Batasan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tertib hukum yang
dilakukan. Utamanya UU ITE yang dijadikan pedoman bagi perlindungan hukum dalam
penggunaan media sosial. Kegiatan PKM yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Umam
telah diselenggarakan dan berjalan lancar dengan minat serta antusiasme tinggi dari siswa yang
hadir. Sosialisasi dilakukan dengan penggambaran kerangka hukum serta mengarahkan siswa
untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Materi sosialisasi diterima dengan
baik oleh siswa sehingga diharapkan siswa lebih sadar akan hukum dan menghindari
pelanggaran hukum yang kemungkinan terjadi.

Beberapa siswa telah memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mempromosikan
dagangannya. Hal ini menunjukan sisi positif dalam pemanfaatan media sosial. Meskipun
demikian, terdapat juga sisi negatif seperti masih banyaknya siswa yang menggunakan media
sosial secara berlebihan hingga terkena insomnia. Hal ini yang patut menjadi perhatian bersama
bagi guru di sekolah dan orang tua di rumah untuk bertindak secara aktif dalam memberikan
masukan serta membantu mengubah pola tidur siswa agar lebih baik lagi. Terlepas dari berbagai
dinamika yang terjadi, diharapkan materi sosialisasi yang telah diberikan dapat dicerna dan

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh siswa yang hadir dalam sosialisasi.
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Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi
Edukatif

Nanik lda Rosini
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

ABSTRAK

Kasus kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan banyak terjadi pada kelompok
usia 13-17 tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi pendidikan yang berfokus pada
pencegahan melalui penguatan kesadaran, karakter, dan lingkungan sosial remaja. Pengabdian ini
bertujuan untuk memberikan edukasi preventif kepada remaja putri anggota Klub Bola Voli GAVO
Kota Salatiga agar mampu memahami risiko kenakalan remaja dan mengembangkan sikap serta
keterampilan positif untuk menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan dilaksanakan selama delapan
sesi melalui metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, pelatihan keterampilan
hidup, dan latihan olahraga bersama. Evaluasi dilaksanakan melalui angket respons peserta. Hasil
pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait bahaya NAPZA, kesehatan
reproduksi, HIV/AIDS, kesetaraan gender, dan strategi komunikasi efektif. Selain itu, peserta
meunjukkan motivasi lebih tinggi dalam mengembangkan perilaku positif dan keterampilan hidup
termasuk keterampilan kewirausahaan melalui pembuatan drum stick. Secara keseluruhan, skor evaluasi
peserta mencapai rata-rata 3,56 yang berada pada kategori sangat baik. Kegiatan ini efektif dalam
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap remaja dalam mencegah perilaku menyimpang.
Tujuan dari Pengabdian Kepada Mayarakat (PKM) ini adalah memberikan edukasi kepada remaja
tingkat SMA untuk tidak melakukan tawuran. Metode yang dilakukan dengan cara ceramah serta
memberikan motivasi. Tumbuh kembang anak selalu menjadi perhatian bagi orang tuanya. Ketika
memasuki dunia remaja, lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter anak. Salah
satunya yaitu di lingkungan sekolah, jadi perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Hasil
dari kegiatan pengabdian ini adalah tumbuhnya sikap percaya diri untuk melakukan sesuatu yang
bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak Remaja berani menolak melakukan
tawuran alias anti tawuran. Serta sebelum melakukan sesuatu harus bisa mengilmuinya terlebih dahulu
untuk menimbang itu baik atau buruk. Terwujudnya institusi pendidikan yakni lingkungan Sekolah
Menengah Pertama yang aman dan menyenangkan dalam tempat belajar sebagai proses mencari jati diri
bagi anak remaja. Dengan anak remaja yang semangat dalam menuntut ilmu itu potensi kuat negara ini
memiliki generasi yang kuat akarnya.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja; Pendidikan Karakter; Sosialisasi

PENDAHULUAN
Manusia memiliki beberapa fase dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Fase
pertama dimulai dari bayi atau balita di rentang usia 0-5 tahun. Fase berikutnya yaitu di
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rentang usia 6-10 tahun yang disebut dengan fase anak-anak. Kemudian tumbuh menjadi
fase remaja yaitu di rentang usia 11- 16 tahun. Selanjutnya berada di fase dewasa yaitu
usia 17-40 tahun. Fase terakhir dari pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu
memasuki masa manula (masa tua) dimulai dari usia 40 sampai ke atas.

Manusia dalam hidupnya mengalami berbagai masa perkembangan, mulai dari balita
hingga menjadi lansia. Pada masa perkembangan tersebut terdapat dua tahapan
perkembangan yang dianggap menjadi fundamental bagi kehidupan seorang manusia yakni
masa anak-anak dan masa remaja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25
Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019
dijelaskan kategori umur balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia (lansia), antara lain: a)
Neonatal dan bayi: 0-1 tahun; b) balita: 1-5 tahun; c) anak prasekolah: 5-6 tahun; d) anak:
6-10 tahun; e) remaja: 10-19 tahun; f) wanita usia subur (WUS) atau pasangan usia subur
(PUS): 15-49 tahun; g) dewasa: 19-44 tahun; h) pra lanjut usia: 45-59 tahun; i) lansia: 60 tahun
ke atas (Agiilah et al., 2023; Jimatul, 2022; Naibo et al., 2024).

Fase perkembangan di tahap anak danremaja tidak terlepas dari banyak tantangan.
Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang
belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang
yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Menurut
Undang-Undang di Indonesia, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan
perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan
usianya. Selain itu, anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak
untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang
adil dan layak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin (Panggabean et al.,
2024; Setiawati et al., 2024; Toyyibah et al., 2025).

Sementara itu, dikutip dari buku Bunga Rampai Psikologi Remaja dan
Permasalahannya karya Heru Purnomo, SKep., Ns., Mkes dkk (2024: 161), remaja adalah suatu
masa kehidupan individu di mana terjadi eksplorasi psikologis untuk menentukan identitas

diri. Masa peralihan dari anak ke remaja juga ditandai dengan banyak perubahan, baik secara
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fisik, kognitif, maupun emosional. Pada masa remaja, anak-anak akan mengalami banyak
perubahan fisik, seperti tumbuhnya rambut, perubahan suara, dan perkembangan organ
reproduksi. Remaja akan mengalami perubahan kematangan emosional. Cara berpikir
remaja akan berubah, dan mereka akan mulai mencoba-coba hal- hal yang menarik. Remaja
akan mulai memilih teman dan tempat yang mereka inginkan. Remaja akan mulai
memperhatikan penampilan mereka (Hubi et al., 2024; Raharjo et al., 2025; Yetri &
Firdaos, 2017).

Fase yang sangat rentan dan mudah emosi yaitu pada saat di fase remaja yaitu
pada saat usia 11-16 tahun. Dalam fase ini merupakan siklus dimana karakter manusia
sedang dibentuk secara otomatis dari pergaulan dan pengaruh lingkungan yang mengitari
sehari-hari dalam kehidupannya baik dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.. Sering pada
fase ini disebut sebagai fase pencarian jati diri bagi seorang remaja. Dalam pencarian jati
diri pada fase remaja ini merupakan saat dimana remaja ingin mengalami kebebasan dari
pengawasan ketat orang tua dan guru. Masa-masa dimana mereka mau memiliki ruang
privasi tanpa ikut campur orang tua. Mereka lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya
yang sefrekuensi sehingga bisa membentuk kelompok-kelompok diantara mereka.

Oleh karena pada masa anak dan remaja erat kaitannya dengan perubahan fisik dan
emosional, maka diperlukan upaya pengawasan dan edukasi yang ketat agar anak atau remaja
tidak terjerumus ke tindakan-tindakan yang negatif atau melanggar hukum. Salah satu
bentuk tindakan negatif yang dilakukan oleh anak atau remaja sering dikenal dengan
istilah kenakalan anak remaja (juvenile delinquency). Menurut Siegel dan Brandon (2011),
istilah juvenile delinquency atau juvenile offending mengacu pada “the act of participating
in unlawful behavior as a minor or individual younger than the statutory age of majority”
atau tindakan berpartisipasi dalam perilaku melanggar hukum sebagai seorang anak di bawah
umur atau individu yang usianya di bawah usia dewasa menurut undang- undang (Rosita, 2025;
Tahriani et al., 2025; Zuhroh et al., 2025; Rosita, 2025).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) merilis bahwa per 1 Januari 2024 terdapat 20.968
pengaduan kasus kekerasan dengan 4.618 korban laki-laki dan 18.146 korban perempuan.
Kekerasan yang diadukan ini berupa kekerasan penelantaran, eksploitasi, trafficking, psikis,
fisik, dan kekerasan seksual. Di antara bentuk-bentuk kekerasan tersebut, kekerasan fisik,
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psikis, dan seksual adalah bentuk kekerasan dengan aduan terbanyak. Berdasarkan data
tersebut, kekerasan berbasis gender hampir terjadi pada seluruh lapisan usia dimana usia
dengan kasus kekerasan terbanyak terjadi pada rentan usia 13 sampai 17 tahun dengan
8.117 korban atau usia dalam kategori remaja. Sementara angka kekerasan anak mencapai
1.622 kasus (usia 0-5 tahun) dan 4.662 (usia 6-12 tahun). Menariknya apabila ditinjau dari
sisi pelaku, pelaku kekerasan tersebut selain dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan
oleh mereka yang sebaya dengan korban (Devianti, 2014; Jamil et al., 2025; Oktonika, 2024).

Beberapa jenis kenakalan anak remaja di Indonesia selanjutnya meliputi pada
penggunaan narkoba, minum-minuman keras, perjudian, seks bebas, penganiayaan, bolos
sekolah, perkelahian atau tawuran, penipuan hingga perundungan. Hal yang disebut terakhir
perlu menjadi catatan sebab peningkatan laporan kasus yang terjadi di Indonesia, seperti: a)
seorang siswa SD di Ternate diduga di- bully oleh teman sekelasnya hingga meninggal
dunia. Korban mengalami demam, muntah, dan sakit kepala, kemudian dilarikan ke rumah
sakit dan meninggal dunia; b) Seorang siswa SMP di Tuban, Jawa Timur dipukul dan
ditendang oleh siswa lainnya tanpa ada yang melerai. Video perundungan tersebut direkam
oleh siswa lain yang ada di lokasi; ¢) Seorang siswa SMAN 4 Kota Pasuruan di-bully oleh
teman-temannya hingga masuk rumah sakit jiwa. Polisi menyelidiki kasus ini dengan
memeriksa 21 saksi, termasuk 16 siswa, 4 guru, dan kakak korban (Lubis et al., 2025;
Nasution et al., 2023).

Ada hal negatif yang bermunculan pada saat pertumbuhan dan perkembangan fase
remaja yaitu perbuatan yang menyimpang dari etika seperti melakukan kejahatan. Wujud
dari salah satu kejahatan tersebut adanya tawuran yang dilakukan oleh remaja (Isnawan,
2023). Tentu pada fase remaja ini masih belum bisa mengontrol emosi dan amarah, serta
masih mudah tersinggung saat kena gesekan sehingga salah satu luapan mereka melalui
tawuran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di sepanjang tahun 2021 ada
188 desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal
antar pelajar. Hal ini sangat berdampak akan kualitas generasi bangsa berikutnya. Apabila
tawuran pelajar terus saja ada membuat mereka menjadi pribadi yang rapuh tanpa bisa
berpikir panjang. Efek dari tawuran sangat merugikan baik dari sisi pelaku maupun

korban. Salah satunya akan berakibat kerusakan fisik dan mental yang serius seperti
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trauma bahkan bisa sampai kematian.

Tawuran antar sekolah juga bisa berujung panjang menjalar ke konflik antar
kelompok masyarakat. Diketahui sebelum remaja tersebut melakukan tawuran, mereka
meminum minuman keras. Hal ini terlihat bahwa yang dilakukan mereka agar muncul
keberanian dan tidak ada rasa takut dengan cara minum minuman keras terlebih dahulu.
Karena efek dari minuman tersebut bisa membuat saraf dan otak tidak bisa berpikir jernih
lagi. Dari penangkapan yang dilakukan Satpol PP terdiri dari pelajar SMP sebanyak 12
orang dan SMA ada dua orang. Pemerintah selalu menghimbau kepada orang tua dan
masyarakat untuk selalu mengawasi anak- anaknya agar tidak melakukan tawuran. Hal
yang sudah dilakukan oleh Pemerintah yaitu melakukan penjagaan ketat di ruas-ruas
daerah yang berpotensi dijadikan area tawuran oleh pelajar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tawuran memiliki arti perkelahian
massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Tawuran merupakan sebuah
tindakan yang tidak dibenarkan dengan kata lain merupakan perilaku yang menyimpang.
Anak-anak remaja yang sering melakukan tawuran karena mereka sering membuat geng-
geng (Paramaswasti et al., 2023). Bagi mereka, tawuran merupakan suatu Yyang
membanggakan dan tidak merasa melakukan hal yang tidak benar. Tawuran ini sering
disebut dengan kenakalan remaja, dalam bahasa latin dinamakan juvenile delinquency.
Dimana juvenile memiliki makna anak muda, sedangkan delinquency berasal dari
delinquere yang memiliki makna terabaikan.

Fenomena di Indonesia, tawuran yang dilakukan oleh anak remaja dari tahun ke
tahun selalu terjadi terlihat dari berita yang beredar. Ini merupakan kasus yang sangat
meresahkan dan merupakan tantangan bagi lembaga sekolah untuk mencegah terjadinya
tawuran diantara siswa didiknya. Tawuran tidak hanya dinilai sebagai bentuk permasalahan
sosial tetapi juga masuk ke dalam bentuk penyimpangan dalam permasalahan moral
(Triandiva, 2023). Seharusnya seorang terpelajar memiliki sifat dan karakter yang
mencerminkan akhlak yang baik.

Remaja adalah aset negara yang harus dikawal pertumbuhannya karena merekalah
di waktu mendatang sebagai calon pemimpin negara ini. Tanda-tanda remaja dimulai dengan
munculnya pubertas yaitu kalau laki- laki dengan terjadinya mimpi basah sedangkan

perempuan datangnya menstruasi. Penting bagi Pemerintah untuk memaksimalkan potensi
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yang positif bagi anak remaja agar tumbuh sebagai generasi yang positif dan tidak ada
kenakalan remaja yang terjadi.

Kegagalan yang terjadi pada anak remaja dengan tidak bisa mengembangkan identitas
diri maka akibatnya mereka akan melakukan hal-hal menyimpang dalam berperilaku.
Energi besar yang dimiliki oleh seorang remaja akan habis digunakan untuk melakukan
tindakan kriminal dan menutup diri dari masyarakat. Tawuran pelajar sudah menjadi
budaya turun menurun sebagai wujud dari solidaritas. Mereka akan melakukan pembalasan
apabila individu yang masuk dalam gengnya mengalami cidera atau masalah kecil seperti
ledekan. Solidaritas yang dimiliki dalam kelompoknya sebagai wujud dari penerimaan,
apabila mereka tidak melakukannya maka terjadi penolakan dalam individu tersebut masuk
dalam kelompoknya. Tawuran ini juga dikatagorikan sebagai tindakan kriminal karena
mereka merusak fasilitas umum dan memakan korban yang terluka bahkan bisa sampai
kematian.  Aksi dalam tawuran yang dilakukan, mereka tidak melakukannya dengan tangan
kosong melainkan dengan membawa alat-alat tajam seperti pisau, celurit, batu, dll.
Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan anak, korban jiwa akibat tawuran tidak
hanya satu atau dua tapi lebih seperti kasus yang pernah terjadi di tahun 2011 ada 339 kasus
tawuran mengakibatkan 82 korban jiwa di dalamnya.

Semakin banyak remaja yang melakukan kejahatan seperti tawuran maka mereka
semakin keluar dari batas dan nilai moral yang ada di masyarakat (Hidayah, 2020).
Perbuatan tersebut sangat mengancam masyarakat baik dari segi harta maupun jiwa
sehingga masyarakat menjadi resah dan tidak merasa tentram. Masa remaja adalah masa
peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan biologis,
kognitif, dan sosio-emosional. Dalam transisi ini banyak remaja yang merasa bingung
untuk menentukan identitasnya sehingga berakibat mereka melakukan hal-hal yang
membuat mereka bangga seperti ikut dalam tawuran.

Mencegah dan mengatasi tawuran yang ada di kalangan anak remaja menjadi
kewajiban semua lapisan masyarakat baik dari keluarga, sekolah, kalangan akademisi
maupun aparat kepolisian untuk ikut andil. Kami sebagai tim akademisi yang memiliki
tugas salah satunya yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat akan turut andil dalam
melakukan pencegahan tawuran yang terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan dari analisa

serta data kasus diatas maka Fakultas Hukum Universitas Pamulang dari Tim Pengabdian
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Kepada Masyarakat tertarik mengangkat judul tentang “Membangun Budaya Anti Kenakalan
Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi”’yang merupakan pelaksanan dari Tridharma Perguruan

Tinggi.

SOLUSI PERMASALAHAN

Ideologi Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Apabila para remaja masih melakukan
tawuran itu menunjukkan bahwa generasi bangsa masih jauh dari profil pancasila.
Pendekatan yang dilakukan oleh sekolah dalam menangani tawuran pelajar dengan
memberlakukan tata tertib sekolah. Berdasarkan Filsafat IImu Bimbingan Konseling bahwa
dalam menangani tawuran pelajar perlu pembinaan melalui Bimbingan Konseling
(Handayani et al., 2023). Sekolahan biasanya ada yang menjadi Guru BK, sehingga Guru
BK bisa memberikan alternatif dalam menangani tawuran pelajar. Berdasarkan guru-guru
yang menemani acara PKM bahwa kalau di Sekolah seringnya Guru BK sangat ditakuti oleh
para siswa. Seperti adanya himbauan dari pihak sekolah bahwa siswa diminta untuk
langsung pulang ke rumah setelah pembelajaran sudah selesai (Delvira et al., 2021).

Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Triandiva (2023) bahwa tawuran pelajar
ada dua faktor pemicunya yaitu dari internal dan eksternal. Dari sisi internal penyebabnya
karena krisis identitas dan emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan dari sisi eksternal
penyebabnya yaitu kurangnya bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya, pengaruh
bergaul dengan teman. Setiap individu memliki karakter yang dimiliki oleh dirinya tetapi
dengan kita hdup dengan sosial maka peran ketertiban sosial ini berlaku (Haryono et al.,
2023). Siapa yang melanggar pasti akan kena hukuman terutama mendapatkan sanksi sosial.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum
Universitas Pamulang dilaksanakan di Yayasan Al Kamilah, Kec. Bojongsari, Depok dihadiri
sekitar 50 peserta. PKM Kkali ini akan melakukan edukasi kepada remaja tentang bahaya
kenakalan remaja. Fenomena di Banten dan sekitarnya masih sering ditemukan banyak yang
melakukan tawuran antar pelajar. Tawuran yang terjadi sangat membuat masyarakat resah
tidak merasa aman. Bahkan sering terjadi sarana umum banyak yang rusak. Tujuan Kita
melakukan PKM tentang sosialisasi “stop tawuran”, salah satunya adalah membantu
Pemerintah agar bisa menciptakan keamanan dan tentram di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni et al. (2016) bahwa ada
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keterkaitannya antara remaja yang terlibat tawuran dengan pola asuh orang tua. Pencegahan
dari tawuran tersebut bisa dicegah dengan adanya dukungan positif dari orang tua juga ada
peran dari Guru BK (Bimbingan dan Konselling) di sekolah. Masa sekarang banyak yang
menyalah artikan tentang Guru BK. Remaja selalu menganggap bahwa Guru BK itu
seseorang yang sangat menakutkan dan bisa menjadi musuh bukan menjadi teman.
Dianggap Guru BK hanya bisa memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan
oleh remaja tersebut.

Peristiwa yang manusia alami bisa dikelompokkan menjadi dua jenis (Wilopo, 2023),

seperti di bawah ini:

a.  Peristiwa yang bisa kita kendalikan, biasanya berasal dari diri Kita
b.  Peristiwa yang tidak bisa kendalikan, datangnya berasal dari luar diri kita sehingga
kita tidak akan tahu ada terpaan apa saja dari luar.

Manusia pada fase remaja memiliki perhatian khusus yang harus diberikan oleh orang
tua. Perhatian yang dilakukan oleh orang tua sangat beragam bentuknya. Tantangan yang
banyak dimiliki oleh orang tua zaman sekarang karena adanya kesibukkannya dalam
bekerja serta kekhawatiran orang tua dalam soal perekonomian membuat tekanan dalam
diri orang tua tersebut. Perlakuan yang menyimpang yang dimiliki oleh seorang remaja
seperti tawuran bisa dicegah dengan perlakuan yang hangat dari orang tua. Ada kedekatan
dan ketegasan tetapi tidak boleh mengekang perilaku alami remaja (Firdaus, 2017).
Manusia memiliki kelebihan yaitu memiliki akal, manusia bisa berpikir salah satunya
untuk mengembangkan keilmuan sehingga bisa menilai mana yang baik dan buruk akan
perbuatannya (Aulia et al., 2022). Anak-anak diajak berfikir tentang peristiwa yang sudah
kita alami. Mereka harus mempunyai semangat agar tidak menjadi pribadi yang terpuruk.
Saat pemateri menyiapkan hadiah untuk dua orang yang berani tampil di depan dan
berpendapat tentang gambar seorang tokoh yang ditampilkan di depan. Anak-anak
berlomba untuk mengangkat tangannya, sangat luar biasa keberanian mereka. Seperti inilah
anak muda harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak remaja pada dasarnya bisa
terlibat dalam kenakalan remaja (Agshalnawitri et al., 2022). Ada 6 artikel penelitian
yang sudah diulas oleh Aazami etal. (2023) bahwa keluarga memiliki peran penting

dalam perkembangan remaja. Jadi perlu kerjasama di masyarakat, sekolahan, keluarga agar
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remaja bisa dihargai. Selain itu, anak remaja juga harus bisa mengendalikan diri sendiri dan
menjaganya agar tidak terjerumus dalam keburukan.

Setiap manusia harus memiliki karakter yang prioritas. Dimana karakter baik akan
dibawa selamanya dimanapun berada, sedangkan karakter buruk akan menyesatkan dia
dalam melangkah. Pemerintah selalu mengupayakan adanya pendidikan karakter yang
diterapkan di masing-masing jenjang sekolahan berdasarkan Pancasila (Sujarwo et al.,
2024). Aplikasi dari pendidikan karakter yaitu munculnya budi pekerti. Manusia memiliki
kelebihan dari makhluk hidup lainnya yaitu manusia memiliki akal untuk bisa berpikir.
Adanya sifat baik dan buruk sudah masuk di dalam akal untuk bisa dipertimbangkan
(Nubatonis et al., 2023).

Teknologi yang berkembang sekarang membuat media sosial tidak bisa terlepas dari
kehidupan setiap individu. Waktu yang digunakan selama 24 jam per hari bisa habis
untuk scroll media sosial daripada berinteraksi dengan orang yang berada di sekelilingnya.
Perkembangan teknologi juga membuat hukum menjadi dinamis untuk mengatur hukuman
kejahatan yang ada di media sosial baik dari penggunanya maupun konten yang ada di media
sosial (Safitri et al., 2022). Anak- anak remaja yang masih mencari jati dirinya tanpa
pengawalan dari Pemerintah dan lingkungan sekitarnya akan rawan ke arah yang sesat.
Konten-konten yang ada di media sosial harus yang mendidik. Karena tontonan yang salah
akan membuat remaja tidak terkontrol emosinya. Dimana usia remaja harus banyak tenaga
yang dikeluarkan dan disalurkan di tempat yang benar, bukan malah untuk aksi tawuran.
Remaja berpikir tawuran itu tidak hal yang buruk, mereka malah merasa gagah dan berani.

Tahapan pelaksanaan dalam PKM ini dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama
melakukan persiapan dengan melakukan koordinasi kepada pihak sekolahan akan
mengadakan sosialisasi tentang anti tawuran kepada para siswa. Pihak sekolah menyetujui
dan akhirnya kita menentukan tanggal acara dan tempat diselenggarakan sosialisasi.
Perlengkapan dalam sosialisasi disediakan oleh pihak sekolah dengan mulai dari proyektor,
speaker, dll.

Tahap yang kedua vyaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanan sosialisasi tentang anti
tawuran dipandu oleh guru dari pihak sekolahan. Para guru menggunakan pakaian adat
karena acara berlangsung saat bertepatan pada hari jadi Kubu Raya. Pembukaan yang

dipandu oleh guru sangat semangat menghidupkan suasanan para siswa. Mereka sangat
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antusias menyambut sosialisasi ini, salah satunya ada pendampingan dari pihak bapak ibu
guru.

Sosialisasi dibuka oleh Ketua tim PKM dengan memperkenalkan timnya kepada para
peserta. Ketua tim memberikan pembuka tentang kenakalan remaja salah satunya yaitu
tawuran. Pemberian gambaran tentang kenakalan remaja secara umum membuat para siswa
lebih penasaran. Ditambah lagi akan dibawakan oleh 2 pemateri langsung dari para dosen.
Pemateri akan dibawakan oleh dosen yang senior yaitu penuh kebapakan dan satunya dari
dosen generasi milenial. Dari latar belakang yang berbeda akan membuat suasana dan
sudut pandang yang semakin kaya. Kedua materi yang sudah disebutkan oleh ketua tim
PKM semakin menambah antusias para siswa untuk mengikuti sosialisasi tentang kenakalan
remaja ini.

Pemateri pertama dibawakan oleh dosen yang usianya cukup kebapakan bahkan bagi
murid SMA bisa memanggil sebagai kakek. Sang Bapak memberikan materi dengan
membawa peserta untuk berfikir sebagai anak memiliki sosok orang tua. Sebelum
memberikan gambaran tentang dampak negatif dengan melakukan tawuran, para peserta
untuk mengingat pada ayah ibunya di rumah. Bagaimana mereka menyayangi mereka
bahkan sampai mereka menyekolahkan anaknya dibangku SMA ini. “orang tua kalian
adalah orang yang hebat” itulah pernyataan pemateri pertama. Peserta terbawa suasana
sampai menganggukkan kepala dengan mengingat para orang tuanya.

Tawuran ini sangat merugikan bagi kita semua. Terutama kalau kita mengalami cidera
yang permanen. Seperti kaki kita terluka saat tawuran dan mengalami cidera sampai tidak
bisa berjalan dengan normal. Bayangkan saja saat kalian akan melakukan pernikahan, saat
kita melamar pekerjaan. Sang Bapak mempraktekkan jalan dengan kaki yang sudah tidak
normal lagi. Sang anak sontak tertawa dan menganggukkan kepala. Itu masih masih cidera
di bagian tubuh yang kelihatan, mental juga akan merasakan sepanjang hidup kalian. Saat
tawuran akan meninggalkan bekas rasa bersalah dan penyesalan.

Setelah pemateri pertama menyampaikan materinya, kemudian disambung oleh
pemateri kedua dalam memberikan edukasi tentang tawuran. Pemateri kedua dibawakan
oleh dosen yangdari generasi milenial jadi melengkapi dari pemateri pertama. Pemaparan
disampaikan dengan menampilkan slide power point. Di dalam slide ada gambar ilustrasi

tentang tawuran. Anak-anak diajak untuk berpikir apa yang saudara lihat tentang gambaran
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orang tawuran. Ada yang mengatakan membawa benda-benda tajam, dilakukan secara
berkelompok, merusak barang-barang yang ada di sekitar tawuran, ada resiko tinggi
mengalami cidera.

Satu per satu anak sudah bisa menyebutkan tentang apa itu “tawuran”. Setelah itu
pemateri memberikan pertanyaan, “apa kalian pernah berkelahi antar teman?”. Dengan
kompak para anak remaja yang laki- laki berkata “pernah”. Memang benar tawuran sering
dilakukan oleh remaja laki- laki. Perbedaan antara tawuran dan berkelahi yaitu beda tipis.
Kalau tawuran dilakukan secara berkelompok dan membawa benda tajam, kalau berkelahi
bisa langsung spontan perorangan. Sama-sama keduanya memiliki dampak yang bisa
merugikan diri Kita sendiri. Anak-anak diajak berpikir tentang cita-cita mereka di masa
mendatang. Apakah cita-cita itu akan dikubur dengan melakukan aksi tawuran. Secara
penelitian, tawuran disebabkan oleh 2 pendorong yang mamacunya yaitu dari internal dan
eksternal.

Apapun itu pemicunya, jadilah seseorang yang memiliki prinsip jangan mudah tergoda
untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti yang akan merusak cita-cita kita. Anak-anak
juga diberikan edukasi bahwa tawuran akan mendapatkan hukuman dari yang berwajib
alias bisa dipidanakan sesuai hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Selain itu kalian
juga akan meninggalkan jejak di kepolisian dan akan terlihat saat membuat SKCK (Surat
Keterangan Catatan Kepolisian).

Saat ada sesi tanya jawab, pemateri memberikan hadiah sebagai apresiasi kepada
peserta karena atas keberanian mereka menjawab dan berani tampil. Pidato yang sangat
bergelora dari Presiden pertama kita yaitu Soekarno, “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan
kuguncangkan dunia”. Anak- anak harus bersyukur dan memahami akan perjuangan
pahlawan yang sudah berusaha memerdekan negara ini, jangan kalian hancurkan dengan

melakukan hal yang merusak seperti tawuran.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan dirumuskan, maka kerangka pemecahan
masalah yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah
penyuluhan terhadap siswa-siswi dan jajaran guru tentang Membangun Budaya Anti

Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi di lingkungan Yayasan Al Kamilah,
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Bojongsari, Depok. Hal tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.  Ceramah dan tanya jawab tentang Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui
Sosialisasi Edukasi ,

b.  Memberikan pelayanan kepada siswa-siswi yang ingin berkonsultasi masalah hukum

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Yayasan Al Kamilah, Bojongsari, Depok.
Penyuluhan dilakukan secara kelompok. Peserta yang mengikuti pengabdian ini berjumlah 12
orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa serta 25 orang siswa-siswi dan jajaran guru.

Kegiatan pengabdian masayarakat dilakukan dengan pendekatan workshop, meliputi:

a.  Ceramah dan tanya jawab; Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan
kepada peserta tentang materi terkait Membanhun Budaya Anti Kenakalan Remaja
Melalui Sosialisasi Edukasi

b.  Diskusi; Diskusi ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada siswa-siswi dan
jajaran guru terkait dengan permasalah akhlak yang sedang atau suatu saat nanti mereka

hadapi, maka diperkenankan untuk berkonsultasi kepada tim pengabdi secara gratis

Lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan khususnya Universitas Pamulang
mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena keberhasilan terhadap pelaksanaan
pembentukan remaja dalam berakhlakul karimah oleh masyarakat sangatlah penting. Peran
sekolah sebagai tempat, tumpuan dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dan
sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan masyarakat serta sebagai sumber data dan informasi dalam penetapan berbagai
kebijakan pendidikan. Sedangkan peran akademisi adalah memberikan penyuluhan kepada
masyarakat tentang Membangun Budaya Anti Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Edukasi.
Guna mewujudkan akhlakul karimah tersebut, maka harus ada sinergi yang baik dalam
pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, khususnya yang langsung menjangkau
masyarakat, yaitu di Yayasan Al Kamilah, Bojongsari, Depok.

Menjalin hubungan kerjasama antara akademisi, pihak sekolah untuk mendapatkan
pengetahuan seputar permasalahan akhlak geenerasi muda yang banyak terjadi di masyarakat.
Selain itu memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang terjerat
hukum maupun mendampingi masyarakat yang melakukan proses hukum di pengadilan.
Kemitraan antara akademisi, sekolah dan masyarakat sendiri diharapkan akan menciptakan
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kehidupan masyarakat yang baik dan jauh dari permaslahan hukum keluarga. Yang mana
permasalahan hukum keluarga secara tidak langsung akan memberikan dampak yang tidak
bagus terhadap lingkungan keluarga di sekitar wilayah tersebut. Pendampingan hukum secara
gratis kepada masyarakat wilayah tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban baik
secara materi maupun mental.

Pihak sekolah dalam hal ini juga diharapkan dapat memberikan fasilitas administrasi
kepada masyarakat dengan baik terkait jika ada siswanya yang membutuhkan data-data
administratif guna kepentingan proses hukum siswa yang mengalami permasalahan hukum.
Dengan begitu akan tercipta suatu kerjasama yang baik antara sekolah, akademisi dan
masyarakat itu sendiri. Sehingga kemitraan ini dapat menjadi sebuah langkah dalam
menegakkan hukum secara komprehensif. Kemitraan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat
ini tentunya akan lebih baik jika dibuat dalam suatu luaran yang nantinya dapat memberikan
kontribusi kepada khalayak tentang informasi seputar pembentukan akhlakul karimah bagi

generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Aazami, A., Valek, R., Ponce, A. N., & Zare, H. (2023). Risk and Protective Factors and
Interventions for Reducing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. Social
Sciences, 12(9), 1-18. https://doi.org/10.3390/so0csci1209047 4

Agqiilah, D., AS, D. S., & Fauzi, A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Tindak
Kenakalan Remaja. Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi ), 6(1), 219-225.
https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/art icle/view/1176

Devianti, P. B. (2014). Peran Faktor Keluarga dan Karakteristik Remaja Terhadap Perilaku
Seksual Pranikah. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 8-19.
http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-biometrikfde8cc6696full.pdf

Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan
karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. Jurnal
Pendidikan Karakter, 1(1), 55-63. https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535

Jamil, N., Bauto, L. O. M., & Sarpin. (2025). Fungsi Keluarga dalam Mencegah Pergaulan
Bebas pada Remaja (Studi di Desa Kabawakole Kecamatan Pasarwajo Kabupaten
Buton). Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 2(1), 137-144.
https://doi.org/10.52423/societal .v2i1.66

Jimatul, N. (2022). Teori Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Dari Erikson (Konsep,
Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, Dan Penerapan). Epistemic: Jurnal llmiah
Pendidikan, 1(2), 153-172. https://journal.pegiatliterasi.or.id/index.php/e pistemic

194


https://doi.org/10.3390/socsci1209047%204
https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/art%20icle/view/1176
http://journal.unair.ac.id/download-%20fullpapers-biometrikfde8cc6696full.pdf
https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535
https://doi.org/10.52423/societal.v2i1.66

@

SASMITA JAYA

PENDAHULUAN

Lubis, S., Yuningsih, Marbun, R. A., Tarigan, S., & Achyar, A. J. (2025). Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja di Kalangan Pelajar SMK Negeri 1
Percut Sei Tuan. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and
Development, 7(3), 1480-1494.

Naibo, S. E., Rajagukguk, R. D., & Dorlan Naibaho. (2024). Tinjauan Psikologi
Perkembangan: Perkembangan Manusia Sejak Anak-Anak sampai Lanjut Usia.
Gudang Jurnal Multidisiplin limu, 2(5), 159-163.
https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/artic
le/view/444%0Anhttps://gudangjurnal.com/ind ex.php/gjmi/article/download/444/417

Nasution, B., Harahap, R., & Surianti, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Kenakalan Siswa Di Kelas VII Smp Negeri 1 Angkola Selatan. Jurnal
Kewarganegaraan, 2(2), 74— 82. https://doi.org/10.37081/kwn.v2i02.1661

Nurhaeni, H., Dinarti, D., & Priharti, D. (2016). The Family Parenting Influenced Adolescent
Brawls Behavior. International Journal of Evaluation and Research in Education
(NERE), 5(2), 126. https://doi.org/10.11591/ijere.v5i2.453 1

Oktonika, E. (2024). Perkembangan Remaja dalam Lingkungan Keluarga. Jurnal Edu
Research, 5(3), 985-991.

Panggabean, B., Manurung, S., Pane, Y., Sitorus, D., Munthe, P., Sinaga, W., Bakkara, A.,
& Naibaho, D. (2024). Psikologi Perkembangan Anak Usia Balita — Lansia Pada Studi
Kasus Yang Ada di Masyarakat Sekitaran Parongil Dairi. Al-Furgan : Jurnal Agama,
Sosial, Dan Budaya, 3(3), 915-931. https://publisherqu.com/index.php/Al-
Furgan/article/view/928

Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya Preventif dan
Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar.
JIIP - Jurnal IImiah lImu  Pendidikan, 6(7), 5291-5300.
https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2525

195


https://doi.org/10.37081/kwn.v2i02.1661
https://publisherqu.com/index.php/Al-%20Furqan/article/view/928
https://publisherqu.com/index.php/Al-%20Furqan/article/view/928

@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Pemberdayaan Literasi Digital untuk Mencegah Disinformasi di
Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah

Fransiskus Litoama, Purgito
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen01575@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media
sosial sebagai ruang interaksi publik yang masif dan terbuka. Di satu sisi, media sosial memberikan
kemudahan akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Namun di sisi lain, tingginya intensitas arus informasi juga dapat memicu maraknya disinformasi dan
hoaks yang berpotensi mengakibatkan keresahan sosial, polarisasi masyarakat, serta konflik horizontal
di tingkat masyarakat. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama
yang menyebabkan mudahnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dan fenomena
disinformasi menjadi semakin kompleks karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki
kemampuan literasi digital yang memadai, memiliki kemampuan verifikasi sumber, dan validasi isi serta
penelusuran konteks. Dalam konteks tertentu, disinformasi bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial
dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Umumnya bagi kaum mudah remaja, tokoh
masyarakat, peserta didik, khususnya di SMK PGRI Larangan tidak mengetahui terutama mengenai
bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana
menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Oleh karena itu, Tim
Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, melakukan kegiatan
penyuluhan hukum ini. yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah
disinformasi di era media sosial, terutama mengenai membangun budaya etika bermedia sosial yang
bertanggung jawab dan menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Literasi Digital, Disinformasi, Media Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah mentransformasi pola
interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Media sosial menjadi ruang publik yang baru yang
memungkinkan secara individu memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi informasi secara
cepat dan massif. Platform digital seperti, Face book, Instagram, TikTok, dan WhatsApp tidak lagi
sekedar sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang medium utama pembentukan opini publik,
interaksi sosial, bahkan dapat menjadi alat memobilisasi masyarakat secara politik dan ekonomi. Di satu
sisi kemajuan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, percepatan

komunikasi, serta terbentuknya peluang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
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Namun dilain sisi, keterbukaan ruang digital, juga memicu berbagai tantangan serius berupa
peningkatan penyebaran informasi, miskomunikasi dan hoaks, bahkan informasi yang tidak terferifikasi
dapat tersebar secara viral dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi persepsi publik serta berpotensi
menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, hingga kerugian ekonomi dan hukum.

Pengaruh budaya global melalui media digital menggerus nilai-nilai lokal dan tradisional,
di lain sisi membuka peluang untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman budaya.
(Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024a). Saat ini banyak situs-situs yang bermunculan baik yang
bersifat positif maupun negatif yang dapat diakses oleh publik. Fenomena disinformasi menjadi
semakin kompleks, karena tidak seluruh pengguna media sosial memiliki kemampuan literasi
digital yang memadai. Banyak pengguna cenderung menerima dan membagikan informasi
tanpa melakukan ferifikasi sumber, validasi isi, maupun penelurusan konteks. Rendahnya
kemampuan berpikir kritis dalam ruang digital mengakibatkan masyarakat rentan terhadap
manipulasi informasi, provokasi, dan polarisasi sosial. Dalam konteks tertentu, disinformasi
bahkan dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun
nasional.

Secara normatif, negara telah mengatur konsekwensi hukum terhadap penyebaran
informasi hoaks melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi
tersebut memberikan dasar hukum bagi penindak terhadap setiap oknum yang melakukan
pelanggaran di ruang siber. Namun demikian, pendekatan hukum yang bersifat represif tidaklah
cukup untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Adanya upaya preventif melalui
forum pendidikan dan pembedayaan masyarakat menjadi strategi yang lebih berkelanjutan
dalam membangun ketahanan sosial digital. Literasi digital menjadi suatu hal yang sangat
penting dan relevan untuk membekali generasi penerus bangsa dengan ketrampilan yang
mumpuni, mengingat betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang telah
terintegrasi secara baik dalam kurikulum sekolah. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang,
2003a).

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam upaya memahami
suatu konteks digital. Hal ini merupakan salah satu kemajuan dibidang literasi yang
disebabkan oleh kamajuan teknologi. Literasi digital dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai

sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat atau aplikasi, melainkan mencakup
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kompetensi kognitif, etis, dan sosial dalam memahami, menganalisis, serta mengevaluasi
secara Kritis literasi digital menurut kemampuan mengenali karakteristik berita palsu,
memahami pentingnya verifikasi sumber, menggunakan perangkat cek fakta sederhana, serta
menyadari jejak digital dan implikasi hukum dari setiap aktivitas daring.

Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi
yang cerdas tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Literasi digital membantu
masyarakat dalam memanfaatkan potensi mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks
dimasa yang akan datang. (Riries Ernie Cynthia, Hotmaulina Sihotang, 2003b) Dalam era
revolusi Industri 4.0, yang dicirikan oleh transformasi dalam semua bidang ilmiah,
pembelajaran abad ke 21 dijiwai beberapa ketrampilan seperti kemampuan berkomunikasi,
kolaborasi, pemikiran kritis, serta ketrampilan dalam menyelesaikan masalah, dan ketrampilan
kreatif inovatif. Hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam
revolusi Industri 4.0. (Wardhani, D., Irawan, E., Sa’dijah, C.,2016) Pendidikan yang
mengembangkan ketrampilan berpikir kritis pada peserta didik menghasilkan individu yang
trampil dalam mempertimbangkan dengan cermat, yang pada gilirannya berdampak positif
pada budaya literasi yang lebih mendalam. (Alfiani, Ariba Azraf, et all, 2024b) Menurut
UNESCO, literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan,
menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam
kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta
potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta
masyarakat.

Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk belajar dengan menggunakan
prinsip dan konsep dengan berfokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara dan
alasan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan konsep tertentu. Kemahiran berpikir kritis
merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan argumen yang
membantu mereka menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang keyakinan
atau tindakan yang diambil. Literasi digital mencakup literasi dalam berbagai bentuk, seperti
computer, informasi, teknologi, visual, dan media komunikasi. (Ana Arei Wahyu Suci, Abdul
Haris Rosyidi, 2012) Menurut Siswono, pemecahan masalah adalah proses atau upaya
seseorang dalam mengatasi hambatan atau kesulitan ketika jawaban atau metode penyelesaian

belum jelas.
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Dalam pemecahan masalah seseorang tidak hanya belajar bagaimana menerapkan
pengetahuan dan prinsip yang dimiliki, tetapi juga menemukan cara terbaik untuk
menggabungkan berbagai ide dan prinsip serta mengontrol cara berpikir. Dalam hal ini motivasi
utama untuk belajar literasi digital adalah menyelesaikan masalah. Apabila pemecahan masalah
dilihat sebagai suatu proses, fokusnya tidak hanya pada hasil, tetapi juga bagaimana metode,
prosedur, strategi, dan langkah- langkah tersebut dikembangkan melalui komunikasi dan
penalaran, dengan demikian pemecahan masalah adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki
seseorang, karena setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya
sendiri., sehingga berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam
berbagai cara yang dapat dilakukan. Perguruan Tinggi sebagai institusi akademik, memiliki
tanggung jawab moral dan sosial dalam menjawab tantangan tersebut melalui implementasi tri
dharma, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

Berdasarkan urgensi permasalahan hukum dalam uraian latar belakang di atas, maka kami
Tim Pengabian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang melakukan
kegiatan penyuluhan hukum yang terangkum dalam thema, “Pemberdayaan Literasi Digital
Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di Lingkungan Sekolah ” terutama mengenai
bagaimana membangun budaya etika bermedia sosial yang bertanggung jawab dan bagaimana
menciptakan komunitas yang tangguh terhadap hoaks dan provokasi digital. Disamping itu,
kegiatan ini juga dijadikan sebagai kesempatan silahturahmi bagi kalangan Civitas Akademika
Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Il Viktor untuk mensosialisasikan UNPAM yang
berbagi untuk negeri tentang nilai-nilai positif kepada warga sekolah terutama peserta. didik
bahwa UNPAM adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang terletak di Kota Tangetang
Selatan Provinsi Banten dalam mewujudkan suatu sarana pendidikan yang terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

METODE

Kegiatan Pkm ini, dilakukan melalui metode partisipatif. Metode partisipatif tersebut,
peserta diajak untuk secara aktif mengidentifikasi ciri-ciri informasi yang menyesatkan, seperti
judul provokatif, sumber yang tidak jelas, manipulasi gambar, serta penyebaran informasi tanpa
verifikasi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika digital dan tanggung

jawab moral dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran
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informasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Ceramah interaktif; 2) Diskusi
kelompok; 3) Studi kasus hoaks; 4) Simulasi Cek Fakta; 5) Pendampingan komunitas digital.
Pada tahap evaluasi, Tim pengabdian melakukan refleksi bersama peserta untuk
mengetahui tingkat pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai pentingnya literasi
digital dan menjadi lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media
sosial, dengan rincian kegiatan sebagai berikut; 1) Pertanyaan awal (Pretest) dan Pertanyaan
akhir (Posttest); 2) Evaluasi partisipatif untuk mengetahui daya serap; 3) Jika dimungkinkan

dapat dilakukan monitoring pasca kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan di SMK PGRI
Larangan pada hari Jumad s.d. Minggu, Tanggal 8 - 10 Bulan Mei Tahun 2026, Pukul; 09.00
s/d selesai, dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademis dalam peningkatan kesadaran dan
kemampuan literasi bagi warga belajar di Sekolah khususnya para siswa dan guru. Kegiatan ini
dilatarbelakangi olen semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak benar
(disinformasi/hoaks) dalam berbagai platform media sosial yang berpotensi mempengaruhi
pola pikir, perilaku, serta kualitas proses pembelajaran di lingkungan Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan ini, diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak
sekolah, penyusunan materi sosialisasi, serta penentuan metode pelatihan yang sesuai dengan
karakteristik peserta. Tim pengabdian juga melakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman
siswa dan guru terkait penggunaan media sosial secara bijak serta kemampuan mereka dalam
membedakan informasi yang valid dan tidak valid, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1)
Koordinasi dengan pihak mitra masyarakat warga belajar di Sekolah; 2) Identifikasi peserta (pemuda,
remaja sekolah, tokoh masyarakat, guru dan tendik); 3) Penyusunan materi kegiatan dan atau pelatihan.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, Tim pengabdian menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi digital yang diikuti para siswa dan tenaga pendidik.
Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang literasi digital, karakteristik
disinformasi di media sosial, cara mengenali berita palsu (hoaks), serta teknik sederhana
melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain penyampaian materi secara

ceramah interaktif, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi, studi kasus, serta simulasi
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analisis berita yang sering beredar di media sosial. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini
memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi digital di
lingkungan Sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dan guru dapat menjadi agen
literasi digital yang mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi serta

menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

1.  Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, antara lain:

a.  Meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai pentingnya literasi digital dalam
menghadapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

b.  Terbentuknya sikap kritis peserta dalam menerima dan menyebarkan informasi di media
sosial.

c.  Tersusunnya bahan atau modul edukasi literasi digital yang dapat digunakan oleh pihak
sekolah sebagai media pembelajaran tambahan.

d.  Terpublikasinya hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk laporan kegiatan,
dokumentasi, serta publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat atau media
ilmiah lainnya.

e.  Terjalinnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak sekolah dalam upaya

peningkatan literasi digital di lingkungan pendidikan.

2. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa

indikator sebagai berikut;

a.  Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi
digital.

b.  Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita
hoaks di media sosial.

c.  Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima
serta menyebarkan informasi.

d.  Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan
tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

e.  Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan
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pengabdian kepada masyarakat.

3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan

Gambar 1. Perwakilan UNPAM Memberikan Sambutan pada Pembukaan PKM di SMK
PGRI Larangan Kota Tangerang Banten

4.  Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK PGRI Larangan
Keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa

indikator sebagai berikut:
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a. Tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan literasi
digital.

b. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai cara mengenali disinformasi atau berita
hoaks di media sosial.

c. Adanya perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima
serta menyebarkan informasi.

d. Terciptanya kesadaran di kalangan siswa dan guru mengenai pentingnya etika dan tanggung

jawab dalam penggunaan media sosial.

Tersusunnya laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat. Respon positif atas kegiatan PkM ini, bisa dilihat dari hasil pengisian

kuesioner yang sudah diolah pada Gambar.

Gambar 3: Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

Hasil Tingkat Kepuasan Kegiatan

* Sangat Puas * Tidak Puas * Sangat Tidak Puas

Hasil menunjukan keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat warga belajar pada SMK PGRI
Larangan Kota Tangerang dari serangkaian kegiatan penyuluhan Hukum Tentang
“Pemberdayaan Literasi Digital Untuk Mencegah Disinformasi di Era Media Sosial di
Lingkungan Sekolah”. Nilai kepuasan diukur dengan angket yang memperoleh hasil bahwa
65% peserta dari jumlah peserta menyatakan sangat puas sedangkan 35 % menyatakan puas.

KESIMPULAN

Etika Bermedia Sosial yg Bertanggung Jawab Berasal dari Kesadaran Individual untuk
Bijak dIm Berinteraksi & menyebarkan Informasi serta Ketangguhan Komunitas terhadap
hoaks & provokasi digital dapat dibangun melalui Kebiasaan Berpikir Kritis, ferivikasi

informasi serta saling mengedukasi agar tercipta lingkungan digital yang aman, sehat &
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terpercaya. Diharapkan setelah adanya sosialisai pada kegiatan PKM ini, masyarakat warga
belajar dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat ini, perlu dibekali tidak hanya
sekedar pengetahuan, tetapi juga ketrampilan berpikir kritis dan bersikap bijak dalam
bermedia sosial. Dan para pendidik/guru dapat memulai dengan menggambarkan realitas yang
akrab bagi Siswa/Siswi, Seperti Bagaimana informasi yang viral di Platform TikTok,
Instragram atau WhatsApp seringkali belum tentu benar. Dari sini, para siswa diajak untuk
memahami ap aitu disinformasi, bagaimana ciri-cirinya dan dampaknya dalam kehidupan nyata
sehari-hari seperti konflik sosial dan kesalahpahaman publik. Serta selanjutnya manyampaikan
materi yang mengedepankan metoder partisipatif, melalui diskusi kelompok, studi kasus atau
simulasi analisa berita. Siswa diajak untuk memberdakan sebuah konten. viral, siapa
sumbernya, apakah informasi valid dan bagaimana cara memverifikasi informasi, dengan

pendekatan ini siswa tidak hanya mengetahui tetapi juga trampil dalam menyaring informasi.
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ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan sosial dan hukum yang memerlukan
perhatian serius dari berbagai pihak. Saat ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar
kelompok dewasa, tetapi juga telah merambah lingkungan pendidikan/sekolah. Kondisi tersebut sangat
memprihatinkan karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan menjadi
sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berkarakter. Berdasarkan hasil observasi awal dan
komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya | Tangerang Selatan, ditemukan bahwa masih rendahnya
pemahaman hukum mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa.
Selain itu, tingginya rasa penasaran remaja, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya
pengawasan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam
bentuk edukasi hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi pelajar di SMK Sasmita
Jaya I|. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa
mengenai bahaya narkotika serta membangun sikap preventif terhadap penyalahgunaan narkotika di
lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi
penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta didik. Materi
yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, bentuk-
bentuk tindak pidana narkotika, serta dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kesehatan fisik,
kesehatan mental dan psikis, pendidikan dan masa depan pelajar, kehidupan sosial, ekonomi, hukum,
maupun terhadap bangsa dan negara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu
meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya. Siswa
menjadi lebih memahami pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan serta memiliki
kesadaran untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkotika.
Kegiatan edukasi hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar saat ini merupakan persoalan sosial dan
hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penyalahgunaan narkotika tidak
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lagi hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi telah merambah ke lingkungan Pendidikan
sekolah, termasuk sekolah menengah kejuruan. KOndisi ini sanngat mempeirhatikankan karea
pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dipersiapkan menjadi sumber
daya manusia yang berkualitas, sehat dan berkarakter. Berdasarkan hasil observasi awal dan
komunikasi dengan pihak SMK Sasmita Jaya Tangerang Selatan, ditemukan bawa masih
terdapat keterbataaan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika baik dari aspek hukum,
kesehatan maupun sosial.

Remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis yang
cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Menurut teori perkembangan remaja
dari Erik Erikson, masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri (identify versus role
confusion), sehingga individu cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan
kelompok pergaulan. Dalam kondisi tersebut, pelajar memiliki Risiko lebih besar untuk
mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan narkotika
apabila tidak dibekali dengan pengetahuan dan pegawasan yang memadai.

Selain itu, teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland
menjelaskan bahwa perilaku meyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika meupakan
Tindakan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotrika,
Kurangya pemahaman terhadap sanksi hukum menyebabkan pelajar kurang memiliki
kesadaran hukum dalam menjaga perilaku dan pergaulan sehari-hari. Di sisi lain, kegiatan
edukasi hukum mengenai bahaya narkotika dilingkungan sejolah masih terbatas. Padahal
sekoah merupakan institusi strategis dalam membentuk karakyet, kedispilinan, dan kesadaran
bagi peserta didik. Keterbatasan program penyuluhan hukum menyebabkan pelajar belum
mempeorleh infoirmasi yanng komprehensi mengenai dampak narkotika dan upaya
pencegahannya.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum
masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku
hukum hukum. Oleh sebab itu, edukasi hukum menjadi langkah penting dalam membangun
kesadaran hukum agar pelajar mampu memahami aturan hukum serta menerapkannya dalam
kehoudpan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan tinggi memliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontrobusi
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan Pengabdian Kepada
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Masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum
kepada pelajar SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan, diharapkan dapat tercipta peningkatan
pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika.

PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENEITIAN
1.  Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya penting yang perlu
dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari
bahaya penyalahgunaan narkotika. Upaya ini menjadi sangat penting terutama bagi kalangan
remaja dan pelajar yang termasuk kelompok rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan
bebas, serta tekanan sosial. Remaja saat ini berada pada fase perkembangan psikologis yang
masih labil sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu,
pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pendekatan edukatif, sosial, dan hukum mutlak
perlu dilakukan, yang akan berfungsi sebagai benteng yang bisa dipeorleh baik dilingkungan
keluarga maupun lingkungan sekolahnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
(2010, him. 77-81), penanggulangan kejahatan termasuk penyalahgunaan narkotika dapat
dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal
dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana narkotika. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui pendidikan,
penyuluhan, pembinaan moral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
narkotika.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, pendekatan non-penal menjadi sangat penting
karena bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman pelajar sejak dini mengenai bahaya
narkotika. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui ancaman hukuman, tetapi juga melalui
pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral agar pelajar mampu menolak pengaruh
negatif dari lingkungan sekitar. Pendapat tersebut sejalan dengan teori social prevention yang
menekankan bahwa pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan dengan memperbaiki
lingkungan sosial dan membangun ketahanan individu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum (2014), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:
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Faktor hukum,
Faktor penegak hukum,
Faktor sarana dan fasilitas,

2 o T o

Faktor masyarakat,

e. Faktor budaya hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, masyarakat dan budaya hukum memiliki peran penting
dalam upaya pencegahan narkotika. Artinya, pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada
aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan
pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam

penytelahgunaan narkotika melalui beberapa langkah, antara lain:

a. Menghindari lingkungan yang berisiko,

b. Membangun lingkungan pergaulan yang positif,
c. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,

d. Penguatan karakter,

e. Kemampuan menolak ajakan negatif (refusal skills).

Dengan tagar strategi “Say No to Drugs” yang disampaikan kepada para pelajar dalam
berbagai penyuluhan tersebut, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, terbuka kepada
guru Bimbingan dan Konsleing (BK) dan orang tua ketika menghadapi tekanan sosial, serta
menyalurkan energi remaja pada kegiatan yang produktif dipandang efektif dalam upaya
pencegahan. Sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara
komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, dan
pemerintah agar tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkotika diharapkan

efektif dslam mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2. Narkotika dan Jenis-Jenisnya

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat
menimbulkan ketergantungan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, narkotika
dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:
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a. Narkotika Golongan | : Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya antara lain:
Heroin, Kokain, Ganja, Opium.

b. Narkotika Golongan Il: Narkotika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan dengan
pengawasan yang ketat. Contohnya: Morfin, Petidin.

c. Narkotika Golongan Il : Narkotika golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang

lebih ringan dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya Kodeina.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat serius,
baik terhadap individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga
menyentuh aspek psikologis, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga hukum. Semakin lama
seseorang menggunakan narkotika, maka semakin besar pula risiko kerusakan yang
ditimbulkan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai persoalan

multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

3. Pelajar sebagai Objek atau Sasaran Penyalahgunaan Narkotika

Pelajar merupakan kelompok usia yang berada dalam fase perkembangan psikologis dan
sosial yang sangat dinamis. Pada masa remaja, individu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi
serta kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Kondisi ini menjadikan pelajar sebagai
kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Menurut Erik Erikson dalam
buku Identity: Youth and Crisis (1968), remaja berada pada tahap identity versus role
confusion, yaitu fase pencarian identitas diri yang ditandai dengan keinginan untuk menemukan
jati diri dan memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam proses pencarian
identitas tersebut, remaja cenderung mudah dipengaruhi oleh kelompok sosial yang dianggap
mampu memberikan rasa diterima dan dihargai. Apabila lingkungan sosial yang mempengaruhi
bersifat negatif, maka remaja memiliki potensi besar untuk terlibat dalam perilaku
menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Jean Piaget dalam buku The Psychology of
Intelligence (1950), yang menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap formal operational,
yaitu fase ketika individu mulai mampu berpikir abstrak dan kritis, tetapi belum sepenuhnya
memiliki kematangan emosional dalam mengambil keputusan. Akibatnya, remaja sering kali
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bertindak impulsif, mudah terpengaruh, dan cenderung mengambil risiko tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya.

Dalam perspektif sosiologi dan kriminologi, kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan
narkotika juga dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Travis Hirschi melalui Social Control Theory dalam buku Causes of Delinquency
(1969), menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial seseorang
terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat melemah. Hirschi menekankan bahwa
hubungan emosional yang kuat dengan orang tua, guru, dan lingkungan sosial merupakan faktor
penting dalam mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Sebaliknya, lemahnya
pengawasan dan perhatian dari lingkungan sekitar menyebabkan remaja lebih mudah
terjerumus dalam tindakan yang melanggar norma sosial maupun hukum.

Pendapat tersebut relevan dengan kondisi pelajar yang kurang mendapatkan pembinaan
dan pengawasan yang memadai, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ketika pelajar
tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua dan guru, serta tidak memperoleh
lingkungan sosial yang positif, maka risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika
menjadi semakin besar. Dalam kondisi demikian, remaja cenderung mencari pelarian atau
pengakuan dari kelompok pertemanan yang belum tentu memberikan pengaruh positif.

Selain itu, Edwin H. Sutherland melalui teori Differential Association dalam buku
Principles of Criminology (1947) menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui
proses interaksi sosial dengan kelompok pergaulan. Menurut Sutherland, seseorang dapat
mempelajari teknik, motivasi, dan pola perilaku menyimpang dari lingkungan sosial yang
intens berinteraksi dengannya. Dalam konteks pelajar, lingkungan teman sebaya memiliki
pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku remaja, termasuk memperkenalkan dan
mendorong penggunaan narkotika.

Teori tersebut diperkuat oleh Albert Bandura melalui Social Learning Theory dalam buku
Social Learning Theory (1977), yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui
proses observasi, imitasi, dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Remaja cenderung meniru
perilaku yang dianggap menarik atau diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu,
apabila pelajar berada dalam lingkungan pergaulan yang akrab dengan narkotika, maka
kemungkinan untuk meniru perilaku tersebut menjadi lebih tinggi.

Faktor rasa penasaran dan keinginan mencoba hal baru pada remaja juga dapat dijelaskan
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melalui teori perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa remaja memiliki dorongan
eksplorasi yang tinggi terhadap pengalaman baru. Ketika dorongan tersebut tidak diarahkan
secara positif, maka remaja dapat mencoba perilaku yang berisiko, termasuk menggunakan
narkotika.

Selain faktor psikologis dan lingkungan sosial, tekanan hidup dan masalah pribadi juga
menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkotika pada pelajar. Robert K. Merton melalui
teori Anomie dalam buku Social Theory and Social Structure (1968) menjelaskan bahwa
perilaku menyimpang dapat muncul akibat tekanan sosial dan ketidakmampuan individu
menghadapi tuntutan hidup secara normal. Dalam kehidupan remaja, tekanan akademik,
konflik keluarga, masalah ekonomi, maupun tekanan sosial dapat memicu stres yang
mendorong pelajar mencari pelarian melalui penggunaan narkotika.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Maidin Gultom dalam buku Perlindungan
Hukum terhadap Anak (2018) menyatakan bahwa anak dan pelajar merupakan kelompok yang
harus memperoleh perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat merusak
perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, termasuk bahaya narkotika. Perlindungan
tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, sekolah, dan
masyarakat sebagai lingkungan utama pembentukan karakter anak.

Pendapat tersebut diperkuat olehn Romli Atmasasmita dalam buku Teori dan Kapita
Selekta Kriminologi (2013) yang menyatakan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang
paling rentan dipengaruhi oleh tekanan kelompok (peer pressure), budaya populer, perubahan
sosial, serta krisis identitas. Oleh karena itu, remaja memerlukan penguatan karakter,
pembinaan moral, dan kontrol sosial yang kuat agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku
menyimpang.

Berdasarkan berbagai teori dan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa
kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor psikologis,
lemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, serta krisis identitas
pada masa remaja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pembinaan karakter,
pengawasan keluarga, penguatan pendidikan moral dan agama, serta edukasi hukum yang
berkelanjutan agar pelajar memiliki ketahanan diri dan kesadaran untuk menjauhi
penyalahgunaan narkotika.
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4.  Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Edukasi hukum merupakan proses pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai
hukum yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan
terhadap hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap
terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang baik mengenai hukum, maka mereka cenderung akan mematuhi hukum
tersebut. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkotika, edukasi hukum sangat penting

diberikan kepada pelajar agar mereka memahami:

a. Bahaya narkotika bagi kesehatan.
b. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika.

c. Konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Melalui edukasi hukum, diharapkan pelajar memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga

mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum dan merugikan masa depan mereka.

5.  Dampak dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika
Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika
5.1. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh dan sistem
saraf manusia. Narkotika bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat
mempengaruhi kesadaran, fungsi otak, dan daya tahan tubuh. Penggunaan dalam jangka
panjang dapat mengakibatkan kerusakan otak, gangguan jantung, kerusakan hati dan ginjal,
gangguan sistem pernapasan, hingga kematian akibat overdosis. Dalam bahan paparan PKM
dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan otak permanen,
gangguan fungsi organ tubuh, dan kematian akibat overdosis.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dadang Hawari dalam buku Penyalahgunaan dan
Ketergantungan Narkotika (2006) yang menjelaskan bahwa narkotika menyebabkan gangguan
pada sistem neurotransmitter otak sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh secara
menyeluruh dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.

Selain itu, World Health Organization (WHO) dalam laporan Neuroscience of
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Psychoactive Substance Use and Dependence yang dipublikasikan tahun 2004 menjelaskan
bahwa penggunaan zat adiktif secara terus-menerus dapat mengubah struktur dan fungsi otak
sehingga pengguna kehilangan kemampuan mengontrol perilaku dan dorongan untuk
menggunakan narkotika.

5.2. Dampak terhadap Kesehatan Psikis dan Mental

Selain berdampak pada fisik, narkotika juga menimbulkan gangguan psikologis dan
mental yang serius. Pengguna narkotika sering mengalami: Depresi, Halusinasi, Gangguan
kecemasan, Emosi yang tidak stabil, Gangguan konsentrasi, Kehilangan motivasi hidup.
Menurut Dadang Hawari dalam buku Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika (2006),
ketergantungan narkotika dapat mengganggu kestabilan emosi dan kemampuan berpikir
seseorang sehingga pengguna menjadi mudah marah, agresif, serta mengalami gangguan
kejiwaan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh teori Behavioral Dependence yang dikemukakan oleh
B.F. Skinner dalam Science and Human Behavior (1953) yang menjelaskan bahwa penggunaan
zat adiktif secara berulang dapat membentuk perilaku ketergantungan karena adanya dorongan
psikologis untuk terus mengonsumsi zat tersebut demi memperoleh rasa nyaman atau

kesenangan sesaat.

6. Dampak terhadap Pendidikan dan Masa Depan Pelajar

Bagi pelajar, penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan pendidikan
dan perkembangan karakter. Pengguna narkotika cenderung mengalami: Penurunan prestasi
akademik, Kehilangan konsentrasi belajar, Menurunnya disiplin, Risiko putus sekolah,
Hilangnya motivasi untuk berkembang. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika
dapat menghambat pelajar memperoleh pendidikan yang layak dan merusak masa depan
mereka.

Menurut Maidin Gultom dalam buku Perlindungan Hukum terhadap Anak (2018),
penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja dapat mengganggu perkembangan mental,
emosional, sosial, dan pendidikan sehingga mengancam kualitas generasi muda bangsa. Selain
itu, Erik Erikson dalam buku ldentity: Youth and Crisis (1968) menjelaskan bahwa remaja
berada pada fase pencarian identitas diri (identity versus role confusion). Pada fase tersebut,
remaja sangat membutuhkan lingkungan positif dan pembinaan yang baik. Ketika remaja
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terjerumus pada narkotika, maka proses pembentukan identitas dan masa depannya dapat

mengalami kegagalan.

7.  Dampak Sosial

Penyalahgunaan narkotika juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial
seseorang. Pengguna narkotika sering mengalami: Konflik dengan keluarga, Dijauhi
lingkungan sosial, Kehilangan kepercayaan masyarakat, Perilaku agresif, Kecenderungan
melakukan tindak kriminal. Menurut Edwin H. Sutherland melalui teori Differential
Association dalam buku Principles of Criminology (1947), perilaku menyimpang dipelajari
melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sosial yang buruk dapat
mendorong seseorang untuk mengenal dan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Travis Hirschi melalui Social Control Theory dalam
Causes of Delinquency (1969), yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan
keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan

perilaku menyimpang.

8. Dampak Ekonomi

Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi
pengguna maupun keluarga. Ketergantungan narkotika menyebabkan seseorang menghabiskan
banyak biaya untuk membeli narkotika dan menjalani rehabilitasi. Dalam banyak kasus,
pengguna kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat kondisi kesehatan dan
perilakunya. Menurut Siswanto Sunarso dalam buku Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum
Pidana (2004) ketergantungan narkotika dapat mendorong seseorang melakukan tindak
kriminal demi memperoleh uang untuk membeli narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan
kerugian ekonomi dan keresahan sosial di masyarakat.

9. Dampak Hukum

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum
serius. Pengguna, pemilik, maupun pengedar narkotika dapat dikenakan sanksi pidana
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berrdasar undang-
undang tersebut beberapa Pasal mengatur : Kepemilikan narkotika diatur dalam Pasal 112,
Peredaran narkotika diatur dalam Pasal 114, Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127.
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Sanksi yang dapat dikenakan dari kepemilikan narakotika berdasar undang-undang gtersebut
berupa: Pidana penjara, Denda miliaran rupiah, Hukuman seumur hidup, Bahkan hukuman mati
bagi pengedar tertentu. Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam buku Kriminologi
(2013), ancaman pidana dalam tindak pidana narkotika bertujuan memberikan efek jera
(deterrent effect) agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain
hukuman pidana, pengguna narkotika juga mengalami dampak sosial jangka panjang seperti

rusaknya reputasi, sulit memperoleh pekerjaan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

10. Dampak terhadap Bangsa dan Negara

Penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional karena
dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka kriminalitas. Generasi
muda yang seharusnya menjadi aset pembangunan bangsa justru kehilangan produktivitas
akibat penyalahgunaan narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional dalam Survei Nasional
Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022, penyalahgunaan narkotika di kalangan usia produktif
menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional karena berdampak pada menurunnya
kualitas generasi muda dan meningkatnya beban sosial-ekonomi negara.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Romli Atmasasmita dalam buku Teori dan Kapita
Selekta Kriminologi (2013), yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan
bentuk kejahatan modern yang dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan
negara apabila tidak ditangani secara serius. Dengan demikian, penggunaan dan
penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, baik terhadap
individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan
melalui edukasi hukum, penguatan karakter, pengawasan keluarga, serta pembentukan
lingkungan sosial yang sehat agar generasi muda, khususnya pelajar, terhindar dari bahaya
narkotika. Selain itu diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan
pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui berbagai
upaya edukasi dan penyuluhan hukum.
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METODE KEGIATAN

1.  Kerangka Pemecahan Masalah

Pengabdian Kepada Masyarakat SMK Sasmita Jaya |
Fakultas Hukum
Universitas Pamulang

I

il

Meningkatkan pengetahuan & pemahaman pelajar mengenai bahaya
penyalahgunaan narkotika

Meningkatkan pengetahuan & kesadaran hukum pelajar mengenai sanski
pidana, penyalahgunaan naskotika

Membangun sinergi perguruan tinggi dan sekolah dalam menciptakan
lingkungan pendidikan yang sehat, aman, sadar hukum, dan bebas

embentuk karakter pelajar berkesadaran hukum, mampu menolak pengaruh
negatif lingkungan, & berperilaku hidup sehat dan positif.

1yt

Dukungan sekolah, keluarga & semua pihak

s

Tercipta lingkungan sekolah aman, sehat, bebas dari

penyalahgunaan narkotika

2.  Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Sasmita Jaya 1
dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di
kalangan pelajar melalui pendekatan edukasi dan pendampingan hukum. Kegiatan ini dilatar
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belakangi oleh meningkatnya kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial,
khususnya penyalahgunaan narkotika yang semakin menyasar anak usia sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan materi paparan yang disampaikan dalam kegiatan PKM,
ditemukan bahwa rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran remaja, serta
pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan pelajar rentan

terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Solusi yang dapat dilakukan

2.1 Edukasi Hukum tentang Bahaya Narkotika Realisasi pemecahan masalah dilakukan
melalui pemberian edukasi hukum kepada pelajar mengenai pengertian narkotika, jenis-
jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi hukum yang
ditimbulkan. Dalam materi dijelaskan bahwa narkotika dapat menyebabkan kerusakan
fisik, gangguan psikis, hingga rusaknya hubungan sosial dan masa depan pelajar.
Kegiatan edukasi hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelajar agar
memahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan kesehatan, tetapi
juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam
buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (1982) pengetahuan dan pemahaman
hukum menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Semakin
baik pemahaman seseorang terhadap hukum, maka semakin tinggi pula
kecenderungannya untuk mematuhi hukum tersebut.

2.2 Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika, tim PKM juga memberikan
edukasi terkait ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, khususnya mengenai ketentuan Pasal 112 tentang kepemilikan
narkotika, Pasal 114 tentang pengedar narkotika, dan Pasal 127 tentang penyalahguna
narkotika. Dalam paparan dijelaskan bahwa status sebagai pelajar tidak menjadikan
seseorang kebal terhadap hukum, meskipun terdapat mekanisme perlindungan melalui
sistem peradilan anak. Pemahaman tersebut diberikan agar pelajar memiliki kesadaran
hukum sejak dini dan memahami bahwa penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi
hukum yang serius.

2.3 Penguatan Karakter dan Lingkungan Positif; Sebagai bentuk pencegahan, kegiatan PKM
juga menekankan pentingnya penguatan karakter dan pembentukan lingkungan sosial
yang sehat. Dalam paparan dijelaskan bahwa pelajar perlu diarahkan pada kegiatan positif
seperti: Ekstrakurikuler, Olahraga, Kegiatan seni dan aktivitas produktif lainnya.
Penguatan karakter dilakukan untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan
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mengambil keputusan, dan kemampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan
pergaulan.Pendekatan ini sejalan dengan teori Social Control Theory dari Travis Hirschi
dalam buku Causes of Delinquency (1969) yang menjelaskan bahwa keterikatan sosial
yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan positif dapat mencegah seseorang
melakukan perilaku menyimpang.

2.4 Pendampingan Strategi Menolak Narkotika (Refusal Skills) Dalam kegiatan PKM, pelajar
juga diberikan pendampingan mengenai strategi praktis untuk menolak ajakan
menggunakan narkotika melalui konsep “Say No to Drugs”. Strategi yang diberikan
meliputi: Berani menolak ajakan secara tegas, Memilih lingkungan pertemanan yang
positif, Menghindari tempat berisiko, Terbuka kepada guru BK dan orang tua apabila
mengalami tekanan sosial. Pendampingan ini bertujuan membangun kemampuan refusal
skills atau kemampuan pelajar dalam menghadapi tekanan dari teman sebaya. Menurut
Albert Bandura melalui Social Learning Theory dalam buku Social Learning Theory
(1977) perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan proses peniruan
terhadap perilaku orang lain. Oleh karena itu, kemampuan memilih lingkungan sosial
yang baik menjadi faktor penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2.5 Pendekatan Rehabilitatif dan Pendampingan Sosial; Kegiatan PKM juga memberikan
pemahaman bahwa pelajar yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan
narkotika tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi dan pemulihan.
Dalam materi dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani
rehabilitasi. Selain itu, melalui mekanisme IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor),
pecandu yang melapor secara sukarela akan diposisikan sebagai pasien yang perlu
dibantu untuk sembuh, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Pendekatan ini
bertujuan menumbuhkan empati, mengurangi stigma sosial, serta mendorong pelajar
untuk tidak takut mencari bantuan ketika menghadapi masalah penyalahgunaan
narkotika. Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana (2010) penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan
non-penal secara seimbang. Pendekatan non-penal seperti rehabilitasi, edukasi, dan
pembinaan sosial memiliki peran penting dalam memulihkan korban dan mencegah
lahirnya pelaku baru.
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3. Membangun Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

Realisasi pemecahan masalah juga dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara
sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pengawasan serta pembinaan pelajar. Sekolah
didorong untuk: Meningkatkan pengawasan lingkungan sekolah, Mengoptimalkan peran guru
BK, Menyediakan kegiatan positif bagi pelajar, Membangun komunikasi aktif dengan orang
tua. Sementara itu, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pengawasan,
dan pembinaan moral kepada anak. Menurut Maidin Gultom dalam buku Perlindungan Hukum
terhadap Anak (2018, hlm. 87-95), perlindungan terhadap anak dari bahaya narkotika
merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Melalui
langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas
dari penyalahgunaan narkotika sehingga pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas,

berintegritas, dan sadar hukum

Khalayak Sasaran
Peserta kegiatan pengabdian pada acara ini adalah para siswa kelas VII SMk Sasmita Jaya 1
Tangerang Selatan, sebanyak 60 orang siswa termasuk Ibu Ibu Kepala Sekolah SMK Sasmita

Jaya 1 dan Wakil Ketua Sekolah Bidang Kesiswaan SMk Sasmita Jaya 1.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan hasil diskusi dan pelaksanaan edukasi kepada para siswa maka pokok utama
permasalahan mereka adalah masih rendahnya pemahaman hukum, tingginya rasa penasaran
remaja, serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan
pelajar rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
1. Survey kelompok sasaran
Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pendahuluan melalui koordinasi, lokasi

pengabdian dan aspek-aspek lain di wilayah sasaran yang perlu untuk dipersiapkan.

2. Persiapan dan pembekalan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan fasilitas, sarana dan prasarana yang akan
mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian, Adapun persiapan yang dilakukan adalah
mempersiapkan lokasi serta fasilitas yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian,
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dipersiapkan secara bertahap dengan menginventarisasi kebutuhan yang diperlukan oleh Siswa
SMK Sasmita Jaya 1 dilokasi penelitian. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar siswa di
SMK Sasmita Jaya adalah masih ditemukan bahwa masih terdapat keterbataaan pemahaman
pelajar mengenai bahaya narkotika baik dari aspek hukum, aspek kesehatan maupun sosial.
Selain itu remaja sebagai kelompok usia pelajar berada pada fase perkembangan psikologis
yang cenderung labil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pelajar memiliki Risiko lebih
besar untuk mengenal dan mencoba lebih jauh tentang hal-hal baru, termasuk penyalahgunaan
narkotika apabila tidak dibekali dengan pengetahuan, edukasi dan pegawasan yang memadai.
Berdasar pada kondisi tersebut maka Tim Pengabdian Dosen Universitas Pamulang
melakukan edukasi dan sosialisai hukum bagi siswa kelas 2 di SMK Sasmita Jaya 1.
Harapannya dengan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada siswa siswa SMk Sasmita jaya 1
dapat tercipta peningkatan pemahaman, kesadaran hukum dan sikap preventif pelajar terhadap

penyalahgunaan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pencegahan penyalahgunaan

narkotika melalui edukasi hukum di SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan dilaksanakan pada
siswa Kelas VII dengan jumlah peserta 60 orang. Kegitan ini dilakukan melalui metode
penyuluhan hukum, diskuis interkatif, pemaparan materi serta pendampingan terkait strategis
pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki
keterbatasan pemahaman mengenai bahaya narkotika, baik dari aspek kesehatan, sosial,
maupun hukum. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan, rasa penasaran remaja, dan
lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan pelajar terhadap
penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya
kemampuan siswa dalam memahami jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika,
konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat.
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Tabel 1. Karakteristik Permasalahan Awal Peserta PKM

No Permasalahan yang Ditemukan Kondisi Awal Peserta
1 Pemahaman hukum tentang narkotika Masih rendah

2 Pengetahuan dampak kesehatan narkotika Belum komprehensif

3 Kesadaran konsekuensi hukum Masih terbatas

4 Pengaruh lingkungan pergaulan Cukup tinggi

5 Kemampuan menolak ajakan negatif Belum optimal

Sumber: Hasil observasi dan pelaksanaan PKM, 2026.

2. Pembahasan Hasil Kegiatan
2.1. Peningkatan Pemahaman Hukum bagi

Hasil ekgiatan menujukkkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh positif dalam
meningkatkan pengetahuan siswa mengenai penyalahgunaan narkotika dan konsekeunsi
hukumnya. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa
penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga termasuk tindak
pidana yang memiliki ancaman hukuman berat. Setelah pelaksanaan edukasi hukum, siswa
mulai memahami ketentuan hukum terkait kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkotika
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127. Pemahaman hukum tersebut penting dalam
membangun kesadaran hukum pelajar sebagaimana teori kesadaran hukum dari Soerjono
Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat

mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum

Tabel 2. Perubahan Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Edukasi Hukum

Aspek Pemahaman Sebelum PKM Setelah PKM
Menggtahw Jems Belum memahami memahami
narkotika
Memahami dampak . .

Belum memahami memahami
kesehatan
Memahami sanksi . .

. Belum memahami memahami
pidana
Kesadaran bahaya . .
narkotika Belum memahami memahami
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Kesadaran menjaga
pergaulan
Sumber: Hasil evaluasi kegiatan PKM, 2026

Belum memahami memahami

2.2. Penguatan karakter dan Sikap Preventif Pelajar

Kegiatan PKM tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan
karakter dan pembentukan sikap preventif pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam
kegiatan penyuluhan, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih lingkungan
pergaulan yang sehat, aktif dalam kegiatan positif, serta memiliki kemampuan menolak ajakan
negatif dari teman sebaya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori Social Control Theory dari
Travis Hirschi yang menyatakan bahwa keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah,
dan lingkungan positif mampu mencegah perilaku menyimpang. Selain itu, siswa juga
diberikan strategi refusal skills melalui konsep “Say No to Drugs” agar memiliki keberanian

menolak ajakan penggunaan narkotika secara tegas.

3. Dampak Edukasi terhadap Kesadaran Sosial dan Lingkungan Sekolah

Pelaksanaan edukasi hukum juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran
siswa untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan bebas narkotika. Dalam sesi
diskusi interaktif, siswa menyampaikan pentingnya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku remaja. Kegiatan PKM berhasil
membangun pemahaman bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan
hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan edukatif dan sosial secara

berkelanjutan.

Tabel 3. Dampak Positif Kegiatan PKM terhadap Lingkungan Sekolah

No Dampak Kegiatan PKM Hasil yang Terlihat

1 Peningkatan kesadaran hukum siswa Siswa memahami risiko hukum narkotika

2 Penguatan karakter siswa Siswa lebih berhati-hati dalam pergaulan

3 Meningkatnya kepedulian sosial Siswa _mendukung lingkungan bebas
narkotika

4 Meningkatnya komunikasi dengan guru BK Siswa lebih terbuka terhadap konsultasi

Lingkungan sekolah lebih sadar bahaya

5 Terciptanya budaya preventif narkotika

Sumber: Hasil pelaksanaan dan evaluasi PKM, 2026.
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4.  Analisis efektivitas edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, edukasi hukum terbukti efektif sebagai langkah
preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Pendekatan edukatif
memberikan pemahaman rasional kepada siswa mengenai dampak narkotika terhadap
kesehatan, masa depan pendidikan, kehidupan sosial, dan konsekuensi hukum. Pelaksanaan
edukasi hukum juga mampu membangun kesadaran kolektif siswa untuk menjaga diri dari
pengaruh negatif lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal melalui
penyuluhan hukum dan pembinaan karakter memiliki peran penting dalam pencegahan
penyalahgunaan narkotika. Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief
yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan
penal, tetapi juga melalui pendekatan non-penal seperti pendidikan, pembinaan moral, dan
penyuluhan hukum.

Tabel 4. Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Edukasi Hukum

Komponen Pencegahan Bentuk Implementasi
Edukasi hukum Penyuluhan dan sosialisasi
Penguatan karakter Pembinaan moral dan disiplin
Pengawasan sosial Peran keluarga dan sekolah
Lingkungan positif Kegiatan ekstrakurikuler
Pendampingan siswa Konsultasi guru BK dan orang tua

Sumber: Analisis hasil kegiatan PKM, 2026.

5.  Implikasi Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai bahaya narkotika
sangat diperlukan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
Pelajar sebagai generasi muda memerlukan penguatan pemahaman hukum, pembinaan
karakter, dan lingkungan sosial yang sehat agar memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh
negatif. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan
tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang
aman, sehat, dan bebas narkotika. Oleh karena itu, program edukasi hukum serupa perlu
dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam mendukung pembangunan
generasi muda yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
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KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan PKM yang dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal
penting sebagai berikut: Kepentingan Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Siswa di
jenjang menengah (terutama SMK Sasmita Jaya 1) berada dalam fase remaja yang rawan
terhadap dampak lingkungan. Edukasi hukum terbukti sebagai alat pencegahan yang ampuh.
Pendekatan ini tidak hanya melarang, tetapi juga menjelaskan secara rasional tentang akibat
hukum pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pelaksanaan kegiatan
PKM juga berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum dan sifat preventif siswa
terhadap bahaya narkotika, klasifikasi narkotika termasuk pemahaman mengenai obat yang
hanya dapat dipergunakan untuk keperluan medis.

Selain itu dalam hal Sanksi Pidana: Memahami bahwa penjara, denda, dan hukuman
sosial ditujukan tidak hanya kepada pengedar, tetapi juga pada pengguna/penyalahguna. Hak
dan Kewajiban: Memahami hak untuk memperoleh rehabilitasi medis/sosial setelah melapor,
serta kewajiban untuk melaporkan jika menyaksikan tindak pidana narkoba di sekitarnya.
Kolaborasi antara Sekolah dan Penegak Hukum Pencegahan tidak dapat berjalan secara efektif
tanpa kolaborasi. SMK Sasmita Jaya 1 Tangerang Selatan memiliki peran penting sebagai
tempat pembentukan karakter, yang seharusnya bekerja sama dengan praktisi hukum (seperti
dosen/mahasiswa hukum melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, BNN, atau Kepolisian

setempat) untuk menghasilkan lingkungan sekolah yang paham hukum.
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ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman aspek
hukum dalam proses rekrutmen dan kaderisasi pada organisasi kemasyarakatan yang berpotensi
menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pembinaan hukum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya agar memiliki
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dalam pengelolaan organisasi,
khususnya terkait prinsip kehati-hatian, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,
serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran hukum dalam aktivitas organisasi.
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus
untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan
adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum peserta dalam menjalankan fungsi organisasi
secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang
berintegritas serta meminimalisasi risiko hukum di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi
Indonesia karena menjadi wadah partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan
pembangunan. Eksistensi ormas secara yuridis dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan kebebasan berserikat
sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat
dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap aktivitas organisasi tetap berada
dalam koridor tanggung jawab hukum, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi
anggota.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola

ormas terletak pada lemahnya integrasi antara struktur organisasi dan kepatuhan hukum.
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Penelitian oleh Friedman (2019) menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat
ditentukan oleh interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Sejalan dengan itu,
Soekanto (2021) menekankan bahwa faktor penegakan hukum tidak hanya bergantung pada
aturan, tetapi juga pada aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks organisasi,
Muladi (2020) menggarisbawahi pentingnya sistem pertanggungjawaban pidana yang tidak
hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan badan hukum dalam kondisi tertentu.

Penelitian Kurniawan dan Syahruddin (2022) menunjukkan bahwa perkembangan
pertanggungjawaban pidana dalam ruang digital dan organisasi telah memperluas kemungkinan
penjatuhan sanksi kepada korporasi apabila terdapat unsur kelalaian sistemik. Selanjutnya,
penelitian Vendhika (2024) menekankan konsep ultimum remedium dalam kebijakan hukum
pidana siber, yang relevan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dalam aktivitas organisasi.
Sementara itu, penelitian Anggara (2025) dan Setyanegara & Agus (2025) menemukan bahwa
penerapan hukum pidana dalam kasus yang melibatkan organisasi seringkali menimbulkan
ketidakpastian akibat lemahnya standar operasional dan pengawasan internal.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas aspek tanggung jawab hukum dan
penegakan hukum dalam organisasi maupun kejahatan siber, masih terdapat keterbatasan dalam
mengintegrasikan secara spesifik antara tanggung jawab perdata, pertanggungjawaban pidana,
dan mekanisme rekrutmen serta kaderisasi ormas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada
aspek normatif atau kasus individual, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tata kelola
organisasi kemasyarakatan sebagai sistem.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan memiliki kebaruan
karena tidak hanya mengkaji aspek normatif tanggung jawab hukum ormas, tetapi juga
mengaitkannya dengan proses rekrutmen dan kaderisasi sebagai titik krusial pembentukan
risiko hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan lemahnya integrasi antara
hukum perdata, hukum pidana, dan budaya hukum dalam organisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab
perdata dan pertanggungjawaban pidana ormas dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, serta
merumuskan model penguatan tata kelola organisasi berbasis kepatuhan hukum (legal
compliance) dan budaya hukum (legal culture). Secara global, studi ini diharapkan memberikan
kontribusi dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat
sipil yang lebih adaptif, preventif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.
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METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model community-based legal
education. Pendekatan ini menempatkan mitra, yaitu DPP GRIB Jaya, sebagai subjek aktif
dalam proses pembelajaran hukum yang berbasis kebutuhan riil organisasi. Metode ini tidak
hanya berfokus pada transfer pengetahuan hukum secara satu arah, tetapi juga membangun
ruang dialog, diskusi, dan refleksi antara tim pelaksana dan peserta kegiatan. Dengan
demikian, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum secara partisipatif
serta mendorong terbentuknya tata kelola organisasi yang sesuai dengan prinsip tanggung
jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana.

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan secara langsung di lingkungan DPP
GRIB Jaya sebagai mitra utama kegiatan, dengan dukungan kegiatan pendampingan
berbasis diskusi terarah dan pelatihan hukum. Pengumpulan data dalam kegiatan ini
dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi terhadap praktik rekrutmen dan
kaderisasi organisasi, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta pre-test dan post-test
untuk mengukur tingkat pemahaman hukum peserta. Selain itu, data juga diperoleh melalui
studi dokumentasi terhadap rancangan SOP, kebijakan internal organisasi, serta bahan
hukum yang relevan dengan tanggung jawab perdata dan pidana organisasi.

Pelaksanaan metode dibagi ke dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah
persiapan, yang mencakup koordinasi dengan pihak mitra, analisis kebutuhan hukum (legal
needs assessment), penyusunan instrumen evaluasi, pengembangan materi pembinaan
hukum, serta penyusunan draft SOP berbasis mitigasi risiko hukum. Tahap kedua adalah
pelaksanaan, yang meliputi penyuluhan hukum, penyampaian materi mengenai tanggung
jawab perdata dan pidana organisasi, diskusi studi kasus, workshop penyusunan SOP
rekrutmen dan kaderisasi, serta evaluasi awal melalui post-test. Tahap ketiga adalah
evaluasi dan refleksi, yang dilakukan melalui analisis hasil pre-test dan post-test, diskusi
reflektif bersama peserta, serta penilaian terhadap kesiapan implementasi SOP dalam
struktur organisasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil
sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai peningkatan pemahaman hukum peserta.
Selain itu, hasil diskusi dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi perubahan

228



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

kesadaran hukum serta efektivitas penerapan konsep tanggung jawab perdata dan
pertanggungjawaban pidana dalam praktik organisasi. Dengan metode ini, kegiatan PKM
tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi
terhadap pembentukan budaya hukum (legal culture) dan sistem tata kelola organisasi yang

lebih akuntabel dan patuh hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya
peningkatan yang signifikan dalam literasi hukum peserta, khususnya pengurus dan anggota
DPP GRIB Jaya, terkait aspek tanggung jawab perdata dan pertanggungjawaban pidana dalam
proses rekrutmen serta kaderisasi organisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman
peserta terhadap hukum cenderung bersifat umum dan administratif, di mana hukum dipandang
sebagai aturan eksternal yang tidak secara langsung berkaitan dengan praktik internal
organisasi. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan peserta dalam
mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul dari aktivitas organisasi, terutama yang
berkaitan dengan tindakan anggota yang dilakukan atas nama organisasi.

Setelah dilakukan penyuluhan, diskusi interaktif, serta studi kasus, terjadi peningkatan
pemahaman yang lebih aplikatif. Peserta mulai mampu mengidentifikasi bahwa setiap tindakan
dalam proses rekrutmen dan kaderisasi memiliki konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam ranah pidana apabila memenuhi unsur
tindak pidana. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa organisasi dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan fungsional antara tindakan individu dengan
kewenangan organisasi, sehingga prinsip kehati-hatian (due diligence) menjadi aspek penting
dalam tata kelola organisasi.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari sekadar pengetahuan
normatif menuju kesadaran hukum yang lebih kontekstual dan preventif. Jika dibandingkan
dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya menyimpulkan bahwa peningkatan
literasi hukum hanya dapat dicapai melalui pendekatan teoritis, hasil kegiatan ini menunjukkan
bahwa metode community-based legal education yang bersifat partisipatif, berbasis diskusi
kasus, dan langsung mengaitkan dengan praktik organisasi lebih efektif dalam meningkatkan
pemahaman hukum yang aplikatif. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum peserta
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menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan PKM ini dalam membangun kesadaran hukum

yang berkelanjutan di lingkungan organisasi kemasyarakatan.

1.  Peningkatan Pemahaman Tanggung Jawab Perdata dan Pidana dalam Organisasi

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman peserta DPP GRIB Jaya terhadap konsep tanggung jawab perdata dan
pertanggungjawaban pidana dalam konteks rekrutmen serta kaderisasi organisasi
kemasyarakatan. Pada tahap awal, pemahaman peserta masih terbatas pada aspek administratif
organisasi, di mana konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup
organisasi belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Akibatnya, peserta belum mampu
membedakan secara tegas antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab organisasi,
terutama ketika tindakan anggota dilakukan atas nama organisasi.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus,
terjadi peningkatan pemahaman yang lebih sistematis. Peserta mulai memahami bahwa
organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya apabila
terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan anggota dalam lingkup kewenangan organisasi.
Selain itu, peserta juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, organisasi dapat dikenakan
pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kebijakan, pembiaran, atau kelalaian dalam
sistem pengawasan internal.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman dari yang sebelumnya bersifat
individualistik menuju pemahaman yang lebih struktural, yaitu bahwa organisasi memiliki
potensi tanggung jawab hukum sebagai subjek hukum ketika terdapat keterkaitan antara
tindakan anggota dengan kebijakan atau pembiaran organisasi. Dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya yang umumnya menekankan aspek normatif hukum organisasi tanpa keterkaitan
langsung dengan praktik kaderisasi, hasil PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis
kasus dan praktik organisasi lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang
kontekstual.

Aspek Pemahaman Sebelum PKM Sesudah PKM

Tanggung jawab perdata organisasi Terbatas Meningkat signifikan
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Pertanggungjawaban pidana organisasi  Kurang dipahami Mulai dipahami dengan
baik
Pemisahan individu dan organisasi Tidak jelas Lebih jelas dan sistematis
Prinsip kehati-hatian (due diligence) Belum diterapkan Mulai dipahami dan
diterapkan

Gambar 1. Perubahan Pemahaman Tanggung Jawab Hukum Peserta PKM

2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum dan Pembentukan Budaya Hukum

Organisasi

Hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa selain
peningkatan pemahaman normatif, terdapat pula peningkatan kesadaran peserta terhadap risiko
hukum yang dapat timbul dalam proses rekrutmen dan kaderisasi organisasi. Pada awal
kegiatan, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai potensi
konsekuensi hukum dari tindakan organisasi, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab
perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Risiko hukum cenderung tidak diidentifikasi
secara sistematis, sehingga pengambilan keputusan organisasi lebih banyak didasarkan pada
kebiasaan dan pertimbangan internal tanpa analisis hukum yang memadai.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum berbasis studi kasus dan diskusi partisipatif, peserta
menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko hukum, baik
yang bersumber dari tindakan individu anggota maupun dari kebijakan organisasi. Peserta
mulai memahami bahwa kelalaian dalam sistem pengawasan internal, lemahnya standar
operasional prosedur, serta tidak jelasnya batas kewenangan dapat menjadi faktor yang memicu
timbulnya tanggung jawab hukum bagi organisasi. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak
hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga telah berkembang menjadi sikap preventif
dalam pengambilan keputusan organisasi.

Temuan ini juga menunjukkan adanya proses awal pembentukan budaya hukum (legal
culture) dalam organisasi, di mana kepatuhan terhadap hukum tidak lagi dipandang sebagai
kewajiban eksternal semata, tetapi mulai diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan etika
organisasi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kehati-hatian peserta dalam merumuskan
kebijakan internal serta mulai dipertimbangkannya aspek hukum dalam setiap tahapan

rekrutmen dan kaderisasi.
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Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian terdahulu
lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan hukum tanpa secara spesifik mengkaji
transformasi budaya hukum dalam organisasi masyarakat. Hasil PKM ini menunjukkan
perbedaan penting, yaitu bahwa pendekatan community-based legal education tidak hanya
meningkatkan literasi hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif
organisasi terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran risiko hukum dan
pembentukan budaya hukum merupakan indikator penting dalam keberhasilan kegiatan PKM
ini, karena tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong perubahan

perilaku organisasi ke arah yang lebih patuh hukum, akuntabel, dan preventif.

Literasi Hukum Awal Rendah

Tidak Mampu Mengidentifikasi Risiko Hukum

Penyuluhan Hukum (PKM) + Studi Kasus

Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Perdata & Pidana

Pembentukan SOP & Pengawasan Internal

Terbentuk Budaya Hukum (Legal Culture)

Gambar 2. Peningkatan Kesadaran Risiko Hukum Dan Budaya Hukum Organisasi

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa penyuluhan
hukum mengenai aspek perdata dan pidana dalam rekrutmen serta kaderisasi organisasi
kemasyarakatan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pengurus
serta anggota organisasi. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum
tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong
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perubahan cara pandang organisasi dalam memahami tanggung jawab hukum, baik secara
perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam konteks pertanggungjawaban
pidana yang dapat melekat pada organisasi maupun pengurusnya. Selain itu, kegiatan ini
juga berhasil mendorong terbentuknya kesadaran risiko hukum serta mulai berkembangnya
budaya hukum (legal culture) dalam praktik organisasi, khususnya dalam proses rekrutmen
dan kaderisasi.

Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan community-based legal education
tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif karena mampu menghubungkan
aspek teori hukum dengan praktik nyata organisasi. Oleh karena itu, model pembinaan
hukum ini dapat diaplikasikan secara berkelanjutan dalam organisasi kemasyarakatan lain
sebagai instrumen preventif untuk meminimalisasi potensi sengketa perdata maupun risiko
pidana. Sebagai rekomendasi, organisasi perlu mengintegrasikan hasil pembinaan ini ke
dalam kebijakan internal melalui penyusunan dan implementasi SOP rekrutmen serta
kaderisasi berbasis kepatuhan hukum, memperkuat sistem pengawasan internal, serta
melakukan pelatihan hukum secara berkala agar kesadaran hukum tidak hanya bersifat

sementara tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkelanjutan.
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ABSTRAK

Perkembangan praktik pemagangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya
peningkatan kebutuhan tenaga kerja berbasis pelatihan kerja yang diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan
terkait perlindungan hukum terhadap peserta magang, khususnya mengenai kedudukan kontrak
pemagangan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum
memberikan kepastian hukum secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan
pengaturan hukum acara perdata yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menjamin perlindungan
hukum bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bentuk perlindungan kontrak pemagangan pada BUMN serta meninjau relevansi Rancangan Undang-
Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) dalam mewujudkan unifikasi hukum
nasional yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak dalam
hubungan pemagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hukum
ketenagakerjaan dan hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap kontrak pemagangan di BUMN masih menghadapi kelemahan dalam aspek pengawasan,
pelaksanaan hak peserta magang, dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Kehadiran RUU
Hukum Acara Perdata dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa
yang lebih efektif, sederhana, dan berorientasi pada kepastian hukum melalui unifikasi hukum acara
perdata nasional. Dengan demikian, pembaruan hukum acara perdata diharapkan mampu memperkuat
perlindungan kontraktual bagi peserta pemagangan di lingkungan BUMN serta mendukung terciptanya
hubungan kerja yang adil dan proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kontrak Pemagangan, BUMN, RUU Hukum Acara Perdata,
Unifikasi Hukum Nasional

ABSTRACT

The development of internship practices within State-Owned Enterprises (SOEs) demonstrates an
increasing demand for training-based labor aimed at improving the quality and competence of human
resources. However, in practice, various issues remain regarding legal protection for interns,
particularly concerning the legal status of internship contracts, the rights and obligations of the parties,
and dispute resolution mechanisms that have yet to provide optimal legal certainty. This condition
reflects the need for a more comprehensive and integrated civil procedural law framework to ensure
legal protection for internship participants within SOEs. This study aims to analyze the forms of legal
protection provided in internship contracts within SOEs and to examine the relevance of the Draft Bill
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on Civil Procedure Law (RUU Hukum Acara Perdata) in establishing a comprehensive national legal
unification that guarantees legal certainty, justice, and legal benefits for parties involved in internship
relationships. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual
approaches. Legal materials are obtained from legislation, legal doctrines, and literature related to
labor law and civil procedural law. The findings indicate that legal protection for internship contracts
within SOEs still faces weaknesses in terms of supervision, implementation of interns’ rights, and civil
dispute resolution mechanisms. The Draft Bill on Civil Procedure Law is considered to have a strategic
role in creating a dispute resolution system that is more effective, simple, and oriented toward legal
certainty through the unification of national civil procedural law. Therefore, the reform of civil
procedural law is expected to strengthen contractual protection for internship participants within SOEs
and support the establishment of fair and proportional employment relations.

Keywords: Legal Protection, Internship Contract, State-Owned Enterprises (SOEs), Draft Bill on Civil
Procedure Law, National Legal Unification.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup
signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif
terhadap perkembangan industri modern. Salah satu bentuk implementasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia tersebut diwujudkan melalui program pemagangan yang dilaksanakan
oleh perusahaan, termasuk pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program
magang ini kini lebih terpusat melalui program Magenta BUMN (Magang Generasi Bertalenta)
dengan persyaratan yang disesuaikan dengan masing-masing BUMN seperti mahasiswa aktif,
fresh graduate, dan santri guna mendapatkan sertifikat resmi dari Kementerian BUMN serta
sebagai modal pengalaman kerja.

Program pemagangan pada dasarnya bertujuan memberikan pengalaman Kerja,
peningkatan keterampilan, serta pemahaman praktis bagi peserta magang sebelum memasuki
dunia kerja secara penuh (Husni, Lalu, 2020). Pemagangan merupakan bagian dari sistem
pelatihan kerja yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam
praktiknya, hubungan antara peserta magang dan perusahaan dituangkan dalam bentuk
perjanjian atau kontrak pemagangan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Kontrak
tersebut menjadi dasar hukum yang menentukan perlindungan terhadap peserta magang selama
menjalani kegiatan pemagangan di perusahaan maupun instansi BUMN. Namun demikian,
keberadaan kontrak pemagangan sering kali belum memberikan perlindungan hukum yang
memadai bagi peserta magang.

Di lingkungan BUMN, program pemagangan mengalami peningkatan seiring dengan
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kebutuhan regenerasi tenaga kerja dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
nasional. BUMN sebagai badan usaha yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial
diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan hubungan kerja yang berkeadilan,
termasuk dalam pelaksanaan program magang (llmar, Aminuddin, 2018). Akan tetapi, dalam
praktiknya masih ditemukan Kketidaksesuaian antara pelaksanaan pemagangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang sering muncul dalam hubungan pemagangan meliputi ketidakjelasan
status hukum peserta magang, tidak terpenuhinya hak-hak peserta magang, hingga
penyalahgunaan program magang sebagai bentuk tenaga kerja murah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa posisi peserta magang masih berada dalam situasi yang rentan secara
hukum (Wijayanti, 2019). Akibatnya, peserta magang sering kali mengalami kesulitan dalam
memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi sengketa dengan pihak perusahaan atau instansi
tempat magang. Dikutip dari artikel Tempo 23 April 2026, terdapat aduan terkait program
magang di beberapa perusahaan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan akan
menindaklanjuti aduan pemagangan tersebut dan akan black list perusahaan yang terbukti
melakukan pelanggaran. Permasalahan yang kerap muncul vyaitu terkait mekanisme
pemagangan seperti ketidaksesuaian jam kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Sebagai contoh,
kualifikasi yang diberikan perusahaan adalah magang kepada mahasiswa atau lulusan S 1 yang
seharusnya ditempatkan sesuai kualifikasi tersebut, namun, praktiknya justru ditempatkan pada
lingkup pekerjaan yang kualifikasi pendidikannya tidak perlu S 1 seperti resepsionis.

Idealnya, kontrak pemagangan seharusnya menjadi instrumen utama dalam memberikan
kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, suatu kontrak memiliki
kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam asas pacta sunt servanda, yang menyatakan
bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang
membuatnya (Subekti, 2014). Oleh karena itu, keberadaan kontrak pemagangan tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.

Meskipun demikian, praktik kontrak pemagangan di Indonesia masih menghadapi
berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa. Banyak
peserta magang yang tidak memahami isi kontrak secara menyeluruh, sementara perusahaan
sering kali membuat klausul yang cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan
(Khairandy,2017). Situasi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara
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peserta magang dan perusahaan. Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap pelanggaran kontrak pemagangan.
Sengketa terkait pemagangan sering kali sulit diselesaikan karena belum adanya pengaturan
yang secara spesifik mengakomodasi karakteristik hubungan pemagangan dalam sistem hukum
acara perdata Indonesia (Harahap, 2016). Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi
panjang, rumit, dan kurang memberikan kepastian hukum bagi peserta magang.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara
Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) menjadi langkah penting dalam reformasi sistem hukum
nasional. RUU Hukum Acara Perdata diharapkan mampu menciptakan unifikasi hukum acara
yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan hubungan hukum di
masyarakat, termasuk hubungan kontraktual dalam program pemagangan (Mertokusumo,
2019).

RUU Hukum Acara Perdata memiliki urgensi karena hingga saat ini sistem hukum acara
perdata Indonesia masih menggunakan ketentuan kolonial seperti Herzien Inlandsch Reglement
(HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Kedua regulasi tersebut dinilai
sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern dan
kompleksitas hubungan hukum kontemporer (Sutantio&Oeripkartawinata, 2017). Oleh sebab
itu, pembaruan hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan
kepastian hukum nasional.

Keberadaan RUU Hukum Acara Perdata diharapkan mampu memberikan mekanisme
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip
peradilan modern. Dalam kaitannya dengan sengketa kontrak pemagangan, keberadaan hukum
acara perdata yang komprehensif akan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi peserta
magang ketika hak-haknya dilanggar (Harahap, 2018). Hal ini penting mengingat peserta
magang sering kali berada pada posisi ekonomi dan sosial yang lebih lemah dibandingkan
perusahaan.

Selain itu, unifikasi hukum acara perdata juga akan memperkuat harmonisasi antara
hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pemagangan. Selama
ini, masih terdapat tumpang tindih pengaturan terkait status hubungan hukum pemagangan,
apakah termasuk hubungan kerja atau hanya hubungan pelatihan kerja (Khakim, 2020).

Ketidakjelasan tersebut sering memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyelesaian
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sengketa. Dari perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin
hak-hak warga negara dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Perlindungan terhadap peserta magang menjadi bagian dari implementasi prinsip negara hukum
sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia. Maka dari itu, pembentukan regulasi
hukum acara perdata yang adaptif dan inklusif menjadi bagian penting dalam menjamin
perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hubungan hukum perdata.

BUMN sebagai representasi negara dalam sektor ekonomi juga memiliki tanggung jawab
moral dan hukum dalam memastikan pelaksanaan program pemagangan berjalan sesuai prinsip
keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Program pemagangan tidak boleh hanya
dijadikan sarana pemanfaatan tenaga kerja murah, melainkan harus benar-benar menjadi sarana
pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas (Asyhadie, 2018). Dengan demikian,
perlindungan kontrak pemagangan menjadi aspek penting dalam menciptakan hubungan
industrial yang sehat.

Penelitian mengenai perlindungan kontrak pemagangan di lingkungan BUMN menjadi
relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan isu pemagangan
dengan reformasi hukum acara perdata nasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih
berfokus pada aspek ketenagakerjaan secara umum tanpa mengaitkannya dengan urgensi
unifikasi hukum acara perdata (Djumialdji, 2016). Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan
hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan
hukum terhadap kontrak pemagangan pada BUMN serta bagaimana relevansi RUU Hukum
Acara Perdata dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi peserta magang. Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang mampu memperkuat perlindungan
kontraktual peserta magang dalam kerangka unifikasi hukum nasional yang komprehensif
(Marzuki, 2021).

PERMASALAHAN
Permasalahan utama dalam pelaksanaan kontrak pemagangan pada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) terletak pada masih lemahnya perlindungan hukum terhadap peserta magang,
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baik dari aspek substansi kontrak maupun mekanisme penyelesaian sengketanya. Dalam
praktiknya, banyak kontrak pemagangan yang belum memuat secara jelas hak dan kewajiban
para pihak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta magang. Keterbatasan
pengetahuan hukum kontrak magang pada calon peserta atau peserta magang merupakan salah
satu faktor terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak magang. Data ini dipertegas
dari 75 siswa dan siswi SMAN 3 Kota Tangerang dalam wawancara langsung yang
dilaksanakan pada 5 Mei 2026, mengaku tertarik dalam kegiatan magang, namun tidak
mengetahui bahwa program magang dilaksanakan apabila terdapat perjanjian tertulis.

Selain itu, posisi peserta magang yang lebih lemah dibandingkan perusahaan
menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam hubungan hukum, termasuk potensi
penyalahgunaan program magang sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan yang
memadai. Di sisi lain, sistem hukum acara perdata yang masih menggunakan regulasi kolonial
dinilai belum mampu memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat,
dan efektif terhadap sengketa kontrak pemagangan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi
pembaruan melalui RUU Hukum Acara Perdata sebagai upaya menciptakan unifikasi hukum
nasional yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi peserta
magang di lingkungan BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan content analysis
yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara
Perdata. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji isi peraturan perundang-undangan, konsep
hukum, serta ketentuan mengenai pemagangan dan penyelesaian sengketa perdata yang
berkaitan dengan hubungan hukum antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan.
Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis untuk memperkuat pemahaman
mengenai implementasi perlindungan kontrak pemagangan dalam praktik. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan
hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, serta hukum acara perdata, sedangkan pendekatan
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, asas keadilan, dan
unifikasi hukum nasional dalam penyelesaian sengketa kontrak pemagangan (Marzuki, 2021).
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Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, serta RUU Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui
wawancara, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema
penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh
kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kontrak pemagangan di lingkungan
BUMN (Soekanto, 2019).

HAL DAN PEMBAHASAN
1.  Kedudukan Hukum Kontrak Pemagangan Pada BUMN

Hukum merupakan sekumpulan norma yang mengatur interaksi antar subjek hukum,
yang selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hubungan hukum sendiri adalah hubungan
antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap
hubungan hukum memiliki dua aspek utama, yaitu aspek kewenangan atau hak, serta aspek
kewajiban (Soeroso, R, 2011). Kedudukan hukum kontrak pemagangan pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk hubungan hukum antara peserta magang dan
perusahaan penyelenggara pemagangan yang lahir berdasarkan perjanjian pemagangan.
Kontrak pemagangan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena memuat hak dan
kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan.

Pemagangan atau kegiatan magang pada suatu perusahaan merupakan suatu peristiwa
hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara peserta magang dan penyelenggara
pemagangan, karena dalam pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak. Dalam penyelenggaraan program pemagangan terdapat berbagai prosedur yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara maupun peserta
magang. Prosedur tersebut meliputi persyaratan bagi penyelenggara pemagangan, persyaratan
peserta magang, perjanjian pemagangan, jangka waktu pelaksanaan pemagangan, serta

pengawasan terhadap pelaksanaannya (Suwandono, 2024). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2003 mengkategorikan pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan
kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaa pelatihan dengan bekerja
secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur ataupun pekerja yang lebih
berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di suatu perusahaan guna
menguasai  keterampilan atau keahlian tertentu. Pada Pasal 22 Undang-Undang
Ketenagakerjaan, pemagangan ini dilaksanakan dengan atas dasar perjanjian antara peserta dan
pengusaha yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara peserta magang
dan pengusaha serta keterangan jelas mengenai jangka waktu pemagangan. Adapun ketika
pemagangan dilaksanakan tanpa adanya perjanjian pemagangan maka dianggap tidak sah dan
status peserta berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan.

Peserta magang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker
No.6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni Pasal 9 ayat
(1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa peserta
pemagangan dalam negeri terdiri atas: a) pencari kerja; atau b) pekerja yang akan ditingkatkan
kompetensinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peserta magang dalam
hukum ketenagakerjaan mencakup pencari kerja maupun pekerja yang telah bekerja dan ingin
meningkatkan kompetensinya.

Perusahaan yang dapat menyelenggarakan program pemagangan dalam negeri hanyalah
perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenaker No. 6
Tahun 2020. Dalam hal ini, perusahaan wajib memiliki: a) unit pelatihan; b) program
pemagangan; ¢) sarana dan prasarana; serta d) pembimbing pemagangan atau instruktur. Selain
itu, perusahaan penyelenggara pemagangan juga tidak dapat secara bebas menentukan jumlah
peserta magang yang direkrut. Ketentuan Pasal 2 Permenaker No. 6 Tahun 2020 menegaskan
bahwa jumlah peserta magang paling banyak hanya 20% dari total pekerja di perusahaan
tersebut. Adapun jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Permenaker No. 6 Tahun 2020 (Saida, 2020).

Dalam pelaksanaannya, kontrak pemagangan pada BUMN tunduk pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan
pelaksananya, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Oleh karena itu, kontrak pemagangan bukan
merupakan hubungan kerja sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, melainkan hubungan
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pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta magang.

Berdasarkan hal tersebut, peserta magang tetap memperoleh perlindungan hukum,
terutama terkait hak atas uang saku, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta
sertifikat pemagangan. BUMN sebagai penyelenggara pemagangan juga wajib memenuhi
persyaratan administratif dan substantif dalam pelaksanaan program magang agar tidak
menimbulkan penyalahgunaan status peserta magang sebagai tenaga kerja terselubung. Dengan
demikian, kedudukan hukum kontrak pemagangan pada BUMN berada dalam ranah hukum
ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada perlindungan hukum dan kepastian hak serta

kewajiban para pihak.

2. Fondasi Normatif Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap peserta magang di lingkungan BUMN dibangun
di atas fondasi normatif yang berlapis. Lapisan pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya Pasal 28D ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Meskipun hubungan
pemagangan bukan merupakan hubungan kerja dalam pengertian teknis hukum
ketenagakerjaan, namun secara substansial hubungan tersebut melibatkan curahan tenaga,
waktu, dan kompetensi peserta magang yang patut mendapat perlindungan konstitusional.
Amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan BUMN dikelola untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat juga secara implisit melarang BUMN memanfaatkan posisinya untuk
mengeksploitasi peserta magang.

Lapisan kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 21 sampai Pasal 29 secara khusus mengatur penyelenggaraan pemagangan di Indonesia.
Pasal 22 ayat (1) mewajibkan perjanjian pemagangan tertulis yang sekurang-kurangnya
memuat: (a) hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan; (b) program pemagangan; (c)
jangka waktu pemagangan; dan (d) besarnya uang saku dan/atau uang transportasi. Ayat (2)
menegaskan konsekuensi hukum yang tegas apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis:
hubungan tersebut demi hukum berubah menjadi hubungan kerja, yang berarti peserta magang
secara otomatis memperoleh seluruh hak pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ketentuan ini merupakan instrumen perlindungan preventif yang sangat kuat karena
mendorong penyelenggara untuk mematuhi formalitas hukum dalam penyelenggaraan
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pemagangan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 selanjutnya mengatur bahwa peserta
magang yang telah menyelesaikan program pemagangan berhak mendapatkan sertifikat
pemagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan penyelenggara. Pasal 24 mewajibkan program
pemagangan dilaksanakan sesuai persyaratan yang ditetapkan, termasuk standar kompetensi
yang jelas dan terukur. Sementara Pasal 25 dan 26 mengatur pemagangan di luar negeri dengan
standar perlindungan yang tidak boleh lebih rendah dari pemagangan dalam negeri.
Keseluruhan ketentuan ini membentuk standar minimum yang harus dipenuhi penyelenggara
dalam setiap program pemagangan.

Lapisan ketiga adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang merupakan regulasi pelaksana dengan
substansi yang lebih rinci. Pasal 18 peraturan ini menetapkan hak-hak peserta magang yang
wajib dipenuhi penyelenggara, yaitu: (1) memperoleh uang saku dan/atau uang transportasi; (2)
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; (3) memperoleh sertifikat pemagangan; (4)
memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (5) mendapatkan bimbingan dari
pembimbing atau instruktur. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini bersifat memaksa (dwingend
recht), artinya tidak dapat dikecualikan atau disimpangi meskipun para pihak telah bersepakat
lain dalam kontrak (Subekti, 2014). Klausul kontrak yang mengurangi atau menghapuskan hak-
hak tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, karena
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Lapisan keempat adalah ketentuan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015. Meskipun peserta magang bukan pekerja dalam pengertian teknis,
penyelenggara wajib mendaftarkan peserta ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) selama mengikuti program pemagangan. Kewajiban ini sangat
krusial mengingat aktivitas pemagangan yang berlangsung di lingkungan produksi nyata
memiliki risiko kecelakaan kerja yang tidak berbeda dengan risiko yang dihadapi pekerja
reguler. Dengan demikian, perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu bentuk konkret
dari kewajiban preventif penyelenggara yang tidak dapat diabaikan.

Lapisan kelima adalah regulasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mewajibkan
setiap perusahaan, termasuk BUMN, untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat
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bagi seluruh pihak yang berada di lingkungan kerjanya, termasuk peserta magang. Kewajiban
ini meliputi: penyediaan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan, pelaksanaan
pelatihan K3 sebelum peserta ditempatkan di area kerja, penyusunan prosedur tanggap darurat
yang dapat dipahami peserta, serta pemeriksaan kesehatan berkala bagi peserta yang
ditempatkan di area dengan risiko paparan bahan berbahaya. Dalam praktiknya, implementasi
K3 bagi peserta magang di BUMN masih sering terabaikan, terutama di unit kerja yang
memiliki risiko tinggi, karena peserta magang tidak dianggap sebagai bagian dari sistem
manajemen K3 perusahaan (Asyhadie, 2018).

3.  Substansi Kontrak Pemagangan dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Perlindungan preventif tidak hanya menyangkut kewajiban normatif penyelenggara,
tetapi juga mencakup kualitas substansi kontrak pemagangan itu sendiri. Berdasarkan Pasal
1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian mensyaratkan empat unsur kumulatif: (1)
kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak; (2) kecakapan untuk membuat
perikatan; (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian; dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam
konteks kontrak pemagangan, keempat unsur ini menghadapi tantangan praktis yang perlu
dikaji secara seksama.

Pertama, terkait unsur kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak. Pasal 1321
KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila
diberikan karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog). Dalam
hubungan pemagangan, calon peserta yang umumnya merupakan mahasiswa atau lulusan baru
berada dalam posisi yang secara psikologis tidak seimbang. Kebutuhan mendesak untuk
mendapatkan pengalaman kerja dan mengisi daftar riwayat hidup dapat mendorong mereka
menyepakati klausul-klausul yang merugikan tanpa benar-benar memahami konsekuensi
hukumnya. Kondisi ini mengarah pada apa yang dalam doktrin hukum perjanjian modern
disebut sebagai undue influence atau pengaruh yang tidak semestinya, di mana satu pihak
memanfaatkan posisi dominannya untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan
dirinya (Khairandy, 2017). Meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur konsep ini,
perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan
ketidakseimbangan posisi para pihak dalam menilai keabsahan suatu perjanjian.

Kedua, terkait substansi klausul kontrak. Banyak kontrak pemagangan di BUMN disusun
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dalam format baku (standard contract atau toestemming contract) yang sepenuhnya dirancang
oleh penyelenggara tanpa memberikan ruang negosiasi bagi peserta. Doktrin perjanjian baku
menempatkan kewajiban pada pihak yang menyusun kontrak untuk tidak mencantumkan
klausul yang secara tidak wajar memberatkan pihak lain. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
mengharuskan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik (te goeder trouw), yang
dalam konteks penyusunan kontrak baku berarti penyelenggara wajib memastikan bahwa
klausul-klausul yang dicantumkan tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan
keadilan. Klausul yang membatasi hak peserta untuk mengajukan tuntutan hukum, klausul yang
membebaskan penyelenggara dari segala tanggung gugat (exemption clause), atau klausul yang
mewajibkan peserta menanggung risiko atas kecelakaan yang seharusnya menjadi tanggung
jawab penyelenggara, semuanya berpotensi dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1337
KUHPerdata karena bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (Subekti, 2014).

Ketiga, terkait asas proporsionalitas dalam kontrak pemagangan. Asas proporsionalitas
menghendaki adanya pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak dalam
suatu perjanjian. Dalam kontrak pemagangan, keseimbangan ini diwujudkan melalui
kesesuaian antara beban kerja yang diberikan kepada peserta dengan manfaat yang diterimanya,
baik berupa uang saku, pengalaman kerja yang relevan, maupun sertifikasi kompetensi. Apabila
peserta magang dibebankan dengan tanggung jawab pekerjaan yang setara dengan pekerja
reguler namun tidak mendapatkan imbalan yang proporsional, maka hal tersebut tidak hanya
melanggar ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, tetapi juga bertentangan dengan asas
proporsionalitas yang menjadi salah satu prinsip fundamental hukum perjanjian Indonesia
(Khairandy, 2017).

4.  Perlindungan Hukum Represif: Mekanisme dan Hambatannya

Perlindungan hukum represif diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak
peserta magang yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme preventif. Pelanggaran yang
paling umum terjadi dalam pelaksanaan pemagangan di BUMN meliputi: (1) penempatan
peserta pada posisi yang tidak sesuai dengan program pemagangan dalam kontrak; (2)
pembebanan kerja melebihi jam dan beban yang wajar tanpa kompensasi tambahan; (3) tidak
dibayarkannya uang saku atau uang transportasi secara penuh; (4) perpanjangan masa magang

secara sepihak melampaui batas maksimal satu tahun; (5) tidak diberikannya sertifikat
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pemagangan meskipun peserta telah menyelesaikan seluruh program; serta (6) tidak
didaftarkannya peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Asyhadie, 2018).
Masing-masing pelanggaran ini memiliki jalur penyelesaian hukum yang berbeda tergantung
pada kualifikasi hukumnya.

Dalam kerangka hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual
penyelenggara dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji). Doktrin hukum perjanjian
membedakan wanprestasi dalam empat bentuk: tidak melaksanakan prestasi sama sekali (non-
performance), melaksanakan prestasi tetapi terlambat (late performance), melaksanakan
prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (defective performance), dan melaksanakan sesuatu
yang dilarang perjanjian (prohibited performance) (Subekti, 2014). Dalam konteks
pemagangan, penempatan peserta pada posisi yang tidak sesuai kontrak merupakan bentuk
defective performance, sedangkan tidak dibayarkannya uang saku dikualifikasikan sebagai non-
performance. Sebelum dapat menuntut ganti rugi, peserta magang harus terlebih dahulu
melakukan somasi (ingebrekestelling) kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal
1238 KUHPerdata, yang merupakan pemberitahuan resmi bahwa penyelenggara telah lalai
memenuhi kewajibannya. Tanpa somasi yang sah, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan
oleh pengadilan.

Setelah somasi dilakukan dan lalai tidak diperbaiki, peserta magang memiliki tiga pilihan
tuntutan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata: (1) menuntut pemenuhan prestasi yang belum
dilaksanakan (nakoming); (2) menuntut pembatalan kontrak disertai pembayaran ganti rugi
(ontbinding met schadevergoeding); atau (3) hanya menuntut ganti rugi saja
(schadevergoeding). Ganti rugi dalam konteks ini mencakup dua komponen berdasarkan Pasal
1246 KUHPerdata: kerugian nyata yang benar-benar diderita (damnum emergens) dan
keuntungan yang seharusnya diperolen namun tidak tercapai akibat wanprestasi (lucrum
cessans). Selain itu, Pasal 1248 KUHPerdata membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat
diperkirakan pada waktu perjanjian dibuat (foreseeability doctrine), kecuali apabila wanprestasi
dilakukan dengan penipuan atau kesengajaan, di mana ganti rugi dapat mencakup seluruh
konsekuensi yang ditimbulkan tanpa batas.

Di samping jalur keperdataan, pelanggaran terhadap ketentuan pemagangan juga dapat
diselesaikan melalui jalur administratif. Pasal 35 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 mengatur

sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan pemagangan, berupa:

247



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

teguran tertulis, penghentian sementara program pemagangan, hingga pencabutan izin
penyelenggaraan. Sanksi ini dijatuhkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setelah melalui proses
pemeriksaan dan pemberian kesempatan kepada penyelenggara untuk melakukan pembelaan.
Bagi BUMN, sanksi pencabutan izin penyelenggaraan memiliki dampak reputasional yang
signifikan, sehingga ancaman sanksi administratif ini dapat menjadi instrumen represif yang
efektif untuk memaksa kepatuhan (Asyhadie, 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya peserta magang menghadapi empat hambatan
struktural utama dalam mengakses mekanisme perlindungan represif tersebut. Hambatan
pertama adalah defisit pengetahuan hukum. Sebagian besar peserta magang tidak memiliki
pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka berdasarkan hukum perjanjian dan hukum
ketenagakerjaan. Mereka tidak mengetahui prosedur somasi, tidak familiar dengan konsep
wanprestasi, dan tidak mengetahui forum penyelesaian sengketa yang kompeten. Data
wawancara terhadap 75 siswa SMAN 3 Kota Tangerang pada Mei 2026 memperlihatkan bahwa
bahkan pengetahuan dasar mengenai kewajiban perjanjian tertulis dalam pemagangan pun
masih sangat minim, yang mengindikasikan bahwa defisit pengetahuan hukum merupakan
tantangan sistemis yang perlu diatasi secara struktural.

Hambatan kedua adalah ketidakrasionalan biaya litigasi. Biaya yang harus dikeluarkan
untuk menempuh jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri, yang mencakup biaya
pendaftaran perkara, biaya honorarium advokat, biaya panggilan, dan berbagai biaya
persidangan lainnya, secara empiris sering kali jauh melebihi nilai kerugian yang dialami
peserta magang. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam ilmu ekonomi hukum disebut sebagai
access to justice barrier: hambatan akses terhadap keadilan yang disebabkan oleh biaya proses
hukum yang tidak proporsional dengan manfaat yang diharapkan (Mertokusumo, 2019).
Akibatnya, banyak peserta magang memilih untuk tidak menuntut haknya meskipun telah
mengalami pelanggaran yang jelas.

Hambatan ketiga adalah asimetri informasi dan akses bukti. Seluruh dokumen
administrasi pemagangan pada umumnya dikuasai dan disimpan oleh pihak BUMN sebagai
penyelenggara, termasuk salinan perjanjian pemagangan, catatan absensi, laporan kegiatan,
rekapitulasi pembayaran uang saku, dan surat penempatan. Peserta magang sebagai penggugat
yang diwajibkan membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR menghadapi
kesulitan serius dalam mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Ketiadaan kewajiban
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disclosure of evidence dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku saat ini memungkinkan
pihak BUMN untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang merugikan posisinya,
sehingga secara efektif menggagalkan upaya pembuktian peserta magang (Harahap, 2016).

Hambatan keempat adalah ketimpangan kekuatan dalam proses hukum. Perbedaan
kapasitas antara peserta magang yang bertindak sendiri atau didampingi advokat pro bono
dengan BUMN yang memiliki divisi hukum profesional dengan anggaran tak terbatas
menciptakan pertarungan yang inherently tidak seimbang. Dalam proses mediasi pun,
ketimpangan ini sering menghasilkan kesepakatan yang tidak adil, di mana peserta magang
terpaksa menerima penyelesaian yang jauh dari kompensasi yang seharusnya mereka terima
hanya karena tidak ingin melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Kondisi ini
mempertegas perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang khusus untuk
mengakomodasi ketimpangan posisi para pihak.

5.  Tanggung Jawab Hukum BUMN sebagai Penyelenggara Pemagangan

Tanggung jawab hukum BUMN dalam penyelenggaraan pemagangan bersifat
multidimensi: kontraktual, regulatif, dan moral. Secara kontraktual, BUMN terikat pada seluruh
klausul perjanjian pemagangan yang telah disepakati, dan kelalaian memenuhi kewajiban
kontraktual dapat mengakibatkan tuntutan wanprestasi dari peserta magang. Secara regulatif,
BUMN wajib mematuhi seluruh standar penyelenggaraan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun
2020, dan pelanggaran atasnya dapat berakibat sanksi administratif dari Dinas
Ketenagakerjaan.

Dimensi tanggung jawab yang paling sering luput dari perhatian adalah tanggung jawab
moral BUMN sebagai representasi negara dalam sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan-perusahaan milik negara ini tidak hanya
berkewajiban mengejar keuntungan komersial, tetapi juga memiliki misi kepeloporan dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program pemagangan idealnya
merupakan salah satu wujud nyata CSR di bidang ketenagakerjaan, yang bertujuan
mempersiapkan generasi muda untuk memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai
(llmar, 2018). Ketika BUMN justru memanfaatkan program pemagangan sebagai instrumen
eksploitasi tenaga kerja murah, maka hal tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga
mengkhianati mandat konstitusional yang melandasi keberadaan BUMN itu sendiri.

249



@

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

SASMITA JAYA

Dalam perspektif teori tanggung jawab negara (state responsibility), pemerintah selaku
pemegang saham mayoritas BUMN memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa entitas-
entitas yang dimilikinya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas
pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional seperti
Konvensi ILO. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi ILO terkait ketenagakerjaan,
termasuk Konvensi Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi Nomor
182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak. Meskipun konvensi-konvensi ini tidak
secara langsung mengatur pemagangan, namun semangat perlindungan yang dikandungnya
relevan sebagai landasan etis bagi tanggung jawab BUMN dalam penyelenggaraan program

pemagangan yang bermartabat.

6. Kesenjangan antara Norma dan Praktik: Analisis Struktural

Meskipun kerangka normatif perlindungan hukum terhadap peserta magang di BUMN
telah cukup komprehensif, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma yang berlaku
dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh
ketidaktaatan penyelenggara terhadap aturan yang ada, melainkan juga oleh kelemahan
struktural dalam sistem penegakan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Pola pertama kesenjangan terwujud dalam praktek pembuatan kontrak pemagangan yang
cenderung menempatkan peserta sebagai pihak yang pasif. Banyak BUMN menyusun kontrak
pemagangan dalam format yang sepenuhnya baku, tanpa memberikan salinan kontrak kepada
peserta untuk dipelajari sebelum penandatanganan, bahkan terkadang penandatanganan
dilakukan pada hari pertama program dimulai di mana peserta berada dalam kondisi yang
kurang Kritis untuk mencermati isi kontrak. Pola ini secara sistematis melemahkan pemahaman
dan posisi tawar peserta magang sejak awal hubungan hukum terbentuk (Khairandy, 2017).

Pola kedua adalah penyimpangan dalam penempatan dan penugasan peserta magang.
Berdasarkan data yang dihimpun dalam penelitian ini, tidak sedikit peserta magang di
lingkungan BUMN yang ditempatkan pada posisi operasional rutin yang tidak memiliki nilai
edukatif, seperti entry data berulang, pekerjaan administratif sederhana, atau bahkan layanan
pelanggan yang tidak berkaitan dengan bidang keahlian yang diperjanjikan. Penyimpangan ini
bertentangan dengan tujuan fundamental pemagangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11
UU Ketenagakerjaan, yaitu penguasaan keterampilan atau keahlian tertentu di bawah
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bimbingan instruktur. Akibatnya, peserta magang kehilangan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi yang seharusnya menjadi tujuan utama program, sementara
penyelenggara mendapat manfaat tenaga kerja tanpa menanggung kewajiban hukum sebagai
pemberi kerja.

Pola ketiga adalah lemahnya mekanisme pengaduan dan perlindungan terhadap retaliasi.
Peserta magang yang mengalami pelanggaran hak sering kali tidak memiliki saluran pengaduan
internal yang efektif. Bahkan ketika saluran tersebut tersedia, kekhawatiran akan konsekuensi
negatif seperti pemutusan program secara sepihak, tidak diberikannya sertifikat, atau
dicantumkannya catatan negatif dalam surat keterangan magang, membuat peserta magang
enggan melaporkan pelanggaran. Tidak adanya perlindungan whistleblower dalam konteks
hubungan pemagangan memperburuk kondisi ini dan menciptakan lingkungan di mana
pelanggaran dapat berlangsung tanpa terdokumentasi (Wijayanti, 2019).

Pola keempat adalah tidak optimalnya pengawasan ketenagakerjaan atas program
pemagangan. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengawasan
ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas yang berkompetensi dan independen.
Namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan di
tingkat daerah menyebabkan pengawasan terhadap program pemagangan di BUMN sangat
minim. Tidak ada kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan pelaksanaan program
pemagangan secara berkala kepada instansi ketenagakerjaan, sehingga pelanggaran yang terjadi
tidak dapat dideteksi secara dini. Kondisi ini mempertegas perlunya reformasi sistem
pengawasan ketenagakerjaan yang lebih proaktif dan berbasis data.

Analisis struktural atas kesenjangan norma dan praktik di atas menunjukkan bahwa
perlindungan hukum yang efektif bagi peserta magang memerlukan pendekatan yang
melampaui sekadar penyempurnaan norma hukum material. Diperlukan penguatan simultan
pada tiga dimensi: pertama, peningkatan kesadaran dan literasi hukum peserta magang melalui
edukasi hukum ketenagakerjaan di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah; kedua,
penguatan kapasitas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi
proaktif terhadap program pemagangan; dan ketiga, penyediaan mekanisme penyelesaian
sengketa yang mudah diakses, murah, dan menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi secara
efektif. Dalam konteks dimensi ketiga inilah, pembaruan hukum acara perdata melalui RUU

Hukum Acara Perdata memiliki peran yang sangat signifikan.
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7. Urgensi RUU Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pemagangan

Sistem hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini masih bersandar pada HIR dan
RBg, dua regulasi kolonial yang tidak lagi mampu merespons kompleksitas hubungan hukum
modern secara memadai (Sutantio & Oeripkartawinata, 2017). Keberadaan RUU Hukum Acara
Perdata yang sedang disusun merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak akan unifikasi,
modernisasi, dan aksesibilitas sistem peradilan perdata nasional. Relevansinya dalam konteks
sengketa kontrak pemagangan di BUMN sangat signifikan, mengingat seluruh kelemahan
sistemis yang diidentifikasi pada sub-pembahasan sebelumnya berujung pada ketiadaan

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diakses oleh peserta magang.

8.  Keterbatasan Sistemis HIR/RBg dalam Sengketa Pemagangan

Pertama, HIR dan RBg tidak dirancang untuk mengakomodasi sengketa yang melibatkan
ketimpangan posisi tawar yang ekstrem antara para pihak. Sistem beracara yang diatur
keduanya mengasumsikan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kapasitas hukum yang
setara, baik dalam hal pengetahuan prosedural, kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya
litigasi, maupun akses terhadap alat bukti. Asumsi ini jelas tidak berlaku dalam sengketa antara
peserta magang perseorangan dengan BUMN yang memiliki seluruh sumber daya tersebut
secara berlimpah.

Kedua, tidak adanya prosedur khusus untuk sengketa bernilai kecil (small claims).
Sengketa pemagangan pada umumnya bernilai relatif kecil secara nominal, misalnya tunggakan
uang saku selama beberapa bulan atau ganti rugi atas penempatan yang tidak sesuai kontrak.
Namun, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui
prosedur gugatan perdata biasa berdasarkan HIR/RBg sangat tidak proporsional dengan nilai
yang dipersengketakan. Ketidakrasionalan ini menciptakan kondisi di mana jalur hukum formal
secara praktis tidak dapat digunakan oleh peserta magang sebagai instrumen perlindungan
haknya.

Ketiga, beban pembuktian yang sepenuhnya ditanggung oleh penggugat berdasarkan
Pasal 163 HIR sangat memberatkan peserta magang yang tidak memiliki akses terhadap
dokumen-dokumen yang dikuasai BUMN. Tidak ada kewajiban dalam HIR/RBg yang
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memaksa pihak yang menguasai alat bukti untuk menyerahkannya kepada pihak lawan. Kondisi
ini memungkinkan BUMN untuk secara efektif menggagalkan gugatan peserta magang hanya
dengan tidak menyerahkan dokumen-dokumen relevan, tanpa dapat dipaksa oleh pengadilan
untuk melakukannya (Harahap, 2016).

Keempat, kerancuan yurisdiksi antara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan
Pengadilan Negeri. PHI berwenang menangani perselisinan hubungan kerja berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sementara itu, pemagangan bukan merupakan
hubungan kerja, sehingga sengketa pemagangan secara formal tidak termasuk dalam
kompetensi PHI. Namun demikian, sengketa tersebut memiliki karakteristik yang lebih dekat
dengan sengketa ketenagakerjaan daripada sengketa perdata biasa. Kerancuan yurisdiksi ini
sering dimanfaatkan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan prosedural) yang berujung pada
penolakan gugatan tanpa pemeriksaan pokok perkara, merugikan peserta magang yang telah

mengeluarkan biaya dan waktu untuk mengajukan gugatannya (Djumialdji, 2016).

9.  Terobosan RUU Hukum Acara Perdata: Analisis Komprehensif

Terobosan pertama: Prosedur Gugatan Sederhana. RUU Hukum Acara Perdata
mengintrodusir mekanisme gugatan sederhana (small claims procedure) yang memungkinkan
penyelesaian sengketa bernilai tertentu secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Berbeda
dengan gugatan biasa yang melibatkan proses panjang mulai dari pendaftaran, mediasi, sidang
pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan,
prosedur gugatan sederhana memangkas tahapan tersebut menjadi proses yang dapat
diselesaikan dalam waktu singkat dengan biaya minimal. Dalam konteks pemagangan,
mekanisme ini membuka akses keadilan yang selama ini tertutup bagi peserta magang akibat
biaya litigasi yang tidak terjangkau. Peserta yang haknya dilanggar, misalnya uang saku tidak
dibayar selama dua bulan, kini dapat mengajukan tuntutan tanpa perlu mengeluarkan biaya
yang jauh melebihi nilai tuntutannya.

Terobosan kedua: Keseimbangan Beban Pembuktian dan Prinsip Disclosure. RUU
Hukum Acara Perdata mengadopsi prinsip keterbukaan alat bukti (disclosure of evidence) yang
mewajibkan setiap pihak dalam persidangan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang
relevan atas permintaan hakim atau pihak lawan. Prinsip ini merupakan adopsi dari sistem civil

law Eropa modern dan common law yang telah terbukti efektif dalam menyeimbangkan posisi
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para pihak yang tidak seimbang. Dalam sengketa pemagangan, prinsip ini berarti BUMN tidak
dapat lagi bertahan di balik penguasaan dokumen untuk menghalau gugatan peserta magang.
Hakim dapat memerintahkan BUMN untuk menyerahkan salinan perjanjian pemagangan, data
pembayaran uang saku, laporan kehadiran, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Apabila
BUMN menolak tanpa alasan yang sah, hakim dapat menarik kesimpulan negatif (adverse
inference) bahwa dokumen tersebut memuat informasi yang merugikan posisi BUMN,
sehingga secara efektif memindahkan beban moral pembuktian kepada pihak yang lebih kuat
(Harahap, 2018).

Terobosan ketiga: Mediasi Wajib yang Terstruktur dan Bertenaga. RUU Hukum Acara
Perdata memperkuat ketentuan mediasi wajib dengan prosedur yang lebih terstruktur, tenggat
waktu yang jelas, dan mekanisme penjaminan itikad baik para pihak. Berbeda dengan mediasi
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang sering dianggap sebagai formalitas belaka,
mediasi dalam kerangka RUU dirancang sebagai proses substantif yang dipimpin oleh mediator
bersertifikat dengan kewenangan untuk mengusulkan solusi konkret. Lebih penting lagi, RUU
mengatur sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak hadir dalam mediasi atau hadir tetapi tidak
beriktikad baik, termasuk kewajiban membayar biaya perkara. Dalam konteks sengketa
pemagangan, mediasi yang efektif dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif daripada
sekadar pembayaran ganti rugi finansial, misalnya pemulihan hubungan pemagangan dengan
perbaikan penempatan, penerbitan sertifikat yang semula ditahan, atau kesepakatan untuk
memberikan rekomendasi kerja sebagai kompensasi atas pelanggaran yang terjadi.

Terobosan keempat: Penguatan Bantuan Hukum yang Terintegrasi. RUU Hukum Acara
Perdata mengintegrasikan sistem bantuan hukum ke dalam prosedur beracara perdata secara
lebih sistematis, termasuk kewajiban pengadilan untuk menginformasikan ketersediaan
bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu sejak tahap pendaftaran perkara. Dalam
konteks pemagangan, integrasi ini memastikan bahwa peserta magang yang tidak memiliki
kemampuan ekonomi untuk menyewa advokat berbayar tetap dapat memperoleh representasi
hukum yang kompeten dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan
pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dan memperkuat amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Terobosan kelima: Penguatan Eksekusi Putusan. RUU Hukum Acara Perdata
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memperkuat mekanisme sita eksekusi dengan memperjelas prosedur, mempersingkat tenggang
waktu, dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak mematuhi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks sengketa dengan BUMN,
penguatan eksekusi ini penting mengingat karakteristik aset BUMN yang sebagian besar
merupakan aset negara dengan prosedur eksekusi yang lebih kompleks dibandingkan aset
swasta. Dengan kerangka eksekusi yang lebih tegas, putusan yang memenangkan peserta
magang tidak akan terhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar dapat dieksekusi
untuk memulihkan kerugian yang diderita.

Terobosan keenam: Kepastian Yurisdiksi melalui Unifikasi. RUU Hukum Acara Perdata
menetapkan secara tegas kompetensi absolut dan relatif setiap jenjang pengadilan, termasuk
dalam menangani sengketa yang berada di persimpangan antara hukum ketenagakerjaan dan
hukum perdata umum. Dengan kepastian yurisdiksi ini, peserta magang dapat mengetahui
dengan pasti forum mana yang tepat untuk mengajukan tuntutannya tanpa risiko gugatan
ditolak secara prosedural. Unifikasi ini juga menyederhanakan peta hukum acara perdata
nasional yang saat ini terfragmentasi dalam puluhan undang-undang sektoral, sehingga
memudahkan masyarakat umum, termasuk peserta magang yang tidak berlatar belakang

hukum, untuk memahami jalur penyelesaian sengketa yang tersedia.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kontrak pemagangan pada BUMN memiliki kedudukan
hukum sebagai hubungan pelatihan kerja yang lahir dari perjanjian berdasarkan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan merupakan hubungan kerja. Kontrak ini
mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda dan tunduk pada standar minimum
yang ditetapkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Perlindungan hukum terhadap peserta
magang di lingkungan BUMN mencakup dimensi preventif dan represif yang masing-masing
menghadapi tantangan tersendiri. Secara preventif, kerangka normatif yang berlapis dari UUD
1945 hingga Permenaker telah menetapkan standar yang komprehensif, namun
implementasinya masih menghadapi kesenjangan akibat lemahnya pengawasan, praktek
kontrak baku yang timpang, dan minimnya literasi hukum peserta magang. Secara represif,

mekanisme wanprestasi dan gugatan ganti rugi secara teoritis tersedia, namun secara praktis
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tidak dapat diakses secara efektif oleh peserta magang akibat empat hambatan struktural: defisit
pengetahuan hukum, biaya litigasi yang tidak proporsional, asimetri akses bukti, dan
ketimpangan kapasitas hukum para pihak. Tanggung jawab BUMN bersifat multidimensi:
kontraktual, regulatif, dan moral berdasarkan mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945.
RUU Hukum Acara Perdata menawarkan enam terobosan yang secara langsung
menjawab hambatan-hambatan struktural tersebut: prosedur gugatan sederhana, prinsip
disclosure of evidence, mediasi wajib yang terstruktur, bantuan hukum terintegrasi, penguatan
eksekusi putusan, dan kepastian yurisdiksi melalui unifikasi. Di luar dimensi prosedural, RUU
ini juga memiliki dimensi pencegahan pelanggaran melalui efek deterrence yang muncul dari
meningkatnya probabilitas konsekuensi hukum bagi penyelenggara yang melanggar hak peserta
magang. Harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum acara perdata yang
diwujudkan melalui unifikasi ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hukum

yang nyata dan berkeadilan bagi peserta magang di lingkungan BUMN.

Saran

Bagi BUMN selaku penyelenggara, disarankan untuk menyusun kontrak pemagangan
yang seimbang dan tidak bersifat baku satu pihak, memberikan salinan kontrak kepada peserta
sebelum penandatanganan, memastikan pemenuhan seluruh hak peserta secara konsisten,
menyediakan mekanisme pengaduan internal yang efektif dan bebas retaliasi, serta menjadikan
program pemagangan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang genuine sesuai tujuan
perundang-undangan. Bagi calon peserta dan peserta magang, disarankan untuk meningkatkan
literasi hukum ketenagakerjaan secara proaktif, membaca dan memahami seluruh isi kontrak
sebelum menandatanganinya, mendokumentasikan seluruh aktivitas pemagangan secara
mandiri sebagai bukti yang mungkin diperlukan, serta tidak ragu menghubungi Dinas
Ketenagakerjaan atau Lembaga Bantuan Hukum apabila hak-haknya dilanggar. Bagi
pemerintah, disarankan untuk segera mengesahkan RUU Hukum Acara Perdata dengan
memuat ketentuan yang secara khusus mengakomodasi akses keadilan bagi pihak yang rentan
dalam sengketa kontraktual, memperkuat kapasitas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan
untuk melakukan inspeksi proaktif terhadap program pemagangan, mewajibkan penyelenggara
untuk melaporkan pelaksanaan program pemagangan secara berkala, serta memperluas akses
bantuan hukum gratis bagi peserta magang yang mengalami pelanggaran hak.
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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai
peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kurangnya pemahaman generasi muda
terhadap fungsi dan kewenangan lembaga negara dapat memengaruhi tingkat kesadaran hukum dan
partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini
dilaksanakan kepada siswa SMK Triguna Jakarta sebagai upaya edukasi kewarganegaraan yang bersifat
praktis dan aplikatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi
interaktif, serta sesi tanya jawab mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang diberikan mencakup pengertian lembaga negara,
fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara dalam
menjalankan prinsip checks and balances. Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif agar
siswa lebih aktif memahami materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa
memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan sosialisasi. Pemahaman siswa mengenai fungsi
dan kewenangan lembaga negara mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan siswa
menjelaskan kembali peran masing-masing lembaga negara serta pentingnya menjaga sistem demokrasi
dan ketatanegaraan. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran
hukum dan sikap kritis siswa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Sosialisasi, Lembaga Negara, Sistem Ketatanegaraan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
lembaga-lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling
berkaitan dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddigie, lembaga negara
dibentuk untuk menjalankan fungsi negara berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan agar
tercipta keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi
(Asshiddigie, 2010). Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara seperti Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah
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Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki
peran penting dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap
kedudukan dan hubungan antar lembaga negara. Amandemen UUD 1945 mempertegas prinsip
checks and balances antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi
pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Menurut Ni’matul Huda (2017), perubahan
tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional dan menciptakan
pemerintahan yang lebih akuntabel serta transparan.

Pemahaman mengenai peran lembaga negara menjadi hal yang penting bagi masyarakat,
khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda perlu memahami bagaimana
sistem ketatanegaraan bekerja agar mampu menumbuhkan kesadaran hukum, sikap demokratis,
serta partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran
strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Menurut Soerjono Soekanto (2014), tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh
pemahaman terhadap hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi hukum tersebut. Dalam
praktiknya masih banyak siswa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai tugas,
fungsi, dan kewenangan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi
ketatanegaraan sering kali dianggap bersifat teoritis sehingga kurang menarik minat siswa
untuk mempelajarinya secara mendalam. Selain itu, kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi
hukum di lingkungan sekolah menyebabkan pemahaman siswa terhadap sistem ketatanegaraan
masih relatif rendah.

SMK Triguna Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting
dalam membentuk wawasan kebangsaan dan kesadaran konstitusi peserta didik. Oleh karena
itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai
peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada siswa SMK Triguna
Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai fungsi lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan
sistem pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif,

dan tanya jawab agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Dengan adanya
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kegiatan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan pengetahuan mengenai sistem
ketatanegaraan Indonesia, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memiliki sikap Kritis dan
partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Peran Lembaga

Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta”

dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi edukatif dengan pendekatan partisipatif.

Pendekatan ini dipilih agar siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga

dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab.

1.  Bentuk Kegiatan; Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan atau sosialisasi
mengenai peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi yang
disampaikan meliputi pengertian lembaga negara, fungsi dan kewenangan lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan di SMK Triguna Jakarta dengan peserta kegiatan adalah siswa-siswi
SMK Triguna Jakarta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang
telah disepakati antara tim pelaksana dan pihak sekolah.

3.  Tahapan Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa
tahapan sebagai berikut:

a.  Tahap Persiapan; Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak
sekolah terkait pelaksanaan kegiatan, menentukan jadwal kegiatan, menyiapkan
materi sosialisasi, serta mempersiapkan media pembelajaran berupa presentasi dan
bahan edukasi. Selain itu, dilakukan identifikasi awal mengenai tingkat pemahaman
siswa terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

b.  Tahap Pelaksanaan; Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara
langsung kepada siswa. Metode yang digunakan meliputi:

a) Ceramah atau penyampaian materi, yaitu pemberian penjelasan mengenai sistem

ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga negara.
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b) Diskusi interaktif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi
mengenai materi yang telah disampaikan.
c) Tanya jawab, yaitu sesi untuk menggali pemahaman siswa dan memberikan
penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan peserta.
d) Pemberian contoh kasus, yaitu memberikan ilustrasi sederhana mengenai
hubungan dan fungsi lembaga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b.  Tahap Evaluasi; Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa
setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui sesi diskusi,
pertanyaan langsung kepada peserta, dan pengamatan terhadap partisipasi siswa
selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penilaian
efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4.  Teknik Pengumpulan Data; Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan
melalui:
a.  Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap antusiasme dan partisipasi siswa
selama kegiatan berlangsung.
b.  Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa siswa terkait
pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan.
c.  Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan

catatan pelaksanaan kegiatan.

5. Teknik Analisis Data; Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
dengan mendeskripsikan hasil kegiatan sosialisasi berdasarkan tingkat partisipasi dan
pemahaman siswa terhadap materi mengenai peran lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan
dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema ‘“Sosialisasi Peran Lembaga
Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta” telah
dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons yang positif dari peserta. Kegiatan ini
diikuti oleh siswa-siswi SMK Triguna Jakarta yang menunjukkan antusiasme tinggi selama
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proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian
materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dan
fungsi lembaga negara.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan pemaparan mengenai pengertian
lembaga negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi yang disampaikan meliputi fungsi lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan
prinsip checks and balances. Menurut Jimly Asshiddigie (2010), prinsip checks and balances
merupakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis. Penyampaian materi
dilakukan menggunakan media presentasi dan contoh-contoh sederhana yang dekat dengan
kehidupan sehari-hari siswa sehingga lebih mudah dipahami.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya masih memiliki
pemahaman yang terbatas mengenai tugas dan fungsi lembaga negara. Banyak siswa yang
belum mampu membedakan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara jelas.
Setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman siswa mengalami peningkatan yang terlihat dari
kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali fungsi masing-masing lembaga negara serta
hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sejalan dengan
pendapat Soerjono Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman hukum dan
pendidikan hukum memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai
kewenangan Presiden, tugas DPR dalam pembentukan undang-undang, serta fungsi Mahkamah
Konstitusi dalam menjaga konstitusi negara. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa
metode diskusi dan tanya jawab mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi
ketatanegaraan. Menurut Hamalik (2013), proses pembelajaran yang melibatkan partisipasi
aktif peserta didik akan meningkatkan pemahaman dan daya kritis siswa terhadap materi yang
dipelajari.

Selain itu, pemberian contoh kasus terkait hubungan antar lembaga negara membantu
siswa memahami penerapan sistem ketatanegaraan dalam kehidupan nyata. Contoh kasus
mengenai proses pembentukan undang-undang dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah
Konstitusi membuat siswa lebih mudah memahami peran masing-masing lembaga negara.
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Pendekatan praktis tersebut dinilai efektif karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga
memahami implementasinya dalam kehidupan bernegara.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran
siswa mengenai pentingnya menjaga demokrasi dan konstitusi negara. Siswa mulai memahami
bahwa lembaga negara memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan,
penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Menurut Ni’matul Huda (2017),
keberadaan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting
dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, dapat diketahui bahwa metode sosialisasi secara
langsung dengan pendekatan partisipatif cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa
mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung
menunjukkan bahwa edukasi hukum dan ketatanegaraan masih sangat diperlukan di lingkungan
sekolah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran yang membantu siswa memahami hak
dan kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil
memberikan pemahaman kepada siswa SMK Triguna Jakarta mengenai peran lembaga negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal
dalam meningkatkan kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, dan partisipasi generasi muda

dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Peran Lembaga
Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kepada Siswa SMK Triguna Jakarta” telah
terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman
siswa mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kegiatan sosialisasi yang
dilakukan dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, siswa
memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga
negara dalam menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme dan partisipasi yang
tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pemahaman siswa mengenai peran lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan
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siswa menjelaskan kembali fungsi masing-masing lembaga negara serta hubungan antar
lembaga negara dalam sistem checks and balances. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan
kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, dan sikap kritis siswa terhadap kehidupan
demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana
edukasi yang efektif dalam membangun pemahaman konstitusi dan menanamkan nilai-nilai
demokrasi kepada generasi muda. Oleh karena itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus
dilaksanakan secara berkelanjutan agar kesadaran hukum dan pemahaman ketatanegaraan
siswa semakin meningkat serta mampu membentuk generasi muda yang aktif, kritis, dan

bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.
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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bertujuan menciptakan sistem hukum
yang lebih modern, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pembaharuan penting
dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana
penjara. Namun demikian, pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pembaharuan
hukum pidana tersebut masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi sebagai
upaya meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan sistem
hukum pidana nasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan
edukasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP Nasional, khususnya terkait implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif
pidana penjara. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif,
studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai konsep pembaharuan hukum pidana, tujuan pemidanaan
modern, serta penerapan pidana kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan partisipatif
digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman
siswa mengenai KUHP Nasional dan konsep pidana kerja sosial mengalami peningkatan yang terlihat
dari kemampuan siswa menjelaskan tujuan pidana alternatif dan pentingnya sistem pemidanaan yang
bersifat rehabilitatif serta edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kesadaran hukum dan wawasan siswa mengenai perkembangan hukum pidana nasional di
Indonesia. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di SMK
Muhammadiyah 02 Serpong dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif dalam meningkatkan
pemahaman generasi muda terhadap pembaharuan hukum pidana nasional dan pentingnya penerapan
pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Pidana Kerja Sosial, Pidana Penjara, Pembaharuan Hukum Pidana
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PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban,
keamanan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang
semakin dinamis menuntut adanya pembaharuan hukum pidana agar mampu menyesuaikan
dengan perkembangan sosial, budaya, teknologi, serta kebutuhan hukum nasional. Oleh karena
itu, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Nasional sebagai pengganti KUHP lama peninggalan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak
sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief
(2011), pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya pembangunan sistem hukum
nasional yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia.

KUHP Nasional hadir sebagai bentuk reformasi hukum pidana yang mengedepankan nilai
keadilan, keseimbangan, dan pendekatan humanis dalam sistem pemidanaan. Salah satu
pembaharuan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengaturan
mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Kehadiran pidana kerja sosial
menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi
pada pembalasan menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Menurut Muladi
dan Barda Nawawi Arief (2010), tujuan pemidanaan modern tidak hanya memberikan
penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan memperbaiki dan
mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

Pidana penjara selama ini dianggap sebagai bentuk pemidanaan utama dalam sistem
hukum pidana Indonesia. Namun, penerapan pidana penjara juga menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pembinaan
narapidana, serta munculnya stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu,
pidana kerja sosial dipandang sebagai salah satu solusi alternatif yang lebih efektif dan edukatif,
khususnya terhadap tindak pidana ringan. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada
pelaku untuk menjalani hukuman melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa
harus kehilangan seluruh hak sosialnya sebagai anggota masyarakat.

Pemahaman mengenai pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait pidana kerja
sosial, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk generasi muda di lingkungan
pendidikan. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat perlu memahami perkembangan hukum
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nasional agar memiliki kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan yang baik. Pendidikan
hukum sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, kritis,
dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2014),
kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

SMK Muhammadiyah 02 Serpong sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis
dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP Nasional kepada siswa SMK Muhammadiyah 02 Serpong.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pembaharuan hukum
pidana nasional, tujuan penerapan pidana kerja sosial, serta pentingnya sistem pemidanaan yang
lebih humanis dan rehabilitatif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian
materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami materi
secara lebih mudah dan aplikatif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa mampu
memahami perkembangan hukum pidana nasional serta memiliki kesadaran hukum yang lebih
baik dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum
dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara di
SMK Muhammadiyah 02 Serpong” dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan
partisipatif. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis
mengenai pembaharuan hukum pidana nasional, tetapi juga memahami penerapan pidana

kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam sistem hukum Indonesia.

1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada siswa
SMK Muhammadiyah 02 Serpong mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP Nasional. Materi yang diberikan meliputi pembaharuan hukum pidana nasional,
tujuan pemidanaan modern, pengertian pidana kerja sosial, serta implementasi pidana kerja

sosial sebagai alternatif pidana penjara.
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2.  Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 02 Serpong dengan sasaran kegiatan yaitu
siswa-siswi SMK Muhammadiyah 02 Serpong. Sasaran tersebut dipilih karena generasi
muda perlu memahami perkembangan hukum nasional serta memiliki kesadaran hukum
sejak dini.

3.  Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a.  Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait
jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga mempersiapkan bahan
presentasi, materi sosialisasi, serta media pembelajaran yang berkaitan dengan KUHP
Nasional dan pidana kerja sosial.

b.  Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum secara langsung kepada
peserta dengan metode sebagai berikut:

a)  Penyampaian Materi

Tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP Nasional, konsep pembaharuan hukum pidana, serta penerapan pidana kerja
sosial sebagai alternatif pidana penjara. Diskusi Interaktif
Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai sistem pemidanaan di Indonesia
dan pentingnya pidana alternatif yang bersifat rehabilitatif dan edukatif.

b)  Studi Kasus

Tim pelaksana memberikan contoh kasus sederhana mengenai penerapan pidana kerja
sosial agar peserta lebih memahami implementasinya dalam praktik hukum.

c) TanyaJawab

Sesi tanya jawab dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta serta memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang diberikan.

c.  Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dalam
meningkatkan pemahaman siswa mengenai KUHP Nasional dan pidana kerja sosial.
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Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, diskusi, dan respon

siswa selama kegiatan berlangsung.

4.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

a.  Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap antusiasme dan keterlibatan peserta
selama kegiatan berlangsung.

b.  Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab kepada beberapa peserta terkait
pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi.

c.  Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan

catatan pelaksanaan kegiatan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tingkat
pemahaman peserta, partisipasi siswa, serta efektivitas kegiatan sosialisasi dalam
meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pidana kerja sosial sebagai

alternatif pidana penjara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan Penegak Hukum dalam
Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara di SMK
Muhammadiyah 02 Serpong” telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif
dari peserta kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 02 Serpong
yang menunjukkan antusiasme tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan
kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya
jawab mengenai pembaharuan hukum pidana nasional dan penerapan pidana kerja sosial dalam
KUHP Nasional.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan pemaparan mengenai latar
belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai
bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi tujuan
pembaharuan hukum pidana, perubahan paradigma pemidanaan, serta pengenalan pidana kerja
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sosial sebagai alternatif pidana penjara. Menurut Barda Nawawi Arief (2011), pembaharuan
hukum pidana bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial,
budaya, dan keadilan masyarakat Indonesia. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif
dengan menggunakan media presentasi agar siswa lebih mudah memahami materi yang
diberikan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya belum
memahami isi dan tujuan pembaharuan KUHP Nasional, khususnya mengenai pidana kerja
sosial. Sebagian peserta masih beranggapan bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya
bentuk hukuman yang efektif dalam sistem hukum pidana. Setelah dilakukan sosialisasi,
pemahaman siswa mengalami peningkatan yang terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan
konsep pidana kerja sosial, tujuan pemidanaan rehabilitatif, serta manfaat pidana alternatif
dalam sistem hukum modern. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi
Arief (2010) yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya bertujuan
menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki dan mengembalikan pelaku agar dapat diterima
kembali dalam masyarakat.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai
mekanisme penerapan pidana kerja sosial, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana
kerja sosial, serta perbedaan pidana kerja sosial dengan pidana penjara. Tingginya partisipasi
peserta menunjukkan bahwa metode diskusi dan tanya jawab cukup efektif dalam
meningkatkan minat belajar siswa terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Menurut
Hamalik (2013), metode pembelajaran interaktif mampu meningkatkan pemahaman dan
keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Selain itu, pemberian studi kasus mengenai penerapan pidana kerja sosial membantu
siswa memahami implementasi hukum secara lebih praktis. Peserta menjadi lebih memahami
bahwa pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memiliki
fungsi pembinaan sosial dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan. Pendekatan tersebut
dinilai efektif dalam membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya sistem hukum yang
berkeadilan dan humanis.

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran
hukum siswa. Peserta mulai memahami bahwa perkembangan hukum pidana nasional

merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan
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sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, siswa juga memahami pentingnya memiliki
kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi
kasus, dan sesi tanya jawab dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Antusiasme peserta selama
kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai pembaharuan KUHP
Nasional masih sangat diperlukan di lingkungan pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman kepada siswa SMK Muhammadiyah 02
Serpong mengenai pembaharuan hukum pidana nasional dan implementasi pidana kerja sosial
sebagai alternatif pidana penjara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum generasi muda serta membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum

pidana yang humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam Mempersiapkan
Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif
Pidana Penjara di SMK Muhammadiyah 02 Serpong” telah berjalan dengan baik dan
memberikan dampak positif bagi peserta kegiatan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa
memperoleh pemahaman mengenai pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya
terkait penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam sistem hukum
Indonesia.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengalami peningkatan.
Siswa mulai memahami bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada
penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan
reintegrasi sosial melalui pidana alternatif seperti pidana kerja sosial. Selain itu, kegiatan
ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan wawasan siswa mengenai
perkembangan hukum pidana nasional di Indonesia.

Metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab
terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta terhadap materi
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yang diberikan. Antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa
edukasi hukum mengenai pembaharuan KUHP Nasional sangat diperlukan di lingkungan
pendidikan sebagai upaya membangun kesadaran hukum generasi muda. Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum yang
mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, kritis, dan memahami pentingnya
sistem hukum pidana yang humanis dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan
dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia.
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ABSTRAK

Kekerasan terhadap pelajar SMA masih menjadi permasalahan yang sering terjadi baik di lingkungan
sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami pelajar dapat berupa kekerasan fisik,
psikis, dan seksual yang berdampak serius terhadap kesehatan, mental, serta perkembangan sosial
korban. Dalam proses penegakan hukum, korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan
tindak pidana yang dialaminya. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara
kekerasan adalah Visum et Repertum, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil
pemeriksaan medis atas permintaan penyidik yang berwenang. Namun, rendahnya pemahaman pelajar
mengenai fungsi dan pentingnya Visum et Repertum menyebabkan banyak korban tidak segera
melakukan pemeriksaan medis sehingga bukti fisik sulit diperoleh. Selain itu, kurangnya pengetahuan
mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban turut menghambat proses
penegakan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran hukum pelajar mengenai pentingnya Visum et Repertum sebagai alat bukti
dalam perlindungan korban kekerasan. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan
Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran pelajar tingkat SMA/sederajat. Metode yang digunakan
meliputi ceramah, presentasi menggunakan media PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang
disampaikan mencakup pengertian Visum et Repertum, kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum
pidana, bentuk-bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta langkah-langkah memperoleh perlindungan
hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi Visum
et Repertum dan pentingnya pelaporan tindak kekerasan secara cepat untuk mendukung proses
pembuktian hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan
lingkungan pendidikan yang lebih aman, meningkatkan kesadaran hukum pelajar, serta mendorong
peran aktif mereka dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Kekerasan Pelajar, Alat Bukti, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya terhadap pelajar Sekolah
Menengah Atas (SMA), merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering
ditemukan di Indonesia. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman,
nyaman, dan mendukung perkembangan intelektual serta karakter siswa, pada kenyataannya
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tidak selalu terbebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh pelajar dapat
berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (bullying), hingga kekerasan seksual.
Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi
kesehatan fisik maupun mental korban, serta berpengaruh terhadap proses belajar dan
perkembangan kepribadian pelajar.

Kekerasan terhadap pelajar dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di lingkungan
sekolah, di lingkungan pergaulan, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus,
pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari sesama pelajar, tetapi juga dapat melibatkan pihak
lain di luar lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat
karena pelajar sebagai generasi muda seharusnya mendapatkan perlindungan yang optimal dari
segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.

Dalam perspektif hukum, setiap tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian
terhadap orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui
mekanisme hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur berbagai
ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya terhadap
anak dan remaja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk
kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi
tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat,
serta lembaga pendidikan.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, dalam praktiknya proses penegakan hukum
terhadap kasus kekerasan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama
adalah terkait dengan proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana,
pembuktian merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat
dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tanpa
adanya alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, suatu perkara pidana akan sulit untuk
dibuktikan di hadapan pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai jenis-

jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Berdasarkan
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ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana kekerasan, khususnya
yang menimbulkan luka atau cedera pada korban, salah satu alat bukti yang memiliki peranan
penting adalah Visum et Repertum.

Visum et Repertum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil
pemeriksaan medis terhadap seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana.
Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari penyidik yang berwenang, biasanya
dari kepolisian, untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara pidana.
Visum et Repertum memuat keterangan mengenai kondisi fisik korban, jenis luka yang dialami,
lokasi luka pada tubuh korban, kemungkinan penyebab luka, serta perkiraan waktu terjadinya
luka tersebut. Dengan demikian, Visum et Repertum dapat memberikan gambaran secara ilmiah
mengenai adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban.

Dalam kasus kekerasan terhadap pelajar SMA, Visum et Repertum memiliki peran yang
sangat penting karena dapat menjadi bukti objektif yang mendukung keterangan korban
maupun saksi. Dokumen ini membantu aparat penegak hukum untuk memahami secara lebih
jelas mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi serta dampaknya terhadap korban. Selain itu,
Visum et Repertum juga dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kekerasan yang
dilakukan oleh pelaku serta menentukan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya pemanfaatan Visum et Repertum sebagai alat bukti
dalam kasus kekerasan terhadap pelajar masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
pentingnya melakukan pemeriksaan medis segera setelah terjadinya kekerasan. Banyak korban
atau keluarga korban yang tidak segera melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak
berwenang atau tidak segera melakukan pemeriksaan medis. Akibatnya, bukti fisik berupa luka
atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat hilang atau tidak dapat lagi dibuktikan
secara medis.

Selain itu, faktor psikologis korban juga sering menjadi hambatan dalam proses pelaporan
kasus kekerasan. Pelajar yang menjadi korban kekerasan sering kali merasa takut, malu, atau
khawatir akan adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban juga

merasa takut terhadap ancaman dari pelaku sehingga memilih untuk tidak melaporkan kejadian
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yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap
secara hukum dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan
menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga
pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik kepada
siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman
dan kondusif. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam
menangani laporan kekerasan yang dialami oleh siswa, termasuk memberikan pendampingan
kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain peran sekolah, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam
memastikan bahwa setiap kasus kekerasan yang dilaporkan dapat ditangani secara profesional
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara aparat
penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam proses
penanganan kasus kekerasan terhadap pelajar. Tenaga medis memiliki peran dalam melakukan
pemeriksaan terhadap korban serta menyusun Visum et Repertum yang akan digunakan sebagai
alat bukti dalam proses hukum.

Keberadaan Visum et Repertum sebagai alat bukti memiliki nilai penting karena
memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan objektif mengenai kondisi korban. Berbeda
dengan keterangan saksi yang bersifat subjektif, Visum et Repertum didasarkan pada hasil
pemeriksaan medis yang dilakukan secara profesional oleh dokter. Oleh karena itu, dokumen
ini memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam proses peradilan pidana, terutama
dalam perkara yang berkaitan dengan tindak kekerasan.

Namun demikian, efektivitas penggunaan Visum et Repertum dalam proses pembuktian
juga sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan serta kualitas pemeriksaan medis
yang dilakukan. Semakin cepat korban mendapatkan pemeriksaan medis setelah terjadinya
kekerasan, maka semakin besar kemungkinan untuk menemukan bukti fisik yang dapat
mendukung proses pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan dilakukan
dalam waktu yang terlalu lama setelah kejadian, maka bukti-bukti tersebut dapat menjadi sulit
untuk dibuktikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai pentingnya Visum et Repertum dalam proses penegakan hukum terhadap kasus
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kekerasan. Sosialisasi mengenai prosedur pelaporan tindak kekerasan serta pentingnya
pemeriksaan medis perlu dilakukan secara lebih luas, khususnya di lingkungan sekolah. Dengan
adanya pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, diharapkan korban kekerasan tidak ragu
untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta segera mendapatkan pemeriksaan medis
yang diperlukan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan medis forensik secara cepat dan profesional.
Ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik juga
menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas Visum et Repertum yang dihasilkan. Dengan
adanya dukungan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, proses penanganan kasus
kekerasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik
bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki
peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum terhadap kasus
kekerasan yang dialami oleh pelajar SMA. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat
bukti dalam proses peradilan pidana, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi
korban kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan Visum et
Repertum perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat, pelajar, tenaga pendidik, maupun
aparat penegak hukum.

Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pentingnya Visum et Repertum dalam
proses pembuktian hukum, diharapkan setiap kasus kekerasan terhadap pelajar dapat ditangani
secara lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban. Hal ini juga diharapkan dapat
menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan
bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga pelajar dapat berkembang secara optimal sebagai

generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan
penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hasanan Darunnajah 9 Pamulang dengan sasaran utama
pelajar tingkat SMA/sederajat. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman secara
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langsung mengenai pentingnya Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perlindungan
korban kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi
permasalahan terkait rendahnya pemahaman pelajar mengenai fungsi Visum et Repertum dalam
proses hukum. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan, pembuatan media
presentasi, serta koordinasi dengan pihak sekolah atau pesantren terkait jadwal dan teknis
pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, presentasi menggunakan media
PowerPoint, dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian Visum et
Repertum, dasar hukum dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum pidana, bentuk-
bentuk kekerasan terhadap pelajar, serta prosedur yang harus dilakukan korban untuk
memperoleh perlindungan hukum. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat terkait permasalahan kekerasan yang
sering terjadi di lingkungan pelajar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah
mengikuti kegiatan penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab langsung serta
pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan
untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum
pelajar mengenai pentingnya Visum et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana

kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Konsep Visum et Repertum

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem
peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh
manusia. Secara etimologis, istilah visum et repertum berasal dari bahasa Latin yang berarti
“apa yang dilihat dan ditemukan”. Dalam praktik hukum pidana, visum et repertum adalah
laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban
yang diduga mengalami tindak pidana.

Dalam sistem hukum I